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KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, puji syukur kami 
panjatkan atas terbitnya book chapter yang disusun oleh para anggota 
Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Nasional 
(ADPK Nasional). Book chapter pada edisi ini bertema “Sinergi 
Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan”.

Book Chapter dengan tema Sinergi Pancasila dan Agama dalam 
Penguatan Semangat Kebangsaan ini dibuat sejalan dengan masih 
adanya pihak-pihak yang mempertentangkan antara persoalan-
persoalan Pancasila dan Agama. Sebagian dari mereka berpendapat 
bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa 
merupakan dasar negara yang sudah final sebagai hasil dari perumusan 
para pendiri negara pada tahun 1945. Sementara itu Sebagian lagi 
berpendapat bahwa mayoritas jumlah penduduk di Indonesia yang 
beragama Islam sangatlah layak bila dasar negara Republik Inadonesia 
itu adalah Ajaran Agama Islam (Syariat Islam). Kondisi ini terjadi sejak 
tahun 1945 pada saat perumusan dasar negara oleh panitia kecil yang 
kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Kondisi tersebut terulang 
saat amandemen UUD 1495 yang mana ada salah satu partai politik 
menghendaki perubahan pasal 29 UUD 1945, namun kemudian 
sebagian besar anggota MPR sepakat untuk tidak merubah pasal 29 
UUD 1945,  dan upaya-upaya tersebut terus bergulir hingga sekarang 
dengan adanya keinginan dari sebagian kelompok masyarakat agar 
diterapkannya system Khilafah di Indonesia. Padahal bila ditelusuri 
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lebih dalam hakikat keduanya baik Pancasila dan Agama merupakan 
dua hal yang  saling berkait dan bersinergi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-
nilai luhur bangsa yang dikristalkan dari banyaknya nilai-nilai yang 
berkembang dalam kehidupan social budaya masyarakat Indonesia. 
Sementara itu agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manausia 
melalui para utusannya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan 
dalam hidup di dunia yang menuntun pada kebahagiaan hidup di 
akhirat. Artinya baik nilai-nilai Pancasila maupun ajaran agama yang 
diturunkan oleh Tuhan kepada manusia memiliki kesamaan-kesamaan 
atau berbanding lurus dalam mengajarkan kebenaran.  Sehingga 
Pancasila dan Agama tidak perlu dipertentangkan karena keduanya 
saling bersinergi.

Book Chapter ini mengulas tuntas tentang bagaimana sinergitas 
antara Pancasila dan Agama yang akan membawa kemaslahatan hidup 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu kehadiran book chapter ini dapat 
memberi kontribusi positif dalam memberikan pemahaman betapa 
antara Pancasila dan Agama ibarat dua sisi mata uang yang tidak 
bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kehadiran book chapter ini lebih 
menguatkan persaudaraan diantara perbedaan-perbedaan yang ada 
dalam kehidupan masyarakat dan terus berupaya menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dimasa-masa yang akan datang. 

Jakarta, 8 Juni 2022

Ketua ADPK Nasional

Prof. Dr. Sarkadi, M.Si
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Pendidikan Pancasila dan Agama: 
Kohesi dan Mandat Moral Kebangsaan 

Indonesia
Hastangka

Pusat Riset Pendidikan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Email: hastangka@brin.go.id

Abstrak
Tulisan ini akan mendeskripsikan tentang peran strategis 

Pendidikan Pancasila dan agama sebagai kohesi dan mandat moral 
kebangsaan Indonesia. Keberadaan mata pelajaran/kuliah Pancasila dan 
agama di Indonesia tidak hanya semata-mata untuk dipandang sebagai 
kewajiban regulasi tetapi memiliki visi penting untuk membentuk 
karakter dan jati diri generasi muda dan masyarakat yang berkarakter 
keIndonesiaan. Untuk itu, konseptualisasi Pendidikan Pancasila 
dan agama secara khusus di perguruan tinggi perlu ditinjau secara 
komprehensif untuk mendapatkan jawaban atas peran dari kedua 
mata pelajaran/ kuliah ini sebagai mandat moral kebangsaan. Dalam 
tulisan ini juga telah dijelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan agama 
pada dasarnya memiliki kohesi yang sangat erat yaitu sebagai kohesi 
moral. Namun dalam muatan materi memang tidak cukup kuat untuk 
menjelaskan posisi “mandat moral kebangsaan” yang ada di dalam 
muatan materi Pendidikan agama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini 
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dibahas tentang mandat moral kebangsaan antara Pendidikan agama 
dan Pancasila untuk diperjelas dan diperkuat di dalam muatan materi 
yang ada agar saling berkaitan. 

Kata kunci: Agama, Kebangsaan, Pancasila, Pendidikan, moral. 

A.	 Pendahuluan
Perbincangan tentang Pancasila dan agama menjadi wacana 

yang selalu menarik dan hangat di bahas dalam berbagai forum dan 
kajian. Misalnya, Forum Agama Cinta yang digagas oleh Gus Sholeh 
sebagai salah satu bentuk upaya untuk membahas isu isu agama dalam 
konteks nasionalisme dan kebangsaan menjadi menarik untuk diiikuti. 
Berbagai tema berseri yang dibuat oleh Gus Sholeh melalui kajian zoom 
meetingnya membawa daya tarik tersendiri. Pesan moral dan akademis 
pada beberapa aspek muncul dalam perbincangan seputar Forum 
Agama Cinta. Forum Agama Cinta ini muncul sebagai salah satu bentuk 
dinamika dan perubahan sosial di dunia internet yang mengarah pada isu 
isu yang lebih spesifik tentang identitas keagamaan, politik keagamaan 
dan narasi narasi yang bersifat agama sentris sering mewarnai media 
sosial dan warganet.  Forum Agama Cinta menjadi menarik dan dinilai 
memiliki arah dan orientasi kebangsaan dibandingkan dengan forum 
keagamaan yang memang hanya spesifik membahas dan mengkaji agama 
dan nilai nilai dalam agama untuk lebih memahami Tuhan-nya. Selain 
itu isu Pancasila dan agama menjadi narasi infotainment dan bahkan 
politainment. Sedangkan perbincangan Pancasila dalam beberapa 
tahun terakhir sekitar kurun 2018-2022, persoalan yang dibahas seputar 
ideologi (kasus Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Negara-
RUU HIP). RUU HIP menjadi polemik yang telah mewarnai berbagai 
media. Isu yang dibicarakan dalam kasus RUU HIP persoalan Pancasila 
menjadi penamaan dari UU serta materi isi dari RUU HIP yang dianggap 
akan berpotensi mengkerdilkan arti dan makna Pancasila. Isu yang lain 
munculnya polemik yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
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Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak 
mencantumkan mata pelajaran Pancasila sebagai mata kuliah atau 
pelajaran wajib pada Perguruan Tinggi telah menuai kritik dari berbagai 
kalangan. Polemik tersebut berakhir dengan penerbitan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada awal reformasi Pendidikan Pancasila selalu menjadi sorotan 
publik mulai dari isu terpinggirkannya Pancasila dari Pendidikan, 
Pancasila terkubur oleh anak bangsanya sendiri sampai pada liberalisasi 
ideologi negara Pancasila (Kaelan,2015). Pembicaraan tentang Pancasila 
selalu mengarah pada dua hal yaitu pertama, persoalan politik dan 
ideologi dan kedua, implementasi. Pada aspek pertama, persoalan 
politik dan ideologi pembicaraan Pancasila sebagai bagian dari 
kekuasaan tertentu. Pancasila adalah politik itu yang menjadi narasi 
besar dalam memahami Pancasila pada ranah politik. Ketika Presiden 
menetapkan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari 1 Juni melalui 
Ketetapan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 
untuk sebagian kalangan dianggap terlalu politis sehingga muncul 
gerakan yang menolak hari lahir Pancasila 1 Juni dengan memasang 
spanduk di daerah dengan tulisan Hari Lahir Pancasila 18 Agustus. Pada 
tataran ideologis, Pancasila selalu dipahami sebagai suatu penegasan 
dan haluan politik kebangsaan yang selalu terus menerus disuarakan. 
Istilah “Pancasila menjadi ideologi negara”, “Pancasila menjadi ideologi 
bangsa”, dan “ideologi Pancasila” menjadi diksi yang selalu mewarnai 
pemberitaan dan tulisan di berbagai media baik elektronik maupun 
cetak. Undang Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Sumber daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada pasal 7 ayat 
3 menjelaskan tentang nilai dasar bela negara, salah satunya “setia 
pada Pancasila sebagai ideologi negara”.  Isu tentang radikalisme, 
intoleransi, fundamentalisme, dan terorisme, sering berkaitan dengan 
ideologi dan agama. Berbagai diskusi yang membahas persoalan 
radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme melahirkan rekomendasi 
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atau kesimpulan yang dapat diringkas menjadi tiga yaitu “pentingnya 
Pancasila untuk menangkal radikalisme”, “perlu memperkuat ideologi 
Pancasila dalam mencegah paham radikalisme”, dan “ideologi radikalisme 
hanya bisa dilawan dengan ideologi Pancasila”. Ketiga rekomendasi dan 
kesimpulan tersebut menjadi agenda nasional untuk mengaktualkan 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pada aspek implementasi, 
isu-isu implementasi Pancasila mulai menjadi tema tema kajian dan 
penelitian yang mewarnai publikasi ilmiah. Isu implementasi Pancasila 
yang sering dibahas ialah persoalan implementasi Pancasila di sekolah, 
implementasi Pancasila di masyarakat, dan implementasi Pancasila di 
kehidupan bernegara. Tema implementasi Pancasila menjadi tema yang 
seolah-olah tidak habis-habisnya dalam pembicaraan terkait Pancasila. 
Lahirnya kampung Pancasila yang diinisiasi oleh masyarakat menjadi 
salah satu bentuk Pendidikan Pancasila bagi masyarakat. Kesadaran 
masyarakat semakin berkembang sejak pasca reformasi dengan 
menginiasi kampung Pancasila di berbagai desa atau kota. Pendidikan 
agama tentu juga memiliki peran penting dalam meresponse isu isu 
nasional, masyarakat, dan kebangsaan. 

Peran Pendidikan agama menjadi sangat penting untuk memberikan 
alternatif solusi dan arahan kepada generasi muda dan masyarakat 
untuk tetap memiliki komitmen moral kebangsaan. Selama ini, isu isu 
keagamaan dan politik keagamaan yang terjadi selalu diresponse oleh 
ormas keagamaan yang dominan seperti Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dan ormas agama yang lain. Misalnya, persoalan kemasyarakatan 
menjelang Ramadhan atau puasa selalu muncul polemik tentang 
“apakah di masa puasa warung boleh jualan atau tutup?”, “kebijakan 
sekolah mewajibkan siswinya untuk mengenakan jilbab/hijab di 
sekolah negeri”, “pelarangan untuk tidak boleh mengucapkan selamat 
hari raya kepada umat agama yang berbeda keyakinan” dan polemik 
yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan keagamaan dan umat 
menjadi materi aktual dalam isu isu Pendidikan agama. Terkadang 
isu isu tersebut belum secara tuntas dibahas di dalam pembelajaran 
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Pendidikan agama, sehingga terkadang peserta didik, masyarakat 
mencari jawaban di luar kegiatan pembelajaran dan pengajaran di 
sekolah. Jawaban yang ditemukan terkadang menimbulkan polemik baru 
atau kebimbangan bagi peserta didik dan masyarakat untuk menjadi 
keyakinan yang kokoh mana yang harus dipilih dan dipegang sebagai 
sikap dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Keberagaman dan perbedaan paham di dalam ilmu agama 
yang berkembang terkadang dapat menimbulkan penafsiran yang 
berbeda dalam menjawab masalah sosial, kebangsaan, dan kehidupan 
sehari-hari di masyarakat.  Obyek material dari Pendidikan agama yang 
meletakkan pada sumber kitab suci yang berbeda-beda antara Islam, 
Hindu, Kristen, Katolik, Budha, dan Khonghucu dapat menjadi kendala 
dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan agama di Indonesia. 

Fenomena di atas menjadi refleksi bersama dalam memahami 
bagaimana sebenarnya arah dan posisi Pancasila dan agama dalam 
kehidupan kebangsaan di Indonesia. Dalam sejarah Pendidikan di 
Indonesia Pancasila dan agama telah ada dan menjadi bagian dari 
proses pembentukan moral masyarakat dan warga negara di Indonesia. 
Keberadaan Pancasila dan agama bukan hal yang baru dalam sistem 
Pendidikan nasional di Indonesia. Sejak tahun 1989, Pancasila dan 
Agama sudah tercantum di dalam Undang Undang No 2 Tahun 1989 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Selama ini, Pancasila dan 
agama menjadi mata kuliah atau pelajaran utama karena materi ini 
tercantum di dalam peraturan perundang undangan. Cara pandang yang 
dimiliki kaum akademisi secara khusus pengajar Pancasila dan agama 
meletakkan bahwa materi Pancasila dan agama merupakan mandat dari 
aturan/regulasi, sehingga logika yang terbentuk hadirnya mata kuliah 
atau pelajaran ini sebagai pelaksana aturan. Selanjutnya, sebagai bagian 
dari profesi atau pekerjaan. Pertanyaan yang perlu kita dalami ialah 
hal apa saja jika agama masuk di dalam Pendidikan perlu kita ketahui, 
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begitu juga Pancasila? Hal yang menarik disampaikan oleh Nasution 
dan Harahap bahwa Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nilai. 
Oleh karena itu, arah Pendidikan Pancasila ditekankan pada pendidikan 
moral (Nasution dan Harahap, 2020). Kemudian di antara kedua materi 
tersebut (Pancasila dan agama), pengetahuan yang seperti apa yang bisa 
berharga untuk memberikan isi dari nilai-nilai yang diharapkan. Untuk 
itu kita perlu membaca dan mengenali hakikat pendidikan, tujuan dan 
metode yang diperlukan dalam Pendidikan Pancasila dan agama untuk 
apa sebenarnya? 

Tulisan ini akan menguraikan dan menganalisis posisi dan arah 
Pendidikan Pancasila dan agama di Indonesia sebagai kohesi dan 
mandat moral kebangsaan di Indonesia. Pokok bahasan dalam tulisan 
ini akan menguraikan dasar filsofis Pendidikan Pancasila dan agama 
sebagai kohesi dan mandat moral kebangsaan. 

B.	 Acuan teori 
Studi dan kajian tentang Pendidikan Pancasila dan agama sampai 

sejauh ini belum banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
filsafat Pendidikan. Untuk memahami hakikat, tujuan, dan masalah 
Pendidikan diperlukan kerangka yang komprehensif agar realitas 
yang diamati dan dipelajari bisa tertangkap secara mendalam. Filsafat 
Pendidikan memiliki peran penting dalam menganalisis berbagai 
aspek berkaitan Pendidikan. Filsafat secara umum memiliki peran 
penting dalam membahas isu Pendidikan mulai dari Plato, Jean-Jacques 
Rousseau, John Dewey, John Locke, Herbert Spencer, dan Nel Noddings, 
dalam hal ini, hubungan antara pendidikan dan filsafat sangat dekat. 
Filsafat dapat membantu menemukan dan mendapatkan pengertian 
yang mendalam tentang objek yang dikaji seperti Pendidikan. Plato, 
misalnya dalam bukunya the Republic memulai pembahasan tentang 
pendidikan bertitik tolak dari pemahaman “bagaimana memulai hidup 
yang baik itu”, dan hal ini tidak lepas dari Pendidikan untuk dapat 
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memunuhi kondisi dalam rangka membangun kehidupan yang baik 
tersebut (Smith, 1923). Pandangan lain menjelaskan education is the 
making of a man (Hibben, 1912). Pada dasarnya, pendidikan memiliki 
dasar filsafat untuk membentuk manusia. Dasar filsafat ini yang perlu 
dijadikan fondasi untuk merumuskan konsep dan implementasi 
Pendidikan yang diharapkan untuk dapat membentuk manusia. 

Menurut Jiang Yi dalam filsafat pendidikan, masyarakat dapat 
mengetahui pemikiran filsafati dan pandangan tentang isu isu umum 
masyarakat, dunia, dan keberadaan manusia. Terdapat banyak 
pendekatan dalam filsafat Pendidikan yang bisa digunakan di masyarakat. 
Tujuan dari filsafat Pendidikan berupaya untuk menggali cara pandang 
masyarakat dalam dunia Pendidikan lebih baik (Yi, 2013). Pemikiran para 
filsuf tersebut perlu digali kembali untuk dapat memberikan fondasi 
berpikir bagi kita dalam memahami hakikat pendidikan hari ini. Filsafat 
Pendidikan memiliki dua posisi penting yaitu Filsafat untuk penelitian 
Pendidikan dan filsafat dalam konteks Pendidikan. Filsatat untuk 
penelitian Pendidikan menekankan pada analisis filosofis dalam bidang 
penelitian Pendidikan baik praktis maupun empiris, meliputi kajian 
kritis metodologi riset dan penelitian Pendidikan yang bersifat empiris 
sebagai sudut pandang teoritis. Filsafat dalam konteks Pendidikan sering 
dikatakan sebagai analisis filsafati yang berkaitan dengan Pendidikan. 
Dalam hal ini filsafat Pendidikan sebagai upaya untuk menganalisis 
lebih mendalam, membangun kerangka konseptual tentang kebijakan 
Pendidikan, dan menganalisis tentang ketidaksetaraan pendidikan 
(Moses, 2002). Paradigma yang berkembang tentang filsafat Pendidikan 
hari ini memfokuskan pada filsafat analitik Pendidikan (analytical 
philosophy of education), filsafat ini menganalisis konsep Pendidikan, 
pandangan, jargon, dan pernyataan yang berkaitan dengan Pendidikan 
(Frankena, 1966). Misalnya saat ini banyak sekali jargon pendidikan 
seperti “merdeka belajar”, “kampus merdeka”, “sekolah merdeka”, 
tugas dari filsafat Pendidikan mencoba menganalisis dimensi dimensi 
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kritis dan analitik dari latar belakang munculnya jargon tersebut. 
Begitu juga istilah tentang Pendidikan Pancasila, Pendidikan agama, 
Pendidikan kewarganegaraan sebagai konsepsi Pendidikan yang perlu 
di dalami dari aspek filsafati. Isu isu Pendidikan dalam filsafat secara 
khusus membahas tentang bagaimana pengetahuan dapat diperoleh, 
bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter manusia yang baik? 
Bagaimana cara mentransfer pengetahuan kepada peserta didik lebih 
baik? Apakah Pendidikan dapat mengubah karakter manusia atau 
hanya sekadar membentuk karakter manusia? Apakah manusia bisa 
hidup tanpa Pendidikan? Apakah pendidikan bisa menanamkan nilai 
yang baik? Apa filosofi mendidik?, pertanyaan tersebut menjadi acuan 
dalam menganalisis dan meninjau secara kritis tentang Pendidikan. 

Pancasila dan Agama dalam realitas kehidupan di Indonesia 
merupakan bagian yang masih dinilai penting dan tetap penting untuk 
menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dan 
agama masuk di dalam sistem Pendidikan nasional dan menjadi mata 
pelajaran atau mata kuliah khusus menjadi pengakuan atas keberadaan 
Pancasila dan agama adalah penting di Indonesia. Pendidikan memiliki 
filosofi yang masih dipercaya sebagai transfer nilai dan pengetahuan. 
Dalam diskursus filsafat Pendidikan, pertanyaan yang fundamental 
banyak diajukan oleh para pemikir untuk lebih mendalami kembali 
tentang hakikat Pendidikan. Misalnya, Pendidikan selalu dianggap 
melekat dalam proses pembentukan karakter bagi peserta didik. 
Pertanyaan yang diajukan, apakah benar karakter menjadi nilai yang 
ideal diakui secara universal?, apakah Pendidikan pada dasarnya dapat 
dikatakan sudah bermoral atau sebaliknya? Apakah betul Pendidikan 
untuk mempersiapkan kehidupan atau Pendidikan adalah kehidupan 
itu sendiri, bagaimana hubungan antara pengetahuan dan karakter? 
(Paker, 1900).
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C.	 Metode
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber bacaan 

dalam studi ini berasal dari artikel jurnal, buku, dan dokumen peraturan 
perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini 
menggunakan pendekatan analisis reflektif-kritis. Analisis reflektif-kritis 
merupakan analisis yang dilakukan melalui merefleksikan berbagai 
kejadian dan peristiwa berkaitan dengan tema bahasan dan melakukan 
proses kritis atas kejadian dan peristiwa aktual dan faktual yang telah 
direfleksikan untuk mendapatkan temuan baru dalam bentuk hasil 
pemikiran dan kajian. 

D.	 Hasil dan Pembahasan 

1.	 Hakikat Pendidikan
Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai proses interaksi 

antara pendidik dan peserta didik, proses interaksi ini dapat dikatakan 
sebagai Pendidikan jika tujuan dari interaksi mengarahkan pada 
pembentukan menjadi manusia terdidik. Dengan kata lain pendidikan 
bertujuan untuk mengarahkan manusia agar memiliki kualitas berpikir 
dan karakter yang baik (Frankena, 1966). Dalam pandangan Wardi 
menekankan bahwa Pendidikan menjadi bagian dari investasi masa 
depan, investasi masyarakat dan sekaligus investasi negara dalam rangka 
memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Wardi, 2013). Oleh 
karena itu, Pendidikan menjadi perhatian bersama termasuk negara. 
Namun, terminologi tentang Pendidikan selalu mengarah pada situasi 
dan kondisi belajar mengajar, relasi guru dan peserta didik, kurikulum, 
metode belajar, dan materi pelajaran. Pada konteks pemahaman 
secara struktural ketika membahas Pendidikan juga dibagi menjadi 
tiga bagian secara umum yaitu: pertama, pendidikan formal yang 
menekankan jenjang Pendidikan formal mulai dari Pendidikan dasar 
sampai Pendidikan tinggi. Kedua, Pendidikan informal memfokuskan 
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Pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga, Pendidikan non 
formal, Pendidikan yang berada di lembaga kursus atau kejuruan yang 
ditangani oleh masyarakat maupun negara dalam bentuk pelatihan 
keterampilan. Paradigma Pendidikan dalam sejarahnya mengalami 
perkembangan, muncul gagasan Pendidikan untuk pembangunan yang 
berkelanjutan (education for sustainable development), pendidikan untuk 
semua (education for all), Pendidikan umum (general education) telah 
memberikan pengaruh penting dalam memahami hakikat Pendidikan. 
Sebagaimana yang dapat kita pelajari dan lihat hakikat pendidikan 
yang dirumuskan di negara yang mengalami penjajahan/kolonialisasi, 
pendidikan dimaknai sebagai alat perjuangan, alat untuk membebaskan 
dari ketertindasan, dan pendidikan sebagai sarana untuk memerdekan 
bangsa dari penjajahan. Filosofi Pendidikan ini pernah dirumuskan 
dan dirintis oleh kaum pergerakan atau pejuang di negara negara 
terjajah. Misalnya di Indonesia, filosofi Pendidikan Indonesia pada awal 
perjuangan pergerakan kemerdekaan yang dirintis oleh tokoh pejuang 
seperti Ki Hadjar Dewantara, Dewi Sartika, R.A. Kartini sebagai upaya 
untuk mendidik generasi dan rakyat agar terbebas dari kebodohan dan 
menjadi alat perjuangan untuk bisa merdeka. 

Seiring perkembangan zaman, konsep dan filosofi pendidikan 
mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapan 
dari masyarakat Pendidikan tidak hanya sekadar untuk mendidik dan 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih dari itu Pendidikan 
bisa memampukan masyarakat untuk berdaya dan memiliki daya saing 
nasional dan global. Pendidikan juga diharapkan tidak sekadar untuk 
pendidikan tetapi bisa adaptif terhadap perubahan dan lingkungan 
sekitar. Untuk itu konsep pendidikan perlu dirumuskan secara tepat 
agar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mampu menjawab 
tantangan zaman. Oleh karena itu hakikat Pendidikan saat ini dapat 
dirumuskan untuk membangun peradaban masyarakat dan bangsa 
yang berkelanjutan. 
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Pendidikan pada era abad ke-21 akan bertransformasi pada hakikat 
Pendidikan untuk membangun peradaban masyarakat dan bangsa 
yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan informasi di era 
digital telah mendorong kehidupan manusia untuk lebih cepat adaptif 
dan berkolaboratif dengan yang lain dalam mewujudkan tatanan 
dunia yang berkelanjutan. Pendidikan dalam setiap jenjang mulai dari 
Pendidikan dasar sampai Pendidikan memiliki fungsi dan peran yang 
berbeda. Konsepsi Pendidikan secara umum ialah untuk memberikan 
pengetahuan dan “nilai”. Peran Pendidikan yang utama memastikan 
bagaimana peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang 
memadai dan yang diperlukan dalam kehidupannya. Misalnya 
Pendidikan di jenjang perguruan tinggi tidak hanya sekadar memahami 
teori, konsep, dan menjelaskan pengetahuan itu penting tetapi pikiran 
dan perilaku peserta didik diarahkan untuk dapat mengaktualisasikan 
ide dan gagasan serta mampu menginterpretasikan pikiran dan 
perilakunya dalam kehidupan yang lebih luas lagi (Davies, 1909). 

2.	 Konseptualisasi Pendidikan Pancasila dan Agama
Secara umum, Pendidikan Pancasila dan agama bertujuan untuk 

membentuk karakter peserta didik atau generasi muda. Sumber materi 
Pendidikan Pancasila berasal dari sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila 
menjadi rujukan penting dalam mengajarkan Pancasila mulai dari sejarah 
lahirnya Pancasila, sejarah lahirnya Pendidikan Pancasila, kedudukan 
dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan 
hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika bernegara. Meskipun 
dalam beberapa praktik pengajaran masih ada yang belum sepakat 
dalam menafsirkan sejarah lahirnya Pancasila setidaknya sejarah 
Pancasila menjadi sumber materi utama dalam Pendidikan Pancasila 
dalam memberikan pemahaman tentang sejarah lahirnya Pancasila 
yang benar. Hal yang penting bahwa sumber Pendidikan Pancasila 
secara nasional memiliki acuan yang sama yaitu sumber sejarah, tokoh 
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acuan yang sama, dan dokumen yang sama dari risalah sidang BPUPK 
dan PPKI, dan dokumen sejarah lainnya. Hal ini yang berbeda dengan 
Pendidikan agama, sumber rujukan dalam pengajaran agama di sekolah 
bertitik tolak dari kitab suci masing masing agama. Misalnya, agama 
Islam merujuk pada sumber kitab suci agama Islam, Kristen, Hindu, 
Budha, Katolik, dan Khong hu cu akan merujuk pada kita suci agamanya 
masing-masing. Dalam pandangan ini, kitab suci yang dirujuk menjadi 
sumber moral dan karakter bagi peserta didik yang mereka ajarkan. 
Pendidikan Pancasila dan Agama memiliki titik pijak filsafat yang berbeda 
dalam meletakkan sumber pengajaran. Hal ini akan berimplikasi pada 
standar kompetensi dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Secara 
konseptual Pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik akan lebih 
menekankan pada standar moral yang diharapkan sesuai dengan nilai-
nilai ketuhanan, keilahian, ketakwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Misalnya dalam ajaran agama Kristen dan katolik akan menekankan 
pemahaman dan pengenalan kristus sebagai juru selamat dan ajaran-
ajaran para nabi yang diyakini sebagai dasar pembentukan karakter. 
Dalam ajaran agama Islam pemahaman dan pengenalan akan dalil-dalil 
dan hukum agama serta ajaran para nabi yang diyakini menjadi dasar 
pembentukan karakter. Sedangkan dalam penganut agama Hindu dan 
Budha maupun Khonghu cu agak berbeda karena dalil dalil dan hukum 
agama yang berbeda dengan penganut agama Islam, Kristen, dan Katolik, 
serta nabi nabi yang berbeda mungkin terminologi nabi, dalil hukum 
agama, dan konsep Tuhan yang berbeda akan meletakkan filsafat agama 
dan moral yang berbeda untuk sebagian kecil. Dengan demikian siswa 
akan memahami dan menangkap aspek nilai dan pengetahuan yang 
diberikan oleh guru atau dosen sesuai dengan ruang lingkup materi 
yang ada di dalam Pendidikan agama di masing masing keyakinan 
yang dianut dan dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Secara konsep 
Pendidikan Pancasila bertitik tolak dari sejarah perumusan Pancasila 
menjadi dasar negara dan Pancasila sebagai proses pembentukan moral 
kebangsaan. Sedangkan Pendidikan agama secara konsep bertitik tolak 
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dari sumber kitab suci untuk membentuk karakter peserta didik atau 
masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai, kaidah, dan hukum-hukum 
agama yang diyakini. Berikut ini tabel sebagai perbandingan muatan 
materi Pendidikan Pancasila dan Agama yang diajarkan di tingkat 
perguruan tinggi sebagai ilustrasi umum untuk melihat secara lebih 
mendalam bagaimana memosisikan Pendidikan Pancasila dan agama 
di Indonesia yang diambil dari sumber buku ajar yang diterbitkan oleh 
DIKTI 2016. 

Tabel.1. Muatan materi Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi 

No Agama Deskripsi dan Muatan Materi
1 Islam Terdiri atas 11 Bab. Bab 1 membahas mengapa dan 

bagaimana PAI diajarkan di Perguruan Tinggi, Bab 
2 membahas bagaimana manusia berTuhan, bab 3 
membahas bagaimana agama menjamin kebahagiaan, 
bab 4 mengintegrasikan iman, Islam, dan  ihsan dalam 
membentuk insan kamil, bab 5 bagaimana membangun 
paradigma qurani, bab 6 bagaimana membumikan 
Islam di Indonesia, bab 7 bagiamana Islam membangun 
persatuan dalam keberagaman, bab 8 bagaimana Islam 
menghadapi tantangan modernisasi, bab 9 bagaimana 
kontribusi Islam dalam mengembangkan peradaban 
dunia, bab 10 bagaimana peran dan fungsi masjid 
kampus dalam pengembangan budaya Islam, bab 11 
bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. 

2 Kristen Terdiri atas 8 bab. Bab 1 membahas agama dan fungsinya 
dalam kehidupan manusia, bab 2 membahas Allah 
dalam kepercayaan Kristen, bab 3 manusia menurut 
ajaran Kristen, bab 4 Etika dan pembentukan karakter 
kristiani, bab 5 membahas hubungan iman Kristiani 
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bab 6 
menciptakan kerukunan antar umat beragama, bab 7 
penjaga ciptaan Allah, bab 8 cara bergaul yang baik. 
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3 Katolik Terdiri atas 5 bab. Bab 1 membahas panggilan hidup 
manusia menurut kitab suci, bab 2 membahas relasi 
manusia dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, dan 
Tuhan, bab 3 membahas agama dan iman dihidupi 
dengan pluralitas, bab 4 membahas Yesus Kristus, bab 
5 membahas Gereja dan Iman yang memasyarakat. 

4  Hindu Terdiri atas 9 bab. Bab1 membahas fungsi dan tujuan 
MKWU Pendidikan agama hindu dalam membangun 
basis kepribadian humanis mahasiswa, bab 2 bagaimana 
peran sejarah perkembangan agama hindu dalam 
memberikan pelajaran yang positif, bab 3 bagaimana 
ajaran Brahmavidya (teologi) dalam membangun 
Sraddha dan Bhakti (iman dan Takwa) mahasiswa, 
bab 4 bagaimana peran studi Veda dalam membangun 
pemahaman mahasiswa tentang eksistensi veda sebagai 
kitab suci dan sumber hukum? Bab 5 bagaimana konsep 
manusia Hindu dalam membangun kepribadian 
mahasiswa  yang berjiwa pemimpin, taat hukum, 
sehat, kreatif, dan adaptif? Bab 6 bagaimana ajaran 
Susila hindu dalam membangun moralitas mahasiswa 
Hindu, bab 7 bagaimana peran seni keagamaan dalam 
membentuk kepribadian yang estetis, bab 8 bagaimana 
membangun kerukunan sesuai ajaran hindu, bab 9 
bagaimana membangun kesadaran mahasiswa sebagai 
makhluk sosial sesuai ajaran hindu. 

5 Budha Terdiri atas 9 bab. Bab 1 membahas bagaimana kerangka 
dan isi kitab suci Tripitaka?, bab 2 bagaimana makna 
dan tujuan hidup manusia yang bersumber dari ajaran 
budha, bab 3 membahas bagaimana peranan hukum 
universal Buddha dalam kehidupan sehari-hari? Bab 4 
membahas bagaimana makna Ketuhanan Yang Maha 
Esa dalam ajaran Buddha?, bab 5 bagaimana nilai dan 
norma moral (sila) sebagai landasan dan pola hidup? 
Bab 6 membahas bagaimana harmoni Iptek dan seni 
dalam kehidupan? 
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Bab 7 membahas bagaimana konsep masyarakat 
Buddha dan konstruksi sikap kerukunan antar umat 
beragama? Bab 8 membahas bagaimana dinamika 
budaya dan politik Buddha dalam konteks kebangsaan 
Indonesia? Bab 9 membahas bagaimana Bhavana 
Membentuk batin bersih manusia berkarakter. 

6 Khong hu cu Terdiri atas 8 bab. Bab 1 membahas tujuan dan fungsi 
Pendidikan agama Khonghucu sebagai kompenen mata 
kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana, 
bab 2 membahas  tujuan hidup dan setelah kehidupan 
manusia, bab 3 membahas esensi dan urgensi integrasi 
keimanan, kepercayaan, kesetyaan, dan kesujudan 
dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur, bab 
4  membahas konsep khonghucu tentang keragaman 
dalam keberagaman serta kontribusinya dalam sejarah 
peradaban dunia, bab 5 membahas  esensi dan urgensi 
agama dan nilai nilai spiritual khonghucu, bab 6 
membahas sumber dan implementasi ajaran khonghucu 
dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan, bab 
7 membahas konsep iptek, politik, sosial budaya, 
ekonomi dan lingkungan hidup, dan Pendidikan dalam 
perspektif khonghucu, bab 8 membahas peran dan 
fungsi kegiatan mahasiswa khonghucu sebagai pusat 
pengembangan budaya khonghucu.

          Sumber: buku Pendidikan agama, Dikti 2016.

Berdasarkan dari tinjauan muatan materi dalam buku ajar 
Pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan 
Khonghucu) pada tabel 1 yang telah dirumuskan dan diterbitkan oleh 
Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2016 menunjukkan bahwa rumusan 
muatan materi setiap mata kuliah Pendidikan Agama memiliki titik 
tekan masing masing kebutuhan dari visi dan nilai agama yang dianut dan 
diyakini. Pendidikan agama memiliki fungsi dan tujuan secara filosofis 
untuk membentuk karakter. Namun konsepsi karakter disesuaikan 
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dengan nilai nilai keyakinan agama yang dimiliki. Ada yang menekankan 
karakter seperti karakter nabi, ada yang menekankan dengan mengenal 
Kristus sebagai juruselamat dapat menjadi dasar pembentukan 
karakter. Dalam konteks agama lain seperti Hindu misalnya, pelajaran 
agama juga memiliki titik tekan tersendiri seperti pengenalan tentang 
sejarah, dewa-dewa, cara sembayang, tempat brahmana di mana, 
tempat sembayang di mana, cara berpakaian, ada banyak aliran-aliran 
dalam agama di pelajari dan dijelaskan, dan mungkin lebih mendalam 
dari itu. Secara umum agama dianggap sebagai pembelajaran tentang 
hidup. Pendidikan agama Budha juga menguraikan kebaikan (sila), 
memusatkan perhatian (Samadhi), Kebijaksanaan (panna),dan dharma. 
Berbeda dengan materi muatan Pancasila yang fokus pada sejarah yang 
sama yaitu sejarah Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila, dasar 
yuridis, filosofis, sosiologis, dan kultural yang merujuk pada sumber dan 
rujukan yang sama. Muatan materi Pancasila memiliki sumber yang 
fokus pada satu sumber sejarah yang sama. Sebagaimana dapat terlihat 
pada materi muatan Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi 
sebagai berikut:

Tabel 2. Muatan materi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Bab Deskripsi 
1 Pengantar Pendidikan Pancasila membahas konsep dan urgensi 

Pendidikan Pancasila, alas an diperlukan Pendidikan Pancasila, 
sumber sumber historis, yuridis, sosiologis, budaya, dan dinamika 
dan tantangan Pendidikan Pancasila. 

2 Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia 
membahas konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa 
Indonesia, alasan Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa 
Indonesia, sumber historis, sosiologis, politik Pancasila dalam arus 
sejarah bangsa, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah 
bangsa Indonesia.
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3 Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara republik Indonesia, 
membahas konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara, 
alas an diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara, sumber 
historis, yuridis, sosiologis dan politis Pancasila sebagai dasar negara, 
dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, esensi dan 
urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 

4 Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara, membahas konsep dan 
urgensi Pancasila menjadi dasar negara, alasan diperlukan Pancasila 
sebagai ideologi negara, sumber historis, politis, dan yuridis Pancasila 
sebagai ideologi negara, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai 
ideologi negara, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.

5 Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat membahas konsep 
dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, alasan kajian Pancasila 
sebagai sistem Filsafat, sumber historis, sosiologis dan politis 
Pancasila sebagai sistem filsafat, dinamika dan tantangan Pancasila 
sebagai sistem filsafat, urgensi dan esensi Pancasila sebagai sistem 
filsafat.

6 Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika, membahas konsep dan 
urgensi Pancasila menjadi system etika, alas an diperlukan Pancasila 
sebagai system etika, sumber historis, sosiologis, politis Pancasila 
sebagai sistem etika, membangun argumen dinamika dan tantangan 
Pancasila sebagai sistem etika, esensi, dan urgensi Pancasila sebagai 
sistem etika. 

7 Mengapa Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, 
membahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, 
alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan 
ilmu, sumber historis, politis, sosiologis Pancasila sebagai dasar 
pengembangan ilmu di Indonesia, argumen tentang dinamika dan 
tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, esensi 
dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu 

Sumber: Buku Ajar Pendidikan Pancasila, Dikti 2016.

Muatan materi pada buku ajar Pendidikan Pancasila yang 
dirumuskan dan diterbitkan oleh Dikti 2016 menunjukkan muatan 
materi yang umum tentang Pancasila. Muatan materi ini digunakan 
untuk pembelajaran Pancasila di tingkat perguruan tinggi. Di dalam 
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muatan materi ini tampak jelas acuan cara memahami Pancasila 
yang bisa diterima oleh peserta didik atau mahasiswa. Hal ini yang 
membedakan dengan materi Pendidikan agama yang masing masing 
agama memiliki titik tekan dalam memberikan pemahaman tentang 
agama yang diyakini dan dianutnya.  Kedua materi tersebut pada 
dasarnya memiliki peran yang strategis untuk membentuk karakter 
generasi muda atau peserta didik untuk menjadi bagian dari Indonesia 
seutuhnya dan tidak terkotak-kotakkan oleh aliran aliran yang muncul 
baik di dalam agama maupun di luar agama yang diyakini. Untuk itu, 
perlu ada penegasan titik temu antara Pendidikan Pancasila dan agama 
sebagai mandat moral kebangsaan di Indonesia. 

3.	 Titik Temu
Kehadiran mata kuliah/pelajaran Pancasila dan agama di Indonesia 

tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan administratif dari Undang 
Undang tetapi perlu menjadi penegasan bahwa Pendidikan Pancasila dan 
agama memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu membentuk karakter 
peserta didik dan generasi muda agar memiliki rasa kebangsaan yang 
kuat, kokoh, dan mantap. Untuk itu, konsepsi Pendidikan agama tidak 
hanya dipahami sekadar untuk agama dan mengenal agama lebih baik 
tetapi juga diarahkan untuk menjadi motor penggerak moral kebangsaan 
yang saling mengisi dan melengkapi materi Pendidikan Pancasila. 
Situasi yang terjadi saat ini, seolah-olah Pendidikan agama dan Pancasila 
suatu yang terpisah dan kurang bersinergi dan berkohesi dalam proses 
pembentukan karakter kebangsaan. Melalui pembacaan muatan materi 
yang diterbitkan oleh Dikti tahun 2016 dapat merefleksikan perlu ada 
upaya memperkuat tujuan dari filsafat Pendidikan Pancasila dan agama 
agar bisa menyatu pada tujuan yang sama yaitu pembentukan karakter 
kebangsaan dalam rangka menghindari paham paham yang sifatnya 
ekslusif, intoleran, radikal, dan ekstrimis mengarah pada potensi potensi 
anti Pancasila, anti kebhinnekaan, anti NKRI sebagaimana akhir akhir 
ini muncul gerakan terorisme di Indonesia yang melibatkan generasi 
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muda, penyelenggara negara, dan masyarakat umum. Berikut ini desain 
model Pendidikan Pancasila dan agama untuk menjadi kohesi moral 
dalam pembentukan karakter kebangsaan di Indonesia. 

Bagan Model Kohesi Moral: Pendidikan Pancasila dan Agama 

Pendidikan Pancasila dan agama sebagai mata pelajaran/
kuliah wajib di Indonesia dapat menjadi role model penting untuk 
meneguhkan dan memperkuat nilai nilai kebangsaan. Isu isu agama 
yang mengarah pada narasi-narasi bersifat negatif dan mengarah kepada 
perpecahan yang berkembang akhir akhir ini dapat dicegah dengan 
memperkuat muatan materi Pendidikan Pancasila dan agama sebagai 
basis filsafat kebangsaan di Indonesia. Materi muatan agama secara 
khusus baik untuk tingkat Pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi 
perlu diarahkan untuk memiliki tahapan dan proses yang berkelanjutan 
dalam membentuk karakter kebangsaan untuk mencegah munculnya 
benih-benih dan paham radikalisme yang mengarah pada tindakan 
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teror, ekstremisme, intoleran, dan politik identitas berbasis keagamaan 
tertentu. Posisi Pendidikan agama di dalam Pendidikan formal perlu 
dipertegas kembali untuk membangun kesadaran kolektif berbangsa 
dan bernegara yang inklusif dengan melakukan reformulasi materi 
muatan Pendidikan agama yang menekankan pada keberagaman, 
persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Di dalam Pendidikan agama, 
juga perlu menekankan aspek ideologi, kebudayaan dan kebangsaan 
menjadi bagian muatan materi yang perlu diajarkan sehingga terdapat 
sinergi dan kohesi antara muatan materi Pancasila yang diberikan pada 
jenjang berikutnya. Selain itu pengenalan nilai nilai keyakinan universal 
antar agama perlu dimasukkan di dalam muatan materi pada setiap 
pendidikan agama yang ada. Untuk itu, muatan materi Pendidikan agama 
dan Pancasila diharapkan menjadi materi yang saling memperkuat dan 
bersinergi dalam membentuk karakter generasi muda dan masyarakat 
agar memiliki jati diri kebangsaan. 

E.	 Kesimpulan
Keberadaan mata pelajaran dan kuliah Pancasila dan agama 

memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. 
Isu isu kebangsaan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia 
saat ini ialah persoalan lemahnya rasa cinta tanah air, rasa persatuan, 
dan jiwa nasionalisme terhadap kebudayaan dan nilai nilai kearifan 
lokal. Semakin lunturnya nilai-nilai kebangsaan telah membawa cara 
pandang, cara berpikir, dan cara berperilaku masyarakat untuk sebagian 
mengarah pada konflik sosial dan nilai satu dengan yang lainnya. Kondisi 
masyarakat yang kurang memiliki rasa dan jiwa nasionalisme yang 
berakar pada kebudayaan dan Pancasila telah membentuk dikotomi 
sosial, politik, ekonomi, Pendidikan, dan hukum yang mengarah pada 
intoleransi, radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan terorisme. 
Upaya untuk mendidik generasi muda dan masyarakat kembali kepada 
jalan kebangsaan menjadi sangat penting. Pendidikan menjadi jalan 
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untuk membentuk generasi muda dan masyarakat agar mengenal dan 
memahami nilai nilai kebangsaan. Mata pelajaran atau materi yang 
strategis untuk mengantarkan generasi muda dan masyarakat agar 
memiliki keteguhan dalam berbangsa dan bernegara dengan baik 
melalui Pendidikan Pancasila dan agama. Mata pelajaran ini akan 
menjadi kohesi dan mandat moral kebangsaan bagi generasi muda dan 
masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga toleransi 
antar umat beragama, dan membina kerukunan dalam keberagaman, 
serta menghindarkan paham paham yang berpotensi menyesatkan 
generasi muda dan masyarakat. 
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A.	 PENDAHULUAN
Kata teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos berarti Tuhan, 

Allah, sedangkan logos berarti ilmu, wacana. Dengan kata lain, bahwa 
teologi merupakan ilmu yang membahas tentang Allah. Atau juga bisa 
diartikan sebagai doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan tentang 
Allah.(Lorens Bagus:2005). Teologi merupakan pemahaman ketuhanan 
yang dimiliki oleh agama-agama sebagai landasan berkeyakinan dalam 
menjalankan rutinitas (Hornby, 1995). Dalam perspektif Islam sila 
pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai dengan pengertian 
tauhid dalam Islam yang memiliki arti mempercayai bahwa Allah itu 
Esa, membahas segala kepercayaan-kepercayaan yang diambil dari dalil-
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dalil keyakinan dan hukum-hukum di dalam ajaran Islam termasuk 
hukum mempercayakan Allah itu esa.

Pada dasarnya di Indonesia memiliki keanekaragaman yaitu: 
suku, agama dan budaya yang disatukan dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Ketika berbicara tentang Pancasila sila pertama 
yang berkaitan dengan agama berarti itu merupakan keanekaragaman 
agama di Indonesia. Untuk menyatukan keaneragaman Indonesia itu 
perlu adanya Idiologi Pancasila. Di dalam Pancasila itulah sila pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” itu digunakan untuk mewujudkan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Ketuhanan 
Yang Maha Esa manjadi sulit di realisasikan, terutama dalam mebangun 
kesadaran menghargai persamaan kedudukan warga negara, demikian 
juga dengan terwujudnya sikap solidaritas terhadap sesama siswa.
(M.Yusuf, SR Pudjiastuti, M. Sutisna: 2021)

Aksi terror merupakan radikalisme yang perlu diwaspadai. Hal ini 
termasuk peringatan keras bagi kerukunan umat beragama di Indonesia, 
bahwa bahaya terror masih mengancam. Apapun alasan dan motif aksi 
terror sama sekali tidak dibenarkan, baik itu karena motif agama maupun 
politik. Kekhawatiran pemerintah dan tokoh-tokoh agama moderat 
adalah tumbuhnya radikalisme. Seperti halnya aksi-aksi terror yang 
meresahkan kehidupan umat beragama. Baik ormas maupun individu 
yang terlibat dalam aksi radikalisme wajib ditindak tegas. Kekhawatiran 
publik akan adanya kekuatan kelompok radikal saat ini diwaspadai 
oleh pemerintah. Pemerintah telah memberikan peringatan keras 
akan menindak aksi-aksi yang berbau radikalisme dan berbuat makar 
terhadap negara. Jajaran militer seperti Polri dan TNI giat menjalankan 
aksi-aksi keagamaan dalam rangka Kembali menumbuhkan semangat 
kebangsaan.

Dengan demikian semangat kebangsaan Kembali dinyalakan. Ini 
berarti  ada nilai yang hilang sehingga kerukunan umat beragama menjadi 
terancam. Karena jelas Pancasila memberikan amanah untuk menjaga 
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adanya saling hormat antar pemeluk agama. Kembali menyalakan 
semangat Pancasila adalah modal penting dalam membangun keutuhan 
NKRI. Jika tidak dilakukan mental semangat kebangsaan ber-Pancasila 
maka semangat akan dengan mudah rapuh dan tergantikan dengan 
ideologi  asing yang tidak cocok dengan ragam kehidupan di Indonesia. 
Untuk itulah Pancasila adalah nyawa bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Pancasila yang telah memberikan napas bagi 
kehidupan agama-agama. Menumbuhkan semangat Pancasila adalah 
sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga toleransi, kerukunan, dan 
stabilitas kehidupan berbangsa. Demikian pula dalam kehidupan 
beragama, sudah semestinya Pancasila adalah ideologi nilai dalam 
kehidupan beragama. Sehingga semua pemeluk agama dapat menjaga 
kerkunan, toleransi, dan saling menghargai antar pemeluk agama.

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh 
masyarakat Indonesia namun agama Islam mampu memposisikan 
dirinya dengan bijak dalam menyikapi keaneragaman agama ayang ada 
di Indonesia, meliputi: Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. 
Sehingga agama Islam berlapang dada bahwa semua keanekaragaman 
itu dinaungi di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdapat dalam Pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Al-
Qur'an sendiri memandang memilih agama adalah hak setiap individu 
manusia sehingga Al-Qur'an melarang memaksakan agama tertentu 
kepada orang lain. Hal ini di ungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 
Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada 
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 
yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar 
lagi Maha mengetahui.”

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa pluralisme agama adalah 
sunnatullah yaitu ketetapan dari Allah dalam kehidupan manusia oleh 
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karena itu maka pluralisme tidak dapat tolak dan di hindari. Pluralisme 
dalam agama sebagai sunnatullah di singgung oleh Al-Quran secara 
eksplisit dalam QS. Yunus, 10: 99-100; “Dan jikalau Tuhanmu meng-
hendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. 
Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi 
orang-orang yang beriman semuanya. Dan tidak ada seorang pun akan 
beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan 
kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.”

Selanjutnya dalam QS. Al-Mumtahanah/60: 8-9 Al-Qur'an me-
merintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan 
adil kepada sesama manusia meskipun berbeda dengan catatan manusia 
tersebut tidak memerangi orang muslim. Allah Swt. berfirman: “Allah 
tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 
menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena 
agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) 
untuk mengusirmu.” (QS. Al-Mumtahanah, 60: 8-9).

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa sila 
“Tetuhanan Yang Maha Esa” tidak ada pertentangan dengan Al-Qur'an. 
Di era reformasi sekarang ini, telah menguat kembali ideologi yang 
mengatasnamakan agama, yang terefleksi dalam ideologi, paham, 
maupun mazhab radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme, yang 
berpotensi melahirkan terorisme, dan bahkan separatism. Maraknya aksi 
menolak keberagaman, menentang kebhinekaan dan menolak dasar 
Negara Pancasila merupakan benih-benih yang yang dapat mendorong 
sikap, perilaku dan tindakan terorisme yang ada ditengah masyarakat. 
Perilaku radikalisme tercermin dalam penolakan terhadap agama 
lain, membakar rumah ibadah agama lain, menghalalkan darah umat 
agama lain. Perilaku fundamentalisme terefleksi dari agamanya yang 
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paling benar, agama lain dianggap salah, dan mengajarkan/menerapkan 
ajaran agamanya secara keras/mendasar. Sektarianisme terwujud dalam 
maraknya ajaran sesat, ajaran yang mengajarkan kebencian, perilaku 
ekslusif/tertutup, dan tidak mau berinteraksi dengan ajaran agama 
lainnya.

Maraknya praktik radikalisme yang mengarah pada terorisme 
sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran 
yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat Indonesia. 
Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah 
sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkit sebagaian kecil 
ormas keagamaan, namun juga telah menjadi virus yang menyerang 
pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. 
Intoleransi telah terlanjur menyebar bak penyakit di kalangan dunia 
pendidikan, baik sekolah  dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. 
Sebagai contoh kecil, di sebagian lingkungan SMA, sadar atau tidak 
sadar, untuk memilih ketua OSIS cenderung dari agama mayoritas siswa 
SMA tersebut, memilih pemimpin diarahkan yang segama. 

Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, 
Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, 
dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks ini dapat diidentifikasi masalah 
terkait teologi Pancasila dalam perspektif Islam untuk menangkal 
intoleransi dan radikalisme, yakni: (1) Nilai-nilai nasionalisme, patriotism 
dan bela Negara yang ada ditengah masyarakat mengalami pelemahan 
dan degradasi. (2) Pancasila dianggap jadul kurang kekinian, Pancasila 
hanya menjadi slogan dan lipos service oleh para pemain dan actor 
politik, namun tidak dihayati, dijiwai dan diamalkan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Bhineka tunggal ika yang 
di dalamnya menjamin keberagaman, kemajemukan dan pluralitas 
telah mengalami ancaman, di mana virus mayoritas sewenang-wenang 
dan minoritas terasingkan, sehingga terjadi diskriminasi, isolasi, 
marginalisasi, dan represi, yang mengarah pada disharmoni social.
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Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa Pancasila cenderung 
diabaikan di tengah masyarakat yang modern, di era globalisasi, dan di 
era revolusi industri 4.0. perkembangan media sosial dan dunia maya 
yang sangat masif memungkinkan setiap manusia mendapatkan akses 
informasi secara cepat melalui gadget pribadi sehingga berdampak 
buruk pada pola pikir dan gaya hidup generasi muda, khususnya 
generasi milenial (Y) dan generasi Z yang serba konsumeris, hedonis, 
individualis, dan liberalis. Selain itu, muncul perilaku anarkis, radikalis, 
dan fanatisme tertentu akibat perkembangan informasi di media sosial 
yang belum tentu kebenarannya, dan bahkan cenderung berita fake 
atau hoax. Pancasila sebagai ideologi negara cenderung ditinggalkan 
oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, digantikan 
oleh ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.(AF 
Huninhatu, SR Pudjiastuti, M.Sutisna:2021). Dari uraian ini maka jelas 
Pancasila sangat dibutuhkan sebagai landasan teologis umat beragama 
dalam menanggulangi intoleransi dan radikalisme. Penyakit intoleransi 
dan radikalisme akan dimusnahkan oleh Pancasila.

B.	 METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur, 

pengumpulan data-data terkait topik ini berdasarkan wacana-wacana 
yang tertuang melalui sumber-sumber baku, jurnal, dan artikel. 
Dokumen berupa pustaka ini dipilah, disajikan, dan dinarasikan secara 
berurutan untuk membuktikan antara fakta yang satu dengan fakta yang 
lain. Antar data yang satu dengan data yang lain, serta mengaitkan antara 
gejala yang satu dengan gejala yang lain, sehingga dapat memperkuat 
dan membuktikan argumentasi maupun menjawab proposisi teoritik 
dalam penelitian ini.(Pudjiastuti:2019)
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C.	 HASIL DAN PEMBAHASAN
1.	 Kondisi Intoleransi di Indonesia

Intoleransi adalah suatu sikap, pandangan dan perilaku yang 
tidak menerima perbedaan orang lain, kelompok lain, atau komunitas 
lain, sehingga memandang sesuatu yang berbeda darinya dianggap 
salah, haram, dan harus dimusuhi, diperangi, dan dimusnahkan 
(Cohen, S.;2004). Kasus-kasus intoleransi di Indonesia yang sering 
terjadi misalnya adalah penolakan aktifitas keagamaan umat tertentu, 
sulitnya perijinan rumah ibadah, terlalu cepat mengkafirkan yang tidak 
seagama dengannya, dan menghalalkan darah orang yang tidak seiman 
dengannya. Adanya perda-perda yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah yang cenderung mendeskreditkan umat tertentu, termasuk 
membawa politik identitas ke dalam ranah politik, untuk mendulang 
keuntungan pribadi maupun elit politik tertentu dalam kontestasi 
politik.

Survei LSI mengungkapkan bahwa setidaknya 59,1 persen 
responden muslim keberatan jika dipimpin oleh pihak / kelompok / 
orang yang berbeda keyakinan. Sedangkan 31,3 persen merasa tidak 
masalah jika dipimpin nonmuslim. Sisanya tidak menjawab atau tidak 
tahu. Mayoritas warga muslim intoleran terhadap orang yang berbeda 
keyakinan menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau 
kota (Bupati / Walikota), Propinsi (Gubernur), Pusat (Presiden dan 
Wakil Presiden). Namun, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah 
nonmuslim masih tinggi. Sebanyak 53 persen muslim keberatan 
mereka yang berbeda keyakinan membangun rumah ibadah. Hanya 
36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Sikap intoleransi religius-
kultural cenderung turun sejak 2010, namun penurunan ini berhenti 
di Tahun 2017. Pasca Tahun 2017 intoleransi religius-kultural cenderung 
meningkat terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah.

Survei yang dilakukan Setara Institut tahun 2018 menempatkan  
DKI Jakarta di peringkat tiga kota paling intoleran. DKI Jakarta memiliki 
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skor buruk di antara 94 kota lainnya di Indonesia yang disurvei. Ada 
empat variabel yang diukur yakni Regulasi Pemerintah Kota, Tindakan 
Pemerintah, Regulasi Sosial, dan Demografi Agama. Termasuk dalam 
variabel pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan kebijakan yang diskriminatif. Survei oleh LIPI menganalisa 
bahwa intoleransi politik di Indonesia semakin menguat pada tahun 
2019. Hal itu berdasarkan survei yang dibuat LIPI pada 4 Desember 2019 
terhadap 1800 responden di seluruh Indonesia. Sebanyak 57,88 persen 
responden mengatakan bahwa: “Kami hanya akan memilh pemimpin 
seagama. Hal ini mulai dari level RT sampai level Presiden dan Wakil 
Presiden. Jadi disimulasikan karena kerja atau bukan, tapi karena 
agama. Agama memberikan faktor dan alasan utama kenapa, seseorang 
memilih pemimpinya. Implikasi dari hal tersebut menjadi sangat luas, di 
mana alasan orang hanya memilih pemimpin berdasarkan agama bakal 
berimbas pada mencegah seseorang supaya tidak memilih pilihan yang 
berbeda agama.

Hasil survei yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2019 
menunjukkan tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung 
meningkat dari waktu ke waktu. Sikap intoleransi di Indonesia, 
cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46% dan saat ini menjadi 
54%. Ada juga kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan 
radikal, yakni bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada 
kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1%. Selain itu, ada 
sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia yang 
pernah melakukan tindakan radikal.

Berdasarkan data yang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga 
survey, pusat kajian, dan universitas, terdapat semakin maraknya kasus-
kasus intoleransi di tengah masyarakat Indonesia.

Survei Alvara Research Center Tahun 2017 juga menemukan 
ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 
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1990-an, yang setuju dengan konsep khilafah sebagai bentuk negara 
Indonesia. Survei ini dilakukan terhadap 4.200 milenial yang terdiri dari 
1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di seluruh Indonesia. Mayoritas 
milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 
18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal 
sebuah negara. Survei terhadap kalangan profesional yang melibatkan 
1.200 responden ini dapat dimaknai bahwa Pancasila saat ini memang 
dalam ancaman sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan 
pembumian Pancasila di tengah masyarakat.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) Tahun 2017 juga melakukan penelitian dan 
mengungkapkan hasil riset bersama LIPI, UI, dan sejumlah peneliti sosial 
lainnya di Indonesia tentang radikalisme dan wawasan kebangsaan pada 
pelajar dan mahasiswa. Hasilnya, sekitar 23 persen pelajar dan mahasiswa 
siap menegakan sistem khilafah. Artinya, ternyata kalangan pelajar dan 
mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa malah siap berjihad untuk 
menegakkan sistem khilafah, yang jelas-jelas bertentangan dengan 
Pancasila. Di kelompok mahasiswa menduduki 23,4 persen pada akhir 
tahun 2017 yang siap mengikuti khilafah. Sedangkan pada tingkat SMA 
mencapai 23,3 persen. Sebuah angka yang fantastis dan mencengangkan 
karena kalangan SMA dan Mahasiswa adalah kalangan milenial yang 
tergolong sebagai generasi terdidik di dunia pendidikan.

Hasil survei Cyrus Network tahun 2019 tentang Persepsi Publik 
terhadap penerimaan masyarakat pada ideologi Pancasila menunjukkan 
bahwa ditemukan ada 4,7 persen responden yang secara terang-
terangan mendukung terbentuknya khilafah dan 13 persen menyatakan 
Indonesia harus berlandaskan syariat Islam karena merasa Islam adalah 
agama mayoritas. Pancasila dianggap kurang menarik bagi masyarakat 
sehingga mereka lebih melirik Khilafah, yang tentunya hal ini sangat 
membahayakan.
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Survei dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2019 
juga menunjukkan data yang mengkhawatirkan tentang eksistensi 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, di mana data survei hasilnya 
adalah 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan 
ideologi Pancasila. Penolakan terhadap ideologi Pancasila di kalangan 
pegawai negeri tersebut jadi penyebab lemahnya ketahanan nasional 
dan membahayakan keamanan nasional. Penyebab turunnya ketahanan 
nasional di negara Indonesia adalah penurunan di masalah ideologi 
bangsa, yakni Pancasila. Sekitar 19,4 persen PNS tidak setuju ideologi 
Pancasila, yang tentunya merupakan data yang sangat mengagetkan 
semua pihak.

2.	 Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa Untuk 
menangkal Intoleransi dan Radikalisme
Pancasila merupakan ideologi yang dihadapkan dengan tantangan 

yang besar di tengah arus globalisasi. Tantangan ini berhubungan dengan 
ancaman paham khilafah, radikalisme, dan terorisme, menguatnya kasus 
intoleransi dan aneka permasalahan yang mengancam keharmonisan 
bangsa kita. (Pudjiastuti;2020). Pada dasarnya radikalisme sudah 
ada sejak jaman dahulu karena sudah ada di dalam diri manusia.
Bagi kelompok yang termasuk dalam paham ini,sangat mudah kita 
kenali di lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena memang pada 
umumnya penganut ideologi ini ingin di kenal atau terkenal dan ingin 
mendapat dukungan lebih banyak orang.itulah sebabnya radikalisme 
selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim. Untuk mempertahankan 
eksistensi nilai-nilai Pancasila dan mencegah dari bahaya paham 
radikalisme, banyak aktor-aktor yang menjadi motor penggerak baik 
di dalam masyarakat itu sendiri maupun pemerintah. Kedua aktor 
tersebut tentu harus menjadi satu kesatuan agar menjadi satu elemen 
dasar dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila.(M.Sidik, SR Pudjiastuti, 
& M.Abduh:2021).
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Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, 
Pancasila diyakini memiliki sebuah landasan ontology, epistimologi, 
dan aksiologi yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, 
nasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, 
dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-
pencapaian agung peradaban bangsa (Budiono,2014). Pudjiastuti (2020) 
menjelaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan 
cara: penguatan system pendidikan, peningkatan jatidiri dan karakter 
bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, peningkatan 
pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, untuk 
meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan.

Yudi Latif (2015) mengungkapkan “pokok-pokok moralitas dan 
Haluan kebangsaan-kenegaraan” menurut alam Pancasila dapat di 
gambarkan sebagai berikut:

a.	 Nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan 
spiritualitas yang bersifat vertical-transedental dianggap 
penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Menurut 
nya  Indonesia bukanlah Negara sekuler yang ekstrim, tidak 
memisahkan agama dan Negara, serta tidak berpretensi 
untuk menyudutkan peran agama dalam ruang komunitas. 
Negara mampu melindungi dan mengembangkan kehidupan 
beragama, dan agama idialnya bisa memainkan peran public 
yang berkaitan dengan penguatan etika social. Indonesia 
juga bukanlah Negara agama, yang hanya merepresentasikan 
salah satu agama dan memungkinkan agama untuk mendikte 
Negara. Indonesia harus tetap menjunjung tinggi kepelbagai 
agama yang berada di Indonesia.

b.	 Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum 
Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat social manusia dianggap 
penting sebagai dasar etika politik dalam kehidupan bernegara 
dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan mengarah 
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pada persaudaraan dunia hal ini dikembangkan melalui 
jalan eksternalisasi dan internalisasi. Seacara eksternalisasi, 
Indonesia bisa aktif dalam melaksanakan perdamaian abadi 
dan keadilan social. Untuk internalisasi, bangsa Indonesia 
diupayakan dapat mengakui dan memuliakan hak-hak dasar 
warganegara. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan 
universal ini adalah adil dan beradab.

c.	 Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan diutamakan harus 
mengakar terlebih dahulu agar kuat dalam lingkungan 
pergaulan berbangsa dan bernegara, sebelum menjangkau 
pergaulan dunia yang lebih luas. Bangsa Indonesia mempunyai 
prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, tidak saja bias 
mempertemukan keberagaman masyarakat, tetapi juga bias 
memberikan kemungkinan bagi keberagaman komunitas 
agar tidak meninggalkan budaya bangsa, yang dalam teori 
kebangsaan Indonesia disebut etnosimbolis, yang memadukan 
Antara perspektif modernis yang menekankan unsur kebaruan 
dalam kebangsaan, dengan perspektif primodalis dan 
perenialis, yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama 
dalam kebangsaan.

d.	 Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita 
kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang 
dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi 
permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya 
dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik 
berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan 
semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat, 
yang dalam pengambilan keputusannya tidak didekte oleh 
golongan mayoritas maupun minoritas, melainkan dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya 
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rasionalitas deliberative dan kearifan setiap warga tanpa 
pandang bulu.

e.	 Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, 
serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh ke-
penuhan, artinya dapat mewujudkan keadilan social. Di satu 
sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan 
imperative etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas 
pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan 
keadilan social dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam 
visi keadilan social menurut Pancasila, yang dikehendaki 
adalah keseimbangan Antara pemenuhan kebutuhan jasmani 
dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai 
makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk social, 
juga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani 
dan rohani, kesembangan Antara peran manusia sebagai 
makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk 
social, juga keseimbangan Antara pemenuhan hak sipil dan 
hak politik dengan hak ekonomi, social dan budaya. Dalam 
suasana kehidupan social-ekonomi yang ditandai oleh aneka 
kesenjangan social, kompetisi ekonomi diletakkan dalam 
kompetisi yang kooperatif berlandaskan asas kekeluargaan, 
cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.	 Teologi Pancasila Dalam Perspektif Islam
Islam mengajarkan tentang doktrin teologis yang sangat tegas, 

yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ahad. 
Di dalam konsepsi doktriner, bahwa ahad itu diartikan sebagai Esa, yaitu 
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dzat yang tunggal dengan sifat dan af ’al yang menyertai keesaannya 
tersebut, meskipun terdapat perbedaan tafsir di kalangan mutakalimin, 
akan tetapi yang jelas bahwa keesaan Tuhan tidak terbantahkan. Esa 
itu bukan satu, sebab satu masih bisa dibagi-bagi ke dalam bilangan-
bilangan yang jelas. Jadi konsepsi Pancasila tentang Ketuhanan Yang 
Maha Esa tersebut sangat relevan dengan konsepsi doktrin Islam tentang 
dzat Tuhan yang Esa. 

Dalam kerangka inilah, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan 
landasan teologis bagi agama public, Pancasila, karena mewakili nilai-
nilai teologis. Menurut Yudi Latif (2014), Ketuhanan dalam Pancasila 
merupakan Ketuhanan yang welas asih dan lapang dada. Ini merupakan 
pengamalan nilai-nilai Ketuhanan melalui sifat welas asih (kemanusiaan) 
dan lapang dada (toleransi persatuan bangsa). Mengembangkan sifat 
welas asih ini, Ketuhanan Pancasila diamalkan melalui keterlibatan 
umat beragama dalam proses demokratisasi demi terciptanya keadilan 
social bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya 
mengajarkan teologi inklusif, tetapi praksis dan transformative. Inclusif 
karena tidak hadir dengan penghormatan kepada ragam konsep teologi 
antar-agama. Praksis karena mengandalkan umat, tidak hanya sibuk 
dalam seremoni ibadah individual, melainkan terlibat dalam praksis 
politik demi terwujudnya masyarakat demokratis. 

Oleh karena itu Pancasila merupakan rumusan teologis yang 
menjadi pancaran nilai-nilai agama. Ia menggambarkan rumusan teologi 
yang memadukan transdentalisme dan antropomorfisme. Di dalamnya 
terdapat rukun iman yang mendasarkan iman pada Tuhan. Sekaligus 
rukun Islam yang berisi amal ibadah kemanusiaan sebagaimana 
diperintahkan dalam ibadah misalnya zakat, puasa dan haji. Pancasila 
secara teologi mengamini perintah Allah dalam al-Baqarah:177, di mana 
keimanan kepadfa Allah harus diamalkan melalui sifat welas asih kepada 
sesame dan fakir miskin. Oleh karena itu, berbagai kesangsian terhadap 
atas nama Tuhan, merupakan tanda bagi rabun ruhani, karena Pancasila 
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merupakan nilai-nilai Ketuhanan. Kesangsian terhadapnya atas nama 
syariah Islam juga mencerminkan deficit pengetahuan, karena ia 
mencerminkan nilai-nilai maqashid al-syar’i. Inilah mengapa Indonesia 
disebut bukan Negara agama namun juga bukan Negara sekuler. Ini pula 
yang membuat Soepomo dalam siding BPUKPI 1945 menyatakan bahwa, 
Negara nasional bukan Negara agama, tetapi Negara berdasarkan nilai-
nilai agama.

Melalui konsep Ketuhanan yang Maha Esa, maka semua agama 
yang hidup di bumi persada Indonesia merasakan memilikinya. Dengan 
demikian, konsepsi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kontrak doktrin 
keagamaan antar agama-agama, yang diwujudkan di dalam kontrak 
politik sebagai dasar Negara. Pancasila dengan konsepsi Ketuhanan Yang 
Maha Esa sangat substantif dan mendasar sebagai kontrak teologis dan 
politis. Berdasarkan atas argumentasi seperti ini, maka mengamalkan 
Pancasila adalah kewajiban ijtimaiyah, yaitu kewajiban yang didasarkan 
atas ijat (alasan) sosial kemasyarakatan. Dengan kewajiban seperti ini, 
maka mengamalkan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia, 
khususnya masyarakat Islam adalah sebuah kewajiban sosial ke-
masyarakatan di dalam kerangka melaksanakan kontrak teologi dan 
politik sebagai bangsa Indonesia.

4.	 Teologi Pancasila Dalam Perspektif Islam Untuk 
Menangkal Intoleransi  Dan Radikalisme
Islam adalah agama yang sarat dengan pesan-pesan toleransi 

dan kerukunan antar umat beragama, baik agama samawi maupun 
non-samawi. Konsep ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. dan 
umatnya dari masa ke masa, di berbagai belahan dunia, termasuk di 
Indonesia. Toleransi dalam Islam hanya sebatas membiarkan umat 
agama lain untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sejauh 
praktik agama tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan 
umum, termasuk kepentingan umat Islam serta tidak boleh merusak 
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dan menodai kemurnian akidah dan syariah Islamiah. (Jamaran: 2015). 
Pluralisme dalam Islam didasarkan pada satu kenyataan bahwa Allah 
telah menciptakan manusia dalam keragaman dan kemajemukan. 
Untuk itulah agar tidak terjadi petaka atau konflik antarmanusia, sangat 
dibutuhkan nilai-nilai toleransi. alqur’an, hadis, dan perilaku ulama 
telah menjadi alasan untuk menghargai perbedaan tersebut. (Sukron 
Makmun: 2013)

Keberagaman beragama merupakan sunnatullah, sesuatu yang 
sifatnya given. Karenanya setiap usaha-usaha untuk melawan sebuah 
entitas agama adalah usaha yang sia-sia dan sama dengan melawan 
ketentuan Tuhan. Hal ini diakui oleh Al-Qur'an secara jelas. Untuk itu, 
Aquran telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam menyikapi 
keragaman beragama dalam wujud dua sikap yang jelas dan tegas.Yaitu 
sikap eksklusif (al-inghilaq) dalam hal-hal yang bersifat aqidah dan 
‘ubudiah dan sikap Inklusif (al-infitah) dalam ranah sosial interaktif. 
Piagam Madinah adalah diantara bukti sejarah bagaimana Islam sejak 
awal menginginkan terwujutnya kerukunan antar umat beragama. 
Dalam konteks ke-Indonesia-an, nilai-nilai luhur Al-Qur'an tersebut 
dapat dikembangkan dalam rangka mengakkan berbagai pilar yang perlu 
disepakati bersama dan diaktualisasikan untuk membangun kerukunan 
antar umat beragama serta memperkokoh tiga pilar kenegaraan 
(Pancasila, UUD 45 dan Bineka Tunggal Ika).(Hasan:2013)

Melalui sila “Ketuhanan Yang maha Esa” ini, seluruh penganut 
agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya 
menonjolkan “having a religion”nya. Lewat “Ketuhanan Yang maha 
Esa” juga, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa promising 
and challenging dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas 
lahiriyah kelembagaan agama.” Dari itu, sila “Ketuhanan Yang maha Esa” 
menjadi sangat relaevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Indonesia, karena sila ke satu tersebut telah mengakomodir kepentingan 
semua golongan yang melibatkan ratusan etnis, ratusan budaya dan 



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 39

beberapa Agama. Berdasarkan pembacaan kembali secara kritis 
terhadap Pancasila sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bertentangan 
dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesuai dengan nilai ke-Islaman 
(Kamarudddin:2013). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Ambiro 
Puji Asmaroini adalah Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk 
agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa 
yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa 
yang dilarang. (Asmaroini: 2017) Yusuf al-Qardawi menyebutnya dengan 
Pluralisme Agama. Dalam pandangan Al-Qur'an hal tersebut adalah 
sunnatullah yaitu ketetapan dari Allah dalam kehidupan manusia oleh 
karena itu maka Pluralisme tidak dapat tolak dan di hindari.

Hal ini di singgung oleh Al-Qur'an secara eksplisit dalam surah 
Yunus:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) 
memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang 
beriman semuanya. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali 
dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-
orang yang tidak mempergunakan akalnya.” (Al-Qur'an, 10: 99-100.)

Selanjutnya dalam menjalankan perintah agama dalam hal 
peribadatan baik muslim maupun non muslim diisyaratkan Al-Qur'an 
dalam QS. Al-Kafirun:

“Katakanlah: “Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa 
yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 
sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 
sembah. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan 
yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. 
(Al-Qur'an, 109: 109)

Surah ini adalah surah perintah pembebasan diri dari peribadatan 
dan agama kafir Quraish yaitu patung-patung. Pada awalnya surat ini 
diturunkan kerena kebodohan kafir Quraish yang mengajak Rasulullah 
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SAW untuk beribadah selama setahun, sedangkan mereka menyembah 
Tuhan Muhammad SAW selama setahun pula dengan demikan Allah 
menurunkan surat tersebut.

D.	 KESIMPULAN
Teologi Pancasila ialah teologi politik, menggeser identitas individu 

dari sebatas umat beragama yang saling berbeda, menjadi rakyat yang 
bersatu demi terwujudnya cita-cita kerakyatan. Islam memandang 
pluralisme sebagai salah satu dari sunnatullah di alam ini, maka dari 
itu Islam dalam hal beragama adalah tidak memaksa agama lain untuk 
memeluk agama Islam. Toleransi dalam Al-Qur'an dan Tafsir adalah 
toleransi sebatas menghargai menghormat pemeluk agama lain, tidak 
sampai pada sinkretisme. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, 
merupakan ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, 
dasar negara, dan falsafah negara. Pancasila sengaja berupaya diganti 
dengan ideologi lain berbasis agama, NKRI ingin diganti menjadi negara 
khilafah, dan bhineka tunggal ika ingin diubah menjadi uniformitas, 
sehingga semua pihak perlu sikap waspada terhadap sekelompok pihak 
yang mengarah pada kelompok radikal yang berpotensi mengarah 
pada aksi teror. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus diselematkan 
oleh semua komponen bangsa. Semua pihak harus bertanggungjawab 
terhadap eksistensi dan penyelamatan Pancasila, dan bukan hanya 
menjadi tanggungjawab TNI/Polri semata. 
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ABSTRAK
Hubungan Agama dan Negara yang berdasarkan Pancasila di mana 

sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukanlah 
Negara yang yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula Negara yang 
memisahkan agama dan Negara. Hubungan antara agama dan Negara 
senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia 
yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa 
Negara atas nama Konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan, 
sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani 
politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus 
menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan 
umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang diharapkan oleh 
pendiri Negara. Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan di 
mana Negara menempatkan agama dan kepercayaan sebagai roh atau 
spirit kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan 
antara agama dan Negara adalah hubungan saling membutuhkan 
karena apabila keduanya benar-benar dijalankan oleh seluruh rakyat 
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Indonesia, maka akan semakin berkurang kasus-kasus yang berkaitan 
dengan agama di Indonesia. Keduanya berhubungan karena agama 
memberikan kerohanian dalam berbangsa dan bernegara, sedangkan 
Negara menjamin kehidupan keagamaan. Selain itu, keduanya juga 
saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan atau membangun 
semangat kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk 
kalangan generasi muda di Indonesia. 

Kata kunci: Negara; Agama; Ketuhanan.

ABSTRACT
The relationship between religion and the state is based on Pancasila, 

where the precepts of the One Godhead emphasize that Indonesia is not 
a state based on a religion and is not a state that separates religion and 
the state. The relationship between religion and the State always presents 
a legal consequence in Indonesia which is based on the One Godhead, 
affirming that the State on behalf of the Constitution takes care of matters 
of religion and belief, thus presenting legal pluralism in carrying out 
harmonious legal politics. The state must actively and dynamically support 
each individual so as to create religious harmony and achieve the ideal 
relationship expected by the founders of the state. Indonesia is a godly 
country where the State places religion and belief as the spirit or national 
spirit of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The relationship 
between religion and the State is a mutually necessary relationship because 
if both are truly carried out by all Indonesian people, there will be fewer 
cases related to religion in Indonesia. The two are related because religion 
provides spirituality in the nation and state, while the state guarantees 
religious life. In addition, both of them also support each other to increase 
or build the spirit of nationalism for all Indonesian people, especially for 
the younger generation in Indonesia.

Keywords: Country; Religion; Deity.
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A.	 PENDAHULUAN
Indonesia terbentuk dari berbagai pulau, bermacam agama, budaya, 

suku dan bahasa tentunya memiliki banyak sekali tantangan untuk 
dapat mempertahankan semangat kebangsaan. Berdasarkan perbedaan 
yang ada tersebut tentunya tidak menyurutkan semangan kebangsaan 
para generasi bangsa. Pancasila dipilih sebagai dasar negara bukan tanpa 
alasan dan sebab yang mendukung. Berdasarkan latar belakang bangsa 
Indonesia yang nemiliki keberagaman, maka dirumuskanlah pancasila 
yang dapat mempererat dan mempersatukan hubungan antara setiap 
masyarakat. Sebagai dasar negara Indonesia pancasila terbukti sebagai 
media pemersatu bangsa. Berdasarkan kelima sila yang terdapat dalam 
pancasila dapat menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara 
menjadi lebih kokoh terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. 

Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti 
bahwa segala aktivitas kehidupan yang ada harus sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila. Selain pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tentunya 
Indonesia juga memiliki cita-cita yang telah tertuang pada pembukaan 
UUD 1945. Cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia tentunya harus 
berdasarkan dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Salah satu dari 
cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. 
Jika dilihat melalui butir-butir pancasila tetunya cita-cita tersebut telah 
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila. 

Pancasila yang mengandung nilai-nilai penting sebagai landasan 
untuk bertingkah laku, harus ditanamkan dalam diri masing-masing 
rakyat Indonesia karena dengan begitu akan membantu meningkatkan 
semangat kebangsaan para rakyat Indonesia. Akan tetapi, Pancasila tidak 
dapat berdiri sendiri, kembali lagi Pancasila juga membutuhkan agama 
karena ajaran agama akan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap 
negara atau bangsa sehingga rasa ingin setia terhadap bangsa atau 
negara juga tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri sendiri. Meski 
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banyak yang ragu karena setiap ajaran agama satu dengan yang lain 
memiliki perbedaan, tetapi Pancasila telah dibentuk sebagai media bagi 
pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia termasuk agama sehingga 
dengan adanya Pancasila terdapat tujuan yang jelas yaitu menciptakan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang harmonis. Oleh 
karena itu, apabila nilai-nilai Pancasila dan agama ditanamkan dan 
diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka akan tercipta Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang mensejahterakan seluruh 
masyarakatnya.

Wujud dari implementasi cita-cita bangsa Indonesia salah 
satunya adalah adanya pemenuhan hak-hak setiap masyarakat dalam 
memlilih agamanya masing-masing tanpa ada pemaksaan dari pihak 
manapun. Sekarang ini di Indoneisa telah diakui beberapa agama yaitu 
Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu. 
Pemenuhan hak mengenai kebebebasan memilih agama juga sudah 
diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 1. Sila pertama dalam pancasila 
yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara tidak langsung 
memiliki posisi yang sangat kuat dalam sila-sila yang lain,sehingga dapat 
menguatkan sila-sila yang lain. 

Dengan adanya sila pertama tersebut diharapkan ajaran mengenai 
agama yang ada dapat dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat. 
Akan tetapi, terdapat beberapa orang yang salah mengartikan makna 
yang terkandung dalam pancasila sehingga memberikan dampak buruk 
terhadap pemikiran mengenai dasar negara yang selaras dengan agama. 
Untuk menyikapi adanya hal seperti ini perlu dilakukan peningkatan 
pemahaman kembali mengenai pentingnya pancasila sebagai dasar 
negara dan hubungan pancasila dengan agama yang diyakini.

Nilai-nilai pancasila merupakan nilai yang sangat penting karena 
mengandung nilai-nilai luhur bangsa dan sangat sesuai untuk dijadikan 
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sebagai pembangunan karakter generasi bangsa agar tercipta semangat 
kebangsaan. Jika kita menilik kembali pada masa perumusan pancasila, di 
mana pancasila dirumuskan berdasarkan pemikiran tokoh, kebudayaan 
dan agama yang ada. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
pancasila tidak hanya berfokus pada satu hal saja,melainkan seluruh 
permasalahan yang muncul telah didasarkan pada pancasila sebagai 
dasar negara. Salah satu permasalahan yang sering muncul di Indonesia 
adalah mengenai agama. Sebagai negara yang memiliki banyak sekali 
keberagaman tentunya sudah bisa dipastikan akan memiliki masalah-
masalah yang muncul. Permsalahan agama bukan hal yang sepele 
karena menyangkut dengan keyakinan. Menggunakan pancasila sebagai 
pemersatu dari perbedaan yang ada dalam setiap agama bukanlah hal 
yang salah karena pancasila merupak memiliki nilai-nilai yang relevan 
untuk dijadikan solusi dari keberagaman yang ada.

Berdasarkan riset yang telah ada telah terjadi konflik antar umat 
beragama karena munculnya presepsi satu kelompok lain yang berbeda 
agama memicu adanya konflik. Seperti yang terjadi beberapa waktu 
yang lalu terdapat beberapa umat beragama yang memberikan presepsi 
bahwa umat Islam merupakan umat yang radikal, tidak toleran, dan 
sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara 
itu, umat kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius. 
Terjadinya konflik ini tidak hanya semata-mata berdasarkan agama, 
tetapi juga berdasakan permasalahan sosial-ekonomi dan politik.

Sebagai negara yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara 
tentunya diharapkan konflik antar agama bisa terselesaikan dan tidak 
bermunculan kembali. Akan tetapi masih muncul konflik-konflik 
tersebut, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai 
nilai-nilai pancasila yang seharusnya dapat mempersatukan agama yang 
satu dengan yang lainnya.
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B.	 ACUAN TEORI
1.	 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia Undang-
Undang Dasar 1945 memiliki peran sangat penting. Peranan UUD 1945 
dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 
mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang 
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat 
yang dijabarkan dalam batang tubuh UUD  1945 (Thalib, 2019).  

Batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen  sebanyak  empat 
kali, dalam perkembangannya. Amandemen yang dilakukan tersebut, 
memiliki tujuan untuk memperjelas segala hukum yang terkandung di 
dalamnya. Selain itu, amandemen-amandemen tersebut membentuk 
suatu hukum yang belum dijelaskan, demi menyempurnakan UUD 
1945. Amandemen UUD 1945 yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan ketatanegaraan. 
Sehingga tidak ada kemungkinan untuk melakukan pelanggaran 
terhadapnya.  

2.	 Pancasila
Pada tanggal 1 Juni 1945, pancasila dilahirkan dan resmi ditetap-

kan sebagai dasar negara dan masih terus digunakan sampai saat ini. 
Pancasila menguasai hukum dasar baik yang tidak tertulis maupun yang 
tertulis, karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum 
yang ada di Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa 
yang menjadi pedoman kita dalam berperilaku (Nurgiansah, 2021). 
Pancasila terdiri dari lima sendi utama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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3.	 Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk 

menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran 
agamanya terkandung dalam Sila pertama, yakni “Ketuhanan yang 
Maha Esa. Sila pertama juga menghimbau masyarakat Indonesia untuk 
mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama 
manusia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang 
lain. Sehingga, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling 
menghargai, saling menyayangi, dan saling mengayomi. (Saragih, 2018)

4.	 Agama
Dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial pada umumnya atau sudut 

pandang sosioantropologi, agama berkaitan dengan kepercayaan 
(belief) dan upacara (ritual) yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok 
masyarakat. (Marzali, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
agama adalah pengatur (sistem) yang mengatur keyakinan dan tata 
keimanan (kepercayaan) serta pengabdian kepada Sang Mahakuasa serta 
tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, 
serta lingkungannya. Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta, yang 
berarti “Cara Hidup”. Kata lain untuk mengartikan konsep ini adalah 
religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata 
kerja re-ligare yang berarti “mengikat kembali”, yaitu dengan bereligi, 
seseorang mengikat jiwa dan raganya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Selain itu, masing-masing agama juga memiliki sejarah tersendiri untuk 
menjelaskan makna hidup yang sebenarnya dan asal usul alam semesta.

5.	 Negara Hukum Indonesia
Negara hukum merupakan negara yang menjalankan pemerintah-

annya berdasarkan atas kekuasaan hukum yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan ketertiban hukum. Nama lain dari negara hukum 
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yaitu rechtsstaat menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan 
pada hukum yang telah berlaku. Hal ini memberikan pengertian bahwa 
pemerintah serta berbagai lembaga yang merupakan bagian penting 
dari suatu Negara dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus 
berdasarkan kepastian hukum. Beberapa hal yang membedakan konsep 
negara Hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya diantaranya 
adalah, hukum Indonesia bersumber pada pancasila dan sistem 
konstitusi yang ditentukan dalam UUD 1945.

6.	 Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sudah didapat-

kan semua manusia sejak lahir. HAM tidak dapat diperjualbelikan dan 
tidak memandang latar belakang. Perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, salah satunya dilakukan dalam rangka memperkenalkan 
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
sebagai ciri penting dari suatu Negara Hukum yang baik. Terbentuknya 
Negara dan penyelenggaraan kekuasaan Negara tidak boleh mengurangi 
arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. 
Sehingga, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak 
asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap 
Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. (Asshiddiqie, 2011)

7.	 Kerukunan Beragama
Kyai Dachlan pada pidato pembukaan acara musyawarah antar 

agama di Jakarta tanggal 30 November 1967 mengatakan bahwa 
adanya kerukunan antara golongan beragama merupakan syarat 
mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi 
program Kabinet Ampera.Masyarakat Indonesia yang majemuk, di 
mana memiliki berbagai macam agama, maka kerukunan yang mulai 
diperkenalkan sejak dahulu memang sudah sepantasnya menjadi 
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unsur yang sangat fundamental bagi dasar pengembangan kehidupan 
beragama. Kerukunan yang mesti dikembangkan adalah kerukunan  
yang otentik, dinamis, dan realistis. Kerukunan seperti ini dilandasi 
kesadaran bahwa walaupun berbeda dari segi agama, tetapi mempunyai 
kesamaan tanggungjawab untuk memperjuangkan terwujudnya ke-
sejahteraan bagi semua orang  (Asshiddiqie, 2011)

8.	 Semangat Kebangsaan
Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan 

patriotisme. Semangat kebangsaan yang timbul pada jiwa bangsa 
Indonesia dilandasi oleh rasa kebangsaan dan paham kebangsaan (Murti 
dkk, 2008). Untuk satu tujuan yang sama, bangsa Indonesia membentuk 
lagu, bendera, dan lambang. Lagu diiringi dengan alunan musik yang 
indah sehingga lahirlah berbagai rasa. Untuk bendera dan lambang 
dibuat bentuk serta warna yang menjadi cermin budaya bangsa sehingga 
menimbulkan pembelaan yang besar dari pemiliknya. Para pahlawan 
terdahulu telah berjuang demi kemerdekaan bangsa ini, di mana bentuk 
penghargaan kita terhadap jasa pahlawan salah satunya dalam semangat 
kebangsaan. Dalam kebangsaan kita juga mengenal adanya agama, ras, 
bahasa, batas wilayah, budaya dan lain-lain. Semangat kebangsaan 
merupakan poin penting dalam memperkuat jati diri dan karakter 
bangsa Indonesia.  Rasa kebangsaan merupakan sublimasi dari Sumpah 
Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, 
dan disegani di antara bangsa-bangsa di dunia. (Lestyarini, 2012)

9.	 Konflik Agama
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat 

majemuk, baik ras, suku, agama, dan budaya. Seringkali kemajemukan 
tersebut berpeluang pada munculnya berbagai konflik. Konflik agama 
merupakan suatu pertikaian antar agama, baik antar agama maupun 
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dengan agama yang lain. Agama seharusnya dapat memainkan peran 
sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat di berbagai bidang 
seperti bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, ilmu pengetahuan, 
teknologi dan lain sebagainya. Acuan manusia dalam menjalani  ke-
hidupan  bermasyarakat yang baik juga seharusnya terkandung dalam 
agama. Masalah  konflik  antar  agama  baik internal maupun eksternal 
di  Indonesia merupakan sebuah masalah yang genting. Berbagai kasus 
konflik atas nama agama, baik  antar  agama  maupun  konflik  dalam  suatu  
agama  tertentu  sering  mewarnai sejarah kehidupan bangsa Indonesia. 
Banyak kerugian psikis, kerugian material, dan korban yang berjatuhan 
sebagai akibat dari konflik antar agama.Beberapa fenomena  konflik  yang  
terjadi saat ini adalah,  agama tidak  hanya difahami  sebagai  sebuah  
doktrin  yang  harus  diikuti  dan  memberi  identitas  bagi pemeluknya  
saja, tetapi oleh sebagian  masyarakat  Indonesia  mengarah  kepada 
sebuah  gerakan.  Agama  pada  akhirnya  tidak  hanya  merupakan  suatu  
kebutuhan psikologis, namun   juga   membangun   tembok pemisah dan 
berakibat pada pertentangan kepentingan-kepentingan duniawi antar 
anggota dan komunitas agama yang berbeda-beda (Ulya, 2016). Oleh 
karena itu, kesadaran warga negara sangatlah penting dalam menjaga 
kerukunan antar umat, supaya tidak timbul suatu konflik.

10.	Radikal 
Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pem-

baharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis me-
rupakan perngertian dari radikalisme. Esensi radikalisme adalah suatu 
sikap yang menyebabkan perubahan. Radikalisme ditujukan pada suatu 
kelompok yang bermaksud untuk mengganti pancasila dan UUD 1945 
dengan system lain. Sementara itu radikalisme menurut Wikipedia 
adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang 
menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara 
drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. (Bungin, 2001)
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11.	Intoleran
Sikap toleransi itu sendiri merupakan kesediaan untuk menerima 

adanya perbedaan teologi, perbedaan keyakinan, menghargai, meng-
hormati yang berbeda sebagai sesuatu yang nyata adanya dan diyakini 
oleh mereka yang memang berbeda dengan kita. Dengan sikap toleransi 
inilah akan lahir sikap hidup rukun dan aman meskipun dalam 
perbedaan, tidak saling menghujat, membenci, mengkafirkan apalagi 
hendak membunuhnya karena berbeda dengan kita (Anon., 2016). 
Sedangkan Intoleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan 
untuk bertoleran, muncul karena kita tidak bisa atau tidak mau 
menerima dan menghargai perbedaan. Sekelompok yang intoleran sulit 
untuk menerima perbedaan dalam diri atau kelompok lain. Intoleransi 
bisa terjadi pada hubungan dekat, seperti hubungan antara adik kakak, 
anak dan orang tua, suami dan istri, antarteman, atau antarkelompok.

12.	Subjektif
Sebuah sikap yang mengacu kepada keadaan di mana seseorang 

berpikiran relatif, hasil dari prasangka, perasaan serta selera merupakan 
pengertian dari Subjektif. Suatu sikap yang berdasarkan pada pandangan 
atau perasaan pribadi mengenai suatu hal merupakan sikap yang 
bersifat subjektif. Sedangkan norma subjektif merupakan keyakinan 
individu terhadap lingkungan sekitarnya dan motivasi individu untuk 
mengikuti norma tersebut (Santy, 2017). Sikap Subjektif memiliki sudut 
pandang pribadi terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan, 
sehingga terkadang tidak dapat terjamin kebenarannya dan akurasinya 
sebab sudah tercampur dengan opini pribadi.

C.	 METODOLOGI 
Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti dalam 

menulis penelitian yang berjudul “Membangun Semangat Kebangsaan 
Melalui Nilai Pancasila yang Selaras dengan Agama” adalah dengan 
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menggunakan metode historis atau metode sejarah, metode deskriptif, 
dan metode kasus. Metode sejarah adalah seperangkat sistem yang berisi 
asas-asas atau norma-norma, aturan-aturan, prosedur, metode dan 
teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan 
saksi mata tentang suatu masa atau peristiwa, untuk mengevaluasi 
kesaksian tentang saksi-saksi tersebut, untuk menyusun fakta fakta 
yang telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya dan akhirnya 
menyajikan pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa 
tersebut. Metode ini bertujuan untuk memastikan dan memaparkan 
kembali fakta lampau berdasarkan bukti dan data yang diperoleh 
sebagai peninggalan masa lampau dengan kata lain metode sejarah 
adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa 
lampau. Metode ini digunakan untuk menggali sumber, memberikan 
penilaian, mengartikan dan menafsirkan fakta-fakta masa lampau untuk 
kemudian di analisis dan ditarik sebuah kesimpulan dari peristiwa 
tersebut. Penggunaan metode tersebut karena berkaitan dengan 
tahun yang menjadi batasan waktu penelitian, di mana tahun tersebut 
merupakan tahun yang telah berlalu dan telah menjadi bagian sejarah. 

Kemudian, untuk metode deskriptif adalah suatu metode penelitian 
di mana akan memberikan suatu hasil penelitian yang sesuai fakta. 
Berhubungan dengan metode sebelumnya, metode ini bertujuan untuk 
memberikan deskripsi yang akurat, faktual, dan sistematis mengenai 
suatu sejarah. Kedua metode tersebut juga didukung dengan metode 
kasus, di mana metode kasus umumnya digunakan untuk memberikan 
latar belakang mengenai suatu hal secara terperinci. Dalam penelitian ini, 
memerlukan latar belakang mengenai kasus atau masalah yang terjadi. 
Hal tersebut dikarenakan dalam memecahkan atau menyelesaikan 
masalah perlu mengetahui latar belakang yang terjadi.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan penelitian sejarah 
agama, latar belakang masalah, dan deskripsi mengenai Pancasila dan 
agama secara aktual. Dalam hal ini lebih memfokuskan bukti nyata 
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bahwasannya sila-sila pancasila sejalan dengan ajaran semua agama. 
Kemudian setelah memastikam metode yang diterapkan, selanjutnya 
dilakukan pengumpulan data untuk bahan penulisan. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. 
Studi kepustakaan yaitu mempelajari data-data yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti dan mempelajari buku-buku atau literatur 
untuk memperoleh teoritis untuk memperoleh informasi teoritis yang 
berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.

D.	 HASIL DAN PEMBAHASAN
1.	 Semangat Kebangsaan di kalangan Generasi Muda

Pancasila sejak dahulu sering dianggap ”remeh” oleh para rakyat. 
Hal tersebut dapat diakibatkan beberapa hal seperti pemerintah yang 
juga menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila 
merupakan dasar negara yang sangat penting karena Pancasila adalah 
sebuah media untuk menyatukan keberagaman yang ada Indonesia 
baik itu suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang 
merupakan media pemersatu keberagaman harus ditanamkan kepada 
generasi muda saat ini. Penanaman nilai Pancasila dapat menumbuhkan 
semangat kebangsaan dari dalam diri mereka. Semangat kebangsaan 
adalah suatu kesadaran dalam diri untuk tetap setia kepada negara atau 
bangsa atau dapat disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme.

Semangat kebangsaan di kalangan generasi muda yang saat ini 
sudah mulai menurun, harus dibantu untuk ditingkatkan lebih lagi. 
Beberapa dampak buruk yang terjadi apabila generasi selanjutnya masih 
belum menanamkan nilai Pancasila adalah maraknya penyimpangan 
nilai-nilai Pancasila, baik di kehidupan sehari-hari maupun di 
kehidupan pemerintahan. Contohnya adalah korupsi yang tak kunjung 
selesai dihilangkan sejak dahulu, seolah-olah hal tersebut sudah biasa 
dan hanya masalah kecil. Padahal, apabila para petinggi atau pejabat 
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pemerintahan, bila memegang teguh nilai Pancasila dan memiliki 
semangat kebangsaan tidak akan melakukan penyimpangan tersebut 
karena sama saja dengan mengkhianati negara atau bangsa.

Menurunnya semangat kebangsaan atau nasionalisme pada 
generasi muda dapat dilihat dari budaya yang sering diikuti oleh generasi 
muda. Banyak generasi muda yang mengikuti budaya luar dibandingkan 
dengan budaya negara atau bangsa sendiri. Hal ini dikarenakan mereka 
merasa budaya luar lebih keren dibandingkan budaya sendiri. Oleh 
karena itu, agar kalangan generasi muda dapat lebih bangga dengan 
budaya sendiri, harusnya jiwa nasionalisme dan patriotisme tersebut 
ditingkatkan karena jika kalangan generasi muda memiliki hal tersebut, 
maka otomatis mereka juga akan bangga akan budaya negara atau 
bangsa sendiri.

Menurunnya semangat kebangsaan atau nasionalisme tidak 
hanya terjadi pada generasi muda bangsa Indonesia, melainkan juga 
terjadi pada generasi generasi saat ini hal ini dapat terlihat dari kurang 
kondusifnya hubungan antar masyarakat atau antar kelompok bila 
menyinggung tentang perbedaan. Banyak prilaku-prilaku kontroversial 
yang dilakukan, banyak prilaku yang mengedepankan kepentingan 
pribadi suatu kelompok tanpa memandang kepentingan kelompok lain. 
Sifat-sifat seperti ini sangat berbahaya karena Indonesia adalah bangsa 
yang beragam hampir tiap kilometer kita berjalan akan ada perbedaan-
perbedaan budaya, adat istiadat, agama, dan lainnya. Sehingga bila ada 
sifat egois diantara kelompok-kelompok tersebut maka akan merusak 
keharmonisan yang semestinya ada, hal ini tentunya akan mengancam 
kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

2.	 Nilai-nilai Pancasila di Masyarakat Indonesia
Untuk mengatasi hal-hal tersebut diperlukanlah kesadaran akan 

nilai nilai dasar yang harus dipatuhi semua masyarakat Indonesia. Untuk 
mewujudkan hal ini tidaklah mudah karena diperlukan peningkatan 
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semangat kebangsaan pada diri tiap masyarakat Indonesia. Pastinya 
dalam menumbuhkan atau meningkatkan semangat kebangsaan 
memerlukan Pancasila karena di dalam Pancasila terdapat sila-sila yang 
saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga menunjukkan satu 
kesatuan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk bertingkah 
laku. Akan tetapi, semangat kebangsaan juga dapat dibantu ditingkatkan 
melalui agama, karena agama dan jiwa nasionalisme sangat berkaitan 
erat. Seperti yang tertulis pada sila pertama dalam Pancasila yaitu 
“Ketuhanan yang Maha Esa” di mana seluruh rakyat menganut agama 
karena kembali lagi agama membantu dalam meningkatkan semangat 
kebangsaan. 

Hal tersebut dikarenakan dalam bertingkah laku atau bertindak juga 
diajarkan dalam ajaran agama sehingga mendukung untuk melakukan 
sikap setia terhadap negara atau bangsa. Dengan adanya berbagai agama 
di Indonesia diharapkan tidak menyurutkan kebersamaan dan semangat 
kebangsaan dari masing-masing masyarakat. Sering kali terjadi perang 
keyakinan pada saat perjumpaan berbagai agama yang menyatakan 
bahwa agama mereka paling benar dan yang lainnya salah. Hal ini dapat 
mengakibatkan konflik antar agama yang dapat menjadi hambatan 
dalam terciptanya kerukunan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada 
perlu adanya penanaman nilai-nilai toleransi dan pemahaman dasar 
mengenai wujud dari nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu, Pancasila 
dan agama sangatlah berkaitan dan penting untuk dijadikan acuan 
untuk masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam bertindak.

Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang hendaknya dita’ati sebagai 
masyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan agama adalah 
kepercayaan akan mana yang benar dan mana yang salah yang wajib 
dianut oleh tiap individu masyarakat Indonesia. Pancasila dan agama 
sama-sama mengajarkan nilai-nilai dasar kehidupan untuk menjalani 
kehidupan, bila kita melakukan hal yang dilarang agama maka secara 
tidak langsung kita juga telah melakukan tindakan yang menyimpang 
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dari Pancasila oleh karena itu Pancasila dan Agama adalah suatu 
kesatuan yang tidak dapat dipilih atau ditinggalkan salah satu karena 
keduanya adalah bentuk keselarasan antar norma norma yang harus 
kita lakukan saat hidup sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 
NKRI yang harmonis maka dapat dicapai dengan pendidikan agama dan 
pendidikan Pancasila dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun 
dalam perkembangannya saat ini pendidikan agama dan pendidikan 
Pancasila kurang popular atau diminati. Banyak orang orang yang 
menyepelekan kedua hal tersebut. Ibarat sebuah pistol tanpa peluru, 
kita bangsa Indonesia adalah sebuah pistol yang tiada duanya hamper 
disetiap kilometer kita melangkah ada perbedaan adat,istiadat, dan 
budaya disana. Namun perbedaan ini bukannya membuat kita kuat 
namun malah membuat masalah yang dapat mengancam eksistensi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, oleh karena itu bila 
nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama dapat dipegang teguh dan 
dipraktekkan tiap individu maka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
akan menjadi negara yang adidaya dan mensejahterahkan semua 
masyarakatnya.

E.	 KESIMPULAN
Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang harus ditaati dan 

sebuah media untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. 
Nilai-nilai Pancasila yang merupakan media pemersatu keberagaman 
harus ditanamkan pada generasi muda agar dapat menumbuhkan 
semangat kebangsaan dari dalam diri mereka. Semangat kebangsaan 
generasi muda saat ini sudah mulai menurun. Menurunnya semangat 
kebangsaan generasi muda dapat dilihat dari budaya yang sering 
diikuti oleh generasi muda. Banyak generasi muda yang mengikuti dan 
merasa budaya luar lebih keren dibandingkan budaya Indonesia. Jiwa 
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nasionalisme dan patriotisme diperlukan agar generasi muda kembali 
bangga pada budaya Indonesia.

Semangat kebangsaan juga dapat ditingkatkan melalui agama 
karena berkaitan erat dengan jiwa nasionalisme. Pada sila pertama 
menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menganut satu 
dari enam agama yang diakui. Hal ini dikarenakan dalam agama 
diajarkan bagaimana bertingkah laku dan bertindak sehingga dalam 
mempraktekkan ajaran agama, kita turut serta mempraktekkan nilai-
nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dan agama sangat berkaitan 
dan dapat menjadi acuan generasi muda dalam bertingkah laku dan 
bertindak.
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Abstrak
Konflik sosial yang berbasis etnis di berbagai daerah di Indonesia 

masih terjadi hingga saat ini seiring dengan masih lemahnya pemahaman 
tentang toleransi antar etnis dan kebuntuan komunikasi. Tulisan 
bermaksud menelaan tentang beberapa permasalahan yang timbul 
akibat konflik sosial berbasis etnis serta upaya yang dapat ditempuh 
untuk mengatasi masalah tersebut, dengan metodologi penelaahan 
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan pemerintah dalam 
mengelola identitas Budaya masing-masing etnis masih belum optimal. 
Di era otonomi daerah ini masih dikedepankan peran pemerintah dalam 
mengatasi segenap permasalahan yang berkembang di masyarakat, 
padahal seharusnya masyarakatlah yang harus mengambil peran dalam 
mengatasi konflik – konflik yang ada, sedangkan fungsi pemerintah 
adalah sebagai fasilitator. Wawasan kebangsaan atau sering disebut 
”nasionalisme” untuk merekatkan kembali ikatan asosisional antar etnis 
masih diperlukan untuk pembinaan bangsa yang memiliki kultur, religius 
dan etnis yang bermacam-macam.  

Kata kunci: wawasan kebangsaan, etnisitas, konflik sosial
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Pendahulan

A.	 Latar Belakang	
Sifat majemuk dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka 

ragam suku bangsa (etnis) dan kebudayaannya, disamping merupakan 
kebanggaan bangsa, namun hendaknya selalu disadari bahwa dalam 
perjalanan hidupnya, bangsa Indonesia selalu mengandung potensi 
konflik, baik konflik vertikal antara negara dengan warga negara 
maupun konflik horisontal yang menyangkut suku, agama, ras dan antar 
golongan (SARA). Salah satu bentuk konflik horisontal adalah konflik 
sosial berbasis etnis (suku). 

Konflik sosial berbasis etnis di berbagai daerah di wilayah 
Indonesia yang berpenduduk multietnis, multibudaya, multiagama dan 
multibahasa saat ini masih sangat sering terjadi dan memiliki spektrum 
yang sangat luas. Terlebih lagi dalam situasi perekonomian dan politik 
yang belum sepenuhnya stabil, kemungkinan letupan konflik sangat 
tinggi. Terjadinya pengusiran penduduk pendatang, kekerasan terhadap 
salah satu unsur budaya akibat kecemburuan sosial ekonomi komunitas 
lokal terhadap komunitas pendatang merupakan manifestasi konflik 
sosial berbasis etnis.

Penyebab utama konflik sosial berbasis etnis bermacam-macam. 
Salah satu penyebab adalah kebijaksanaan pemerintah yang terlalu 
sentralistis, yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat 
yang memiliki akses ekonomi politik namun kurang memperhatikan 
lingkungan sosial yang masih miskin. Selain itu pemberlakuan otonomi 
daerah yang diharapkan mampu meratakan distribusi pendapatan di 
daerah serta mengangkat perekonomian masyarakat banyak, ternyata 
menimbulkan ekses negatif yang sangat mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan integrasi nasional, berupa penggunaan identitas budaya 
setempat secara sempit (primordialisme) dan bertindak protektif yang 
berlebihan melalui penghembusan isu pribumi-non pribumi ketika 
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pelaksanaan Pilkada, penguasaaan jaringan birokrasi pemerintah 
daerah dan pembuatan produk perundangan di daerah yang tidak 
mempertimbangkan kemajemukan masyarakat secara riil.

Hal tersebut di atas dapat menjadi penyebab terjadinya konflik 
sosial yang berbasis etnis, yaitu konflik antar kelompok masyarakat 
yang timbul karena faktor ketidakadilan dalam perasaan masyarakat 
minoritas terhadap masyarakat mayoritas, terutama ketidakadilan 
dalam merepresentasikan identitas budaya seperti adat istiadat, bahasa, 
identitas etnis, ideologi dan ikatan leluhur. Untuk itu perlu dicari 
akar permasalahannya dan dirumuskan solusinya untuk tercapainya 
masyarakat yang memiliki identitas nasional, wawasan nasional dan 
ketahanan nasional.		

B.	 Rumusan Permasalahan.
Berangkat dari permasalah tersebut di atas, penulis bermaksud 

menelaan tentang beberapa permasalahan yang timbul akibat konflik 
sosial berbasis etnis serta upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi 
masalah tersebut, yang diformulasikan dengan pernyataan sebagai 
berikut:

a.	 Benarkah penyelenggara negara belum mengelola identitas 
berbagai etnis di seluruh wilayah Indonesia ?

b.	 Apakah konflik sosial yang berbasis etnis di Indonesia 
merupakan dampak dari penerapan kebijakan pembangunan 
yang kurang memperhatikan kemajemukan masyarakat secara 
adil ?

c.	 Bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik etnis yang terjadi 
di berbagai wilayah Indonesia dengan pendekatan wawasan 
kebangsaan?
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C.	 Teori/Asas Yang Digunakan 
1.	 Konsep tentang  Ras 

Konsep ras bisa ditelusuri jejaknya dari wacana biologis Darwinisme 
sosial yang menekankan “garis keturunan” dan “tipe-tipe manusia”. Di sini 
ras menunjuk pada karakteristik-karakteristik yang dinyatakan secara 
fisik dan biologis. Bentuknya yang paling jelas adalah pigmentasi kulit. 
Atribut-atribut ini kemudian seringkali dikaitkan dengan intelejensi dan 
kemampuan, yang dipakai untuk memeringkat kelompok-kelompok 
yang telah diraskan dalam hirarki sosial, superioritas material, dan 
subordinasi. Akar dari rasisme adalah klasifikasi-klasifikasi rasial yang 
dibangun dan dipertahankan dengan kekuasaan. 

Ide tentang “rasialisasi” atau “formasi ras” meliputi argumen bahwa 
ras adalah sebuah konstruksi sosial dan kategori biologi atau kultural 
yang universal dan esensial. Stuart Hall (1997) berargumen bahwa ras 
selalu terbentuk dalam proses sosial dan pertarungan kekuatan politik. 
Dengan begitu ras tidak pernah eksis di luar representasi. Karakteristik-
karaketiristik fisik ditransformasikan menjadi penanda ras, termasuk di 
dalamnya anggapan palsu tentang perbedaan kultural dan biologis yang 
esensial. Sementara Gilroy (1987) berusaha membuka kemungkinan 
untuk memakai teori-teori penandaan yang dapat menunjukkan 
elastisitas dan kekosongan penanda ‘rasial’. Penanda ras mestinya dilihat 
sebagai ketegori politik yang terbuka, yang definisinya tergantung pada 
pertarungan kekuasaan yang terus berlangsung. 

Di Indonesia formasi historis ras adalah pentas kekuasaan dan 
subordinasi. Dalam hubungannya dengan kesempatan hidup, orang-
orang Papua misalnya, secara struktural posisinya disubordinasikan. 
Orang-orang Papua diposisikan dalam pekerjaan-pekerjaan bergaji 
rendah, tidak membutuhkan ketrampilan, diberi keuntungan minimal 
di pasar, di sekolah, di media, dan dalam representasi budaya. Dalam 
konteks ini, formasi ras atau rasialisasi secara inheren telah bersifat rasis, 
yang meliputi bentuk-bentuk sosial, ekonomi, dan subordinasi politik, 
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yang telah hidup dalam kategori dan ideologi ras. 

Sebagai sebuah konstruksi diskursif, makna “ras” selalu berubah 
dan dipertarungkan. Kelompok-kelompok yang berbeda dirasialkan 
dengan cara berbeda pula. Misalnya, karena keberhasilan ekonominya, 
peranakan Cina secara historis dijadikan subjek kecemburuan sosial dan 
distereotipkan dengan berbagai kelicikan. Cina Peranakan di Indonesia 
dijadikan warga negara kelas dua. 

Etnisitas adalah sebuah konsep kultural yang berpusat pada 
pembagian norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol dan praktik-
praktik kultural. Formasi kelompok etnis menyandarkan dirinya pada 
pembagian penanda-penanda kultural yang dibangun dalam di bawah 
konteks sejarah, sosial, dan politik yang khusus, yang mendorong 
perasaan saling memiliki, yang menciptakan mitos-mitos leluhur. 
Mengikuti argumen antiesensialis, adalah jelas bahwa kelompok etnis 
tidaklah mendasarkan dirinya pada garis primordial atau karakteristik 
kultural yang bersifat universal, melainkan sebuah praktik diskursif. 
Etnisitas mewujud dalam bagaimana cara kita berbicara tentang 
identitas kelompok, tanda-tanda dan simbol-simbol yang kita pakai 
mengidentifikasi kelompok.

Konsep masyarakat majemuk pertama kali dikemukakan oleh 
Furnivall (1980: 86-96) ketika ia memahami fenomena sosial ekonomi 
masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Ia melihat masyarakat 
majemuk tersusun oleh kelompok-kelompok sosial pribumi (kelompok 
etnis lokal) dan ras pendatang yang masing-masing terpisah secara 
sosial-budaya dan mengambil peran yang berbeda dalam fungsi-fungsi 
ekonomi masyarakat. Penyatuan politik masyarakat majemuk ini 
berpilar pada sistem kekuasaan kolonialisme. 

Pendefinisian kelompok etnis yang lebih fleksibel, kompleks, dan 
dinamis dikemukakan oleh Horowitz (1985: 51-54). Pemahaman yang 
diberikan oleh Horowitz ini berbeda dengan pengetahuan kita selama ini 
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yang hanya memahami kelompok etnis secara sederhana sebagaimana 
sering kita baca dalam buku-buku klasik antropologi di Indonesia. 
Pemahaman yang sederhana ini membawa implikasi metodologis yang 
rumit ketika kita dihadapkan pada pengkajian fenomena konflik sosial 
di masyarakat. 

2.	 Etnisitas 
Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan 

identifikasi diri dan asal-usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai 
identitas kita tergantung kepada apa yang kita pikirkan sebagai bukan 
kita. Orang Jawa bukan Madura, Batak dll. Konsekuensinya, etnisitas 
akan lebih baik dipahami sebagai proses penciptaan batas-batas formasi 
dan ditegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik (Barth 1969).

  Konsepsi kulturalis tentang etnisitas merupakan sebuah usaha 
yang berani untuk melepaskan diri dari implikasi rasis yang inheren 
dalam sejarah konsep ras. Seperti ditulis Stuart Hall (1996), «Jika subjek 
kulit hitam dan pengalama kulit hitam tidak distabilkan oleh alam atau 
esensi lainnya, maka pastilah ia terkonstruksi secara historis, kultural, 
dan politis... Term etnisitas mengakui kedudukan sejarah, bahasa, dan 
kebudayaan dalam konstruksi subjektivitas dan identitas, seperti halnya 
fakta bahwa semua wacana selalu punya tempat, posisi, situasi, dan 
semua pengetahuan selalu kontekstual.» 

Masalah dalam konsepsi kulturalis tentang etnisitas adalah di-
baikannya pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan dan ras. Etnisitas 
dapat dikembangkan ke dalam diskusi tentang multikulturalisme, untuk 
menunjukkan formasi sosial yang beroperasi dalam kelompok yang 
plural dan sejajar, daripada kelompok yang terasialisasi secara hirarkis. 
Konskuensinya, hooks (1990) dan Gilroy (1987) lebih suka memakai 
konsep “ras”, bukan karena ia berhubungan dengan keabsolutan biologis 
atau kultural, tetapi karena ia berhubungan dengan isu kekuasaan. 
Sebaliknya, Hall (1996) mencoba membangun kembali konsep etnisitas 



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 67

dengan memusatkan perhatian pada di mana kita semua terlokasikan 
secara etnis. 

Etnisitas terbangun dalam relasi kekuasaan antarkelompok. Ia 
merupakan sinyal keterpinggiran, sinyal tentang pusat dan pinggiran, 
dalam konteks sejarah yang selalu berubah. Di sini, pusat dan pinggiran 
dibentuk dalam representasi politik. Seperti argumen Brah (1996), 
“Adalah penting untuk menjadikan sebuah aksioma bahwa apa yang 
direpresentasikan sebagai ‘pinggiran’ tidaklah sepenuhnya pinggiran 
tetapi merupakan efek dari representasi itu sendiri. ‘Pusat’ tidaklah 
lebih pusat daripada pinggiran.”

3.	 Wawasan Kebangsaan.
Secara konsepsi, bagi bangsa Indonesia wawasan kebangsaan 

merupakan bagian dari wawasan nusantara, yaitu suatu landasan 
bagi keinginan dari segenap warga bangsa yang terdiri dari bermacam 
etnis, ras, agama dan segala atribut kedaerahannya untuk melebur 
dan mempersatukan diri dalam satu unit politik negara yang bernama 
”national state” Indonesia (Dani Purwanegara, 2006).

Wawasan Kebangsaan  terbentuk dari tiga unsur, yaitu unsur 
bangsa yang mendiami wilayah negara, unsur ruang hidup atau wilayah, 
dan unsur konsepsi ruang (Wahyono SK, 2004).  Wawasan kebangsaan 
melahirkan lambang-lambang bangsa dan negara, seperti bendera, lagu 
kebangsaan, lambang negara, ideologi negara dan tentara, yang semua 
tersebut membentuk citra bangsa.

Penghormatan terhadap lambang negara menumbuhkan ke-
banggaan sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu yang menggambarkan jati diri bangsa 
sekaligus sebagai perekat keutuhan bangsa. Kebencian terhadap suatu 
bangsa sering ditunjukkan dengan menyerang salah satu lambangnya, 
seperti membakar bendera, menyerang ideologi, atau kalau bertujuan 
ingin menguasai, maka diserang tentaranya.
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Konsep wawasan kebangsaan yang sering digunakan adalah 
sebagaimana disampaikan oleh Ben Anderson (Soerjanto Poespowardojo, 
2003), bahwa kebangsaan didefinisikan sebagai ”Imagined Community”, 
yaitu apa yang digambarkan oleh masyarakat tentang dirinya serta 
tentang sesamanya dalam masyarakat. Jadi bangsa bukanlah suatu 
benda ataupun sesuatu yang dibendakan (sejumlah kriteria seperti 
latar belakang sejarah, nasib bersama, suku bangsa, kebudayaan, religi, 
bahasa, atau kebudayaan). Jadi kebangsaan adalah proses internalisasi 
yang membentuk jati diri suatu bangsa melalui simbol-simbol yang 
dibangun oleh komunitas, berdasarkan kenyataan obyektif tersebut 
di atas. Dengan demikian kebangsaan adalah sesuatu yang dinamis, 
tergantung kepada pembentukan melalui simbol-simbol serta masuknya 
arus informasi  dalam interaksi sosial, serta media komunikasi.

Oleh karena itu, walaupun unsur-unsur obyektif tetap teredia, 
tetapi kalau proses imaginasi dan keyakinan suatu komunitas etnis 
tidak mendapat pemupukan secukupnya, maka bisa saja kesadaran 
kebangsaannya melemah atau bahkan lenyap.. Faktor teknologi 
informasi memiliki peranan yang penting dalam membangun serta 
mengembangkan kesadaran  kebangsaan. Dengan demikian kesadaran 
kebangsaan harus ditangani secara serius dan dibentuk secara terarah 
sesuai dengan tantangan dan kemajuan suatu komunitas etnis.

4.	 Tujuan
Pembahasan tentang konflik sosial berbasis etnis dimaksudkan 

untuk  menjawab pertanyaan sebagaimana dituliskan pada rumusan 
masalah yang telah disajikan di atas, dengan tujuan untuk memberikan 
wacana bahwa di wilayah negara Indonesia terdiri dari ribuan  etnis yang  
dalam proses pengelolaannya memerlukan strategi dan pola sendiri-
sendiri, sesuai dengan karakteristik dan sistem nilai yang tumbuh dan 
berkembang sesuai alam pikiran mereka.
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D.	 Pembahasan
1.	 Pokok Permasalahan Konflik Sosial Berbasis Etnis

Dalam pen-Takdir-annya sebagai negara kepulauan atau negara 
maritim yang masyarakatnya bersifat majemuk (plural society), 
pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus belajar banyak 
dari sejarah perjalanannya sendiri tentang bagaimana mengelola 
kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan 
bangsa. Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok 
etnis (etnic group) atau suku bangsa beserta tradisi-budayanya itu, tidak 
hanya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di 
masa mendatang, tetapi juga berpotensi mendorong timbulnya konflik 
sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi negara-bangsa 
(nation-state), jika dinamika kemajemukan sosial-budaya itu tidak 
dapat dikelola dengan baik.

Sebagai unsur pembentuk sistem sosial masyarakat majemuk, 
kelompok-kelompok etnis memiliki kebudayaan, batas-batas sosial 
budaya, dan sejumlah atribut atau ciri-ciri budaya yang menandai 
identitas dan eksistensi mereka. Kebudayaan yang dimiliki kelompok 
etnis menjadi pedoman kehidupan mereka dan atribut-atribut budaya 
yang ada, seperti adat-istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, agama dan 
paham keagamaan, kesamaan leluhur, asal-usul daerah, sejarah sosial, 
pakaian tradisional, atau aliran ideologi politik menjadi ciri pemerlain 
atau pembeda suatu kelompok etnis dari kelompok etnis yang lain. 
Kebudayaan dan atribut sosial-budaya sebagai penanda identitas 
kelompok etnis memiliki sifat stabil, konsisten, dan bertahan lama.	

Berdasarkan uraian di atas dan dalam konteks perbandingan yang 
setara, orang Jawa disebut sebagai suatu kelompok etnis karena mereka 
secara budaya memang berbeda dengan orang Madura. Demikian 
juga, dalam konteks perbandingan yang setara pada orang Jawa di Jawa 
Timur, bahwa orang Jember tentu berbeda secara kultural dengan orang 
Surabaya. Orang Jember tidak akan mau disebut sebagai orang Surabaya, 
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demikian pula sebaliknya. Karena perbedaan-perbedaan kultural 
ini keduanya disebut sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda, 
walaupun keduanya berada dalam ruang lingkup orang Jawa, di Jawa 
Timur. Hal yang sama juga berlaku untuk penyebutan orang Osing, 
orang Tengger, orang Pendhalungan, orang Mataraman, atau orang 
Samin sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda-beda.

  Etnisitas (ethnicity) atau kesukubangsaan selalu muncul dalam 
konteks interaksi sosial pada masyarakat majemuk. Sebagai sebuah 
realitas sosial yang wajar dan alamiah, etnisitas akan terjadi secara 
intensif dalam masyarakat tradisional atau masyarakat transisional. 
Dalam proses interaksi tersebut kelompok etnis atau individu-individu 
dalam kelompok etnis akan memanfaatkan atribut-atribut sosial 
budaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk 
mana yang dipilih di antara atribut-atribut tersebut sebagai penanda 
identitas diri sangat ditentukan oleh konteks interaksi dan tujuan yang 
akan dicapai. Pilihan terhadap suatu atribut sosial budaya bagi seorang 
individu akan didasarkan pada pilihan rasional (rational choice), yang 
dipertimbangkannya secara saksama bahwa hal itu dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan melalui interaksi sosial tersebut. 

Dalam kaitannya dengan akses dan perebutan sumber daya di 
daerah yang bersifat struktural, seperti potensi ekonomi dan kekuasaan 
politik, manifestasi etnisitas sering menimbulkan ketegangan dan konflik 
sosial di antara pihak-pihak yang terlibat atau yang berkepentingan. 
Masa otonomi daerah sekarang ini memberikan peluang yang besar bagi 
tumbuhnya konflik sosial berbasis etnisitas, ketika tradisi berdemokrasi, 
penghormatan terhadap keadilan sosial, dan penghargaan terhadap 
prestasi belum menjadi pandangan dan sikap hidup kita sehari-hari. 
Kondisi demikian lebih banyak menguntungkan kepentingan pribadi 
dan kelompok (etnis) daripada kepentingan masyarakat. Masalahnya 
adalah bagaimanakah meminimalkan konflik sosial berbasis etnisitas 
yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas?
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Secara normatif, otonomi daerah telah memberikan ke-
leluasaan bagi masyarakat di daerah (bukan pemerintah daerah) 
untuk mengaktualisasikan diri secara optimal dalam manajemen 
pembangunan daerah. Undang-undang yang mendasari praktik 
otonomi daerah memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat 
dan kebudayaannya. Otonomi daerah menandai era penghargaan 
terhadap keberagaman dan otonomi masyarakat, setelah Orde Baru 
memberangusnya selama masa tiga dasawarsa lebih (Zakaria, 2000). 
Dalam ruang politik yang semakin terbuka ini, masyarakat di daerah 
(indigenous people) menggali kembali potensi-potensi kelembagaan 
sosial atau konstruk nilai-nilai budaya lokal yang dianggap berguna 
untuk menopang eksistensi mereka di tengah arus globalisasi dan 
dinamika pembangunan daerah. 

Wujud dari penggalian di atas adalah hadirnya asosiasi-asosiasi 
masyarakat adat Nusantara, pembangkitan kembali satuan-satuan 
desa adat tradisional (nagari di Minangkabau, kampong di komunitas 
Melayu Kalimantan Barat, dan pakraman di Bali), serta eksplorasi ulang 
atas revitalisasi pranata-pranata lokal untuk mengelola sumber daya 
alam secara lestari dan adil, seperti sasi di Maluku dan awig-awig di 
Bali-Lombok. Hal-hal ini untuk membangun kembali fondasi sosial-
budaya masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan agar memiliki 
kemampuan otonomi yang kokoh dalam menyikapi gerak pembangunan 
di bawah kebijakan otonomi daerah (Siregar dan Wahono, 2002; Zakaria, 
2004). 

Walaupun demikian di daerah-daerah yang memiliki struktur 
masyarakat majemuk proses revitalisasi kebudayaan etnis juga harus 
memperhatikan eksistensi kebudayaan etnis yang lain. Misalnya, kasus 
Osingisasi yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Samsul Hadi, yang 
ketepatan ia berasal dari etnis Osing adalah kasus yang kebablasan, 
sehingga berpotensi mengundang ketegangan sosial. Kebijakan Bupati 
Banyuwangi tersebut adalah mengharuskan para petinggi pemerintah 
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kabupaten yang akan menghadapnya harus menggunakan bahasa 
Osing, bahasa Osing sebagai muatan kurikulum lokal diajarkan 
pada siswa SD-SMP yang sudah berlangsung tiga tahun terakhir, 
dan menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi 
agar merayakan tradisi endog-endogan dalam rangka Maulud Nabi 
Muhammad SAW seperti yang selama ini dilakukan oleh komunitas 
Osing (Sunarlan, 2004:170-171).

Bupati juga memperkuat posisi kesenian Gandrung sebagai 
ikon Kabupaten Banyuwangi, dengan membangun patung Gandrung 
yang menghabiskan dana milyaran rupiah di daerah Watu Dodol, 
Ketapang. Kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum lokal tersebut 
mengundang reaksi sosial dari para pengelola SD-SMP yang lingkungan 
sosialnya bukan komunitas Osing, seperti masyarakat Madura di 
Muncar. Kebijakan politik etnisitas seperti ini lebih bernuansa politik 
praktis, yakni memperkuat basis konsolidasi kekuasaan dan legitimasi 
politik Bupati di mata publik menyongsong Pilkada 2005, dengan jalan 
mengaktifkan beberapa atribut atau unsur kebudayaan Osing: bahasa, 
seni, dan tradisi. 

Kasus yang lain bisa kita lihat pada beredarnya selebaran gelap 
menjelang pemilihan Bupati Lamongan. Selebaran itu berisi surat 
perjanjian calon bupati Masfuk kepada Forum Rembug Muhammadiyah 
Lamongan untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai ormas Islam 
terbesar di Lamongan dibandingkan dengan ormas yang lain. Surat 
perjanjian itu ditandatangani 20 Mei 2005. Kop surat selebaran 
tertera nama Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional. Pengurus 
Daerah Muhammadiyah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat 
Nasional Lamongan menilai selebaran gelap tersebut bisa menyesatkan 
masyarakat Lamongan. Ketua Muhammadiyah Lamongan, Afnan 
Anshari mengatakan, “Muhammadiyah tidak pernah menggunakan 
segala cara untuk meraih tujuannya. Isu yang ada dalam selebaran ini 
sangat kotor. Kami mendesak agar Panwas Pilkada menindaklanjuti 
temuan ini secara hukum” (Kompas Jatim, Senin, 27 Juni 2005: A). 
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Masih dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, Forum 
Komunikasi Batak (FKB) Jawa Timur menyesalkan Calon Wali Kota 
Surabaya Alisjahbana dari Partai Kebangkitan Bangsa yang selama ini 
dianggap enggan mencantumkan nama marga Sitepu dalam berbagai 
kesempatan. Menurut Ketua FKB Jawa Timur, RH Batubara, “Nama 
marga merupakan ikatan turun-temurun. Seharusnya sebagai orang yang 
berdarah Batak, Alisjahbana tetap menggunakan nama marga seperti 
halnya sejumlah tokoh lain, yakni Akbar Tanjung dan Sudi Silalahi”. 
FKB Jatim juga menunjukkan fotokopi ijazah Alisjahbana saat lulus 
sebagai sarjana teknik ITB Bandung tahun 1974, dengan nama lengkap 
Alisjahbana Sitepu. Ketika dihubungi wartawan untuk konfirmasi, 
Alisjahbana mengatakan, “Nama seseorang merupakan urusan pribadi”. 
Sejak bekerja di Pemerintah Kota Surabaya selama tiga puluh tahun 
lebih, Alisjahbana tidak pernah menggunakan nama marganya (Kompas 
Jatim, Senin, 30 Mei 2005: I).

Benar-tidaknya isi selebaran gelap di Lamongan tersebut, dari 
perspektif etnisitas mobilisasi identitas etnis yang terkait dengan 
paham keagamaan (Muhammadiyah) juga dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan politik yang bersifat negatif atau positif bagi pihak-
pihak yang terlibat dalam persaingan memperebutkan jabatan politik 
Bupati Lamongan. Demikian juga, penghilangan (penyembunyian) 
nama marga Sitepu bagi Alisjahbana, bukan tanpa alasan, tetapi ada 
kepentingankepentingan tertentu (ekonomi-politik) yang akan diraih 
dalam proses interaksi sosial dan jika nama marga itu tetap dilekatkan 
justru akan menghambat pencapaian kepentingan tersebut. Pilihan 
tindakan demikian sudah diperhitungkan untung-ruginya bagi yang 
bersangkutan. Kasus-kasus serupa banyak ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari.

Dalam konteks otonomi daerah, kasus yang terjadi di Banyuwangi 
untuk membangun “hegemoni budaya Osing” sesungguhnya hanya 
merupakan sarana penguasa daerah untuk mencapai penguasaan 
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sumber daya ekonomi-politik yang lebih besar. Kasus seperti ini 
mirip dengan kebijakan kolonialisme internal (internal colonialism) 
Pemerintah Thailand terhadap kelompok-kelompok etnis minoritas, 
khususnya masyarakat muslim Malaysia di Pattani di wilayah selatan 
yang berbatasan dengan Malaysia, yang berusaha keras untuk 
menegasikan aspek-aspek identitas budaya masyarakat Pattani melalui 
penetrasi kebudayaan Thai dan Buddha. Di samping terjadinya penetrasi 
budaya dominan (dominance culture), kebijakan pembangunan regional 
Pemerintah Thailand yang bersifat deskriminatif dan hanya menguras 
sumber daya lokal, telah membangkitkan gerakan perlawanan bersenjata 
masyarakat Pattani terhadap Pemerintah Thailand. Hal yang sama juga 
dilakukan oleh Penguasa Orde Baru terhadap Aceh, yang mendorong 
masyarakat Aceh menjadi anti-Jawa (lihat, Brown, 1994). 

Dalam studi-studi konflik etnis, kebijakan politik etnis negara dan 
Pemerintah Thailand memperluas batas-batas sosial budaya identitas 
suatu kelompok etnis, khususnya etnis yang dianggap kelompok 
dominan atau pribumi, seperti Thai- Buddha, senantiasa berhadapan 
dengan penolakan atau resistensi sosial dari kelompok-kelompok etnis 
yang terkena kebijakan tersebut, orang Pattani-Muslim. Sementara 
itu, untuk menghimpun kekuatan dan modal perjuangan menghadapi 
hegemoni negara dan penetrasi kelompok etnis dominan (Thai), 
kelompok-kelompok etnis minoritas yang terdiskriminasi, seperti 
masyarakat Pattani akan mengaktifkan jaringan etnisitas yang berbasis 
kesamaan asal-usul dan leluhur, sejarah sosial, identitas ke-Islam-an, 
dan tradisi sosial-budaya sebagai sarana pengikat sosial dan pembangun 
solidaritas sosial. Dalam konteks demikian, etnisitas akan berubah 
menjadi ideologi perjuangan untuk menghadapi negara yang telah 
membuat diri mereka tidak nyaman dan terancam serta mengganggu 
kelangsungan hidup kelompok etnis (Brown, 1994: 1-5). 

Dalam banyak kasus, negara dan kebijakan-kebijakan para 
penguasanya mengambil peranan yang besar terhadap tumbulnya 
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peristiwa konflik etnis dan kekerasan sosial di berbagai negara (Renner, 
1999: 33-47). Konflik-konflik dan kekerasan sosial berbasis etnisitas 
yang terjadi di Indonesia menjelang akhir kekuasaan Orde Baru hingga 
sekarang, seperti di Kalimantan Barat-Tengah, Maluku, dan Poso 
merupakan akibat dari kesalahan kebijakan pembangunan daerah 
dan ketidakbecusan penguasa Orde Baru mengelola kemajemukan 
masyarakat kita (Kusnadi, 2001). Hal yang sama bukan tidak mungkin akan 
dilakukan oleh penguasa Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) 
era otonomi daerah. Bahkan, saya perkirakan bahwa sifat rakus politik 
dan serakah ekonomi penguasa di daerah dan kebijakankebijakannya 
yang tidak memihak kepentingan rakyat akan menjadi pemicu konflik 
sosial yang berskala luas di daerah. Konflik sosial ini tidak hanya terjadi 
di kalangan internal antar-elite daerah, tetapi juga melibatkan penguasa 
daerah dengan rakyat secara keseluruhan dan antarkelompok-kelompok 
sosial dalam masyarakat. Ketidakpuasan rakyat yang meluas terhadap 
perilaku pemimpinnya dapat mendorong timbulnya revolusi sosial, 
sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah sosial kita (Lucas, 2004).

Di saat rakyat harus berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan 
hukum, busung lapar, kurang gizi, dan mahalnya biaya pendidikan, 
para penguasa daerah justru berpesta-pora menghambur-hamburkan 
uang rakyat yang diperoleh dengan jalan menjarah. Walaupun kita telah 
memasuki era demokrasi dan masyarakat mulai tumbuh kekuatannya 
untuk terlibat dalam proses bernegara, tetapi praktik-praktik kekuasaan 
yang muncul lebih parah daripada perilaku kuasa rezim Orde Baru. 
Substansi berdemokrasi belum memberikan keuntungan bagi rakyat 
dan kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara juga belum 
memihak pada kepentingan rakyat. Beban kehidupan rakyat semakin 
berat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan primernya (Prasetyo, 
2004ab, 2005 dan Putra, 2005).

Dalam masa otonomi daerah ini yang pendekatan pembangunan-
nya berorientasi pada aspek kewilayahan, eksplorasi etnisitas sebagai 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan76

ideologi perjuangan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan 
oleh kebijakan pembangunan daerah akan semakin berpeluang. Gagasan 
sebagian mayarakat beberapa waktu yang lalu untuk membentuk 
Kabupaten Jember Selatan, Banyuwangi Selatan, atau Kabupaten 
Sumenep Kepulauan, harus dilihat sebagai persoalan konflik politik-
kebijakan berbasis etnisitas dengan pemerintah kabupaten setempat. 
Mereka bisa saja menggunakan basis legitimasi berdasarkan unsur-
unsur etnisitas yang berkaitan dengan kesamaan budaya, kesejarahan, 
nasib sosial, dan nilai-nilai baru yang dimunculkan karena faktor 
karakteristik geografis. Berdasarkan eksplorasi nilai-nilai budaya di 
atas, masyarakat di Jember Selatan, Banyuwangi Selatan, atau Sumenep 
Kepulauan, membedakan dirinya dengan masyarakat di Jember Utara, 
Bayuwangi Utara, dan Sumenep Daratan. 

Demikian pula, kasus konflik nelayan yang meluas di berbagai 
daerah perairan Jawa Timur, merupakan akibat dari kekurangmampuan 
pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) dalam memahamkan 
esensi otonomi daerah yang terkait dengan batas-batas administrasi 
daerah dan kewenangannya mengelola potensi sumber daya laut 
setempat kepada masyarakat nelayan di kawasan pesisir. Aspek lain 
yang ikut memberikan kontribusi terhadap timbulnya konflik nelayan 
tersebut adalah semakin tingginya kelangkaan sumber daya ekonomi-
perikanan dan kompetisi memperebutkannya (Kusnadi, 2002). 

Konflik nelayan Ujung Pangkah, Gresik dengan nelayan Weru 
Kompleks, Lamongan, walaupun mereka bagian dari masyarakat Jawa 
Pesisiran, tetap dilihat sebagai kasus konflik sosial berbasis etnisitas. 
Kedua pihak mendefinisikan identitas dirinya sebagai kelompok 
nelayan yang berbeda satu sama lain berdasarkan nilai-nilai sosial-
budaya dan sejarah sosial yang membentuk eksistensi mereka. Hal 
yang sama juga berlaku untuk nelayan Madura asal Kraton, Pasuruan 
dan nelayan Kwanyar, Bangkalan Selatan, yang telah lama berkonflik 
memperebutkan sumber daya perikanan di Perairan Selat Madura. 
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Identitas kebudayaan Madura ternyata tidak mampu mendamaikan 
kedua kelompok nelayan tersebut. Masing-masing pihak mendefinisikan 
eksistensinya berdasarkan nilai-nilai lokalitas yang kontekstual, yang 
dianggapnya lebih tepat dan menguntungkan kehidupannya dalam 
interaksi sosial (Kusnadi dkk. 2005).

Hal yang sangat besar dampaknya dirasakan hingga saat ini, dan 
belum sepenuhnya selesai permasalahannya adalah tragedi Poso dan 
konflik antara etnis Dayak dan  Madura, serta munculnya gerakan 
separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua 
Merdeka (OPM) yang bermula dari kecemburuan ekonomi komunitas 
lokal terhadap kaum pendatang, yang bila ini berlanjut akan mengkristal 
dan termanifestasikan dalam bentuk konflik sosial (mengusir dan 
menyerang kelompok pendatang yang notabene lebih mapan secara 
ekonomi. Kekerasan terhadap etnis pendatang adalah wujud protes 
komunitas lokal terhadap negara yang dianggap telah mengabaikan 
keberadaan etnis lokal, dengan tidak mengakomodasi unsur-unsur 
budaya lokal, identitas budaya komunitas yang dapat berubah menjadi 
ideologi politik untuk menuntut kepentingannya kepada negara.

Kasus ini merupakan konflik sosial yang berbasis etnis, yaitu konflik 
antar kelompok masyarakat yang timbul karena perebutan sumber daya 
sosial ekonomi dan politik, serta diperkeruh dengan perbedaan unsur-
unsur kebudayaan yang mereka miliki, atau yang menjadi identitas 
budaya seperti agama, adat istiadat, bhasa, kesamaan asal usul daerah, 
ideologi serta ikatan leluhur (M. Eri Irawan, 2006).

2.	 Kebijakan Pemerintah.
Pada dasarnya, konflik sosial berbasis etnisitas yang berlangsung 

secara masif tidak ada yang semata-mata terjadi karena perbedaan-
perbedaan sosial-budaya yang bersifat horisontal, seperti agama, bahasa, 
tradisi dan adat-istiadat, sejarah sosial, gaya hidup, atau nilai-nilai budaya 
lainnya. Aspek-aspek vertikal-struktural, seperti akses dan penguasaan 
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sumber daya ekonomi-politik (kekuasaan) senantiasa terlibat. Bahkan 
semakin tinggi nilai sumber daya yang diperebutkan dan kondisinya 
terbatas, maka konflik sosial yang terjadi akan semakin intensif dan 
keras (Kusnadi dan Burhanuddin, 1997). Dalam situasi demikian, 
dampak konflik secara psikologis sangat mencekam masyarakat dan 
secara sosial-ekonomi memberatkan masa depan kehidupan mereka 
yang terlibat konflik. Upaya untuk meretas jalan menuju perdamaian 
abadi juga sangat sulit karena membutuhkan kesabaran, keseriusan, dan 
pengorbanan yang besar.

a.	 Mengelola Identitas Budaya
Berdasarkan uraian di atas, konsepsi pemerintah pusat untuk 

memberdayakan otonomi daerah dalam masa transisional ini harus 
belajar bagaimana meminimalisasi timbulnya konflik-konflik sosial yang 
berbasis etnisitas, dengan jalan merumuskan kebijakan pembangunan 
dan pembuatan regulasi daerah yang bersifat transparans, demokratis, 
berorientasi kerakyatan, dan berdimensi keadilan sosial. Sementara 
itu, pada tataran sosial, dengan berbagai cara, penguatan kapasitas 
masyarakat harus dilakukan dengan membangun fondasi kesadaran 
struktural-kultural bernegara dan berbangsa agar memiliki kemampuan 
dalam berdikusi dengan elite daerah untuk memberi arah pada kebijakan 
pembangunan daerah yang memihak kepentingan masyarakat luas. 

Otonomi daerah harus ditafsiri sebagai otonomi masyarakat untuk 
membangun daerahnya, bukan otonomi Pemerintah Daerah, karena 
esensi pemerintah daerah hanya sebagai alat pembangunan daerah. 
Di tengah-tengah karakter pemerintahan otonomi daerah yang masih 
belum berfungsi secara optimal sebagaimana diharapkan semua fihak, 
jalan untuk membangun fondasi kesadaran struktural-kultural di atas 
masih sangat panjang. Perjuangan memang tidak pernah selesai.

Masing-masing etnis yang mendiami wilayah NKRI hendaknya 
difahami karakteristik sosial budayanya sedalam-dalamnya untuk 
dijadikan sebagai landasan bagi pengelolaan identitas budaya masing-
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masing etnis, sehingga program pembangunan yang ada dapat di-
laksanakan dengan optimal dengan tidak mengabaikan keberadaan 
salah satu atau sebagian kelompok etnis.  Dengan memperhatikan 
keberadaan etnis, maka bentuk-bentuk konflik vertikal maupun 
horisontal antar kelompok etnis dapat dicegah dan dihindari .

b.	 Membuat Kebijakan yang memperhatikan 
Kemajemukan Etnis

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam setiap 
memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan keberagaman etnis, 
antara lain menerapkan kebijakan pembangunan yang memperhatikan 
kemajemukan etnis secara adil. Kebijakan yang hanya mengejar 
target pertumbuhan ekonomi semata dengan  tidak memperhatikan 
keberagaman etnis hanya akan menumbuhkan bibit-bibit kekecewaan 
etnis terhadap pemerintah, yang bila berakumulasi dapat membesar 
menjadi upaya pemberontakan untuk memisahkan diri dari pemerintah 
pusat. Pemberontakan etnis Papua dan etnis Aceh untuk memisahkan 
diri dari pemerintahan NKRI seperti disampaikan pada uraian di 
atas, ditinjau dari kacamata keberagaman etnis, merupakan puncak-
puncak kekecewaan suatu etnis terhadap ketidakadilan yang dilakukan 
pemerintah.

Kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah memberlakukan 
metode eksploitasi sumber daya milik umum seperti air, udara, laut, 
sungai dan hutan secara bijaksana untuk menghindari terjadinya konflik 
antar warga  maupun antar warga dengan pemerintah, khususnya 
pemerintah daerah.

3.	 Wawasan Kebangsaan sebagai Solusi Pencegahan 
Konflik Sosial Berbasis Etnis.
Permasalahan keberagaman etnis di Indonesia dalam wilayah 

Indonesia yang menjadi modal dasar pembentukan Negara Kesatuan 
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Republik  Indonesia (NKRI) telah disadari sepenuhnya oleh Tokoh 
Pembentuk Negara (Founding Fathers) sejak awal proses pendirian NKRI. 
Didahului Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda 
ke-2 pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mengukuhkan pengakuan 
akan keberagaman etnis di wilayah Indonesia yang dicerminkan 
oleh perwakilan organisasi kesukuan yang ada di wilayah ”Indonesia” 
yang mengakui ........ ”bertanah air yang satu, tanah air Indonesia”, dan 
puncaknya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 
17 Agustus 1945, secara eksplisit memproklamasikan eksistensi persatuan 
bangsa Indonesia yang berunsurkan keberagaman / kemajemukan etnis 
(suku bangsa) beserta kebudayaannya. Dalam istilah Clifford Gertz 
(1965) disebut sebagai Revolusi Intragatif (Integrative Revolution) (S. 
Budisantoso, 2002).

	 Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya 
ternyata kemajemukan etnis bangsa Indonesia, disatu sisi merupakan 
kekuatan persatuan bangsa Indonesia, namun disisi lain merupakan 
kendala utama dalam proses perwujudan persatuan dan kesatuan 
bangsa. Kemajemukan etnis memengaruhi kehidupan masyarakat 
sehari-hari yang mencerminkan perwujudan pola-pola adaptasi yang 
dikembangkan oleh masyarakat yang tersebar di seluruh kepulauan 
Nusantara yang sangat luas luas, serta latar belakang pengalaman sejarah 
dan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya tiap etnis yang berbeda-
beda. Tiap kelompok etnis berkembang dalam hal jumlah warganya, 
persebarannya maupun organisasi sosialnya untuk menata kehidupan 
bersamanya secara tertib dengan mengacu kepada kebudayaannya 
sebagai rujukan dalam memahami organisasi sosialnya serta sistem nilai 
yang dianutnya, yang biasa disebut adat istiadat, norma dan etika.

a.	 Revitalisasi Wawasan Kebangsaan.
Konsep wawasan kebangsaan atau sering disebut ”nasionalisme” 

merupakan paham yang awal kelahirannya merupakan bentuk 
”kebebasan” dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di bawah 



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 81

kolonialisme dan imperialisme, yang mengajarkan secara imperatif 
atau keharusan bagi setiap bangsa untuk membebaskan diri dari segala 
bentuk ketidakadilan oleh kehadiran kekuatan eksternal yang represif 
guna membangun kekuatan dan kemampuan untuk menjadi ”tuan di 
rumah sendiri” (Nasikun, 2006).

Dalam konteks kini yang ditandai dengan menguatnya pengaruh 
globalisasi yang mengakibatkan menurunnya otonomi dan legitimasi 
negara serta terjadinya erosi wawasan kebangsaan dari warga negara, 
maka perlu dicari solusi untuk membangun kembali dan menguatkan 
wawasan kebangsaan untuk mencegah konflik sosial berbasis etnis 
sebagaimana contoh-contoh yang terjadi secara riil yang diuraikan di 
atas. Dalam kerangka ini, maka wawasan kebangsaan atau nasionalisme 
masih diperlukan untuk pembinaan bangsa yang memiliki kultur, 
religius dan etnis bermacam-macam.

b.	 Konsep Revitalisasi Wawasan Kebangsaan.
1.	 Memahami Pluralisme Etnis.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang dibentuk berdasarkan 
”konsensus” nasional memang mencakup kompleksitas kominitas etnis 
yang mencakup unsur sistem kekerabatan, hukum adat, adat istiadat, 
sistem kepercayaan, bahasa dan sebagainya. Dalam proses perjalanan 
interaksi dan komunikasi antar etnis tersebut, khususnya dewasa ini 
yang ditandai dengan terjadinya tranformasi sosial dan industralisasi, 
seperti proses modernisasi, komersialisasi, rasionalisasi, sekularisasi, 
urbanisasi dan sebagainya, mengakibatkan terjadinya kelunturan 
ikatan asosiasional berdasarkan kepentingan bersama. Dampak dari hal 
tersebut adalah terjadinya konflik-konflik sosial antar etnis, baik yang 
dipicu oleh kepentingan pemerintah maupun murni konflik antar etnis 
yang dipicu oleh latar belakang sosial (rasa benci, prasangka, curiga, 
sakit hati), ekonomi (ketimpangan pendapatan, keberhasilan usaha), 
budaya dan sebagainya.
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Untuk merekatkan kembali ikatan asosisional antar etnis, 
maka perlu diciptakan kembali  kondisi ”pluralisme modern” yang 
menghasilkan kondisi yang kondusif  bagi terciptanya interaksi antar 
etnis yang berdasarkan toleransi, kesetaraan, partisipatif  dan asas 
keadilan. Patut disimak sikap toleransi yang diamalkan oleh warga di 
Sulawesi Utara, di mana komunitas muslim dapat hidup tenang dan 
tenteram ditengah mayoritas masyarakat kristen, dan toleransi  yang 
dilaksanakan oleh salah satu warga desa di kepulauan Kai, di mana 
komunitas muslim dan kristen hidup berdampingan secara rukun 
(Sartono Kartodirdjo, 1999).

2.	 Peran Lembaga Pendidikan.

Lembaga pendidikan memiliki posisi yang strategis dalam proses 
internalisasi sistem nilai / penanaman nilai – nilai yang dilakukan kepada 
peserta didik sebagai sebagian warga negara sesuai level pendidikannya. 
Untuk berhasilnya tujuan dan sasaran pndidikan sangat ditentukan oleh 
komponen pendidikan, antara lain kurikulum pendidikan, kualifikasi 
tenaga pendidik, sarana dan prasarana penunjang serta kualitas peserta 
didik yang harus berjalan secara sinergi.

Khusus mengenai kurikulum pendidikan, dalam konteks 
strata pendidikan, maka untuk pendidikan dasar dan menengah, 
merupakan lembaga yang berfungsi untuk menanamkan nilai – nilai 
dan memberikan bekal pengetahuan umum, yang menyangkut hak 
dan kewajiban warganegara maupun negara. Sedangkan lembaga 
pendidikan tinggi memiliki posisi yang lebih strategis sebagai lembaga 
pembentuk kader – kader pemimpin bangsa. Oleh karena itu tujuan dan 
sasaran pendidikannya diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan 
yang diperlukan para alumninya untuk mengatasi tantangan melalui 
identifikasi, perumusan masalah,  pengumpulan dan analisis data serta 
perumusan saran kebijakan kepada pemerintah.
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Berkaitan dengan upaya menjawab tantangan masa depan bangsa 
dan negara Indonesia yang diperkirakan masih akan diwarnai terjadinya 
konflik – konflik internal dalam negeri, khususnya konflik horisontal 
antar etnis, maka lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu 
membekali para kader pemimpin bangsa yang sedang belajar, dengan:

1)	 Jatidiri bangsa Indonesia yang percaya diri dan mampu 
mandiri dengan wawasan kebangsaan yang mantap dan luas.

2)	 Kemampuan bernalar yang luas dan dalam untuk memecahkan 
permasalahan bangsa dan negara secara komprehensif dan 
integral.

3)	 Daya kreasi, daya inovasi dan daya imajinasi yang tidak terbatas 
dengan landasan pikiran yang bebas dan jiwa merdeka.

4)	 Rasa cinta tanah air dan hormat kepada bangsa dan negara 
(Wahyono SK, 2004).

Kesimpulan
a.	 Konflik sosial yang berbasis etnis di berbagai daerah di 

Indonesia masih terjadi hingga saat ini seiring dengan masih 
lemahnya pemahaman tentang toleransi antar etnis dan 
kebuntuan komunikasi.

b.	 Kebijakan pemerintah dalam mengelola identitas Budaya 
masing-masing etnis masih belum optimal. Di era otonomi 
daerah ini masih dikedepankan peran pemerintah dalam 
mengatasi segenap permasalahan yang berkembang di 
masyarakat, padahal seharusnya masyarakatlah yang harus 
mengambil peran dalam mengatasi konflik – konflik yang ada, 
sedangkan fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator.

c.	 Wawasan kebangsaan atau sering disebut ”nasionalisme” 
untuk merekatkan kembali ikatan asosisional antar etnis 
masih diperlukan untuk pembinaan bangsa yang memiliki 
kultur, religius dan etnis bermacam-macam.
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Saran
a.	 Perlu penanaman nilai – nilai wawasan kebangsaan yang 

didasari keluhuran nilai budaya bangsa Indonesia yang 
Bhinneka Tunggal Ika secara bertahap, bertingkat dan 
berlanjut dalam setiap level pendidikan.

b.	 Revitalisasi wawasan kebangsaan yang mengedepankan 
pemahaman tentang pluralisme etnis di Indonsia yang 
diharapkan mampu menghasilkan kondisi yang kondusif  bagi 
terciptanya interaksi antar etnis yang berdasarkan toleransi, 
kesetaraan, partisipatif  dan asas keadilan.
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ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai paradigma agama dan Pancasila 

dalam bingkai NKRI. Seperti yang diketahui dalam kurun beberapa tahun 
terakhir, di Indonesia sering muncul istilah radikalisme, intoleransi, dan 
sebagainya yang lahir sebagai akibat dari ketidakpahaman mengenai 
paradigma agama dan Pancasila. Apalagi, sejumlah kelompok yang 
berpegangan pada prinsip dan pemikirannya masing-masing dengan 
anggapan mereka yang paling benar dan paham, tanpa adanya diskusi 
yang berimbang untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. 
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hubungan antara 
paradigma agama dan Pancasila. Dalam praktik kehidupan bernegara 
pada zaman modern ini agama dan negara memiliki hubungan yang 
dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu integrated (penyatuan 
antara agama dan negara), intersectional (persinggungan antara agama 
dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). 
Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan negara memiliki 
prinsip berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya negara 
secara aktif dan dinamis membimbing, menopang, menjaga, dan 
mengembangkan agama dan kepercayaan. Dalam memeluk agama dan 
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menjalankan ibadahnya harus sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam 
agama yang dianut dan diakui keberadaannya oleh negara sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Agama; Pancasila; Paradigma.

ABSTRACT
This article discusses the paradigm of religion and Pancasila within 

the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As is known 
in the last few years, in Indonesia the terms radicalism, intolerance, and so 
on are often emerged as a result of misunderstandings about the paradigm 
of religion and Pancasila. Moreover, there are a number of groups that hold 
to their own principles and thoughts with the assumption that they are the 
most correct and understand, without any balanced discussion to discuss 
and resolve this issue. This article aims to explain the relationship between 
the religious paradigm and Pancasila as well. In the practice of state life in 
modern times, religion and state have a relationship that can be classified 
into three forms, namely integrated (union between religion and state), 
intersectional (intersection between religion and state), and secularistic 
(separation between religion and state). It can be concluded that the 
relationship between religion and the state has a principle based on the 
One Supreme God, which means that the state actively and dynamically 
guides, supports, maintains, and develops religion and belief. In embracing 
religion and carrying out worship, it must be in accordance with what is 
regulated and stipulated in the religion adopted and recognized by the 
state as regulated in laws and regulations.

Keywords: Religion; Pancasila; Paradigm.

A.	 PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara besar dengan tingkat keberagaman yang 

sangat tinggi. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan jumlah penduduknya pada 
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tahun 2020 tercatat lebih dari 270 juta jiwa. Keberagaman yang ada 
di negara ini bukan hanya sebatas keberagaman flora, fauna, maupun 
sumber daya alam lainnya saja, tetapi juga sumber daya manusianya 
yang sangat heterogen. Salah satu bentuk keberagaman penduduk 
Indonesia adalah agama atau keyakinan masing-masing penduduknya. 
Indonesia sendiri secara resmi mengakui enam agama, yakni Islam, 
Kristen/Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan, 
selain keenam agama yang diakui resmi tersebut, faktanya di tengah 
masyarakat terdapat banyak aliran kepercayaan lokal yang berkembang 
dan belum banyak diketahui banyak orang. Hal ini tentu menambah 
khazanah yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia 
memiliki dasar negara Pancasila yang digali dari nilai luhur bangsa ini 
sendiri. Buktinya, sebagai negara dengan penduduk yang beragama, sila 
pertama Pancasila mengandung nilai tentang ketuhanan. Sila pertama 
Pancasila ini merupakan bentuk akomodasi bagi seluruh rakyat untuk 
bisa menjalankan agamanya masing-masing dengan baik tanpa perlu 
terpecah belah. Selain itu, Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber 
dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan yang ada harus 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tak terkecuali mengenai kehidupan 
beragama di Indonesia yang telah diatur pada Pasal 29 UUD 1945. 
Adapun interpretasi pasal tersebut yaitu dengan diakuinya enam agama 
di Indonesia, pemberian jaminan dan perlindungan, serta menjalankan 
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dewasa ini, pembahasan mengenai paradigma agama dan 
Pancasila menjadi sebuah hal yang penting dan menarik untuk dikaji. 
Hal ini karena dalam kurun beberapa tahun terakhir di Indonesia sering 
muncul istilah mengenai radikalisme, intoleransi, dan sebagainya yang 
lahir sebagai akibat dari ketidakpahaman mengenai paradigma agama 
dan Pancasila. Apalagi, sejumlah kelompok yang berpegangan pada 
prinsip dan pemikirannya masing-masing dengan anggapan mereka 
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yang paling benar dan paham, tanpa adanya diskusi yang berimbang 
untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Ditambah berita 
bohong atau hoax mengenai hal ini yang tidak sedikit dan sering muncul 
utamanya di media sosial. Tentu, hal semacam ini tidak akan menemui 
jalan tengahnya dan justru malah memperparah keadaan. Isu ini telah 
menjadi isu yang sangat sensitif, sehingga urgensi pembahasannya 
menjadi perlu karena menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadirnya keberagaman yang menjadikan Indonesia sebagai negara 
majemuk merujuk kepada beberapa isu sosial di masa ini. Terlebih 
dengan masyarakat Indonesia yang multikultural dan memiliki pola 
pikirnya masing-masing yang menjadi alasan juga timbulnya banyak 
perbedaan pendapat terhadap suatu hal. Masalah krusial yang saat ini 
banyak menjadi perbincangan hangat segala kalangan masyarakat di 
media sosial yaitu terkait agama. Seperti yang kita semua ketahui, negara 
mengakui 6 agama. Oleh karena itu, negara harus dapat menjamin hak 
seluruh umat beragama di Indonesia secara sama rata, tanpa terkecuali. 
Inilah salah satu peran Pancasila dan UUD 1945. Dibentuknya undang-
undang terkait persoalan agama bukan semata-mata untuk membatasi 
hak individu dalam kehidupan beragama, melainkan ditujukan untuk 
mengatur kehidupan umat beragama agar senantiasa berjalan dengan 
tentram dengan minim konflik. Peran negara tidak dapat berdiri 
sendiri dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pula kontribusi 
masyarakat. Salah satunya dengan menegakkan sikap toleransi antar 
umat beragama demi mewujudkan bangsa Indonesia yang satu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat 
beberapa permasalahan yang akan kami pecahkan melalui artikel ini. 
Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah hubungan 
paradigma agama dengan negara dalam negara Pancasila dan cara 
menyikapi perbedaan agama dalam negara Pancasila. 

Pada penyusunan artikel kali ini bertujuan untuk mengetahui 
paradigma hubungan agama dengan negara dalam negara Pancasila dan 
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mengetahui cara menyikapi perbedaan agama dalam negara Pancasila. 
Manfaat yang diperoleh dari penyusunan artikel ini adalah mampu 
menganalisis persoalan real yang ada di sekitar kita menggunakan 
pendekatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kajian masalah ini 
dilakukan agar pembaca dapat lebih memahami nilai-nilai Pancasila 
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya nilai 
ketuhanan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam artikel 
ini, maka batasan permasalahannya yaitu nilai-nilai ketuhanan yang 
diambil dari salah satu nilai Pancasila, paradigma masyarakat mengenai 
agama dan Pancasila di lingkup NKRI.

B.	 ACUAN TEORI
1.	 Negara Indonesia

Kata “negara” pada awalnya diambil dari kata asing yaitu state 
(bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda), dan etat (bahasa Prancis). 
Kata-kata asing ini bersumber dari bahasa Yunani yaitu statum atau 
status yang memiliki arti keadaan yang tegak dan tetap atau suatu 
hal yang bersifat tetap dan tegak. Secara terminologi sendiri, negara 
dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang 
menaungi seluruh kehidupan warganya dan memiliki pemerintahan 
sebagai pemimpin.

Di dalam suatu negara, terdapat beberapa unsur yang harus 
terpenuhi agar dapat disebut sebagai “negara” yang mana adalah 
adanya rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. 
Seperti halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri 
dari rakyat dari sabang sampai merauke, wilayah NKRI yang meliputi 
daratan, udara, dan perairan, serta pemerintahan yang dipimpin oleh 
Presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan 
negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara 
hukum, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 
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2.	 Pancasila sebagai dasar negara Republik 
Indonesia
Dasar negara merupakan suatu aturan atau norma suatu negara 

yang menjadi landasan dalam segala peraturan, baik peraturan yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila merupakan pandangan 
hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang 
mendasari kebudayaan bangsa, sehingga nilai-nilai tersebut merupakan 
perwujudan dari cita-cita hidup bangsa Indonesia. Secara Yuridis, 
Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara RI sebagaimana 
terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara juga dimuat 
dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan 
Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan 
sumber dari segala sumber hukum negara.

Secara sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara memuat 5 
nilai/norma, yaitu mengenai nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) 
dan (spiritualitas), nilai-nilai kemanusiaan universal, nilai-nilai etis 
kemanusiaan, cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. 
Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti segala peraturan 
berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, maka esensi dari Pancasila yaitu 
agar para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan 
negara serta dalam proses pembangunan dari segala bidang kehidupan 
bangsa seluruh warga negara mampu berpartisipasi secara aktif dengan 
dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Salah satu nilai dari Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai tersebut 
tercantum pada sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan 
yang Maha Esa”, artinya yaitu Pancasila mengakui dan menyakralkan 
keberadaan agama yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, negara 
bukan berdasarkan pada suatu negara dan bukan pula negara yang 
memisahkan agama dan negaranya. Tetapi negara yang berketuhanan di 
dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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3.	 Agama
Banyak tokoh agama yang mendefinisikan mengenai pengertian 

agama. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sansekerta yang 
diartikan sebagai haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada 
Tuhan. Menurut bahasa Sansekerta sendiri, agama itu terdiri dari dua 
perkataan, yaitu “A” berarti tidak, “Gama” berarti kacau balau, tidak 
teratur. Sementara itu, secara istilah, agama adalah ajaran atau sistem 
yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) peribadatan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa serta tata kaidah–kaidah yang berhubungan dengan 
pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai 
sistem– sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan, 
yang semuanya itu berpusat pada persoalan–persoalan paling maknawi.

Dasar pengakuan keberadaan 6 agama yang dianut di Indonesia 
adalah pasal 1 UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menyatakan 
bahwa “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah 
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)”. 
Sedangkan diluar 6 (enam) agama tersebut dianggap bukanlah agama 
resmi yang diakui oleh negara. Namun demikian, baik enam agama atau 
kepercayaan resmi maupun yang bukan resmi, kesemuanya itu mestilah 
dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah dan bernaung 
dalam sila pertama Pancasila serta pasal 29 UUD 1945. Semangat 
yang seharusnya dibangun dari keberagaman agama tersebut adalah 
semangat toleransi dan saling menghormati dan menghargai perbedaan 
yang ada. Tujuannya adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

4.	 Paradigma
Paradigma merupakan pola pikir mendasar atau kerangka pikiran 

seorang manusia terhadap suatu hal yang mereka temui. Kerangka 
pikiran ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam mengolah 
suatu informasi. Menurut Harmon dalam buku oleh Moleong (2004), 
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paradigma merupakan dasar dalam melakukan persepsi, berpikir, 
menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus 
tentang realitas. 

Dalam Mackenzie & Knipe (2006), Bogdan & Biklen menyatakan 
bahwa paradigma merupakan kumpulan dari beberapa asumsi, konsep, 
atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang akan mengarahkan 
cara berpikir dan penelitian. Berdasarkan beberapa definisi atas 
pemikiran tokoh-tokoh tersebut, dapat diambil definisi secara umum 
bahwa paradigma ialah suatu konsep, metode, dan kaidah-kaidah yang 
dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. 

5.	 Hak Asasi manusia
Buku ‘Ilmu Hukum’ (2000) karya Prof. Dr. Satjipto Raharjo, Prof. 

Dr. Notonegoro menyebutkan hak adalah kuasa untuk menerima atau 
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh 
pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang 
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dalam kaitannya 
dengan hak, Indonesia dan dunia internasional mengenal istilah hak 
asasi manusia atau HAM. Secara sederhana, hak asasi manusia diartikan 
sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia. 

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak 
asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berbagai 
pendapat para ahli dalam berbagai literatur dapat diketahui bahwa ciri 
khusus HAM adalah tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki dan 
Universal. 
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6.	 Kewajiban Asasi manusia
Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan 

dipenuhi oleh setiap individu guna mendapatkan hak yang pantas. 
Kewajiban merupakan wujud hubungan timbal balik atas hak yang 
akan didapatkan. berhubungan dengan kewarganegaraan, kewajiban 
setiap warga negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dalam negara tersebut. Tetapi pada hakikatnya, kewajiban 
warga negara berbeda dengan kewajiban asasi manusia atau kewajiban 
dasar dari setiap manusia. 

C.	 METODOLOGI
Metode dalam penyusunan artikel merupakan rangkaian cara yang 

dilakukan penyusun artikel untuk mencatat tujuan atau memecahkan 
masalah. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikelini sangat 
penting karena sebagai penentu keberhasilan dari penyusunan suatu 
artikel. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah 
sebagai berikut.

1.	 Sumber Data 
Data yang akan digunakan dalam penyusunan artikel ini merupakan 

jenis data sekunder karena metode atau cara pengumpulan data dengan 
cara mencari dan membaca literatur atau dokumen yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data sekunder yang 
digunakan berasal dari ebook literatur, jurnal, karya ilmiah dan skripsi.

2.	 Metode 
Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah 

metode secara kualitatif yaitu dengan mencari data yang didapatkan 
melalui beberapa dokumen hasil penelitian dan jurnal dari sumber yang 
tepercaya. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian digunakan 
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untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memiliki hubungan dengan 
permasalahan yang diangkat.

3.	 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan artikel ini menggunkan langkah-langkah 

pengumpulan data sebagai berikut:

a.	 Merumuskan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini.

b.	 Mengumpulkan data, pada tahap ini penyusun menentukan 
sumber data, yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi 
data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

c.	 Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dari 
sumber yang telah didapat. Selanjutnya data tersebut akan 
diuraikan dan dibahas lebih lanjut kemudian ditarik sebuah 
kesimpulan.

4.	 Analisis Data
Dalam penyusunan sebuah artikel analisis data digunakan untuk 

menyusun, mengolah, dan menghubungkan semua data yang diperoleh, 
sehingga menjadi sebuah kesimpulan atau teori. Maka analisis data 
yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini melalui beberapa tahapan 
sebagai berikut.

a.	 Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Disini data yang direduksi 
adalah mengenai paradigma agama dan Pancasila dalam bingkai NKRI.

b.	 Data Display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun 
sehingga mudah untuk dipahami. Sajian data tersebut dimaksudkan 
untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penyusun mengenai 
paradigma agama dan Pancasila dalam bingkai NKRI.
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c.	 Verification (kesimpulan)

Pada langkah penarikan kesimpulan, data yang telah disajikan akan 
menjawab keseluruhan permasalahan mengenai paradigma agama dan 
Pancasila dalam bingkai NKRI.

D.	 HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam praktik kehidupan bernegara pada zaman modern ini 

agama dan negara memiliki hubungan yang dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga bentuk, yaitu integrated (penyatuan antara agama dan 
negara), intersectional (persinggungan antara agama dan negara), dan 
sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan 
antara agama dan negara di negara - negara barat hanya berhenti pada 
sekularisasi saja atau pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan 
antara agama dan negara memerlukan proses yang disebut sekularisasi, 
yang mana memiliki arti yang bervariasi. Menurut Peter L. Berger berarti 
“sebuah proses di mana sektor - sektor kehidupan dalam masyarakat 
dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga - lembaga dan simbol - 
simbol keagamaan”. Proses sekularisasi yang berimplikasi pada batasan 
agama ini bisa berbeda setiap negara, hal tersebut sangat dipengaruhi 
oleh latar belakang budaya masyarakat dalam negara tersebut. 

Di Indonesia pemisahan agama dan negara sudah menjadi 
perbincangan tokoh - tokoh terdahulu sejak tahun 1938. Jika kita 
menengok dokumentasi dari buku karya M. Natsir yang berjudul 
“Capita Selecta”, akan banyak menceritakan perdebatan antara Soekarno 
dengan M. Natsir mengenai masalah tersebut. Soekarno berpegang 
pada argumen petinggi dari Turki yang singkatnya adalah negara tidak 
melempar persoalan agama, tetapi menyerahkan agama ke tangan 
rakyat, terlepas dari negara supaya agama tetap tumbuh subur. Pada 
sisi lain, M. Natsir melawan argumen Soekarno dengan berpendapat 
bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya adalah suatu yang tidak 
dapat dipisahkan dari agama terutama Islam, nilai - nilai agama tidak 
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asal dimasukkan sana - sini, dan negara merupakan alat bukan tujuan. 
Sejak itulah muncul pendapat dari 2 kelompok, satu pihak mendukung 
pandangan Soekarno dan pihak lain mendukung pandangan M. Natsir. 
Perbedaan ini terjadi hingga menjelang kemerdekaan NKRI.

Sekularisasi menjadi teori yang dianut beberapa negara termasuk 
Indonesia hingga muncul teori desekulerisasi pada tahun 1960-an. 
Termasuk di Indonesia juga terjadi desekularisasi pada akhir 1980-an 
yang dipergunakan untuk melawan kebijakan pemerintah orde baru 
pada masa awal yang berpandangan jika sekularisasi sejalan dengan 
modernisasi dan pembangunan.

1.	 Hubungan Negara dan Agama Dalam Pancasila 
Negara Indonesia berpegang teguh atas dasar UUD 1945 dan 

Pancasila, Di dalam UUD 1945 [Pasal 29 ayat (1)] berbunyi “Negara 
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” serta penempatan “Ketuhanan 
Yang Maha Esa” sebagai sila ke-1. Sila tersebut memiliki beberapa makna:

Pertama, Pancasila tercipta dalam suasana kebatinan bangsa 
Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga me-
merlukan persatuan dan kesatuan diantara komponen bangsa. 
Sila pertama menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan 
dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan 
penghormatan terhadap nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketersediaan 
tokoh - tokoh menghapus kalimat “Dengan menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk - pemeluknya” merupakan bukti bahwa Pancasila harus 
menjadi pemelihara dan penjaga persatuan dan persaudaraan antar 
semua kelompok. 

Kedua, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab pertama 
dan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan” merupakan kekuasaan rakyat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat 
negara dari rakyat, negara oleh rakyat, dan negara bagi rakyat. 
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Ketiga, “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibaca sebagai satu 
kesatuan dengan sila - sila lain dalam Pancasila secara utuh. Ini berarti 
bahwa sila - sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu 
memanifestasikan ke dalam soal kebangsaan, keadilan, kemanusiaan, 
dan kerakyatan. 

Kempat, negara berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus 
dipahami bahwa negara melarang ajaran yang secara terang - terangan 
bertentangan dengan hal tersebut, seperti komunisme dan atheisme. 
Karena itu, tercipta ketetapan MPRS No. XXV tahun 1966, Pasal 29 ayat 
2 UUD 1945. 

Sehingga semua nilai sila - sila Pancasila itu sejalan dengan semua 
ajaran agama. Negara Indonesia memfasilitasi dan mengakomodasi 
penyelenggaraan aktivitas keagamaan setiap warga negara, serta pada 
saat yang sama tetap menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk 
menjalankan keyakinan dan kepercayaan masing - masing, tanpa 
ditentukan oleh negara. Maka, Pancasila tidak bertentangan dengan 
nilai - nilai ajaran manapun. Selain itu, Pancasila menjadi ideologi 
negara telah teruji karena lahir dari mufakat bersama antar kelompok 
yang beragam. Lahirnya Pancasila tidak hanya melibatkan dari kalangan 
satu agama saja, melainkan juga tokoh - tokoh agama lain dan nasionalis. 

2.	 Perbedaan Agama dalam Negara Pancasila
Pancasila merupakan negara yang memiliki kekayaan yang ber-

agam. Pancasila mengakui keberagaman tersebut, dengan menautkan 
perbedaan suku, ras, etnik, agama, budaya dan geografis dalam satu 
titik temu atau persetujuan untuk membangun kebhinekaan yang 
tertuang pada setiap sila pada Pancasila. Isi sila pertama menjelaskan 
keberagaman agama di mana setiap penduduk bebas memeluk 
agama dan kepercayaannya masing-masing serta saling menghormati 
pilihannya. Kemudian sila kedua mengenai persamaan hak dan 
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kewajiban sebagai warga negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, selanjutnya sila ketiga merupakan rasa bangga sebagai 
bangsa Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa.

Sebagai masyarakat yang fanatik dengan keyakinannya, maka 
pendekatan keagamaan menjadi pilihan untuk membangun 
keharmonisan umat. Pendekatan yang dipilih tentunya sikap beragama 
yang damai, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang 
multikultural. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang ramah, 
toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran 
konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat mulkultural. Moderasi 
beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan 
menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap ini tidak menistakan 
kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, 
tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam 
moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima 
bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang 
sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai 
kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan 
atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu 
kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di 
mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah negara yang terpisah 
dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan ideal 
antara negara dengan agama dalam negara yang memiliki, prinsip 
berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah negara secara aktif dan 
dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan 
agama dan kepercayaan yang berarti setiap warga negara bebas 
berkeyakinan atau memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan 
keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti 
bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain 
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privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama 
merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara 
dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi 
agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan 
rasa aman, tenteram, dan damai tanpa ada gangguan dari setiap orang 
atau sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut 
tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, 
hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan. Agama 
membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya dan negara 
membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa.

Kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E 
dikaitkan dengan pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa kebebasan dalam 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tersebut yang 
berdasar pada keTuhanan Yang Maha Esa, artinya pengakuan adanya 
Tuhan Yang Esa yang menjadi sendi bernegara, oleh karena itu setiap 
warga negara diwajibkan memeluk agama yang mengakui Tuhan Yang 
Maha Esa. Kebebasan memeluk agama sebagaimana dimaksud dalam 
UUD 1945 tersebut, bebas memeluk agama artinya kebebasan untuk 
memilih salah satu agama yang diyakini yang mengakui adanya Tuhan 
Yang Maha Esa, bukan bebas untuk tidak memiliki agama. Di negara 
Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki agama, 
apapun agama yang dipilih dan diakui oleh negara. Hal ini sangat 
berbeda dengan negara-negara lain yang memberikan kebebasan bagi 
warga negaranya untuk beragama atau tidak beragama (atheis).

Kebebasan memeluk agama juga menjadi bagian Hak Dasar 
Manusia. Hak dasar inilah yang disebut sebagai Hak Asasi. Hak beragama 
yang dimilki oleh setiap warga negara Indonesia yang dinyatakan 
sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 
pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warga 
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negara untuk memeluk agama, akan tetapi tidak dapat menentukan 
salah satu agama yang dipilihnya. Namun demikian di dalam negara 
hukum (rechstaat) yang dapat merampas hak asasi hanyalah Peraturan 
Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asal legalitas dalam negara 
hukum, di mana kebebasan asasi dapat dijalankan dengan tanpa 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi 
“kebebasan” dalam negara hukum tidak dapat dijalankan sebebas-
bebasnya, tetapi tetap berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk 
kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan 
demikian di dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya sesuai 
yang diatur dan ditetapkan dalam agama yang dianut dan diakui 
keberadaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

E.	 KESIMPULAN
Hubungan negara dan agama dalam Pancasila negara Indonesia 

berpegang teguh atas dasar UUD 1945 dan Pancasila. Pada sila pertama, 
Pancasila tercipta dalam suasana kebatinan bangsa Indonesia melawan 
kolonialisme dan imperialisme, sehingga memerlukan persatuan dan 
kesatuan diantara komponen bangsa. Pada sila kedua, merupakan 
kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 
melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara oleh rakyat, negara bagi 
rakyat. Pada sila ketiga, berarti bahwa sila - sila lain dalam Pancasila harus 
bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang 
Maha Esa harus mampu memanifestasikan ke dalam soal kebangsaan, 
keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Pada sila keempat, negara 
berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dipahami bahwa 
negara melarang ajaran yang secara terang - terangan bertentangan 
dengan hal tersebut, seperti komunisme dan atheisme.Sehingga 
semua nilai sila-sila Pancasila itu sejalan dengan semua ajaran agama. 
Indonesia sebagai Negara dengan kekayaan beragam memiliki Pancasila 
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yang mengakui keberagaman tersebut dengan menyatukan berbagai 
perbedaan dalam satu kesatuan pada setiap silanya. Hubungan antara 
agama dan negara memiliki prinsip berdasar kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa yang artinya negara secara aktif dan dinamis membimbing, 
menopang, menjaga, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. 

Setiap warga negara juga bebas berkeyakinan atau memeluk agama 
dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-
masing. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis 
dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan 
beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai. Hubungan agama 
dan negara adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan 
negara untuk perkembangan agamanya dan negara membutuhkan 
agama untuk peningkatan moral bangsa. Dalam memeluk agama dan 
menjalankan ibadahnya harus sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam 
agama yang dianut dan diakui keberadaannya oleh negara sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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Abstrak
Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia. Pancasila 

bukanlah sebuah syariat, tetapi nilai-nilai substansial yang terkandung 
di dalamnya sangat sejalan dengan syariat atau alasan agama dan syariat 
hadir di tengah-tengah kita. Sila-sila Pancasila sejalan dan kontekstual 
dengan syariat. Karena keberadaannya yang sejalan ini, maka Pancasila 
dapatlah dikatakan sebuah konsensus kenegaraan yang Islami. Alasan 
mendasarnya adalah Pancasila merupakan implementasi dari nilai-nilai 
ajaran Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘aalamiin, mencintai 
kedamaian, mengedepankan toleransi, menjunjung tinggi keadilan, 
berperspektif gender, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Sebagai rujukan 
untuk mengetahui nilai-nilai substansial ajaran Islam dalam tiap sila dari 
Pancasila tulisan ini layak untuk dibaca dan dijadikan referensi. Melalui 
pemahaman akan adanya titik temu antara Pancasila 1 Juni dengan 
syariat atau ajaran Islam sehingga adanya anggapan dan tuduhan yang 
selalu mempertentangkan antara syariat Islam dan Pancasila serta nilai 
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kejuangan dan kebangsaan dapat dipatahkan. Indonesia didirikan 
dengan pondasi dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan yang 
satu, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dan 
berasal dari berbagai suku bangsa yang ada, bukan atas dasar kesamaan 
agama belaka saja. Nilai-nilai syariat dan ajaran Islam secara implisit 
dan eksplisit kita pastikan terdapat pada setiap sila dalam pancasila. 

Kata Kunci: Nilai, Islam, Pancasila

A.	 Pendahuluan
Pancasila adalah kita kenal sebagai pandangan dunia (way of life) 

bangsa dan negara kita, pandangan hidup (weltanschauung) bangsa 
Indonesia, pegangan hidup (weldbeschauung) bangsa Indonesia, 
petunjuk hidup (wereld en levens beschouwing) bangsa Indonesia. Dalam 
hal ini pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk hidup yang harus 
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, melalui pengarusutamaan 
dalam berbagai bidang kehidupan (Kaelan, 1993:67). Dengan tujuan 
bahwa pancasila dilaksanakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan 
dan aktivitas manusia termasuk dalam bidang sosial dan bahkan agama. 
Ini berarti segala perbuatan manusia harus dijiwai dan terpancar dari 
sila-sila dalam pancasila.

Untuk merumuskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 
Indonesia dan sebagai falsafah negara Indonesia, tentunya para pendiri 
bangsa dahulu dalam rangkaian prosesnya telah melalui perenungan 
(kontemplasi) dan refleksi yang mendalam secara akomodatif dan 
kohesif untuk seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Pancasila 
terlahir dari sikap dan kehidupan akibat ketertindasan dari kolonialisme 
dan imperialisme untuk mencapai kemerdekaan dan dalam bingkai 
meraih persatuan dan kesatuan. Perasaan senasib dan sepenanggungan 
yang dialami anak bangsa kita untuk mengatasi segala macam persoalan 
politik, ekonomi, sosial, buaya, pendidikan, suku bangsa, ras, hukum, 
dan agama, maka lahirlah Pancasila sebagai wujud untuk menciptakan 
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integrasi dan persatuan kesatuan antar sesama umat manusia dan umat 
beragama di Indonesia. 

Dalam sejarah nasional Indonesia, bangsa Indonesia sebelum 
mendirikan negara adalah telah dikenal sebagai sebuah bangsa yang 
berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan 
objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat 
mutlak suatu negara adalah persatuan yang terwujudkan sebagai 
rakyat, sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan 
(Kaelan, 2008:14). Berkerakyatan dalam hal ini dapat dimaknai secara 
filsafati, sebagai unsur humanisasi antar sesama manusia atau bahkan 
antar pemeluk agama, sehingga terbangun toleransi yang kuat dan 
berkelanjutan.

Melalui pemahaman yang utuh dan menyeluruh atas sejarah 
(ke)lahir(an) Pancasila kita dapat mengetahui bahwa para founding 
fathers and founding mothers yang sebagian besar beragama Islam 
telah melakukan upaya dan konsolidasi yang sungguh-sungguh dalam 
menyusun dan membuat sebuah ideologi negara yang bersifat kolektif 
kolegial dalam penyusunannya dengan tetap mempertimbangkan 
latar belakang keyakinan agama mereka. Pancasila adalah sebuah 
ideologi negara yang merangkum beragam aspek kemajemukan dan 
heterogenitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, sehingga berbagai 
unsur dan macam nilai (value) yang ada turut dipertimbangkan agar 
tidak terjadi kontradiksi dengan realitas objektif kita dalam berbangsa. 
Agama tentu benar-benar menjadi salah satu pertimbangan penting 
ketika Pancasila disusun, sehingga dapat dipastikan bahwa Pancasila 
telah disesuaikan dengan nilai-nilai dasar atau ajaran agama yang 
terkandung dalam setiap agama di Indonesia, termasuk agama Islam 
tentunya.

Sebagai Ideologi, kini, Pancasila menghadapai tantangan yang sangat 
pelik. Perubahan zaman semakin menggerus nilai-nilai substansialnya, 
baik dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hukum, 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan110

agama, sosial budaya, dan sebagainya. Padahal, seharusnya Pancasila 
menjadi spirit atau semangat yang mengawal bangsa ini menghadapi 
tantangan dan persoalan yang semakin kompleks dan multidimensional 
tersebut. Bahaya konflik horizontal masih selalu membayangi kita 
setiap saat. Kita perlu menilik kembali sejarah, Pancasila ternyata telah 
mampu mempersatukan dan mengikat kita menjadi suatu bangsa yang 
berdaya dan kuat dalam mengelola keberagaman dan menyikapinya 
dengan baik, dewasa, dan bijaksana. Saat perumusannya, Pancasila 
tidaklah secara begitu saja diterima sebagai dasar negara, perbedaan 
pendapat dan perdebatan sengit namun dinamis terjadi. Terutama di 
kalangan negarawan muslim saat itu, yang tidak menyetujui rancangan 
silanya, karena belum terakomodasinya syariat Islam di dalamnya. 
Perumusan Pancasila bukan hanya oleh tokoh nasionalis saja. Ada pula 
tokoh muslim yang ikut serta dalam prosesnya, KH. Wahid Hasyim dari 
NU, Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, sebagai 
contohnya telah memberikan dinamika dan warna tersendiri pada 
rumusan Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Islam, yaitu Pancasila 
yang bertipikal rahmatan lil aalamiin.

B.	 Acuan Teori
Sebagai sebuah ideologi, Pancasila sangat berkesesuaian dengan 

Tauhid. Sila Pancasila yang pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha 
Esa” jelas merupakan bentuk Tauhid, tepatnya Tauhid Rububiyah. Tauhid 
Rububiyah dimaknai sebagai pengakuan bahwa hanya ada satu Allah yang 
mencipta, mengatur dan menjaga alam semesta ini. Dalam Al-Qur’an, 
pernyataan Allah yang Esa dapat ditemui pada banyak ayat. Misalnya Al 
Ikhlas ayat 1, “Katakanlah Dia (Allah) yang Maha Esa”. Kemudian dalam 
surat Thaha ayat 14, “Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada tuhan selain 
aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah shalat untuk mengingatku 
(Asroni, Ahmad dan Alif Lukmanul Hakim, 2021: 18).



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 111

Pengakuan akan keesaan Allah akan membawa implikasi pada 
dimensi ubudiyah (ibadah) bagi umat Islam, yakni kewajiban kita untuk 
menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Tidak lain dan tidak 
bukan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, sebagaimana 
isi kandungan dalam salah satau firman Allah. Selain itu, pengakuan 
akan keesaan Allah juga memiliki implikasi sosial berupa ketaatan 
dalam syariat dan berperilaku sesuai akhlaq Islami. Oleh karenanya 
pengakuan tauhid saja sudah cukup mewakili keislaman tanpa harus 
menyertakan kalimat 7 (tujuh) kata: “dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluknya”. Tidak mengherankan jika Ki Bagus 
Hadikusumo mengusulkan agar sila pertama dicukupkan kalimatnya 
dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (Asroni, Ahmad dan Alif Lukmanul 
Hakim, 2021: 18).

Nilai (value) termasuk dalam bidang kajian filsafat. Isu-isu terkait 
nilai dikaji dalam ranah Filsafat Nilai (Axiology, Theory of Value). Istilah 
nilai (value) dalam filsafat digunakan untuk menunjukkan kata benda 
abstrak yang artinya “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness), 
dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam 
menilai atau melakukan penilaian (Kaelan, 2012: 80).

Realitas Objektif dan wujud nyata dari nilai ajaran Islam ini 
termaktub dalam Pancasila dapat dilihat mulai dari bunyi sila pertama 
Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam ajaran agama Islam 
terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai Tauhid (wahada, yuwahidu, 
tauhidan), konsep Tauhid ini merupakan konsep yang menyatakan 
adanya keesaan Tuhan bahwa Tuhan itu Esa (satu) dan tak berbilang, 
Tuhan yang dimaksud dalam konsep Tauhid ini adalah Allah SWT. Dalil 
atau dasar dari konsep Tauhid ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-
Ikhlas Ayat 1, yang dapat diterjemahkan sebagai “Katakanlah, Dialah 
Allah Yang Maha Esa”. 
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C.	 Metodologi
Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah 

jenis metode kepustakaan atau studi literatur (literature reasearch). 
Penelitian ini memiliki sifat yaitu kualitatif dengan model pendekatan 
yang digunakannya yakni filosofis. Setelah itu, metode yang digunakan 
untuk pengolahan datanya berupa analisis deskriptif atau analisis isi. 
Penelitian kepustakaan memiliki keunggulan dibandingkan metode 
penelitian lainnya, pertama, adanya suatu problematika penelitian yang 
hanya mampu terjawab dengan metode kepustakaan saja begitupun 
tidak begitu akurat jika problematika tersebut didapatkan dari hasil 
studi lapangan. Kedua, penelitian kepustakaan digunakan sebagai 
studi pendahuluan dalam suatu penelitian, hal ini diproyeksikan untuk 
memperdalam sesuatu yang terjadi dilapangan. Ini akan menjadi 
tahapan tersendiri dalam suatu penelitian. Ketiga, data-data yang 
diperoleh dalam studi kepustakaan tetap kredibel untuk menguraikan 
secara terang terhadap persoalan yang ada di dalam suatu penelitian 
(Zed, 2004).

Terkait dengan keunggulan yang terdapat dalam penelitian 
kepustakaan, ada juga ciri khas di dalamnya. Dengan kata lain, hal ini 
menjadi pembeda dengan metode penelitian yang lainnya. Menurut 
Mestika Zed (2004) terdapat empat ciri khas yang ada di dalam studi 
kepustakaan yaitu; 

1.	 Mempelajari secara langsung terkait data-data atau informasi yang 
terdapat di dalam naskah ilmiah serta tidak mencari langsung 
sumber data primer yang terdapat dalam sumber data lapangan. 

2.	 Data-data yang terdapat dalam naskah ilmiah bersifat siap 
digunakan sebagai sumber penelitian (ready-made). 

3.	 Data-data yang terdapat dalam naskah ilmiah itu merupakan data 
sekunder yang terdapat dalam penelitian yang terjadi sebelumnya. 
Hal ini menjadikan peneliti harus mengelaborasi serta mengkaji 
penelitian tersebut. 
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4.	 Data-data yang terdapat dalam studi kepustakaan tidak bisa dibatasi 
oleh ruang dan waktu. Ini artinya peneliti dapat mengakses data-
data tersebut secera terbuka dan luas yang masih relevan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan.   

D.	 Hasil dan Pembahasan
Nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Pancasila perlu 

didedahkan agar mampu membuka selubung tirai penutup alam bawah 
sadar, khususnya kalangan yang masih beranggapan bahwa Pancasila 
baik secara tekstual maupun kontekstual bertentangan dengan nilai-
nilai ajaran Islam. Secara teologis, Pancasila itu memiliki nilai yang 
sangat relevan dengan keislaman dan kesadaran seluruh elemen 
masyarakat perlu ditumbuhkan kembali di tengah semakin menurunnya 
rasa kebangsaan dalam mengamalkan dan menjalankannya. Pancasila 
menjadi penguat dan memperkokoh nilai-nilai ajaran Islam. Meminjam 
Istilah KH. Abdurrahman Wahid, kebesaran Islam pada konteks modern 
saat karena kita memiliki tiga spektrum nilai berikut, yakni syuura 
(demokrasi), al-‘adalah (keadilan), dan al-musawah (persamaan). 
Ketiganya secara jelas dan tegas ada pada masing-masing sila. Aspek 
yang paling kentara adalah “spirit atau roh” Islam dalam sila pertama 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kita akan mencoba mengambil contoh 
dalam beberapa sila yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam, 
sebagai berikut: 

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama Pancasila selama ini memang kita pahami secara 

umum sebagai wajah atau Implementasi dari ajaran Islam. Konsep 
Agama Islam tentang Tuhan memposisikanNya sebagai sebuah dzat 
yang Esa, tak ada yang mampu menandingi dan tak ada sekutu bagiNya. 
Sila pertama ini mengandung pengertian yang jelas dan tegas bahwa 
meskipun negara dan bangsa Indonesia bukanlah sebuah negara 
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agama, tetapi agama adalah merupakan nilai luhur yang menjadi 
inspirasi dalam keseharian kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 
kita dalam segala proses dan kegiatan penyelenggaraan negara. Warga 
negara yang beragama tentu memiliki ajaran adiluhung dan luhur yang 
menjadikan para pemeluknya selalu berada dalam lingkaran perbuatan 
yang mengutamakan nilai kebaikan dan nilai kebenaran agama 
selama Ia mengikuti dan mengimplementasikan ajaran agamanya. 
Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui agama 
dalam pemerintahannya, dan bukan negara agama yang menjadikan 
agama mayoritas sebagai agama negara. Melainkan, sebagai negara 
berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spiritdan 
menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan negara.

Pada awal proses perumusan dan proses lain yang menyertainya, 
banyak pihak yang menginginkan Islam menjadi dasar negara, karena 
anggapan bahwa Agama Islam penganutnya adalah mayoritas. Namun 
kemudian, hal tersebut mendapat resistensi dari kelompok lain yang 
menilai bahwa ada hak-hak pemeluk agama lain sebagai minoritas 
menjadi seolah-olah terabaikan. Padahal, Pengakuan terhadap 
keberadaan minoritas dan upaya menjamin kesetaraan mereka 
ditengah-tengah kita adalah suatu keharusan kewarganegaraan. Pada 
akhirnya penetapan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila pertama 
adalah juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak pemeluk agama lain 
selain Islam, sejauh agama itu diakui secara resmi oleh negara. Merajut 
dan mendesain negara Indonesia dibenak founding fathers dan founding 
mothers kita kala itu adalah bukan berdasar atas kesamaan keagamaan, 
tetapi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana Allah SWT 
telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan sebagai sebuah 
bangsa guna membangun negara Indonesia kedepannya. Sila pertama 
kita pahami sebagai perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam. Tuhan 
(Allah SWT) dalam agama Islam adalah Esa, yang Maha Agung lagi Maha 
Besar, tak ada sekutu bagiNya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna 
sangat mendasar sekali, yakni meskipun negara kita adalah bukan sebuah 
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negara agama, tetapi agama dan nilai-nilai substansial dan perenialnya 
merupakan nilai dasar yang menjadi panduan (guidance) dalam 
implementasi segala aspek serta dimensi kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Masih menurut KH. Abdurrahman Wahid, Islam merupakan 
“welfare religion”, maka sebenarnya seperti apa bentuk dari negara kita 
adalah hal yang sekunder, asalkan bentuk tersebut dapat memberikan 
kesejahteraan bagi rakyatnya. Beliau dalam konteks ini berdasar pada 
dalil ushul fiqih tentang tujuan serta cara mencapainya (al-ghayah wa 
al-wasail). Sejauh sebuah tujuan dapat dicapai maka terkait urusan 
bentuk dari cara atau alat merupakan hal sekunder, dengan keharusan 
cara atau alat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan. Negara kita 
Indonesia bukanlah sebentuk negara sekuler yang tak mengakui agama 
dan nilai-nilai yang melingkupinya dalam tata kelola pemerintahan dan 
kenegaraan, dan bukan pula sebentuk negara agama yang menjadikan 
agamanya mayoritas sebagai agamanya negara. Tetapi, menjadikan 
Indonesia sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang menjadikan 
agama dan nilai-nilai substansial perenial di dalamnya sebagai rahmah 
dan panduan yang sakral dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Dr. Yudi Latif pegiat dan tokoh Pancasila, manusia sebagai 
mahluk Tuhan SWT harus mengembangkan rasa welas asih terhadap 
sesama manusia dan makhluk lainnya, karena hal ini merupakan 
wujud dari cinta kasih (rahman dan rahim) Tuhan. Selain itu, manusia 
hendaknya menjadikan agama sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat 
bagi semesta alam). Dalam hal ini salah satu proklamator kita juga, 
yakni Bung Hatta mengatakan bahwa “Penghargaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan adalah inti dari sila pertama Pancasila yang berbunyi 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa 
menghargai manusia dan kemanusiaan dalam hubungan antar manusia 
dan antar bangsa dapat dilakukan dengan tidak membangun sekat-sekat 
perbedaan, akan tetapi menerima perbedaan yang ada sebagai sebuah 
kenyataan yang harus dihadapi secara sadar (Latif, 2017: 35).
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Kemerdekaan kita, sebagaimana termaktub dalam alinea ke-3 
Pembukaan UUD 1945, adalah anugerah dan karena atas berkat Rahmat 
Allah yang Maha Kuasa. Karenanya, negara kita dengan keberagaman 
yang melingkupinya, terutama keberagaman agama, hendaknya bertuhan 
atau beragama secara (ber)(ke)adab(an), artinya saling tenggang rasa 
diantara yang berbeda. Keselarasan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 
ajaran Islam dapat kita baca dalam Al-Qur’an yakni mengajarkan kita 
untuk selalu mengesakannya dan tak menyekutukannya. 

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 163 yang memiliki 
arti; 

“Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada 
Tuhan melainkan Dia Yang Maha Murah, lagi Maha Penyayang”. 

Inilah yang kita kenal dengan konsep hablum minal Allah sebagai 
manifestasi ajaran Tauhid dalam hubungan manusia dengan sang 
Khaliq.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Selanjutnya dalam Sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mengedepankan 
penghormatan yang tinggi atas hak-hak dasariah dalam diri manusia. 
Sila kedua ini menunjukkan bahwa bangsa kita sangat menghargai dan 
menghormati setiap hak yang melekat (inheren) dalam diri pribadi 
manusia Indonesia tanpa terkecuali. Hubungan antara manusia 
(mahluk) dengan Tuhannya (sang Pencipta) telah ditunjukkan pada 
sila pertama, maka hubungan antar sesama manusia ciptaan Tuhan 
adalah ditunjukkan pada sila kedua. Konsep ini dikenal dengan Hablum 
min an-nass (hubungan antar sesama manusia) dalam bentuknya yang 
saling menghargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang yang berakal, 
memiliki sifat yang beradab dan rasional. Tidak ada perbedaan dalam 
hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, artinya 
tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia yang dibuat oleh 
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manusia. Berusaha dan berperilaku adil dalam segala hal merupakan 
prinsip kemanusian universal yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. 
Ini merupakan konsep hubungan antar sesama manusia yang hakiki, 
bagiamana kita memperlakukan yang berbeda secara beradab dan 
manusiawi. Karena kita sudah memahami bahwa perbedaan memang 
dibuat secara sengaja oleh Allah, agar kita saling mengenal satu sama 
lain (QS: al-Hujurat, 13). Manusia memiliki hak dan kewajiban yang 
sama sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, sikap diskriminatif harus 
dihindari dan berperilaku adil terhadap sesama serta tidak membeda-
bedakan dalam hal apapun merupakan prinsip hablum min An-naas 
yang terdapat di dalamnya, prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Qur’an 
surat al-Maa’idah, ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (QS. al-Maa’idah [5]: 8).

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Sedangkan dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia tampak 

bahwa persatuan adalah dasar alasan terbentuknya bangsa dan negara 
kita. Setelah kita meyakini bahwa perbedaaan yang ada adalah memang 
secara sengaja dibuat oleh Allah Tuhan YME, kita kemudian menjadikan 
perbedaan itu sebagai potensi dan modal sosial kita untuk membangun 
dan kita tidak membeda-bedakan dan menjadi manusia yang beradab. 
Maka kita memiliki cara pandang untuk mampu mempersatukan dalam 
perbedaan dan membedakan dalam kebersamaan. Disinilah kemudian 
konsep persatuan Indonesia dapat kita maknai relevan dengan konsep 
trilogi Ukhuwah yang dikonsepsikan oleh salah satu ulama besar kita 
almarhum KH. Ahmad Shiddiq, yakni, meliputi Ukhuwah Islamiyah 
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(persatuan atau persaudaraan antar sesama muslim), Ukhuwah 
Wathoniyah (persatuan sebagai satu bangsa), dan Ukhuwah Basyariyah 
(persatuan sesama umat manusia). Ketiga konsep tersebut relevan dengan 
surat al- Hujurat ayat 13 serta juga dalam ayat Al-Qur’an di bawah ini;

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai.” (Q.S. Ali Imran 
[3]: 103).

“Sesungguhnya sesama mu’min itu bersaudara. Oleh karena itu, 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. 
al-Hujurat [49]: 10).

Sila Keempat; Kerakyatan yang Dipimpin Oleh 
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan 
Perwakilan

Sila keempat dari Pancasila sangat menekankan urgensi dan 
signifikansi atau pentingnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 
yang dilandasi oleh musyawarah dan mufakat adalah sangat sesuai 
dan sejalan dengan nilai adiluhung dan luhur yang universal dalam 
ajaran Agama Islam. Sikap yang paling elegan dan bijaksana dalam 
upaya menyelesaikan sebuah masalah atau konflik adalah dengan 
bermusyawarah. Musyawarah untuk mufakat merupakan jalan terbaik 
dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama 
tinggi tanpa ada perbedaan. Setelah kita mampu untuk memersatukan 
dalam perbedaan dan membedakan dalam kebrsamaan, maka tahap 
selanjutnya adalah kita mampu menyelesaikan segala permasalahan 
yang ada secara musyawarah dan mufakat. Sebagai implementasi dari 
sila keempat Pancasila, dan ini relevan dengan konsep ajaran Islam. 
Menempatkan Musyawarah dan mufakat sebagai pilihan jalan yang 
lebih baik di dalam menemukan solusi. Menjadikan keikhlasan untuk 
menerima hasil dari musyawarah sebagai kesepakatan bersama. Inilah 
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yang kita kenal sebagai konsep Syura (musyawarah). Sebagaimana, 
Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron, ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 
itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imron [3]: 159).

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.” 
(QS. asy-Syuura [42]: 38).

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia

Setelah kita menelusuri dan mengelaborasi isi dari setiap sila 
Pancasila, ternyata benar-benar mengandung nilai-nilai keislaman 
yang mendasar dan sejalan. Pun juga sila kelima yang menunjukkan 
adanya keadilan yang harus dikedepankan dan dijunjung tinggi dalam 
segala proses dan kegiatan penyelenggaraan negara kita. Sebuah intisari 
keadilan yang harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia 
tanpa terkecuali apapun, baik karena perbedaan agama yang dianut, 
asal ras, suku bangsa, etnis, adat istiadat dan lain sebagainya. Ajaran 
Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap 
diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, 
misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi 
kehidupan. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara 
sila-sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut, sila pertama dan kedua 
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adalah dasarnya, sila ketiga dan keempat adalah cara atau alatnya, dan 
sila kelima adalah tujuannya. Kelima sila tersebut benar-benar melekat 
(inheren) di dalamnya nilai-nilai Islam. Tujuan untuk mencapai keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah relevan dengan konsep 
ajaran Islam tentang keadilan dan rahmat bagi sekalian alam. Allah 
berfirman dalam Al-Qur’an;

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada sanak kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. 
an-Nahl [16]: 90)

E.	 Kesimpulan
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ternyata relevan dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Manifestasi konsep rahmatan lil ‘aalamiin 
adalah bagaimana menjadikannya kontekstual dan kompatibel dengan 
kenyataan objektif. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari oleh karena itu adalah merupakan upaya pengamalan nyata 
ajaran-ajaran Islam. Namun, perlu kita ingat dan pahami Pancasila tidak 
boleh kita sakralkan, karena mesti melekat kekurangan di dalamnya 
sebagai buah ciptaan manusia, agar kita terhindar dari kesalahan tafsir 
dan juga menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan atau stempel 
kebijakan penguasa. Pada hakikatnya, dari sisi filosofis adalah dapat 
dibenarkan dan diterima bahwasanya Pancasila benar-benar memiliki 
kandungan ajaran nilai-nilai syariat Islam yang bersumber pada kitab 
Al-Quran. Selain itu dibenarkan juga secara logisnya bahwa agama Islam 
sudah lahir sejak lama ketimbang Indonesia dan Pancasila, maka dapat 
dikatakan ketika dalam perumusan sila-sila Pancasila founding fathers 
dan founding mothers bangsa Indonesia memungkinkan meratifikasi 
syariat Islam untuk Pancasila. Secara logisnya dapat dibuktikan dengan 
cara melihat aspek historisitas dari proses kelahiran Pancasila.



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 121

Secara genelaogis, proses lahirnya Pancasila berawal mula dari 
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI). Ini fase sejarah yang sangat kita pahami secara luas. Salah satu 
agenda pendirian dari BPUPKI adalah guna membentuk dasar negara 
Republik Indonesia. Kemudian pada proses selanjutnya dibentuknya 
Panitia Sembilan adalah untuk merumuskan berbagai masukan dari 
konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota 
BPUPKI dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia dalam 
persidangan-persidangan awalnya. Setelah melalui berbagai rangkaian 
perundingan yang sangat dinamis dan perdebatan akademis maka pada 
tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar 
negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam 
Jakarta”. Terhitung tanggal 22 Juni 1945 sampai dengan 17 Agustus 1945 
dasar negara Indonesia menggunakan Piagam Jakarta, rumusan sila-sila 
yang ada di Piagam Jakarta adalah sila-sila Pancasila yang ada saat ini. 
Yang membedakan Piagam Jakarta dengan Pancasila terletak pada sila 
pertama Piagam Jakarta dan Pancasila.

Dari pemaparan di atas, telah jelas bahwa Pancasila dan ajaran 
Islam memiliki kesesuaian yang mendasar. Letak pertemuannya bukan 
hanya sebentuk irisan belaka, namun dapat dikatakan bahwa seluruh 
sila Pancasila merupakan ajaran Islam. Atas dasar tersebut, menjadi 
tidak beralasan manakala muncul sejumlah pandangan yang mencoba 
mempertentangkan Pancasila dengan ajaran Islam. Pandangan tersebut 
pada umumnya memposisikan Pancasila sebagai sistem sekuler yang 
tidak ada kaitannya dengan Agama Islam. Hal ini muncul atas dasar 
asumsi bahwa Pancasila ‘hanya’ buatan manusia, tidak seperti ajaran 
Islam yang buatan Tuhan. Padahal telah terbukti bahwa Pancasila 
yang memang buatan manusia tersebut diinspirasi oleh ajaran Tuhan 
dan disusun oleh insan-insan pilihan yang bertuhan. Sehingga saripati 
Pancasila tetap diambil dari ajaran agama Allah. Beberapa pengkritik 
Pancasila menganggap ideologi buatan manusia tidak pantas diagungkan 
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sebab tindakan tersebut termasuk berlebihan. Oleh karenanya muncul 
anggapan bahwa Pancasila adalah sistem thaghut. Kata thaghut 
sendiri secara maknawiyah dapat diartikan sebagai berlebihan. Karena 
dianggap sistem thaghut maka mengagungkan Pancasila dekat pada 
perilaku menyekutukan Tuhan (syirik). Sedangkan syirik sendiri 
termasuk dosa besar yang tidak terampuni. Logika inilah yang coba 
dibangun oleh mereka yang mempertentangkan Pancasila dengan 
ajaran Islam. Padahal, Pancasila bukanlah berhala yang diagungkan, 
ia hanya sebuah konsensus atau kesepakatan bersama yang dijadikan 
dasar penyelenggaraan negara. Sebuah negara yang kaya dengan latar 
belakang kemajemukan. (Asroni, Ahmad dan Alif Lukmanul Hakim, 
2021: 24). Oleh karena itu kontektualisasi dan implementasi Pancasila 
perlu dilakukan terus-menerus dan disesuaikan dengan konteks dan 
semangat zaman yang melingkupinya.
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Pendahuluan
Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam  masyarakat terkadang 

sangat membingungkan di mana hal penting dalam  bangsa dan negara 
terkadang malah disepelekan. Negara merupakan wadah  atau organisasi 
dari kekuasaan sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan 
hidup manusia.Suatu negara pasti mempunyai  identitasnya masing-
masing dan tentunya identitas suatu Negara berbeda antara negara yang 
satu dengan negara yang lain karena, identitas nasional suatu bangsa 
menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut.

Pancasila yang sejatinya merupakan  jati diri bangsa, sebagai 
falsafah, ideologi, pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu 
bangsa Indonesia yang multikultural. Pancasila mempunyai pengaruh 
dan kekuatan besar  terhadap bangsa dan negara Indonesia di mana 
dengan multikulturalnya bangsa ini dengan beraneka ragam budaya, 
suku, agama, bahasa, adat istiadat  dan kebiasaan masing masing daerah 
pancasila dapat mempersatukan dalam Negara Kesatuan Republic 
Indonesia. Pancasila bukan untuk satu kelompok saja akan tetapi untuk 
seluruh rakyat Indonesia. 
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Kekuatan pancasila harus dapat dipertahankan sampai kapanpun 
walaupun dengan berjalannya waktu banyak perubahan yang terjadi 
dengan membawa berbagai macam pengaruh, baik yang positif maupun 
pengaruh negatif. Sebagai bangsa yang baik hendaknya kita tidak bisa 
langsung menerima suatu nilai tanpa mengetahui dampak baik dan 
buruknya nilai tersebut. Dalam mempertimbangkan nilai tersebut 
kita juga harus menggunakan nilai Pancasila sebagai landasan dalam 
mengambil keputusan. Karena Pancasila merupakan nilai luhur yang 
didapat dengan sebuah pengorbanan hingga tercapainya kemerdekaan. 
Italiani, F. (2019), mengatakan bahwa alasan Pancasila sangat dijunjung 
tinggi yaitu tanpa adanya sebuah Dasar Negara Pancasila maka suatu 
negara tidak akan terbangun dengan baik dan tentram. 

Pada masa era modern saat ini  teknologi mempunyai pengaruh 
yang sangat besar dalam perkembangan dunia. Kita sebagai masyarakat 
harus mempunyai pemikiran dan  sikap yang cerdas juga tepat untuk 
menyesuaikan dengan perkambangan jaman yang ada. Dalam menjaga 
dan memperkuat nilai- nilai Pancasila seluruh warga negara diharapkan 
wajib untuk meyakini, memahami serta melaksanakan nilai kebenaran 
pancasila dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara (Rengkung, F., & Lengkong, J. P., 2020). Pelaksanaan nilai 
pancasila bukan tugas pemerintah saja tetapi juga seluruh masyarakat 
Indonesia harus turut berperan aktif dalam memahami, mempelajari 
serta mengamalkan nilai Pancasila yang sangat berperan penting untuk 
kemajuan negara Indonesia. 

Kemajuan Negara harus dibarengi dengan kemajuan pemikiran 
kaum muda  atau generasi milenial yang merupakan generasi yang 
sudah akrab dengan teknologi yang salah satunya adalah internet. 
Teknologi merupakan salah satu sarana bagaimana Negara Indonesia 
akan mengalami kemajuan, sehingga pancasila dapat dijadikan sebagai 
landasan dalam melakukan hal apapun. Pancasila sebagai landasan  
diharapkan tidak ada dampak negative yang masuk dalam pemahaman 
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generasi muda saat ini, sehingga pancasila dapat dijadikan sebagai folter 
dalam berprilaku atau bertindak.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini memaksa para 
generasi muda harus dapat menyaring dan memfilter informasi dan 
segala sesuatu yang berkembang saat ini. Pancasila menjadi kekuatan 
yang harus dikedepankan sebagai sarana dalam kehidupan yang lebih 
baik, generasi milenial harus mempunyai kecakapan dalam hidup (life 
Skill) yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat (Nurihsan 
Juntika, 2016). Kecakapan hidup perlu dikembangkan sehingga generasi 
milenial kita mempunyai karakter yang benar-benar baik (Good 
character)

Penguatan karakter baik harus dimulai sejak dini, terutama pada 
generasi milenial yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Pancasila 
harus diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari hari karena 
manusia yang berkarakter dimaknai sebagai manusia yang berprilaku 
baik bukan kepada orang lain tetapi pada dirinya sendiri. Pembinaan 
karakter baik selain penguatan pancasila pada kehidupan maka hal yang 
tidak kalah pentingnya adalah peran agama dalam kehidupan, sehingga 
agama dapat menjadi tiang dan benteng yang kokoh dalam penguatan 
jati diri bangsa. Pancasila dan agama harus berjalan beriringan sehingga 
kekuatan keduanya dapat disatukan dalam implementasi prilaku dalam 
kehidupan. 

Pembahasan 
Generasi millenial atau generasi Y mungkin sudah akrab kita dengar, 

di mana generasi ini merupakan periode keemasan yang digolongkan 
berdasarkan tahun lahir awal dan tahun lahir akhir. Diperkirakan 
generasi millenial lahir pada tahun 1980 – 2000 dan saat ini berusia 
sekitar 15 sampai 35 tahun. Menurut Zuhri, S. (2020) pada umumnya 
generasi millenial merupakan keturunan dari generasi Baby Boomers 
dan Gen-X. Generasi Y merupakan generasi yang cenderung ingin 
melakukan sesuatu secara mudah dan instan tanpa banyak hambatan. 
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Generasi millenial ini hidup di zaman teknologi yang sudah sangat 
canggih, hanya dengan menggunakan gerakan tangan saja maka akan 
dapat melakukan suatu hal dengan cepat. Seperti hal nya saat kita 
bertukar informasi, tidak diperlukan lagi adanya penulisan secara 
manual di atas kertas. Tetapi dengan teknologi digital saat ini kita dapat 
bertukar pesan dengan orang yang berbeda negara sekalipun dengan 
sangat cepat dan mudah. Namun tetntu saja setiap hal yang terjadi 
pasti menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif yang 
mengiringi. Dengan adanya kemajuan teknologi membuat generasi 
millenial lupa dengan lingkungan sekitarnya dan menjadi generasi 
yang individualisme. Tidak ada kata toleransi lagi saat ini, tidak ada 
kata tolong menolong dan juga saling membantu, dengan kemajuan 
teknologi semua dapat dilakukan sendiri (Anggersari, 2019). 

Selain sikap individualisme ada juga sikap lain dari generasi millenial 
sebagai dampak dari kemajuan teknologi, yaitu kecanduan internet. 
Hal ini sangatlah berbahaya, jika semakin lama dibiarkan maka akan 
merusak moral dari generasi muda Indonesia. Kecanduan merupakan 
hal yang sulit untuk diubah, di mana saat ini generasi millenial seakan 
tidak bisa hidup tanpa adanya sebuah gadget. Kecanduan internet ini 
juga merupakan penyebab generasi millenial menjadi individualisme. 
Bahkan saat ini anak kecil yang biasanya bermain bersama temannya 
di lingkungan sekitar, saat ini mereka lebih memilih untuk bermain 
game online yang membuat seseorang melupakan waktu. Kecanduan 
internet membuat seseorang seakan tidak bisa hidup tanpa sebuah 
gadget, mereka memilih tidak makan dibandingkan harus kehilangan 
kesempatan bermain game online. 

Meskipun demikian ada juga beberapa sikap positif generasi 
millenial dari adanya internet, yaitu salah satunya adalah generasi 
millenial menjadi generasi yang cerdas dalam hal teknologi. Selain itu 
generasi millenial juga memiliki kemampuan yang dapat mengerjakan 
berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu atau sering disebut dengan 
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multitasking. Hal ini sesuai dengan pendapat Srinanda yaitu dengan 
Mobilitas dan aktivitas yang tinggi, maka akan membuat generasi 
millenial terbiasa untuk melakukan berbagai hal dengan cepat dalam 
waktu bersamaan. 

Dengan sikap dari generasi millenial tersebut maka sangat 
diperlukan adanya penanaman nilai Pancasila sebagai landasan dalam 
melakukan segala hal. Saat ini kita dituntut untuk memiliki kemampuan 
yang mengimbangi kemajuan tekmologi. Namun jika tidak didasarkan 
nilai Pancasila maka akan banyak perpecahan yang bermunculan. Karena 
sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, 
namun jika sikap individualisme generasi millenial tidak ditangani 
dengan serius maka hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Dan 
disinilah peran nilai Pancasila diperlukan sebagai penyeimbang. 

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mengajarkan kepada masyarakat 
tentang cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara 
Indonesia (Damanhuri, dkk: 2016). Pada zaman modern seperti sekarang 
pengaruh kebudayaan lain yang negatif dapat melunturkan nilai-nilai 
kebudayaan dari suatu negara, termasuk Indonesia. Terlebih lagi saat 
masyarakat tidak memahami dan menjalankan nilai dasar Pancasila, 
maka akan mudah budaya luar yang masuk dan memberikan dampak 
negatif. Ancaman ini tidak bisa dianggap hanya sebagai masalah kecil 
saja, tetapi jika dibiarkan maka tanpa disadari secara perlahan akan 
merusak moral dan karakter masyarakat Indonesia. 

Perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan bukan-
lah hal yang mudah, diperlukan pengorbanan yang luar biasa hingga 
akhirnya saat ini kita dapat bebas dari zaman penjajahan. Dengan 
menanamkan nilai Pancasila, kita sebagai generasi muda sudah 
melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan menjaga kemerdekaan 
negara Indonesia. Jangan sampai kita melupakan jati diri bangsa dan 
nilai leluhur Pancasila, karena jika hal itu terjadi maka akan terjadi krisis 
moral masyarakat. 
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
nilai Pancasila tidak dapat dilepaskan dari kepribadian masyarakat 
Indonesia. Pancasila merupakan wujud karakter dari bangsa Indonesia 
yang merupakan cerminan dari warga negara yang baik. Dalam 
perkembangan dunia saat ini Pancasila tetap relevan digunakan, dan hal 
ini membuktikan bahwa Pancasila memang merupakan dasar negara 
yang sesuai dengan negara Indonesia. Karena hal itulah diperlukan 
adanya penanaman kembali nilai Pancasila dengan berbagai inovasi 
yang membuat nilai Pancasila dapat dijalankan dan dilestarikan oleh 
seluruh masyarakat Indonesia.

Menghadapi revolusi industri 4.0 banyak hal yang perlu kita 
persiapkan, bukan hanya bagaimana kita supaya bisa bersaing terhadap 
penguasaan teknologi digital, tetapi bagaimana seharusnya dapat 
mempertahankan  karakter kepribadianbangsa. Memasuki era revolusi 
Industri 4.1 saat ini yang paling dikhawatirkan ialah bagaimana kita bisa 
tetap mempertahankan nilai- nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang 
sesuai dengan Ideologi Pancasila sebagai karakteristik bangsa. 

Fungsi Pancasila adalah sebagai landasan filosofis dan common 
platforms, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang 
sejati hendaknya terwujud pada setiap hati nurani rakyat Indonesia. 
Menurut Habib (2011:01) kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini dapat 
kita kaji dan kita identifikasi dengan melihat prilaku dan kepribadian 
masyarakat Indonesia yang pada umumnya yang tercermin pada tingkah 
laku masyarakat Indonesia sehari-hari khususnya para generasi muda 
sebagai pondasi utama bangsa.	

Dengan mencermati dan memahami begitu pentingnya nilai-nilai 
luhur Pancasila yang pertama harus dilakukan adalah revitalisasi the moral 
power yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan 
sikap moral setiap warga negara akan kecintaan terhadap tanah air. 
Pendidikan kewiraan harus ditata dan dilembagakan dalam setiap jenjang 
pendidikan, sehingga berwawasan kebangsaan dapat tercermin dalam 
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kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga setiap anak 
bangsa dapat memperoleh ilmu pendidikan yang setinggi-tingginya 
namun tetap memiliki sesantri yang terpatri dalam dirinya. 

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-
nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk 
dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti 
perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang- undangan yang 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pandangan 
hidup dan kepribadian bangsa yang nilai- nilainya bersifat nasional yang 
mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan 
perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992:16). 

Salah satu faktor internal yang ikut mendukung tetap tegaknya suatu 
negara, apabila seluruh warga masyarakat memiliki jiwa patriotik yang 
tinggi. Oleh sebab itu secara periodik perlu ditayangkan kembali film-
film dokumenter perjuangan dalam merebut, mempertahankan dan 
mengisi kemerdekaan. Pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia 
yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan 
akumulasi dari semangat patriotik tinggi dari pendahulu kita melawan 
penjajah di bumi pertiwi ini dengan satu-satunya jati diri bangsa yaitu 
Pancasila.	

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan 
peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar 
manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, 
budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-
batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu 
proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antarnegara saling 
berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang 
melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak 
karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah 
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ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah 
globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau 
batas-batas negara.

Pancasila adalah satu ideologi pasti, setidaknya tertanam dalam 
alam pikiran transedental yang menjadi pedoman. Sejalan dengan 
pemikiran Mubyarto (1991), ideologi merupakan satu doktrin, ke-
percayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu 
bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman guna mencapai tujuan 
bangsa itu4. Mandat konstitusi mengatakan pancasila adalah konsepsi 
pasti yang harus dijaga, bersamaan dengan mengaktualisasikan 
esensi mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada zaman sekarang 
konstelasinya sarat akan hal-hal parsial sebagai masalah yang melanda 
terutama bagi generasi milenial.

Memasuki abad XXI dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada 
gerakan yang disebut globalisasi. Perlu kita cermati bahwa esensi 
globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan; yang merupakan 
pencerminan hak asasi individu. Setidaknya ada tiga bidang kehidupan 
yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, 
yaitu bidang ekonomi, politik, dan teknologi informasi. Dalam bidang 
ekonomi globalisasi akan menampakkan wajahnya dalam bentuk 
perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan.

Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal 
akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara tanpa melalui 
prosedur yang berbelit-belit dan melelahkan. Terjadilah kemudahan-
kemudahan dalam arus atau perpindahan modal, tenaga dan hasil 
industri serta pertanian. Yang akan menentukan kualitas barang, atau 
jasa, atau di mana modal perlu ditanam adalah faktor pasar, faktor supply 
and demand. Akhirnya konsumen yang akan menentukan perdagangan 
di masa yang akan datang. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini telah 
diciptakan instrumen-instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung 
liberalisasi perdagangan dimaksud. 
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Dengan cara ini maka persaingan merupakan mekanisme yang 
dikembangkan dalam liberalisasi perdagangan Dalam bidang politik, 
globalisasi akan nampak dalam gerakan demokrasi dan hak asasi 
manusia. Dewasa ini dunia sedang dilanda oleh gerakan demokratisasi 
dan hak asasi manusia. Instrumen telah disiapkan oleh lembaga yang 
namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Universal Declaration 
of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, dan sebagainya.

Perlu dicatat bahwa implementasi kesepakatan bangsa-bangsa 
tersebut perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang 
di masing-masing negara-bangsa. Namun ada pihak-pihak tertentu yang 
berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi 
manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. 
Keadaan ini pasti akan menimbulkan gejolak, karena tidak mustahil 
adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara 
tertentu yang tidak begitu saja tuned in dengan konsep demokrasi yang 
dipaksakan dimaksud.

Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi 
manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya 
yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan 
kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi 
manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi 
dalam pemerintahan adalah dalam bentuk reinventing government, 
menciptakan clean government and good governance, desentralisasi 
pemerintahan, dan sebagainya. Dalam bidang informasi, globalisasi 
terwujud dalam internet, cybernatic society dan web society, suatu 
jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas 
antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai arti bahwa 
Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia. 
Perilaku setiap warga Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, 
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sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri 
yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karakter bangsa 
Indonesia akan ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai 
Pandangan Hidup Bangsa.

Sedangkan Pancasila sebagai Ideologi mempunyai arti bahwa nilai-
nilai Pancasila menjadi sesuatu yang didambakan dan dicita-citakan dalam 
bentuk kehidupan nyata. Suatu ideologi selain memuat gambaran tentang 
kehidupan yang dicita-citakan juga mengandung langkah-langkah 
untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut. Setiap ideologi 
mengandung dimensi realitas, dimensi idealis, dan dimensi cara. 
Dimensi realita merupakan pemahaman situasi masyarakat yang sedang 
dihadapi sebagai produk dari masa lampau, dimensi idealis merupakan 
gambaran situasi baru atau kehidupan yang dicita-citakan, sedangkan 
dimensi cara adalah langkah-langkah untuk mencapai cita-cita.

Dengan adanya tiga fungsi dasar pancasila tersebut, diharap-
kan Pancasila mampu berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat dalam menjawab tantangan jaman. Dan jika dilihat lagi 
dari berbagai aspek masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, 
kita seharusnya kembali menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila tersebut, karena Pancasila yang merupakan pondasi bangsa 
Indonesia untuk menghadapi bebagai masalah khususnya di era global 
seperti saat ini, yang membuat rentan sekali nilai-nilai Pancasila tersebut 
memudar dikarenakan perubahan jaman oleh adanya globalisasi. 
Seharusnya Pancasila sanggup menjawab berbagai tantangan di era 
globalisasi, karena dari implikasi dijadikannya Pancasila sebagai 
pandangan hidup maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai 
sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila.

Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan suatu ideologi 
tetap eksis. Pertama adalah jumlah penganut atau pengikut. Semakin 
banyak pengikut dari suatu ideologi, maka ideologi tersebut akan 
semakin kuat. Pancasila merupakan ideologi yang diikuti oleh seluruh 
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rakyat Indonesia. Secara konseptual, Pancasila adalah ideologi yang 
kokoh. Pancasila tidak akan musnah sepanjang masih ada pengikut 
yang memperjuangkannya. Kedua adalah seberapa besar pengikut 
tersebut mempercayai dan menjadikan ideologi sebagai bagian dari 
kehidupannya. 

Semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kuat posisi 
ideologi tersebut. Sebaliknya, walaupun banyak pengikut, tetapi apabila 
pengikut tersebut sudah tidak menjadikan ideologi sebagai bagian dari 
kehidupannya, maka ideologi dikatakan lemah. Posisi Pancasila di era 
globalisasi sangat rawan terhadap gangguan. Secara formal, Pancasila 
tetap diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai ideologi mereka. 
Namun di tataran aplikatif, perilaku masyarakat banyak yang mengalami 
pergeseran nilai. 

Secara tidak langsung pergeseran nilai tersebut membuat 
masyarakat perlahan-lahan melupakan Pancasila. Salah satu alasan 
pancasila masih tetap eksis adalah karena Pancasila digali dari nilai-nilai 
yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 
kerakyatan dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai 
tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap berlaku 
di masyarakat. Pancasila harus terus dikuatkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan menjadi landasan segala prilaku dalam seluruh 
aspek kehidupan bernegara. 	

Mengamalkan pancasila secara utuh sehingga membudayakan 
pancasila dalam kehidupan nyata jika pancasila benar –benar 
dikehendaki keberadaannya dan kesaktiannya. Pancasila harus menjadi 
praksis ideologis yang memiliki kekuatan riil dalam melakukan 
perombakan mendasar pada semua ranah kehidupan, diantaranya: 
material, mental, dan political(Latif,yudi:2018)

Dengan demikian eksis dan tidaknya Pancasila di era global 
sangat tergantung dari nilai-nilai masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut 
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tetap tumbuh dan berkembang, maka Pancasila juga akan terus eksis. 
Sebaliknya jika nilai tersebut mengalami pergeseran, besar kemungkinan 
Pancasila juga akan mengalami pergeseran. Jika globalisasi mampu 
menggeser nilai-nilai di masyarakat dan mengganti dengan tatanan 
nilai yang baru, maka besar kemungkinan eksistensi Pancasila akan 
runtuh. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila 
sebagai dasar, pandangan hidup, dan ideologi sekaligus sebagai benteng 
diri dan filterisasi terhadap nilai-nilai yang masuk sebagai dampak dari 
globalisasi.

Penutup
Dominasi demografi generasi milenial di Indonesia beserta 

kreativitas serta pemikirannya menjadi harapan besar bangsa 
Indonesia. “Beri aku sepuluh orang pemuda, maka akan kuguncangkan 
dunia” sudah menjadi the logics of desire. Berhenti dalam kalimat itu 
sambil bertanya-tanya siapa sepuluh pemuda yang dimaksud Bung 
Karno itu. Atau atas dasar argumentum ad populem beramai-ramai 
mendeklarasikan diri, “saya adalah salah satu dari sepuluh pemuda 
itu”. Atau kumpulan orang-orang anomi berkata, “kami adalah sepuluh 
pemuda itu”. Logical Fallacy dan ad hominem jika mendeklarasikan diri 
atas pengkultusan itu apabila masih ada anomi dalam diri.

Kesimpulannya kemudian mengerucut pada satu hal konteks 
generasi milenial yang bisa membawa perubahan bagi bangsa ditengah 
komparasi negatif globalisasi adalah mereka yang menanamkan 
jiwa pancasila, menempatkannya sebagai urgensi dalam kerangka 
berkehidupan. Eksklusivitas globalisasi sulit dibendung oleh generasi 
milenial, sehingga dibutuhkan generasi milenial  yang akan bertahan 
membawa jati diri bangsa Indonesia,  dialah yang mengaktualisasikan 
nilai-nilai pancasila. Jumlah yang tidak sedikit sekitar  26 % dari 
penduduk Indonesia adalah generasi Y yang nantinya akan membawa 
pengaruh besar bagi bangsa Indonesia kedepan.
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Kekuatan dan kemampuan generasi milenial dalam memperkokoh 
jati diri bangsa terus dipupuk dengan mengimplementasikan pancasila 
secara utuh, menjadi manusia yang takut akan tuhan, saling membantu 
sesama, gotong royong, hidup bertoleransi, musyawarah dalam mufakat  
dan saling berkeadilan.  Saat ini zaman sudah berubah yang membuat 
kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan, terkikisnya nilai 
Pancasila dari kepribadian masyarakat indonesia merupakan hal yang 
sangat mengkhawatirkan. Banyaknya tindak kejahatan yang terjadi 
membuktikan kurangnya pemahaman dan pengamalan generasi 
millenial akan nilai Pancasila secara utuh. Sudah saatnya kita membuka 
mata dan pikiran dengan perubahan yang ada tidak seharusnya 
membuat kita meninggalkan kebudayaan yang sudah ada. 

Pancasila, agama dan Indonesia tak akan pernah bisa dipisahkan, 
untuk keberlangsungan hidup yang baik maka diperlukan adanya 
implementasi dari nilai Pancasila. Sudah seharusnya kita sebagai 
generasi muda membangkitkan kembali semangat perjuangan pahlawan 
saat memperjuangkan kemerdekaan. Dengan adanya pengamalan nilai 
Pancasila dalam kehidupan, diharapkan mampu menolak berbagai 
dampak negatif yang datang. Dibutuhkan usaha yang keras pastinya 
untuk menanamkan kembali nilai Pancasila yang sudah mulai hilang 
dari kepribadian masyarakat Indonesia. Tetapi dengan usaha Bersama 
pasti akan membawa hasil baik dalam perubahan. 

Eksistensi negara mengakui keberadaan agama berarti negara 
memberikan ruang kebebasan dalam meyakini dan memeluk agama 
tanpa ada intervensi paksaan. Dengan demikian negara hendaknya 
melindungi warga negara dalam menjalan peribadatan sesuai keyakinan 
dn kepercayaannya. Kebebasan beragama adalah manisfestasi dari nilai-
nilai Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung 
dimensi moral dan etika akan prinsip saling menghormati antara sesama 
pemeluk agama. Pancasila mengajarkan prinsip toleransi beragama 
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yang semestinnya dibangun pemahaman mendasar dan fundamental 
oleh generasi millennial kita. 

Pengamalan nilai Pancasila, sangat mudah dilakukan jika kita 
sudah memahami makna sebenarnya dari nilai-nilai Pancasila. Bukan 
hanya pemerintah saja yang berperan dalam menanamkan kembali 
karakter Pancasila tetapi seluruh masyarakat juga memiliki peran 
yang sangat penting untuk keberhasilan usaha memperbaiki karakter 
dan moral generasi muda bangsa. Dengan demikian pengamalan nilai 
Pancasila harus ditanamkan sedini mungkin pada anak, agar mejadi 
sebuah kebiasaan. Jika saat ini kita tidak peduli dan bersikap acuh 
terhadap kemajuan bangsa kita maka siapa lagi yang akan meneruskan 
perjuangan pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Penguatan karakter yang salah satunya adalah karakter baik dengan 
cara menanamkan nilai-nilai keimanan sehingga generasi millennial 
diharapkan mampu melestraikan dan mengusung kebudayaan 
Indonesia (juntika: 2016). Pandangan keagamaan (Religious Worlfviews) 
akan mampu memperkuat kualitas karakter yang dibutuhkan bagi 
keberlangsungan pembangunan dan realisasi visi keadilan dan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Kesejahteraan tidak akan mungkin didapatkan manakala masing 
masing individu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki 
niat untuk berkorban bagi kesejahteraan bersama. Pondasi dasar bagi 
berdirinya sebuah keberadaban yang kokoh yakni pendidikan moral 
dan etika keagamaan, karena sejatinya agama akan memalingkan jiwa 
dari hawa nafsunya dan melembutkan hati atas keinginannya. Agama 
adalah pondasi terkuat bagi kebaikan dan keberdiriannya dunia,agama 
adalah tali kekang bagi seluruh umat manusia dan agama adalah sendi 
bagi keadilan dan kebaikan (juntika: 2016)
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ABSTRAK
Membangun semangat kebangsaan diawali dengan sebuah 

penguataan yaitu rasa kebangsaan. Sikap dan karakter semangat 
kebangsaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan 
kualitas bangsa. Pendidikan memiliki peranan penting dalam me-
numbuhkan dan membangun semangat kebangsan seseorang, di 
mana pendidikan sebagai alat mengembangkan kompetensi pendidik. 
Pendidikan Agama dan Pancasila adalah salah satu pendidikan yang 
menjadi dasar pendidikan pembentukan karakter semangat kebangsaan, 
yang bisa diperoleh di lingkungan keluarga, masyarakat khususnya 
sekolah sebagai lembaga formal yang mengajarkan pendidikan moral 
serta karakter. Seyognya kedua pendidikan ini wajib dijadikan acuan 
sebagai pendidikan sikap dan karakter semangat kebangsaan setiap 
individual di masa yang terus maju dan berkembang di era ilmu 
pengetahuan teknologi digital yang terus berkembang saat ini. Semangat 
kebangsaan sebagai wujud implementasi dari pendidikan agama 
dan pendidikan Pancasila. Dengan Pendidikan agama dan Pancasila  
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yang terintegratif serta didasari dengan pemahaman, maka semangat 
kebangsaan akan terus tumbuh sepanjang hayat dan memperkuat 
bangsa Indonesia. 

Kata Kunci: semangat kebangsaan, Pendidkan Agama, Pendidikan 
Pancasila

A.	 Pendahuluan
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang cukup panjang dalam 

meraih kemerdekaan adalah sejarah yang tidak mudah dilalui, banyak 
yang harus dikorbankan baik materi, tenaga, pikiran bahkan jiwa dan 
raga untuk mewujudkannya. Semua bangsa pastilah sama memiliki 
keinginan untuk merdeka, hidup bebas, maju dan berkembang sesuai 
dengan tujuan dan apa cita citakan, begitupun bangsa Indonesia yang 
memiliki tujuan dan cita cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan 
UUD 1945 Aline ke 4 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.’’

Bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan telah menempuh berbagai 
hal dan berusaha dalam mewujudkan keinginan yang ada pada saat 
itu. Terjadinya beberapa peristiwa yang muncul karena faktor internal 
dan ekternal sering terjadi di mana faktor internal yang muncul dari 
dalam bangsa Indonesia seperti munculnya sifat individualis, sikap 
kedaerahan atau sikap rasa kesukuan, tidak adanya persatuan, sikap 
mementingkan diri sendiri, serta disintegrasi yang ada, sedangkan 
faktor ekternal muncul dari Negara –negara lain yang ingin masuk dan 
menguasai wilayah Indonesia. Selain itu adanya mucul paham-paham 
baru setelah terjaninya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, paham 
liberalisme, demokrasi dan nasionalisme, yang kemudian penerapan 
sistem pendidikan barat yaitu Hindia belanda yang pada saat ini sedang 
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menjajah bangsa Indonesia. Dari Peristiwa inilah memunculkan rasa 
percaya diri rakyat Indonesia terutama kaum pelajar dan elit yang 
berpikir secara modern memunculkan rasa percaya diri di kalangan 
pribumi untuk berjuang menentang kaum penjajah, selain itu gerakan 
Turki Muda dan gerakan Pan-Islamisme juga memberikan andil penting 
dalam proses perwujudan semangat kebangsaan rakyat Indonesia. 
Faktor penguat munculnya semangat kebangsaan adalah berdirininya 
organisasi Budi utomo 1908, kelahiran Budi Utomo sebagai tonggak 
menumbuhkan semangat kebangsaan dan munculnya ide serta 
inspirasi bagi rakyat Indonesia terutama pada kalangan tokoh muda. 
Kemudian di tahun 1928 terlahir kembali dan di deklarasikan Sumpah 
Pemuda pada Kongres Pemuda ke II, sebagai ikrar untuk bersatunya 
rakyat Indonesia khususnya para pemuda untuk menyatukan semangat 
kebangsaan dalam bersatu, yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda 
28 Oktober 1928.

Semangat kebangsaan menjadi salah satu karakter bangsa 
Indonesia. Semangat kebangsaan adalah rasa kebangsaan yang terwujud 
karena adanya persamaan individu ataupun kelompok manusia di 
mana dapat membangkitkan kesadaran bangsa dalam suatu negara. 
Kebangsaan dijadikan sebagaai konsep Negara dalam mekanismenya 
yaitu persaudaraan, kebersamaan,  kesetiakawanan, kesetaraan dan 
kesediaan rela berkorban demi bangsanya.

Semangat kebangsaan dijadikan sebagai pendidikan karakter 
bangsa pada saat ini, karena karakter kebangsaan terus diperlukan 
sepanjang hayat pada diri individual untuk mencintai bangsa dan 
Negara. Semangat kebangsaan penting untuk ditanamkan dalam 
menciptakan persatuan dan kesatuan serta keharmonisan dalam 
kehidupan bermasyarakat, bernegara serta memperkuat identitas 
nasional yang berlandaskan Pancasila.

Pendidikan agama dan pendidikan Pancasila adalah dua mata 
pelajaran yang sangat penting dan diberikan di jenjang sekolah baik 
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di jenjang dasar, menengah dan perguruan tinggi. Pembelajaran yang 
sanat penting diberikan bagi masa depan peserta didik. Sekolah sebagai 
lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan pendidikan 
yang sesuai dan dianjurkan seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang No 20 Tahun 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdakan 
kehidupan bangsa.

Karakter kebangsaan muncul dari ruh jiwa rakyat Indonesia yang 
ingin bersatu, ini terlihat bahwa nilai-nilai agama memiliki peranan 
yang utama dan sangat penting. Agama merupakan sebagai pedoman, 
pandangan hidup setiap manusia. Pendidikan agama menjadi dasar 
utama yang diberikan dan wajib dimiliki oleh setiap individu dalam 
menjalankan kehidupannya. Karena agama merupakan hubungan yang 
sangat sakral antara manusia dengan Tuhan-Nya. Dalam pendidikan 
agama juga diajarkan kebaikan salah satunya adalah kebangsaan, 
bagaimana mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, keharmonisan, 
saling menghormati, toleransi serta bagaimana mencintai tanah air dan 
bangsanya. Pendidikan agama sebagai pendidikan yang mengajarkan 
pembiasaan sebagai karakter yang religius, sebagai penguat jati diri 
untuk memiliki semangat kebangsaan pada setiap peserta didik. 
Kemudian selain dari pendidikan agama, juga sebagai faktor pendukung 
dari munculnya semangat kebangsaan. 

Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi, pedoman dan pandangan 
hidup bangsa yang dipakai dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Pancasila diberikan sebagai pendidikan yang  memiliki 
nilai-nilai moral, sikap dan karakter yang sangat kental dalam 
kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan dasar yang nyata dalam 
kehidupan bernegara. Pendidikan karakter menjadi utama dalam 
menghadairkan semangat kebangsaan setiaap insan dalam mencintai 
bangsa dan tanah airnya.



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 145

Seiirng berkembangannya zaman, teknologi dan komunikasi, 
berkembangnya era digital, pengetahuan yang luas serta kebudayaan 
asing yang masuk ke Indonesia, memeberikaan factor yang tidak positif 
saja tetapi juga negative. Pengaruh negative yang masuk menjadikan 
kekhawatiran akan lunturnya bahkaan pudar akan semangat kebangsaan 
yang dimiliki rakyat Indonesia, adanya degradasi dan penurunaan dalam 
semangat kebangsaan disebabkan sikap dan pola pikir intoleran.

B.	 Acuan Teori

1.	 Semangat Kebangsaan

a.	 Semangat 
Pengertian luas tentang semangat adalah suatu minat yang tumbuh 

dari dalam diri di mana persaan yang menggebu serta pengorbanan 
dalam meraaih tujuan yang di inginkan.

Beberapa para ahli banyak mengatakan, salah satunya menurut 
Hariyanti Semangat adalah suatu perasaan yang bersedia seseorang 
untuk mendapatkan hasil yang lebih. Menurut Hasibuan Semangat 
adalah Seeorang yang memiliki keinginan dan kesungguhan dalam 
mengerjakan sesuatu dengan baik disertai kedisiplinan untuk 
mendapaat hasil yang maksimal. Perasaan alami  yang sangat kuat yang 
adapada diri seseorang yang merupakan bagian yang fundamental 
yang kemudian mengarah pada potensi diri untuk menumbuhkan, 
menghidupkan keinginan yang tinggi 

Untuk mencintai dan membela tanah airnya diperlukan semangat 
dari setiap orang, di mana dibutuhkan kekuataan dalam melakukannya 
sehingga akan menghasilkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang 
tinggi. 

Semangat adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk 
baik hidup atau mati, semangat adalah kekuatan, gairah, nafsu, jiwa 
yang berkobar (KBBI:6.9.2017) 
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b.	 Kebangsaan
Kebangsaan memiliki kata dasar ‘bangsa’, yang artinya kehendak 

bersatu (Ernest Renand), dan dalam BPUPKI 1945 seperti yang ditegaskan 
oleh Moh. Hatta adalah himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan 
untuk menjadi satu, dan ditegaskan kembali oleh Soekarno kumpulan 
masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu wilayah geopolitik. 
Sikap kebangsaan berkaitan erat dengan identitas suatu bangsa seperti 
semangat bela Negara, bela bangsa mencintai tanah airnya. 

Kebangsaan adalah sebuah sikap atau karakter yang dimiliki 
seseorang, Karakter kebangsaan adalah suatu sikap yang tidak biss 
dihindari dalam mencapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan. Dalam 
pembangunan rasa kebangsaan merupakan perwujudan amanat 
Pancasila dan UUD 1945 yang berlatar belakang maslah kebangsaan 
yang terus berkembang saat ini. Sehingga rasa kebangsaan ini perlu terus 
dihayati, dipupuk dan dijaga untuk menjaga keutuhan bangsa dan Negara 
(Buku Induk kebijakan nasional pembangunan Karakter, 2010-2025).

c.	 Semangat kebangsaan
Salah satu sikap, karakter yang dimiliki bangsa Indonesia adalah 

semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir,   
bertindak dan memiliki wawasaan demi kepentingan bangsa dan 
negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan (Wibowo 2012;102). 
Semangat kebangsaan memiliki karakteristik yang merupakan bagian 
dari rasa nasionalisme. Menurut Mustari (2011:189) nasionalisme atau 
semangat kebangsaan adalah sikap di mana setiap manusia sebagai 
warga negara yang baik harus berpikir, setia, peduli terhadap bahasa, 
lingkunganya disegala bidang. Murti (2008) juga berpendapat bahwa 
Manusia memiliki adanya kesadaran yaitu memiliki rasa nasionalisme 
dan semangat kebangsaan dima sebagai bagian dari aspek psikologis 
yang kemudian menjada rasa persamaan bersama orang lain sebagai 
kesadaran aebagai bangsa.
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Dalam mewujudkan Semangat kebangsaaan diperlukan wawasaan 
kebangsaan, dijadikan suatu konsep dan landasan dalam menjalankan 
kehidupannya. Wawasan kebangsaan merukan c ara pandang bangsa 
seseorang dalam memandang diri dan lingkungannya serta negaranya.  
Menurut Astawa (2017:15) kebangsaan memiliki komponen yaitu rasa 
mementingkan kepentingan bersama, nasional, kesepakatan bersama 
dalam mewujudkan keadailan, solidaritas, kerjasama dan jika dilanggar 
makaa akan muncul kehancuran.

Menurut Tampubolon dan Darmawan (2016:20) suatu pemikiran 
wawasan kebangsaan adalah mengenai kebangsaan dan rasa memiliki 
bangsanya secra utuh dan bulat dalam bingkai persatuan dan kesatuan 
yang dijadikan sebagai sumber kekuatan bangsa.

Dalam kaitan Effendy (Taniredja dkk, 2021:159) mengatakan 
semangat kebangsaan tumbuh karena proses perjuangan dan tidak bisa 
begitu saja muncul dan hadir.

Menuru Kaelan (2016:168)  wawasan kebangsaan adalah suatu 
konsep yang lebih dikenal wawasan nasional Indonesia yang dijadikaan 
landasan dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan nasional 
agar tujuan nasional dapat tercapai. 

Semangat kebangsaan muncul karena dilandasi rasa kebangsaan 
daan paham akan banagsanya yang kemudian muncul pada setiap jiwa 
rakyatnya. (Murti dkk, 2008).

Pembentukan karakter semangat kebangsaan merupakan salah 
satu dari penanaman nilai karakter semangat kebangsaan (Amir, 2013). 
Nilai-nilai itu adalah berpikir dan bertindak ssesuai dengan wawasan 
yang dimilikinya untuk mewujudkan martabat bangsa dan Negara.

Identitas etnis dan Negara menjadi bagian umum dari semangat 
kebangsaan. Hyman (2002: 299) mengemukaan “…with the national or 
patriotic idea soweak and undeveloped, it arguably makes more sense to 
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analyze rival ideas of the nation held by country’s different ethnic groups”.  
Dengan semangat kabngsaan, adalah penting, karena rakyat percaya 
dan meyakini untuk melindungi bangsanya dalah lebih utama dari 
kepentingan kelompok dan pribadi.

Dalam membentuk sikap dan karakter semangat kebangsaan 
sangatlah tidak mudah, proses tumbuh dan munculnya sikap semangat 
kebangsaan ini disikapi dengan berbagai peristiwa yang ada, yang 
kemudian dijadikan sebagai identitas diri dalam mewujudkan satu 
kesatuan yang digambarkan dan di implementasikan dalam kehidupan 
sehari hari terhadap bangsanya yaitu memiliki jiwa patriotisme, 
nasionalisme, cinta tanah air dan rela berkorban sebagai wujud dan 
bentuk kewajiban setiap warga Negara.

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan 
sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan 
dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad 
bersama merupakan kekuatan untuk mencapat cita-cita bangsa. 
Kemudian untuk mewujudkan semuanya diperlukan suatu rasa 
yaitu rasa kebangsaan  yang ada pada dirinya kemudian muncul dan 
melahirkan jiwa d, an rasa indah, mencintai, memiliki bangsanya. 
Dalam kebangsaan terdapat perbedaan-perbedaan, Indonesia Negara 
yang memiliki kemajemukan dan heterogen akan budaya, bahasa, adat 
istiadat, suku, ras, agama dengan berbagai pulau dan kepulauan yang 
ada serta wilayah Indonesia yang sangat luas dapat menjadikan sumber 
konflik bagi negara Indonesia. Dengan keadaan wilayah inilah menguji 
kita sebagai warga negaranya untuk terus menjaga dan memelihara 
persatuan dan kesatuan dengan rasa kebangsaan dan penuh semangat 
untuk mewujudkannya. Peritiwa sejaraah tentunya menjadi sublimasi 
atas rasa kebangsaan untuk menyatukaan kekuataan, tekad menjadi 
bangsa yang kuat, dihormati dan disegani bangsa-bangsa di dunia. 
Memiliki nilai-nilai sebagai suatu iktaan kebangsaan yang selama ini 
ada terpatri kuat dalam berbegra dan berbangsa. 
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Menumbuhkan semangat kebangsaan sebagai penguat karakter 
Indonesia melalu banyak pembelajaran baik dilingkungan keluarga, 
masyarakat dan sekolah. Pembelajaran ini dapat memunculkan jati diri 
untuk selalu menicitai tanah airnya, rela berkorban, saling mengharagai, 
menghormati perbedaan yang ada. Mementingkan kepentingan 
masyaraakat, bangsa yang harus selalu melekat dalam sanubari sebangai 
wujud semangat kebangsaan.

Semangat kebangsaan memiliki perpaduan antara rasa kebangsaan 
dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi 
akan menghilangkan kekhawatiran timbulnya konflik yang dapat 
mengancam terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa yang dapat  
dielakan.  Semangat kebangsaan memiliki peranan penting sebagai 
upaya untuk memperkuat pembentukan karakter dan identitas bangsa. 

Dari hasil pemaparan teori dari beberapa para ahli semangat 
kebangsaaan yaitu suatu perilaku dan tindakan seseorang untuk 
menjaga dan melindungi bangsa dan negaranya.

2.	 Pendidikan Agama
Istilah agama yang dipakai saat ini di Indonesia adalah mengambil 

dari istilah agama Hindu dan Budha, yaitu di ambil dari bahasa 
Sangsekerta, sedangkan dalam islaam sendiri adalad Ad-Din. Agama 
adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama mengajarkan 
kita untuk percaya kepada agama serta hukum-hukumnya, agama 
adalah kepercayaan atau keimanan dan peribadatan, juga mengatur 
kaidah, aturan antara hubungan dengan Tuhannya dan hubungan 
manusia dengan manusia. Ketika agama Nasrai muncul setelah Islam 
berkembang di Indonesia, maka istilah agama yaitu religion, dari bahasa 
latin yaitu ‘relegere’ artinya berpegang pada norma-norma, kemudian 
istilah sekarang menjadi religi yang hanya mengajarkan hunungan 
dengan Tuhan saja.
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Agama adalah bagian penting dan utama bagi manusia sebagai 
pedoman, panduan dalam kehidupannya. Tanpa agama manusia akan 
menjadi hamba yang akan kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. 
Manusia dalam beberapa aspek memiliki beberapa hal, dalam pandangan 
ilmu pengetrahuan adalah sebagai bahan penelitian yang terus dikaji, 
sedangkan dalam al-quran manusia adalah mahluk yang memiliki akal 
untuk berpikir, dalam aspek biologis manusia memiliki fisik dan jasmani 
yang sempurna, dalam aspek kecerdasan, manusia adalah makluk 
terbaik yang diberi akal untuk berpikir sehingga mampu menyerap 
ilmu pengetahuan, sedangkan dalam aspek sosiologis, manusia adalah 
makhluk social yang berhubungan dengan manusia lain. 

Dari sinilah dapat kita kaji bahwa manusia adalah objek yang 
melakukan berpikir dan dari berpikirnya itu akan malakukan aktifitas 
kegiatan yang dianggap baik sesuai akal dan pikirannya. Tentunya dalam 
melaksanakan kegiatannya diperlukan ilmu pengetahuan yang harus 
menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan untuk itu diperlukan 
namanya pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh sejak manusia lahir 
ke dunia, pendidikan ini diperoleh sejak dini dan awal dimulai dari 
lingkungan keluarga, masyrakat, dan sekolah. Pendidikan menjadi hal 
utama dalam pembelajaran membentuk karakter dan sikap manusia. 
Asumsi tentang pendidikan sebagai sarana dan instrumen untuk 
mengalihkan ilmu pengetahuan bukan hanya telah mereduksi makna 
hakiki dan fungsi pendidikan, tetapi juga menyepelekan warga didik dan 
arah ke depan dari tujuan yang semestinya sebagaimana dimaktubkan 
dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan sejatinya adalah untuk 
membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki 
karakter, integritas dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. 
Namun yang terjadi selama ini pendidikan masih terjebak pada 
pandangan dan praktik yang tidak membangun ruang pembelajaran 
yang bisa memperkaya nilai nilai kemanusiaan, keluhuran, dan 
keadaban. Dengan demikian sistem dan praktik pendidikan di negeri 
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kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gagal dalam membangun 
karakter bangsa dan kemulian hidup.

Tujuan dari diadakannya pendidikan guna mengimplikasikan 
bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk berkembangnya potensi 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang memiliki nilai nilai pancasila serta 
berdisiplin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI No. 20 
Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.  Tujuan pendidikan 
tersebut hendaknya kita sadari betul,sehingga pendidikan yang kita 
selenggarakan bukan hanya sekadar untuk mengembangkan salah 
satu potensi peserta didik, dan menjadi manusia yang berilmu saja, 
bukan hanya untuk terampil bekerja saja dan sebagainya, melainkan 
demi berkembangnya seluruh potensi peserta didik dalam konteks 
keseluruhan dimensi kehidupannya secara keseluruhan.

Pendidikan dewasa ini harus bisa berfungsi ikut membangun 
kapasitas bangsa sebagai manusia pembelajar, sehingga bisa andal 
dan percaya diri dalam percaturan global sekarang, serta rancangan 
ke masa depan.Proses pendidikan dianggap berkualitas jika proses 
belajar mengajar berjalan secara efektif dan bermakna. Pendidikan 
sangat memegang peranan penting dalam menunjukan pembangunan 
nasional, karena melalui pendidikan dapat membentuk watak bangsa 
Indonesia yang mempunyai kepribadian serta kemampuan untuk 
melaksanakan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan 
kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan 
sampai kapanpun dan dimanapun berada. Dengan demikian 
pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia 
yang berkualitas disamping memiliki budi pekerti luhur dan moral 
yang baik. Tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, 
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 
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Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap, mandiri serta 
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Bahwasanya perkembangan zaman yang semakin pesat terjadi 
saat ini hal tersebut tentunya dapat memberikan berbagai dampak 
bagi perkembangan manusia, termasuk dalam aspek pendidikan. Diera 
globalisasi ini kita sebagai manusia tentunya dituntut untuk harus 
mampu bersaing sebab semua kesempatan terbuka luas untuk siapapun 
artinya persaingan diera globalisasi ini sangat ketat karena persaingan 
bukan hanya di dalam ruang lingkup regonal saja melaikan ruang 
lingkup global. Dengan demikian maka diperlukannya pendidikan 
sebagai modal utama yang diperlukan untuk membentuk Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi tentunya 
diperuntukan untuk mampu menjawab tatangan globalisai ini. 

Diperlukannya pendidikan dalam upaya membentuk Sumber 
Daya Manusia yang berkualitas, baik untuk dirinya sendiri sebgai 
indivdu ,auapaun sebagai anggota dari kelompok dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagau usaha untuk 
mengembangkan kemampuan diri. Sebagai bangsa yang besar ini 
memang masih saja terjadi polemik dalam dunia pendidikan yang 
selalu saja mecuri perhatian. Seperti yang diketahui bahwasanya 
polemik mengenai pendidikan di negeri ini yang seakan tiada habisnya 
dan menemukan titik terang. Penyelengaraan pendidikan yang merata 
dan menyeluruh tentunya menjadi dambaan bagi seluruh lapisan 
masyarakat di negeri ini, namun terkadang hal tersebut hanya menjadi 
harapan angan-angan saja. Sebenarnya pendidikan yang seharusnya 
menjadi awal dari tumpuan dan tolak ukur bagi para penerus bangsa 
dalam menlanjutkan perjuangan bangsa ini untuk menentukan nasib 
kedepanya akan seperti apa. Jika kita kaitkan pendidikan ini dengan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana dalam naskahnya 
tertulis seperti yang dikutip “…..mencerdaskan kehidupan bangsa….” 
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maka dalam upaya mencerdasakan kehidupan bangsa pendidikan bisa 
dijadikan batu loncatan untuk menitikan langkah menuju terwujudnya 
cita-cita bangsa tersebut. Kemudian selain dalam Pembukaan Undang- 
Undang Dasar 1945, perlu kita ketahui bahwa mengenai pendidikan ini 
juga diatur dalam UUD 1945 tepatnya alam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang 
berbunyi “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (ayat 1) ”, 
“Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya (ayat 2)”. Diperlukannya pendidikan dalam upaya 
membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik untuk dirinya 
sendiri sebagai individu, ataupun sebagai anggota dari kelompok dalam 
kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagau usaha 
untuk mengembangkan kemampuan diri. 

Pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang diperoleh 
dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan agama tidak 
akan cukup jika hanya diberikan berupa materi tanpa diiringi secara 
konsisten dengan tingkah laku yang mencerminkan keluruhan ajaran 
agama. Sesungguhnya pendidikan agama Islam  mata pelajaran yang 
mencerminkan keluhuran ajaran agama Islam  yang memerlukan 
keteladanan dan profesionalitas dari semua stakeholders sekolah yang 
harus diperankan secara sinergis. Usaha ini sebagai benteng moral 
dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai 
perwujudan karakter dan sikap serta moral.

3.	 Pendidikan Pancasila
Pembicaraan tentang pendidikan karakter sudah lama didiskusikan 

sejak dulu kala. Gaya hidup yang semakin maju di Indonesia telah 
menyadari bahwa penanaman nilai Pancasila kurang begitu diperhatikan 
untuk kaum muda. Semangat dasar Pancasila sudah menjadi identitas 
kita bersama. 

Secara etimologi kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta 
dari India (kasta Brahmana)yaitu penggalan kata Panca yang berarti 
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“Lima” dan Sila yang berarti “Dasar“. Berarti secara harfiah kata Pancasila 
bisa diartikan sebagai Lima Dasar. Pancasila adalah ideologi dasar bagi 
ideologi Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca 
berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan 
rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) 
Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila diharapkan mampu menjadi dasar kehidupan bernegara 
secara nyata. Kita tahu bahwa Pancasila mempunyai nilai yang begitu 
kental dengan moral. Di mana diajak untuk bertuhan, berkemanusiaan, 
bersatu, bermusyawarah, berkeadilan. Tentunya Ini sangat baik dan 
sangat relevan untuk dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Keragaman 
dalam Pancasila merupakan modal dasar pendidikan karakter. Indonesia 
telah mengalami krisis dalam menghayati Pancasila. Sekarang ini banyak 
kasus salah satu contohnya adalah ideologi Pancasila ingin diganti 
dengan ideologi khilafah, mahasiswa bersumpah khilafah. Banyak sekali 
media yang telah menyiarkan hal ini. Kekhawatiran ini menjadikan 
bahwa Pancasila harus dihidupkan kembali dalam penanaman karakter 
bangsa sekarang ini. Jangan sampai warisan yang telah diturunkan 
oleh jasa para pahlawan ini  menjadi hilang/pudar. Bagaimanapun juga 
Pancasila harus tetap berdiri kokoh guna menyokong ketahanan bangsa 
Indonesia. Sudah saatnya bagi setiap manusia meletakan kembali 
Pancasila sebagai acuan dasar dalam membentuk karakter masyarakat 
di Indonesia. Terbukti Pancasila sangat kaya akan nlai-nilai keutamaan 
hidup yang mampu mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Sejahtera 
berarti bebas dari tindakan anarkis, lepas dari fundamentalisme 
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agama, radikalisme kesukuan, dualisme minoritas-mayoritas, dan 
perekonomian yang stabil dan merata.

Secara umum fungsi pendidikan Pancasila ini adalah untuk 
membentuk karakter seseorang sehingga menjadi pribadi yang 
bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh dan berperilaku baik. 
pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa 
kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, 
sekolah dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. 
Tujuan dari pendidikan karakter yang paling utama adalah untuk 
membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak 
mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai 
tujuan tersebut maka dalam diri seseorang harus ditanamkan nilai-nilai 
pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. 
Seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus 
akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. 
kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang 
berakibatkan pada perilaku negatif di lingkungan masyarakat, misalnya 
pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, 
kekerasan terhadap

4.	 Semangat kebangsaan sebagai wujud 
Implementasi Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Pancasila 
Rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan lahir dan tumbuh 

dari jiwa masing-masing. Semangat kebangsaan merupakan bagian 
dari pendidikan agama dan Pancasila di mana kedua pendidikan ini 
mengajarkan hal positif dan sebagai penguat dalam pembentukan 
karakater. Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dengan 
lingkungan social, budaya serta aktivitas yang berbeda-beda pula, 
sering kali rasa kebangsaan ini menjadi pasif. Perkembangan jaman 
dan teknologi komunikasi serta budaya asing juga menjadi salah satu 
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factor penurunan dalam rasa kebangsaan. Pendidikan yang terus 
berjalan sepanjang hayat tetap mengajarkan arti penting bagaimana 
menumbuhkan dan membangun semangat kebangsaan pada diri setiap 
orang. Pendidikan Agama dan pancasila sebagai sarana yang pantas 
dalam menumbuhkan dan membangun semangat kebangsaan selain itu 
pendidikan Agama dan Pancasila sebagai wahana dalam pembentukan 
karakter moral dan sikap rasa kebangsaan, menyokong kehidupan 
manusia. 

Lalu bagaimana cara mengintegrasikan kedua pendidikan ini 
dalam membentuk karakter semangat kebangsaan. Agama adalah 
pendidikan yang berhubungan dengan Tuhannya, di mana ajarannya 
wajib dilaksanakaan, ajaran agama yang berisi tentang nilai-nilai ruhani 
sebagai  pedoman dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan 
dasar dalam hidup.  Pendidikan Pancasila adalaah pendidikan moral 
yang di dalammnyaa terdapat nilai-nilai yang harus dipahami dan 
dijawantahkan, seperti nilai dasar yang tidak dapat dihilangkan yaitu: 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keraakyatan dan keadilan, nilai 
instrumental yang mencangkup aturan hukum dan Undang-Undang 
1945, seta nilai praksis yang merupakan pengimplemntasian dari nilai 
dasara dan instrumental. Kedua pendidikan ini sangat berkaitan erat 
dalam pendidikan karakter, sehingga memiliki pengaruh yang sangat 
kuat terhadaap sikap dan karketer manusia serta bangsa dan negaranya.

Hal ini dapat dilihat bagaimana cara memandang, melihat 
menyelesaikan masalah yang ada, berpikir positif, selain itu sikap 
nasionalisme, rela berkorban, saling menghargai, menghormati, 
memiliki kejujuran, disiplin, tanggung jawab, mandiri, sikap spiritual 
merupakan bagian dari sebuah pendidikan agama dan Pancasilaa 
yang di implementasikan dalam kehidupan sehari hari. Namun 
dalam hal ini tidak terlepas dari fenomena-fenome yang ada serta 
permasalahan permasalahan yang muncul yang ingin melunturkan 
bahkan menghilangkan rasa semangat kebangsaan. Untuk mengatasi 
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masalah yang ada memerlukan penumbuhan dan membangun 
semangat kebangsaan ini, agar bangsa Indonesia tidak mengalami 
penurunan apalagi perubahan  dalam mencintai bangsa dan negaranya. 
Bagamana mengahdapi ancaman-ancaman dari luar yang seringkali 
muncul daan masuk ke Indonesia.   Untuk itu Pembelajaraan di sekolah 
pendidikan agama dan Pancasila perlu di tingkatkan  agar memberikan 
dan menciptakan sebuah sikap, karakter dan bentuk kesadaran 
setiap manusia dalam semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan 
diharapkan sebagai suatu pembiasaan yang dilakukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Semangaat kebangsaan diharapkan sarana, cara, metode, 
maupun strategi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pendidikan 
agama dan Pancasila adalah pendidikan yang tidak bisa di pisahkan 
karena kedua pendidikan ini adalah bagian dari pembentukan ,moral. 
Karakter, sikap dalam menjalanani kehidupannya.

C.	 Metode
Penulisan buku ini dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang melihat tinjauan pustaka atau literature review 
yang bersumber pada kajian –kajian teoritis. Penelitian Kualitatif 
dengan pendekatan literature review atau penelitian yang datanya 
berbasis pada buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil 
penelitian nasional tentang semangat kebangsaan, pendidikan agama 
dan pendidikan Pancasila. Penggunaan metode Kualitatif bertujuan 
untuk merangsang kemampuan teoritis untuk menganalisis berbagai 
fenomena yng ada dalam kehidupan (Afiyani, 2014)

Metode penelitian kepustakaan atau  literature melalui proses 
pengumpulan data yang dicari, dipilih daan dipilah serta dikumpulkan 
lalu dilakukan analisis secara komperhensip, filosofis dan teortis. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik konten analisis. Setelah itu 
data disajikan dalam bentuk kata-kata yang tertuang dalam tulisan ini.
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D.	 Hasil dan Pembahasan
Pendidikan agama dan Pancasila, merupakan pendidikan 

yang sangat penting bagi terbentuknya sebuah sikap dan karkater. 
Penanaman semangat kebangsaan dilakukan melalui pembiasaan dan 
pemberdayaan seluruh warga sekolah. Pendidikan agama menanamkan 
sikap dan karakter religious dari sikap religious ini diharapakan setiap 
orang memiliki ketuhanan, kedisiplinan, keteladanan, bertanggung 
jawab, mandiri serta memeliki semangat kebangsaan yang berlandaskan 
iman dan takwa.  Pembiasaan ini dimulai dengan  diterapkan nilai-nilai 
agama dalam seluruh kegiatan pembelajaran disekolah 

Begitupun pendidikan Pancasila yang mengajarakan nilai-nilai 
moral, sikap dan karakter kebangsaan seperti mencintai tanah airnya, 
rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Penanaman rasa semangat 
kebangsaan ini bisa di awalai dengan memberikan pemahaman tentang 
pentingnya semangat kebangsaan dengan landasan filosofi dan historis 
sejarah bangsa Indonesia, bahwa perjuanagn untuk sampai merdeka 
adalah proses yang sangat panjang dan tidak mudah untuk melaluinya, 
dibutuhkan semangat kebangsaan dalam mewujudkannya. 

Dapat disimpulkan dari pendidikan Agama dan Pancasila ini dapat 
terbukti bahwa keduanya terintegratif saling berkaitan dan berhubungan 
dalam membentuk sikap dan karakter semangat kebangsaan. Melalui 
pembelajaran pembiasaan sesungguhnya dapat menjadikan seseorang 
generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan dan Negara.

E.	 Kesimpulan
Rasa kebangsaan ada untuk sebuah semangat kebangsaan yang 

menempatkan posisi utama dalam menumbuhkan dan membangun jati 
diri bangsa. Semangat kebangsaan merupakan sebuah sikap, karakter 
yanga harus dilakukan oleh setiap rakyat Indonesia dalam menjaga, 
membela kutuhan bangsa dan negaranya. Semangata kebangsaan 
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adalah wujud dari implementasi sebuah pendidikan Agama dan 
Pancasila, di mana kedua pendidikan ini sebagai alat, sarana, wadah 
untuk membentuk semangat kebangsaan. Pendidikan menjadi tempat 
transformasi pengetahuana, wawasan, serta pengimplementasian 
dalam menguatkan semangat kebangsaan. Terlebih lagi fenomena dan 
permasalahan yang ada seperti menurunnya bahkan memudarnya 
semangat kebangsaan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, komunikasi, budaya asing yang terus masuk ke Indonesia. Maka 
untuk menjaga sikap semangat kebangsaan ini diperlukan pembelajaran 
dan pembinaan  yang terus menerus hingga sepanjang hayat guna 
menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Namun 
demikian sebagai warga Negara kita tidak boleh berputus asa dalam 
menjaga  dan memepertahankan bangsa dan Negara ini, maka dari itu 
semua pihak harus terus merajut semangat kebangsaan dengan menjaga 
dan membina agar tidak hilang.
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Abstrak 
Masalah dalam penelitian ini, problema terutama pada generasi 

muda, sebab peradaban dan kemajuan bangsa ini kedepan terletak pada 
generasi mudanya. Namun melihat generasi muda sekarang, dihadapkan 
berbagai persoalan terutama kerisis karakter akibat dari pengaruh 
gelobal, baik itu pergaulan, narkoba, tawuran dan sebagainya. Tujuan 
dari penelitian ini, mencari solusi atau mengatasi masalah yang dihadiapi 
oleh generasi muda saat ini dari pengaruh negatif dengan memberikan 
pembinaan melalui aktualisasi nilai-nilai pancasila kepada generasi 
muda. Cara yang digunakan dalam mengatasinya, mendeskripsikan 
mengidentifikasikan masalah yang terjadi pada generasi muda, yaitu 
berbagai pengaruh negatif. Maka cara efektif dan efesiensi dengan 
merealisasikan nilai-nilai pancasila dalam kehedipan generasi muda, 
lewat pendekatan konsep mora, religiutas dan keteladanan agar terhindar 
dari pengaruh negatif. Oleh karena itu, maka upaya dalam menangkal 
pengaruh negative tersebut dengan mereaktualisasi nilai-nilai pancasila 
lewat pembinaan, pendidikan, dan sosialisasi dari semua pihak mulai dari 
unit terkecil yaitu keluarga hingga unit terbesar yaitu pemerintah. 

Kata kunci: (Pancasila, Karakter Generasi Muda). 
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A.	  Pendahuluan  
Generasi muda Indonesia, akhir-akhir ini mengalami krisis 

moral. Degradasi moral dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, 
pergaulan bebas, narkoba dan lainnya. Hal ini menggambarkan betapa 
mental anak muda kita sedang sakit. Memang terlalu berlebihan 
bila disebut demikian, namun fakta membuktikan bahwa ditengah 
kehidupan generasi muda terjadi sikap oportunis, tidak peduli dengan 
lingkungan, orang lain, hilangnya sopan santun. Kenyataan lain yang 
menggambarkan situasi dan kondisi adalah tawuran, seks bebas dan 
sebagainya, merupakan akumulasi dari permasalahan yang dihadapi 
generasi muda saat ini (Saiful Bahri, 2015).  

Permasalahan ini sangat penting dibahas, mengingat persoalan 
generasi muda, bukan bicara sesaat melainkan bicara jangka pendek, 
menengah hingga jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan nilai-
nilai pancasila secara konkret kepada generasi muda merupakan hal 
yang sangat urgen, guna menangkal berbagai pengaruh negatif baik 
secara internal maupun eksternal. Setiap komponen bangsa mempunyai 
tanggungjawab moral dan seluruh lapisan dalam masyarakat dengan 
melakukan berbagai upaya, baik itu sosialisasi, edukasi hingga dalam 
bentuk contoh keteladanan. Ditengah kerisisnya moralitas generasi 
muda saat ini, maka solusi tepat penguatan fondasi generasi muda 
terhadap nilia-nilai pancasila, baik pendekatan religius, edukasi, adat 
dan budaya, keteladanan hingga ada upaya kebijakan nyata bagi generasi 
muda, dalam mengamalkan secara nyata baik dalam sikap maupun 
tindakan. Tentu dalam mengambil kebijakan ini yang lebih berperan 
pemerintah pusat hingga daerah. 

Kajian riset yang telah diteliti oleh Luh Putuh Swandewi Antari Dan 
Luh De Liska dengan judul risetnya “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila 
dalam Penguatan Karakter Bangsa”. Degradasi moral para generasi 
muda mendorong pemerintah melalui kementrian pendidikan nasional 
dengan mencanangkan program pendidikan budaya dan karakter 
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bangsa sebagai gerakan nasional. Langkah ini dinilai tepat, dikarenakan 
hakikat masalah yang utama dihadapi bangsa ini, bukan soal intelektual 
tapi moral. 

Negara dan bangsa ini tidak akan maju, jika akhlak dan moral rusak. 
Untuk itu perlu pembenahan kepada generasi muda agar kedepan 
memiliki akhlak dan moral yang baik, lewat penguatan nilai pancasila. 
Pendidikan karakter bangsa merupakan hal yang sangat prinsip dari 
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu 
pendidikan dan pembangunan karakter bangsa secara konsitusional 
mempunyai landasan yang kuat dengan dasar pancasila dan UUD 1945. 
Secara oprasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional 
ditegaskan bahwa terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, 
berakhlak muliah, bermoral berdasarkan pancasila, yang bercirikan 
watak dan perilaku manusia dan masyarakatnya yang beragam, (UUD, 
2007). Dalam rangka pembenahan moral, generasi penerus bangsa tetap 
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pancasila disekolah, (Luh 
Putuh,  2020). Oleh karena itu, riset luh putuh belum komprensif, tapi 
lebih fokus penelitiannya pada sekolah sebagai tempat aplikasi nilai-
nilai pancasila.  

Selanjutnya, kajian penelitian oleh Chairiyah dengan judul 
“Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pendidikan Karakter”. 
Kajian riset ini fokus pada upaya merevitalisasi nilainilai pancasila 
dalam kehidupan, dengan berupaya: Pertama, menggugah dan 
mensosialisasikan secara terus menerus eksistensi dan keberadaan 
idiologi pancasila sebagai pemersatu. Kedua, meningkatkan saringan 
masyarakat terhadap eksistensi idiologi kapitalis dan liberalis yang 
mencoba untuk memecah belah. Ketiga, meningkatkan pemberian 
materi pelajaran pendidikan pancasila pada tataran teori dan peraktik. 

Kemudian, berdasarkan hasil survey BPS lewat wawancara tatap 
muka kepada pelajar, mahasiswa, IRT, pengusaha, tokoh masyarakat, 
TNI, Polri yang 181 kabupaten kota di 33 Provensi. Pada survey diberikan 
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pertanyaan ”bagaimana cara yang tepat memahami pancasila?”, maka 
hasilnya, 30% lewat pendidikan, 19% keteladanan para pejabat, 14% 
tokoh masyarakat, 12% media massa, 10% lewat ceramah agama. Ketika 
ditanya yang lebih tepat melakukan edukasi dan sosialisasi 43% guru 
dan dosen, baru yang lainnya. (Badan Pusat Statistic, 2011).  

Selanjutnya, menyamakan interpretasi tentang pemahaman 
nilai-nilai pancasila, sebab saat ini yang juga menjadi problem adalah 
adanya kesalahan dalam penafsiran dari masingmasing sila, hingga 
menimbulkan benturan di masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya 
paham yang sama tentang interpretasi pancasila. 

Lalu penataan kelembagaan formal, sebagai pengawas dan 
pengembangan nilai-nilai pancasila. Kelembagaan terstruktur melalui 
sistem pendidikan nasional menyangkut program membudayakan dan 
memasyaraktkan. Maka diperlukan upaya pemerintah bekerjasama 
dengan kalangan akademisi. Selanjutnya, pemerintah menetapkan 
peraturan perundang-undangan. Pemerintah meningkatkan komunikasi, 
koordinasi dan kerjasama (Trihayu, 2014). Oleh karena itu, penelitian 
khairiyah ini lebih menekankan pada sosialisasi dan persamaan 
perspektif terhadap pancasila. 

Kemudian riset Regina Nurul Sakinah dan Dinie Anggraeni Dewi, 
dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Karakter Dasar 
Para Generasi Muda dalam 

Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0”. dalam penelitian ini 
mengurai tentang soft skill yang mengandung nilai pancasila, ada 
tiga hal yaitu; keperibadian, konsep diri, sikap mental, untuk tetap 
mempertahankan diri dengan mengacu pada nilai-nilai pancasila. 

Guna meningkatkan kualitas diri, dengan tetap memperhatikan 
nilai-nilai pancasila guna kemajuan bangsa Indonesia. Raharja, 2019. 
Sebagaimana yang penulis kutip dari artikel Regina, terdapat tujuh 
bentuk soft skill yang urgen diedukasikan kepada generasi muda, yaitu: 
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keterampilan berkomunikasi (communicative skill), keterampilan berfikir 
dan memecahkan masalah (thingking skilland problem solvingskill), 
kekuatan kerja tim (team work force), manajemen informasi dan 
kemampuan belajar seumur hidup (life long learning and information 
management), kemampuan manajemen (management skill), etika, 
moral dan profesionalisme 

(ethics, moral, professional), kemampuan kepemimpinan 
(leadership skill). (Regina Nurul Sakinah, 2021). Maka dari itu, riset nurul 
sakinah lebih menekankan pada soft skill pada era revolusi industrial 
4.0, agar generasi muda bisa berkompetensi di dunia kerja secara gelobal.  

Selanjutnya, penelitian Diah Ningrum dengan judul “Kemerosotan 
Moral Dikalangan Remaja: Sebuah Penelitian Mengenai Parenting 
Styles dan Pengajaran Adab” dari hasil penelitian menunjukan bahwa 
pergaulan bebas, kasus kemerosotan moral, kasus seks bebas, hamil 
diluar nikah, aborsi. Selanjutnya, remaja yang nongkrong malam hari 
sedang main kartu, minuman keras, pemakian narkoba dan sebagainya.  

Penyebab dekadensi moral, ada empat faktor yang penulis kutip dari 
artikel ilmiah Diah Ningrum, yakni; lingkungan, baik sekolah atau tempat 
bermain, mudah mengakses internet dengan konten negatif, misalnya 
pornografi. Lalu orang tua yang memiliki peran dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab. Parenting styles atau pola asuh yang efektif 
dalam mendidik anak-anaknya supaya terhindar dari pergaulan bebas 
dan seks bebas. Maka urgennya styles dengan melibatkan kedua orang 
tua, ibu dan bapak yang mengedepankan contoh keteladan baik sikap 
maupun perbutan. Pola asuh sangat penting, ayah dan ibu kompak. 
Penegakan disiplin mesti diterapkan. 

Pola asuh anak yang efektif dengan memberikan contoh keteladanan, 
maka figur orang tuan menjadi penting. Kemudian, pengajaran adab 
memerlukan komunikasi yang baik. Dengan cara komunikasi ini, dapat 
membantu orang tua menanamkan adab kepada anak-anaknya. Tentu 
cara penyampaian berbeda pada level usia. Apakah katagori anak dan 
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remaja, maka pujian jika anak mempunyai adab yang baik, teguran dan 
nasehat jika melakukan hal-hal yang tidak baik. (Diah Nungrum, 2015). 
Oleh sebab itu, dalam penelitiannya secara spesifikasi tentang pola asuh 
anak yang dilakukan oleh orang tua dengan keteladanan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis mencoba mem-
pertajam terhadap hasil penelitian sebelumnya, agar menemukan titik 
temu dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh generasi muda 
dengan tentu mereaktualisasikan nilai pancasila melalui pendekatan 
religiutas, humanisme, edukasi, keteladanan dan sebagainya yang 
merupakan bahagian dari nilainilai pancasila sebagai falsafah bangsa. 

Dari berbagai penelitian yang telah diteliti secara umum sudah 
mengungkapkan deskripsi terhadap upaya dari problema generasi muda, 
akan tetapi mengatasi masalah dan sekaligus menguatkan karakter 
lewat konsep nilai-nilai pancasila generasi muda tidak bisa dilakukan 
secara parsial, melainkan perlu upaya dan dukungan semua pihak, 
baik pemerintah, suwasta, keluarga dan masyarakat agar perspektifnya 
sama. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada generasi muda, 
semua komponen mesti disinergikan dengan berperinsip pada nilai-
nilai pancasila. Penguatan nilai pancasila dengan berbagai pendekatan 
keimanan, akhlak, pendidikan, keteladanan serta menjunjung nilai 
solidaritas. Oleh karena itu, usulan dari peniliti agar konsep nilai-
nilai pancasila dalam menguatkan karakter generasi muda, maka 
peran pemerintah, masyarakat dan keluarga menajadi faktor utama, 
dalam membumikan nilai pancasila kepada genarasi muda Indonesia. 
Selain itu, sikap kepedulian menjadi faktor utama dalam mendukung 
penguatan karakter generasi muda  dalam mereaktualisasikan nilai dan 
konsep pancasila. 

Permasalahan krisis moral di kalangan para kaum muda belakangan 
ini telah menjadi masalah yang cukup serius di mana hasil penelitian 
membuktikan angkanya selalu bertambah. Hal ini sangat merisaukan 
baik orang tua, pengajar, ataupun masyarakat. Beberapa tahun terakhir 
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di kalangan generasi muda menghadapi berbagai problem amat berat 
terkait dekadensi moral, yang jauh dari nilai-nilai pancasila sebagai 
idiologi bangsa Indonesia. Jika ditelaah secara seksama tidak sedikit 
generasi muda masa kini lebih menyukai dan mengadopsi budaya barat, 
mulai dari life style, gaya hidup ala barat, bahkan pola pikir remaja 
telah beralih meninggalkan adat ketimurannya yang terkenal agamis, 
berakhlak, dan sifat kelembutan serta nilai persaudaraan. Pada situasi 
dan kondisi sekarang, generasi muda mengalami gejolak, benturan 
akhlak, norma dan persoalan nilai yang pudar, serta tantangan persaingan 
atau kompetensi generasi muda secara gelobal, kemudian orang tua juga 
semua pihak untuk dapat memperhatikan dan memperduliakan agara 
dapat mengembalikan nilai-nilai pancasila sebagai prinsip atau falsafah 
hidup generasi bangsa ini. (Maria Ulfa, 2012) 

Peroblema lain yang memengaruhi sifat dan sikap generasi mudah 
saat ini adalah perkembangan digital. Teknologi disatu sisi memberi 
kemudahan segala akses yang memudahkan mobilitas ke-hidupan 
manusia atau generasi muda, tidak tertutup pada generasi muda 
dengan alat teknologi, semua mudah dan cepat di akses informasi 
dalam menunjang roda aktifitas generasi muda, tanpa dihambat waktu 
dan jarak. Namun, disisi lain pengaruh teknologi di zaman modern ini, 
banyak generasi muda yang diperalat dan tidak bisa mengendalikan. 
Akibatnya, terjadi degradasi moral, lemah karakter generasi muda. 
Maka tanpa disadari kemudian, kerisis moral melanda anak muda di 
era digital. 

Bukti menunjukan bahwa betapa dekadensi moral generasi 
muda, sebagai sample kongkret mebuktikan bahwa di mana berita-
berita menunjukan tawuran antar anak muda, free sex (porno aksi 
dan porno grafi), pencadu narkoba. Kerisis dan kemerosotan moral 
ini pada generasi muda masalah yang telah meluas dan harus diatasi 
dan diberikan solusinya dari semua komponen bangsa ini, sebab akan 
mengancam eksistensi kehidupannya sendiri dan bangsa ini dimasa yang 
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akan datang. Kerisis moral ini masalah yang sangat kompleks dan serius, 
hal itu tidak bisa diasumsikan akibat terjadinya. Oleh sebab itu peneliti, 
mengemukakan bebearapa hal dalam menguatkan permasalahan 
generasi muda berdasarkan sumber riset dan kajian sebelumnya, antara 
lain, faktor keluarga akibat broken home, kontrol diri yang lemah, sikap 
mental yang tidak sehat, pelampisan rasa kecewa, pengaruh lingkungan 
dan media massa, dorongan kebutuhan ekonomi, pergaulan bebas. 

B.	 Kajian Teori (Nilai Pancasila dalam Penguatan 
Karakter) 
Sebelum bicara lebih jauh tentang nilai, secara mendasar dapat 

diutarkan terlebih dahulu. Bicara nilai secara eksplisit merujuk pada 
perbuatan yang dilakukan oleh manusia apakah itu baik ataupun buruk, 
jelek atau bagus, tinggi dan rendah harga, dan seterusnya. Namun, nilai 
yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seringkali dinilai suatu 
yang baik, berharga, bermutu, menampakan kualitas dan berguna bagi 
manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka nilai sering dikaitkan dengan 
moral, etika yang semua itu dijadikan dasar oleh manusia dalam bersikap 
dan berperilaku sehari-hari.  

Sesuatu yang dianggap memiliki nilai jika sesuatu yang berharga 
bagi kehidupan manusia, sebab nilai merupakan konsepsi dari apa 
yang hendak diinginkan, memengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan 
akhir dari tindakan (Kluckhon Mulyana, 2004:5). Pendapat lain 
mengemukakan bahwa nilai suatu yang berharga, baik menurut standar 
logika, yakni benar dan salah, standar etika yakni adil dan tidak adil, 
standar estetika yakni indah dan buruk, standar agama yakni halal 
dan haram dan standar hukum yakni, acuan dan sistem keyakinan 
diri maupun kehidupan. (Djahiri, 1999:2). Selanjutnya, pendapat 
menyebutkan bahwa nilai merupakan suatu kencendrungan perilaku 
yang berawal dari gejala-gejala psikologis seperti kebutuhan dan 
keyakinan, hasrat, motif, sikap, yang dimiliki secara individual sampai 
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wujud tingkah lakunya. (Sauri, 2007:4) 

Sedangkan Menurut Frangkel, nilai adalah value is idea, concept 
about what sameone think is important related to etnics and aesthetics..
how people behave and conduct…standard of conduct, beauty, efficiency or 
worth that people live up or maintain…guide to what is right or just…means 
and ends of behavior or norms…is a powerful emotional commitment. 
(Djahiri, 1996:16) 

Atas dasar beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
nilai standar seseorang terhadap sesuatu yang dilihat, baik dalam 
konteks etika, estetika, logika dan sebgainya, yang menunjukan bahwa 
Nilai juga merupakan gagasan, pemikiran manusia yang sangat urgen 
didasari oleh standar perilaku, keindahan, efesiensi, kelayakan yang 
ditentukan seseorang dalam hidup. Nilai juga suatu yang melekat dalam 
diri seseorang dengan orang lain, sebab nilai yang dianut individu lahir 
dari peroses kehidupan yang dialami, diwarnai budaya, agama yang 
dianut. (Siti Tiara Maulia, 2017) 

Mengutip Megawangi dalam Elmubarok, 2008. Terdapat 
sembilan nilai-nilai pancasila yang penting untuk diajarkan kepada 
generasi muda, yakni: cinta kepada tuhan dan kebenaran (love allah, 
trust, reverence, loyalti), tanggungjawab, kedisiplinan, kemandirian 
(responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness), amanah 
(trustworthiness, reliability, honesty), hormat, santun (respect, courtesy, 
obedience), kasih sayang, kepedulian dan kerjasama (love, compassion, 
caring, empathy, generousity, moderation, cooperation), percaya diri, 
kreatif dan pantang menyerah (confidence, assertiveness, creativity, 
resourcefulness, courage,determination and enthusiasm), keadilan dan 
kepemimpinan (justice, fairness, mercy, leadership), baik dan renda hati 
(kindness, friendliness, humility, modesty), toleransi dan cinta damai 
(tolerance, flexibility, peacefulness, unity). Sembilan nilai ini, merupakan 
subtansi dalam penguatan karakter yang merupakan bahagian yang 
tidak terpisahkan dari nilai pancasila. Maka mesti ditanamkan pada 
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generasi muda agar berkarakter kuat berdasarkan pada nilai dan konsep 
pancasila. 

Menurut Nurgiansah, 2019. Guna menghadapi era refolusi industry 
4.0, dunia pendidikan mesti bergerak cepat dalam merespon perubahan 
yang terjadi dengan cara menyesuaikan kurikulum pembelajaran. 
Penyesuaian dilakukan dengan cara pertama, melakukan inofasi dan 
terobosan baru dalam berbagai aspek khusus dalam pemanfaatan data 
digital secara optimal, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain. 
Selanjutnya, menetapkan berbagai kebijakan yang menumbuhkan 
skill dan keahlian, baik tenaga pendidik ataupun peserta didik yang 
bertujuan agar dapat memiliki nilai tambah saat terjun di dunia kerja 
dan dimasyarakat. Kemudian, sekolah dituntut mengembalikan 
kembali nilai-nilai luhur pancasila agar dapat diaplikasikan kembali 
di masyarakat. Menurut Yunita Triwardani, 2013. Menyatakan bahwa 
generasi muda harus bisa memanfaatkan pemikiran keritisnya dengan 
menggunakan fasilitas teknologi digital. 

a.	 Urgensi Nilai Ketauhidan Penguatan Karakter 
Generasi Muda 

Penguatan karakter generasi muda mestilah di dasari pada 
aspek religiuitas, sehingga generasi muda dapat mempertahankan 
eksistensinya dalam menguatkan karakter dengan berpedoman pada 
nilai-nilai agamis atau ketauhidan yang sejalan dengan konsep pancasila. 
Agar terdapat pencerahan bagi kita, sedikit penulis mendeskripsikan 
tentang konsep ketauhidan?. Dalam KBBI kata tauhid memiliki arti 
keesaan Allah, kepercayaan Allah tunggal. Kata tauhid berasal dari 
bahasa arab, masdar dari kata wahhada, yuwahhidu, tauhidan. (M.Yusran 
Asmuni, 1989, h. 1091). 

Secara etimologi tauhid berarti keesaan, yakni keesaan Allah, bahwa 
Allah SWT adalah esa, tunggal. Pengertian ini sejalan dengan tauhid yang 
diaplikasikan kedalam bahasa Indonesia, mengesakan Allah. Sumber 
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lain menyebut, kata tauhid sama dengan kata “theos” artinya tuhan dan 
logos yang berarti ilmu (science, study, discourse). Maka teologi beratri 
ilmu tentang tuhan atau ilmu ketuhanan. Definisi theology oleh para ahli-
ahli ilmu agama, Fergilius Ferm yakni the discipline which concerns God 
(or the divine reality) and Gods relation to the world, tauhid merupakan 
pemikiran sistimatis yang berhubungan dengan alam semesta dan 
segala isinya. (A. Hanafi, 2003, h.1). 

Jubaran Mas’ud mengemukakan bahwa tauhid bermakna beriman 
kepada Allah, tuhan yang maha esa, juga sering disamakan dengan kata 
“laa ila haa illaa allah” (tiada tuhan selain Allah), (Jubaran Mas’ud, 1967, 
h. 972). Fuad Iframi Al-Bustami menerangkan hal yang sama, bahwa 
tauhid adalah keyakinan Allah itu bersifat esa. (Fuad Iqrami Al-Bustani, 
1986, h.905).

Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa tauhid, suatu ilmu 
yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya yang wajib dan 
tetap melekat padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan padanya.  Istilah 
agama Islam, tauhid merupakan keyakinan tentang satu atau esanya 
Allah, oleh karena itu, segala pikiran dan teori berikut argumentasi yang 
mengarah pada kesimpulan bahwa tuhan itu satu dikenal dengan ilmu 
tauhid (Ainuddin, 2021, H. 1) 

Hakeen Hameed mengemukakan tauhid sebagai kepercayaan 
ritualistic dan perilaku ceremonial yang mengajak manusia menyembah 
realitas hakiki (Allah) dan menerima semua pesan-Nya yang disampaikan 
lewat kita-kitab suci melalui para nabi untuk mewujudkan dalam sikap 
yang adil, kasih sayang, menjaga diri dari perbuatan maksiat, sewenang-
wenang demi mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
(Akeem Abdul Hameed, 1983, h. 36) 

Tauhid menutut Abu al-A’la Al-Maududi merupakan sebuah 
kalimat deklarasi atau pengakuan seorang muslim, kalimat pembeda 
seseorang muslim dengan seorang kafir, ateis dan musrik. Perbedaan 
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yang lebih terletak pada persepsi makna tauhid dan menyakininya 
dengan sungguh-sungguh kebenarannya dengan mewujudkan dalam 
perbuatan agar tidak menyimpang dari ketetapan ilahi, (Abdul A’la-
Maududi, 1975, h. 68). 

Muhammad Taqi berpendapat bahwa tauhid bermakna menyakini 
ke-esaan Allah. Keyakinan ini bermakna bahwa Allah satu dalam 
hal wujud, penciptaan, pengatur, perintah, penyembahan, meminta 
pertolongan, merasa takut, berharap, tempat pelabuhan cinta. prinsipnya 
tauhid menghendaki agar seorang muslim menyerah, bahkan semua 
urusan dan hati hanya untuk semata kepada Allah, (Muhammad Taqi 
Musibah Yazdi, 2003, h. 61-64).  

Dari penjelelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tauhid 
merupakan konsep keyakinan kepada pencipta yang diawali dengan 
kepercayaan ketuhanan (rububiyah) dan ibadah (uluhiyah), menetapkan 
nama-namanya, sifatnya hingga menjauhkannya dari kekurangan dan 
menyertakaan-Nya dengan makhluk apapun. (Syaikh Abu Bakar Jabir 
Al-Jaza ‘Iri, 2019, h. 1).  

Tujuan dan manfaat memahami tauhid agar dapat dijadikan konsep 
mendasar dalam hidupnya, baik pada tatanan konsep maupun pengamalan. 
Oleh karena itu, maka akan selalu berupaya mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-harinya demi tujuan keselamatan hidupnya. Tidak 
terkecuali bagi generasi muda untuk kembali pada prinsip ketuhanan. 
Secera garis besar ada beberapa hal tujuan bertauhid ini: membebaskan 
mansia dari kehinaan dan ketundukan pada makhluk selain Allah (syirik), 
mengarahkan hati, akal dan seluruh anggota badan untuk senantiasa 
bergantung kepada Allah semata (tawakal), mengikhlaskan niat pada 
seluruh ibadah, mendapatkan ketenangan jiwa, (Syaikh Muhammad at-
Tamini, 2010, h. 5)  

Ugensi serta implikasi nilai tauhid kedalam jiwa generasi muda, 
dapat menguatkan karakter dan mental generasi muda, melahirkan 
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jiwa patrotisme dan nasionalisme serta patuh dan tunduk dalam 
melaksanakan ajaran agama. Selain itu, generasi muda menjadi 
tangguh, jauh dari sikap pesimis dan sikap malas, individualistis 
serta sifat negative lainnya. Inilah penting nilai ketauhidan terhadap 
genrasi muda saat ini. Oleh sebab itu, penguatan nilai ketauhidan pada 
generasi muda mejadi subtansi yang paling utama, sebab langkah inilah 
yang paling tepat dalam menguatkan karakter genrasi muda. Prinsip 
dari ketauhidan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai 
ketuhanan, dan bahagian membumikan nilai dan konsep pancasila 
dalam rangka mereaktualisasikannya.  

b.	 Nilai Kemanusiaan Bahagian dari Penguatan 
Karakter 

Baik dari perspektif agama, budaya, adat isti adat yang berlaku 
dinegeri ini, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang 
merupakan akumulasi dari nilai pancasila sebagai tujuan untuk 
penguatan karate generasi muda. Walaupun sesungguhnya sebelum 
bangsa ini merdeka pernah terjadi penjajahan, sehingga mengakibatkan 
perbedaan setratifikasi sosial, antara sesama manusia yang dikenal 
adanya golongan eropa dengan status kedudukannya sangat tinggi, 
sedang golongan timur asing kedudukannya nomor dua satusnya, 
sementara penduduk asli bangsa ini yang dikenal peribumi golongan 
yang paling renda kedudukannya. Setelah bangsa ini merdeka, 
penjajahan dan perbedaan status dan kedudukan dihapus karena tidak 
sesuai dengan prikemanusiaan yang terdapat dalam konsep dan nilai 
pancasila. Manusia sama derajatnya dan mempunyai hak dan kewajiban 
masing-masing, tidak ada diskriminasi diantara sesama. 

Nilai kemanusiaan secara subtansial terdapat tiga hal yakni 
persaudaraan umat Islam (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sebangsa 
(ukhuwah wathaniyah), persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah 
basyariyah), dan itu sejalan yang terkandung pada nilai pancasila. Di 
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masa sekarang, peting di re-aktualisasikan kembali nilai persaudaraan 
ini, ditengah kerisis hubungan persaudaraan sebangsa dan setanah air 
sebagai makhluk ciptaan tuhan, tanpa melihat perbedaan tempat, suku, 
bahasa daerah, dan sebagainya.  

Dimasa moderen, ada keinginan semua pihak untuk kembali lebih 
mengamalkan nilainilai pacasila, yang merpakan prinsip dasar bangsa 
ini agar sekaligus tetap menjaga eksistensi dan terhindar dari distorsi 
sejarah bangsa yang berfalsafah pancasila. Sebab nilai pancasila yang 
terkandung di dalamnya, merupakan kekuatan pemersatu (integrating 
force) yang utuh sebagai common platform bagi bangsa Indonesia yang 
beraneka ragam. Hal itu bukan bicara retrotika, namun membuktikan 
bahwa pancasila telah berhasil menjadi penguatan pemersatu bangsa.  

Salah satu cara dalam mewujudkan nilai kemanusiaan generasi 
muda, melalui pendekatan bermasyarakat guna mencapai perwujudan 
nilai idiologi dan sekaligus penguatan karakter generasi muda dalam 
menghadapi tantangan dan ancaman pada generasi muda. Oleh karena 
itu, masalah yang sedang melanda generasi muda dapat dihindari 
melalui humanisme, persaudaraan, kepekaan sosial (Bolo A. D, 2012, 
h. 43). Implementasi nilai kemanusiaan yang bersumber dari nilai 
pancasila, diwarnai oleh niali-nilai yang tumbuh dan berkembang 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik religiutas, adat isti adat, 
budaya masyarakat.  

Akumulasinya nilai pancasila pada generasi muda terhadap 
dalam penguatan karakter adalah menghargai derajat kemansiaan, 
menghargai perbedaan memperkuat persatuan, sebab itu rahmat dari 
tuhan, meningkatkan kepedulian, sikap tenggang rasa, bagian dari 
nilai ketuhanan dalam mewujudkan persaudaraan dan saling tolong 
menolong. Pancasila mendorong generasi muda agar dapat membangun 
jembatan pemahaman anatar individu dengan yang lainnya, agar 
tercipta karkter positif lewat humanisme. (Faradila, A.H, Holillulah & 
adha, 2014, h. tt)  
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Pancasila memberi landasan kepada semua anggota masyarakat 
atau generasi muda guna menjaga kerukunan, kedamaian dan 
kebahagiaan dalam kehidupan bersama, (Notonagoro, 1987, h. 16) bahwa 
kita Negara hukum yang berketuhanan, menghindarkan gangguan, 
memelihara ketertiban, kemanan dan perdamaian. Selain itu, terpelihara 
segala kebutuhan dan kepentingan, supaya tercapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan bersama, yakni semua orang bersama-sama dipenuhi 
kebutuhan dan kepentingan dalam hal kebutuhan sandang pangan, 
kebudayaan dan kerohanian. 

Bangsa Indonesia secara totalitas harus dilindungi dalam hal 
ketertiban, keamanan dan perdamaian hidupnya, juga suku bangsa, 
golongan warga Negara, keluarga, individu mesti dilindungi. Nilai 
yang terdapat dalam pancasila bersifat universal yang meliputi 
persatuan, kesatuan, perdamaian, gotong royong di dalam masyarakat 
dengan mengutamakan kehidupan bersama dari pada hanya melihat 
perbedaan yang ada pada warga masyarakat yang bergerak secara 
dinamis dan kompleks, hal ini yang ditemukan oleh (Banks, 2004:1)  
bahwa “citizenship is a fluid, complex, dynamic, and contested concept in 
the nation states discussed” cairnya interaksi antar generasi muda secara 
signifikan memberikan kontribusi terhadap asimilasi dan enkulturasi 
dalam kehidupan sosial. 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Banks citizenship depended 
on membership of the nation, seen as a cultural community, whose members 
werw held together by bonds of solidarity, based on shared history, values 
and traditions”. Sikap saling menghormati dan menghargai satu dengan 
yang lain selalu dipegang teguh oleh generasi muda dalam menciptakan 
lingkungan sosial yang tertib, aman, nyaman, dan bertanggungjawab. 

Membangun prinsip yang kuat berdasarkan pancasila dalam 
kehidupan bangsa, di mana kondisi sekarang ini sangat menentukan 
adalah IPTEK, maka diperlukan mentalitas pembangunan dan proses 
pengembangan mental dan turut serta semua pihak. Hal itu sejalan yang 
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dikemukakan oleh Sassen, (Sassen, S, 2007, h. 6) dalam buku a sociology 
globalization: although localized in national, indeed, in subnational 
settings, these processes are part of globalization in that they inovle 
transboundary networks entities connecting multiple local or national 
processes and actors or the recurrence of particular issues or dynamic in 
a growing number of localities. Sassen menguraikan bahwa sangat urgen 
dalam mengembangkan sikap tenggang rasa, kepekaaan, kepedulian 
dan tidak berbuat semena-mena yang mengakibatkan merugikan orang 
lain, serta selalu siap bekerjasama sepanjang tidak merugikan diri 
sendiri dan orang lain. 

Mentalitas sikap kegotong royongan guna perlu dinetralisasi 
dengan siatuasi dan kondisi yang memengaruhi generasi muda pada 
sifat hedonistik, individualistik, merupakan sikap pemisahan rasa 
kepedulian terhadap sesama. (Adha, 2015). Oleh sebab itu, penguatan 
karakter generasi muda lewat nilai kemanusiaan bahagian yang tidak 
terpisahkan berdasarkan nilai pancasila dan inilah yang urgen untuk 
di reaktualisasikan kepada generasi muda ditengah benturan dan 
pengaruh yang dihadapinya, maka semua komponen bangsa turut serta 
dalam mengupayakan pengauatan karakter generasi muda. Sehingga 
terhindar dari yang tidak diinginkan terhadap pengaruh negatif. 

c.	  Nilai Persatuan Upayah Menguatkan Karakter 
Nilai persatuan salah satu cita-cita dan harapan yang nyata 

dalam pancasila, inegralistik yang secara khusus tertuang dalam 
sila ke-3 yakni persatuan Indonesia. Persatuan mengandung makna 
bersatunya bermacam corak beraneka ragam menjadi satu kebetulan 
(Darmodihardjo, 1979). Persatuan mengandung arti bersatunya 
bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Makna 
dari persatuan ini mengandung arti bahwa persatuan Indonesia 
didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah Negara 
yang merdeka dan berdaulat. (Christian Siregar, 2014). Pancasila suatu 
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bisa dikatan kebijakan politik mengenai dasar Negara yang diperlukan 
untuk mempertahankan kesatuan Negara (Kaisiepo, 2006). Persatuan 
diperlukan dikarenakan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat 
pluralitas. Maka dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan 
bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, 
melainkan perasaan senasib yang akhirnya menumbuhkan tekad bagi 
bangsa Indonesia bersatu dan inilah yang terjadi dimasa lalu pada masa 
perebutan bangsa ini dari cengkraman penjajah oleh kaum muda. Maka 
generasi muda mesti membaca dalam hal ini, agar tumbuh semangat 
perjuangan dan tumbuh dan kuat karakter generasi muda.  

Persatuan Indonesia yang terdiri atas dua kata ini, mengandung arti 
bahwa persatuan terdiri atas akar kata ‘satu’ ditambah imbuhan per dan 
an yang kemudian menjadi persatuan. Sedangkan dari sudut dinamika 
persatuan merupakan suatu peroses yang dinamis. 

Sila ketiga dari falsafat pancasila merupakan penguatan karakter 
generasi muda, yang melahirkan semangat perjuangan dan pengorbanan. 
Kalau dibandingkan generasi muda masa lalu dan masa sekarang, dilihat 
dari situasi dan kondisi berbeda keadaan, namun secara subtansial sama. 
Akan tetapi Tantangan generasi muda sekarang adalah pengaruh paham 
individualistik dan hedonistik. Oleh sebab itu, melalui nilai pancasila 
dengan menguatkan persatuan bangsa dapat diatasi terhadap pengaruh 
dari luar yang mengancam generasi muda. (Kaelan: 2009) 

Prinsip nasionalisme Indonesia adalah persatuan Indonesia 
tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yakni; satu, kesatuan historis 
bangsa Indonesia, di mana sejak zaman prasejarah, sriwijaya, majapahit, 
sumpah pemuda 28 oktober 1928 dan hingga proklamasi 1945, kemudian 
membentuk Negara NKRI. Kedua, kesatuan nasib, hal ini dikarenakan 
berada dalam satu proses sejarah yang sama dan merasakan nasib sama 
pula yakni dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. 
Ketiga,  kesatuan kebudayaan, di mana keanekaragaman kebudayaan 
tumbuh menjadi satu bentuk kebudayaan nasional. Empat, kesatuan 
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wilayah yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan 
wilayah tumpah darah Indonesia. Lima, kesatuan asas kerohanian 
yakni adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerohanian yang secara total 
tersimpul dalam pancasila. 

Bersadarkan pembukaan UUD NRI tahun 1945 alenia II disebutkan 
suatu Negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Dimaknai 
yang bersatu suatu Negara persatuan. Oleh karena itu, kesatuan dan 
persatuan bangsa adalah merupakan suatu sendi. Negara Indonesia 
Negara yang terbagi-bagi dalam kalimat ”Negara melindungi segenap 
banggsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dengan tujuan 
Negara dan bangsa Indonesia serta wilayah tanah air merupakan suatu 
kesatuan. 

Makna persatuan juga diuraikan dalam penjelasan resmi 
pembukaan UUD 1945 tahun 1945 yang termuat dalam berita RI tahun 
ke II, No.7 Bahwa Mendirikan Negara Indonesia digunakan aliran 
pengertian Negara persatuan, yakni Negara mengatasi segala paham 
golongan dan paham perseorangan. Oleh karena itu, Negara hadir bukan 
atas dasar mengutamakan individualisme atau kelompok, melainkan 
mengutamakan kepentingan semua warga Negara. 

Menurut Kaelan mendskripsikan bahwa sila persatuan mengandung 
arti sebgai berikut: 

Pertama Negara Indonesia yang bersatu merupakan hasil 
perjuangan gerakan kemerdekaan. Kedua, Negara melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah, dan sebagainya. (Hanafi, 2018) 

Penguatan karakter generasi muda melalui persatuan, merupakan 
suatu hal yang sangat urgen dan mesti terus dilestarikan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui persatuan dapat 
melahirkan kekuatan dalam menumpas berbagai masalah negatif yang 
akan merong-rong genrasi muda. Oleh sebab itu, semangat persatuan 
generasi muda dalam mengauatkan karakter yang bersumber dari nilai-
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nilai pancasila menjadi penting, namun mesti didukung semua pihak, 
terutama peran pemerintah dan keluarga agar niali-nilai pancasila dapat 
direaktualisasikan kembali. 

C.	 Metodologi Penelitian 
Metode penulisan dalam menyusun kajian ini lewat pendekatan 

kualitatif, jenis penelitian  pustaka yang tidak mengadakan perhitungan 
data secara kuantitaif. Dalam penelitian kualitatif ini, ada beberapa 
kunci utama penelitian literatur (kajian pustaka), yaitu; a]. the meaning 
is the main point, b]. the analis is inductive, c]. the researcher is the main 
instruments that will read the literature accurately, d]. more emphasized 
on the process not on the result because the literature is a work that rich of 
interpretation. 

Literatur utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah buku dan 
jurnal Pancasila dan Penguatan Karakter serta yang ada kaitannya 
dengan kajian dalam penulisan ini, seperti: Pendidikan Pancasila 
karya M. Fachri Adnan, dkk, semua berakar pada reaktualisasi nilai-
nilai pancasila dalam penguatan karakter generasi muda. Selanjutnya, 
reaktualisasi nilai pancasila dan implementasi uapaya penguatan 
karakter bangsa karya Siti Utami. 

Kajian pustaka ini, metode pengumpulan data yang digunakan 
dokumentasi yang berupa, buku, jurnal, majalah, atau yang ada 
kaitannya. Sedangkan teknis analisis adalah deskriptif analisis dengan 
menggunakan tata fikir logik yang dipakai untuk mengkonstruksikan 
sejumlah konsep menjadi asumsi. Tata fikir ini dengan cara pertama, 
tata fikir perseptif di mana data dipersepsikan sesuai dengan pokok-
pokok permaslahan yang diteliti. Selanjutnya, tata fikir deskriptif, di 
mana digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistimatis sesuai 
dengan sistematika pembahasan yang dipakai dala penelitian ini. 
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D.	 Hasil dan Pembahasan/Reaktualisasi Nilai 
Pancasila Pada Generasi Muda a. Paradigma 
pancasila solusi peroblema genresai muda 
Menyikapi persoalan yang dihadapi generasi muda, yang 

dipengaruhi oleh berbagai macam dan ancaman, baik itu pergaulan 
bebas, narkoba, kriminalitas, dan sebagainya. Maka tentu perlu mencari 
jalan keluar atau solusi terhadap masalah yang dihadapinya, agar 
generasi muda tidak terjerumus pada masalah yang dihadapi oleh 
genrasi muda dan tentu tidak lepas dari campur tangan semua pihak 
terutama, pemerintah keluarga dan masyarakat dengan menumbuhkan 
rasa kepedulian dan tanggungjawab pada generasi muda. 

Setidaknya, untuk langkah kongrit dalam pengauatan karakter 
generasi muda, agar terhindar dari berbagai pengaruh yang akan 
mengancam eksistensi generasi muda sekarang dan dimasa yang akan 
datang: pertama, generasi muda disandarkan pada ajaran ketauhidan, 
yang merupakan dalam pengembangan nilai pancasila yakni ketuhanan. 
Dengan demikian, generasi muda selain dapat mengautkan karakternya, 
akan tetapi dapat membentengi dirinya dari pengaruh negative yang 
akan menimpahnya. Oleh sebab itu, generasi muda mestila dikenalkan 
madrasah utamanya ajaran agama. 

Kedua, pergaulan yang mesti diperhatikan, sebab factor ini akan 
sangat memengaruhi dalam dunia pergaulan generasi muda. Sebab 
itu pergaulan memengaruhi individu, maka tempat tingal maupun 
orang tua, sangat diperlukan dalam membentuk generasi muda yang 
berkarakter baik dan tangguh sesuai nilai-nilai pancasila. Pergaulan dan 
lingkungan generasi muda menjadi pehatian serius dalam membentuk 
dan penguatan karakter. 

Ketiga, peningkatan IMTAQ kepada tuhan yang maha esa, dalam 
penguatan konsep penguatan karakter, maka hal yang penting mesti 
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diterapkan pada generasi muda pemahaman dan pengamalan ajaran 
tentang ketuhanan. Implementasi keimanan dan ketakwaan generasi 
muda menjadi faktor penentu, sebab bila terwujud dan diterapkan 
dalam kehidupan oleh generasi muda, maka seberat apapun godaan, 
pengaruh yang merusak generasi muda tidak akan bisa ditaklukan, 
namun ketika lemah iman dan taqwa generasi muda, akan menjadi awal 
kehancuran generasi muda. 

Pengutan karakter generasi muda, mestilah dimulai dari iman 
dan takwa, selain dari ilmu dan teknologi. Iman dan takwa tidak hanya 
sebatas kepercayaan pada tuhan, namun diwujudkan dalam aksi dengan 
sikap dan perbuatan, sejalan dengan nilai pancasila berdasarkan 
ketuhanan yang maha esa. Orientasi hidup manusia menjadi benar 
dan berakhlak, bila keimanan dan ketakwaan menjadi prinsipnya, tidak 
terkecuali pada generasi muda agar selamat dari pengaruh negatif yang 
akan membinasakan dirinya. 

Keempat, mengendalikan IPTEK secara baik. Mengingat per-
kembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka 
peran generasi muda bisa menguasi teknologi dengan menggunakan 
kearah hal yang bermanfaat dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia generasi muda dengan didasari oleh nilai-nilai pancasila dalam 
penguatan karakter generasi muda. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan 
dan teknologi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kompetitif 
secara gelobal, akan tetapi generasi muda mesti diiringi oleh karakter 
yang baik, dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila, yang 
outputnya akan mengahasilkan kemaslahatan, sebab antara intelektual 
yang berperan dalam menguasai teknologi dan akhlak yang mengarah 
perbuatan generasi menjadi benar, sehingga kedua ini menjadi factor 
dalam pengauatan karakter, yakni genrasi muda cerdas dan berakhlak 
atau benar (Salimah, 2020). 
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1.	 Paradigma Pancasila dalam Penguatan Karakter 
Generasi Muda 
Dalam penguatan karakter pada generasi muda dalam analisa 

penulis yang mesti dibangun secara universal, mereaktualisasikan 
kembali paham pancasila sebagai prinsip dasar generasi muda. 
Penguatan ini yang mesti dikuatkan pemhaman dan pengalaman 
generasi muda dengan memberikan sugesti agar tercipta kesadaran 
bahwa dengan kembali membumikan nilai pancasila dapat mengautkan 
karakter. Selain itu, semua pihak turut andil dalam hal ini, sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing. Dalam hal ini ada beberapa dukungan 
yang sanagat urgen dalam mendukung penguatan karakter generasi 
muda, agar tidak terpengaruh pada hal-hal negative, yakni: pertama, 
orang tua, kita tahu bahwa keluarga merupakan kelompok masyarakat 
terkecil dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Generasi mudah 
akan ditentukan dari masyarakat terkecil ini, baik dan buruk output 
generasi mudanya bertolak dari unit kelompok masyarakat terkecil yang 
dinamakan keluarga. Disini peran keluarga dalam pembentukan karakter 
generasi muda dimulai sejak dini, sebab sebenarnya karakter seorang 
dari awal dimulai dari keluarga, di mana dapat dibuktikan diindonesia 
usia dini sampai 18 tahun, atau sekitar 60-80 % menghabiskan waktunya 
bersama keluarga. 

Generasi dengan rata-rata usia kecil hingga 18 tahun masih 
membutuhkan orag tua dan kehangatan dalam keluarga. Oleh karena 
itu, sukses atau berhasil generasi muda pada tingkat ini tidak lepas dari 
campur tangan keluarga. Perkembangan otak sejak usia dini, berjalan 
sangat baik, dimasa ini pula minat bakat dan kecerdasan atau potensi 
akademik dan nonakademik bermunculan adanya. Karakter akan 
terbentuk dimulai sejak dini, maka orang tua bertugas menentukan input 
seperti apa yang masuk dalam pikirannya, sehingga dapat membentuk 
karakter generasi muda yang berkualitas. Dengan demikian bahwa 
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karakter sesuatu yang dapat dibentuk atau dikonstruksikan seiring 
berjalannya waktu pada generasi muda (Ni Kadek Santya Pratiwi, 2018) 

Selain itu peran pemerintah dalam mewujudkan nilai karakter 
genrasi muda, melalui regulasi atau kebijakan pemerintah yang berperan 
langsung. 

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh generasi muda, yakni: 
menanamkan nilai-nilai ideal pancasila dengan pewarisan nilai-nilai 
antara lain musyawarah, demokrasi, gotong royong, persatuan, budaya, 
religiuitas, dan sebagainya. Hal tersebut, merupakan penguatan generasi 
muda bangsa ini dalam memfilter dan melestarikan identitas dirinya 
serta tidak terpengaruh negative dari luar. 

Selanjutnya, pembekalan diri berdasarkan pancasaila sebagai dasar 
generasi muda berperan aktif dalam penguatan identitas dan ketahanan 
budaya dalam konteks interaksi. Untuk itu perlu dilakukan kajian-kajian 
yang berkaitan dengan konsep masyarakat dan lingkungan, kemudian 
kemampuan dasar berpikir logis, keritis, inkuiri, memecahkan masalah 
dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Berikutnya, memiliki 
komitmen dan kesadaran nilai-nilai sosial, kemanusiaan dan seagainya. 
Peroses pembekalan generasi muda dengan pengenalan diri inilah titik 
awal adanya harga diri, kebersamaan, keterikatan (sense of solidarity), 
rasa memiliki (sense of belonging), rasa bangga (sense of pride) terhadap 
bangsa dan tanhah air sendiri. 

Bicara penguatan dan pengembangan karakter, rajasa menyebut 
tiga hal yang berkaitan dengan bahasan ini, pertama, pembangunan 
karakter (character builder), yakni peran generasi muda membangun 
karakter positif bangsa melalui motifasi integritas dan menjunjung 
nilai-nilai moral dengan mengaplikasikan pada kehidupan nyata. 
kedua, pemberdaya karakter (character enabler), menyebutkan bahwa 
generasi muda sebagai role model dari pengembangan karakter bangsa 
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yang positif dengan inisiatif membangun kesadaran kolektif. ketiga, 
perekayasa karakter (character engineer) dalam hal ini bahwa generasi 
muda berperan dan berpartisipasi dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan kebudayaan serta turut serta dalam peruses pembelajaran 
pengembangan karakter positif bangsa sesuai perkembangan zaman 
(Ana Irhandayaningsih, 2017). 

E.	 Kesimpulan 
Ditengah kemerosotan moral yang melanda generasi muda saat 

ini, tentu harus menjadi perhatian serius semua komponen bangsa 
agar generasi muda bisa selamat dari ancaman dan pengaruh gelobal. 
jalan keluar untuk menyelamatkan generasi muda bangsa ini, kembali 
kepada khittah atau prinsip dasar pancasila yang termuat di dalamnya, 
nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebijaksanaan, nilai persatuan 
dan nilai keadilan. Oleh sebab itu, ditengah memudarnya nilai pancasila 
terhadap generasi muda, maka upaya yang dilakukan adalah dengan 
mereaktualisasikan kembali nilai pancasi sebagai perisai dan pengetuan 
karakter genrasi muda bangsa ini 

Tentu Langka dan upaya dalam pengauatan karakter generasi muda, 
tidak bisa hanya mengandalkan konsep pancasila, akan tetapi peran 
serta semua komponen bangsa harus bersinergi dalam melindungi 
generasi muda dari cengkaraman pengaruh gelobal, baik dekadensi 
moral, pengaruh teknologi negatif, hingga kedangkalan akidah atau nilai 
ketuhanan. 

Upayah pengauatan karakter generasi muda dengan berdasarkan 
kepada nilai pancasila, garda terdepan keluarga dalam hal ini peran 
orang tua merupakan kunci utama, dengan memberikan pemahaman 
konsep dan pengamalan tentang IMTAQ dan IMTEK, sebagi 
implementasi dari nilai-niai pancasila dengan me-reaktualisasikan 
pada generasi muda. 
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Selain itu peran dan dukungan pemerintah, agar nilai pancasila 
dapat direaktualisasikan dalam kehidupan generasi muda secara 
khusus dan masyarakat secara umum, baik berkaitan kebijakan dan 
sosialisi kepada generasi muda. Sebab upaya inilah yang paling tepat hal 
itu terbukti pada masa orde baru, melalui peran pemerintah pancasila 
eksis baik konsep maupun pengamalan dalam kehidupan masyarakat 
umum dan genrasi muda. Oleh karena itu, untuk pengatan karakter 
generasi muda bangsa ini, solusi yang tepat adalah mereaktualisasikan 
nilai pancasila yang mulai memudar nilai pancasila ditengah pengaruh 
gelobal, teknologi serta pemahaman yang berbeda dimasyarakat secara 
umum dan generasi muda tentang pancasila  ini diperintahkan untuk 
dibaca, dihayati dan diamalkan isinya.  
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Abstrak
Pancasila ialah hasil dari kristalisasi dari  nilai sari pati budaya 

Indonesia yang sudah ada dan dipraktikan sejak dahulu. Sehingga 
keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat 
Indonesia bukan hal yang baru, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari sangat melekat sekali keberadaaanya, tidak terpisahkan dari 
setiap aktivitas dan perilaku masyarakat Indonesia sendiri, termasuk 
dalam ritual keagaman memperingat acara Haul Guru Sekumpul. Tujuan 
Kajian ini ialah untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam 
ritual acara haul Guru Sekumpul. Adapun nilai aktualisasi Pancasila 
dalam acara haul guru sekumpul dengan adanya nilai   nilai religiutas, 
terlihat dalam pelaksanaan acara haul ini dalam tradisi masyarakat 
Indonesia, merupakan momentum untuk mengenang seorang tokoh, 
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terutama para ulama yang telah wafat atau meninggal dunia, serta 
bertujuan untuk mengenang jasa orang yang sudah. Nilai gotong royong, 
terlihat membantu acara haul, ada yang bertugas sebagai pengatur 
jalan, ada yang bertugas untuk menjaga parkir, mengarahaan arus 
jamaah haul, dan ada yang bertugas di dapur umum  untuk menyiapkan 
makanan untuk para jamaah yang hadir. Nilai toleransi, adanya orang 
non muslim yang ikut serta menjadi relawan dalam acara haul tersebut 
dengan berbagai motivasi di antaranya adanya daya Tarik, Atribusi 
terhadap jamaah, ada modelling,  dan empati

Kata Kunci: Aktualisasi Pancasila, Ritual Keagamaan, Haul Guru 
Sekumpul

A.	 Pendahuluan
Pancasila merupakan refleksi dari nilai-nilai adat-istiadat, 

kebudayaan serta nilai-nilai religius, sehingga subtansi Pancasila yang 
berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, 
sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. 

Pancasila ialah hasil dari kristalisasi dari  nilai sari pati budaya 
Indonesia yang sudah ada dan dipraktikan sejak dahulu. Sehingga 
keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat 
Indonesia bukan hal yang baru, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari sangat melekat sekali keberadaaanya, tidak terpisahkan dari 
setiap aktivitas dan perilaku masyarakat Indonesia sendiri. Nilai-nilai 
tersebut kemudian diangkat  dan  dirumuskan  secara  formal oleh para 
pendiri negara untuk dijadikan sebagai  dasar  filsafat  negara  Indonesia.

Dalam wujudnya budaya dalam pandangan seorang Koentjara-
ningrat (2001) terdiri dari sistem religi, bahasa, sistem pengetahuan, 
sistem organisasi sosial, sistem peralatam hidup, sistem ekonomi atau 
mata pencaharian hidup dan kesenian.   Teori ini  lebih dikenal dengan 
istilah tujuh unsur kebudayaan. 
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Pancasila nilai-nilainya merupakan pancaran dari budaya Indonesia 
yang salah satu bagian pentingnya yakni terwujud dalam sistem religi 
atau keagaaman. Catatan historis panjang perjalanan manusia Indonesia 
yang hidup ketika masa nomaden, pada masa ini mereka sudah 
mengenal adanya kekuatan-kekuatan yang memanifestasikan bahwa 
tuhan atau sistem religi itu ada namun dalam bentuk dan manifestasi 
berbeda seperti hari ini. Sampai dengan datangnya agama-agama yang 
seperti kita anut hari ini. 

Beberapa kajian memberikan rujukan bahwa jiwa manusia me-
miliki relasi kuat dengan dunia metafisika, religious dan spiritual 
(vertical-transcendental). Jika ditambahkan dengan apa yang dikatakan 
oleh Prancis Bacon bahwa perenungan yang mendalam akan meng-
antarkan manusia pada pemikiran-pemikiran tentang keagamaan atau 
religiusitas. Dalam kajian Psikologis menunjukkan bahwa  ke-butuhan 
manusia  itu  bukan  hanya  terbatas  pada kebutuhan makan, minum, 
pakaian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berdasarkan hasil 
riset dan observasi, mereka mengambil kesimpulan bahwa pada  diri  
manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan-kebutuhan   
lainnya,   bahkan mengatasi kebutuhan akan  kekuasaan. Keinginan akan 
kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan  kodrati,  berupa keinginan  
untuk  mencintai dan dicintai Tuhan. (Jalaludin, 2011:53).

Dari beberapa kajian di atas kiranya bisa menunjukkan bahwa  
eksistensi agama sesungguhnya telah mengakar dalam setiap pribadi 
manusia. Secara alamiah, manusia telah dilengkapi dengan spirit  
religius  yang kuat. Agama menjadi semacam hal primer.  Secara  hierarki,  
agama menduduki tempat  teratas  dalam  skema kebutuhan  manusia,  
sekaligus mengatasi urusan-urusan duniawi. (Joyo, 2017)

Provinsi Kalimantan Selatan mayoritas masyarakatnya beragama 
Islam, tradisi-tradisi Islam tidak lepas dalam kehidupan masyarakat 
Banjar sehari – harinya. Sejak pagi sampai malam aktivitas – aktivitas 
masyarakat tidak lepas dari praktik-praktik masyarakat komunal.  
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Ada satu momen acara tahunan yang paling sakral dan memiliki 
pengaruh kuat hingga mancanegara di provinsi Kalimantan Selatan 
tepatnya di Kabupaten Banjar Martapura yakni momen Haul (Peringatan 
wafatnya) seorang ulama besar nan kharismatik yakni  Guru Syekh 
Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan 
nama Guru Sekumpul, yang acara Haul nya selalu dibanjiri jutaaan 
jamaah setiap tahunnya. Jamaah yang datang tidak hanya dari sekitar 
Kalimantan Selatan saja, bahkan sampai Mancanegara. 

Dalam peringatan acara Haul ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila 
banyak sekali dipraktikan. Dari fase atau tahapan persiapan, tahapan 
acara, sampai tahapan penutupan aktualisasi nilai-nilai Pancasila 
menjadi sesuatu yang memperindah sesuatu yang sudah indah 
sebelumnya. Nilai religiuas, nilai kemanusiaan atas toleransi, nilai 
persatuan, nilai ekonmi kerakytaaan serta nilai keadilan menjadi sebuah 
hal yang Nampak dan mudah untuk kita temui ketika peringatan haul 
ini dilaksanakan. 

Sebetulnya sudah banyak tulisan-tulisan ataupun kajian yang 
membahas sama seperti judul ini, namun dari beberapa tulisan-tulisan 
yang pernah penulis baca dan telaah. Dalam tulisan lain lebih banyak 
menuliskan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalamnilai keagamaaan 
Hindu dan tradisi-tradisi ritual di Masyarakat Hindu. 

Maka dari itu tulisan ini akan mencoba memaparkan aktualisasi 
nilai Pancasila dan ritual agama Islam di Martapura, khusunya dalam 
kegiatan peringatan Haul ulama Kharismatik dari Martapura yakni 
K.H Syekh Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal 
dengan nama Guru Sekumpul yang peringatan Haul nya diperingati 
setiap tanggal 5 bulan Rajab.

B.	 Aktualisasi Nilai Pancasila 
Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan. Dalam masalah ini 

adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin 
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dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga Negara, mulai dari aparatur 
dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang 
memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan 
nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku yang 
sesungguhnya, bukan hanya sekadar lips service untuk mencapai 
keinginan pribadi dengan mengajak orang lain mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila, sementara perilaku sendiri jauh lebih dari nilai-nilai Pancasila 
yang sesungguhnya. (Triwahyuni, 2011). 

Oleh sebab itu, merealisasikan Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sesungguhnya dapat 
dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

a)	 Aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu melaksanakan 
Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara 
meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif dan dalam bidang 
kehidupan kenegaraan lainnya.

b)	 Aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan 
Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga Negara, 
dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif sangat 
ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu 
untuk mengamalkan Pancasila.

Pancasila dalam Ritual Keagamaan
Pancasila berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi tiga nilai yakni 

nilai dasar, nilai instrumental dan  nilai praksis. Dalam usaha untuk 
melaksanakan nilai dasar maka dilaksanakan melalui nilai instrumental 
secara yuridis atau hukum dan untuk melaksanakan nilai dasar itu 
di dalam kehidupan yang nyata yaitu melalui nilai praksis Pancasila 
(Febriansyah, D., dkk. 2018). 
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Nilai praksis menurut Setiadi (2015) adalah nilai yang    berlaku 
dan diimplementasikan dalam kehidupan yang sebenarnya dan  
merupakan  perwujudan  dari nilai instrumental dan nilai dasar. Nilai 
inilah pembuktian   apakah   nilai dasar   dan nilai instrumental berlaku 
dalam kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan nilai praksis adalah 
perwujudan dari nilai instrumental dan nilai  dasar Pancasila dalam 
kehidupan yang nyata. Sebagai pedoman praktis pengamalan dari 
kelima sila Pancasila di dalam kehidupan masyarakat secara lebih detail    
dijelaskan berdasarkan ketetetapan MPR   Nomor:   II/MPR/1978. (Munir 
dkk, 2016:151).

Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 
ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan kausa materialitas   
dari   Pancasila   salah satunya adalah kebudayaan. Tentunya   nilai-nilai 
panca  sila yang mempersatukan  dan  sebagai ideologi bangsa Indonesia 
terdapat dan teresapi dalam segala bentuk   kehidupan berbudaya 
masyarakat. 

C.	 Metodologi
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. 
Karena peneliti belum mengetahui secara pasti gambaran mengenai 
aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Lokasi penelitian berada di Martapura 
Kabupaten Banjar ketika pelaksanaan haul akbar Guru Sekumpul ke 15. 
Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini yakni 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 
Informan penelitian dipilih secara Snowball dengan melakukan 
wawancara kepada orang – orang yang hadir ketika pelaksanaan haul 
akbar sekumpul ke 15 tahun 2020. 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan196

D.	 Hasil dan Pembahasan
Dalam hasil penelitian ini, peneliti mencoba untuk menuliskan 

beberapa hal yang menjadi hasil pengamatan sekaligus hasil 
wawancara mengenai bentuk aktualisasi nilai – nilai Pancasila dalam 
ritual keagamaan acara haul akbar guru Sekumpul ke 15 di Martapura 
Kabupaten Banjar.  Hasil pengamatan dan wawancara menemukan 
beberapa aktualisasi nilai – nilai Pancasila dalam pelaksanaan acara 
Haul akbar tersebut, diantaranya: 

1.	 Nilai Religiutas
Nilai religi merupakan nilai yang memiliki makna yang paling tinggi 

di dalam Pancasila. Dalam pelaksanaan acara haul ini jelas merupakan 
salah satu wujud aktualisasi nilai – nilai Pancasila yakni sila Pertama 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Haul dalam tradisi masyarakat Indonesia, 
merupakan momentum untuk mengenang seorang tokoh, terutama 
para ulama yang telah wafat atau meninggal dunia, serta bertujuan 
untuk mengenang jasa orang yang sudah tiada tersebut. 

Dalam sebuah kajian haul merupakan salah satu upaya  mengingat 
kematian. Selama tidak disertai dengan kemusyrikan maka hukumnya 
boleh. Hadis riwayat al-Waqidi dalam Nahj al-Balaghah menyebutkan 
Rasulullah SAW suatu ketika berziarah ke makam syuhada Uhud. Haul 
juga bentuk dari ziarah kubur yang dianjurkan. Intinya adalah mengingat 
kematian. Semakin mengingat kematian, semakin membuat seseorang 
maksimal berbuat kebaikan. Oleh sebabnya, kebaikan tersebut akan 
menjadi bekal bagi hidup di akhirat nanti.(Eva, 2021). 

2.	 Nilai Gotong Royong
Dalam proses pelaksanaan acara Haul ini, melibatkan dan 

memakan waktu persiapan yang sangat panjang. Waktu persiapan untuk 
pelaksanaan acara Haul ini dilakukan biasanya enam bulan sebelum 
acara pelaksanaan haul. Dalam waktu seminggu sekali sebelum waktu 
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pelaksanaan haul secara rutin dilaksanakan rapat pelaksanaan acara. 
Rapat dilaksanakan perkelurahan atau perdesa dengan koordinasi oleh 
pemerintah daerah.  Dalam rapat persiapan tersebut membahas rencana 
pelaksanaan haul dari masalah konsumsi, tempat parkir, hingga simulasi 
arus jalan ketika proses pelaksanaan haul. 

Ketika pelaksanaan haul dilaksanakan masing-masing warga yang 
tinggal disekitar Martapura bergotong royong untuk membantu para 
jamaah yang hadir jumlah adanya jutaan manusia yang membanjiri  
acara haul tersebut. Mereka secara sukarela ikut berpartisipasi atau 
bergotong royong membantu acara haul, ada yang bertugas sebagai 
pengatur jalan, ada yang bertugas untuk menjaga parkir, mengarahaan 
arus jamaah haul, dan ada yang bertugas di dapur umum  untuk 
menyiapkan makanan untuk para jamaah yang hadir. 

Perlu diketahui bahwa yang mereka lakukan semua itu ialah 
merupakan wujud kesukarelaan mereka untuk terlibat langsung 
bergotong royong untuk mensuksekan dan memperlancar acara haul 
guru sekumpul. Selain itu perilaku ini mereka lakukan karena semata-
mata mereka mencintai akan sosok guru Sekumpul sendiri. 

Gotong royong merupakan citra dari masyarakat Indonesia yang 
merupakan salah satu bagian ini dari nilai Pancasila. Gotong Royong 
ialah nilai yang menjadi latar belakang dari segala aktualisasi tolong 
menolong masyarakat Indonesia (Koentjarningrat, 2001). Bergotong 
royong artinya secara Bersama-sama mengerjakan sesuatu tanpa pamrih 
(bayaran) untuk bermanfaat bagi kepentingan khalyak umum. 

3.	 Toleransi
Dalam acara pelaksanaan Haul ini, yang menjadi sukarelawan 

tidak hanya mereka yang beragama Islam saja melainkan juga terdapat 
relawan yang berasal dari non- muslim. Ini merupakan salah satu bukti 
bahwa nilai – nilai toleransi antar umat beragama dalam acara ritual 
keagaman haul guru sekumpul ada dan terjalin dengan baik. Setiap 
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orang saling menghormati satu sama lain, dalam hal menjalankan 
perintah agamanya masing-masing. Namun dalam acara pelaknsaaan 
haul itu ada orang – orang yang non muslim ikut terlibat dalam acara 
pelaksanaan haul ini. 

Ada beberapa motif atau alasan orang – orang non muslim ikut 
terlibat menjadi relawan dalam acara pelaksanaan haul ini, diantaranya 
bahwa mereka ikut menjadi sukarelawan untuk acara haul ini 
dikarenakan diajak oleh teman satu organisasi, bisa diajak teman satu 
kampus, atau satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) atau juga karena 
saya tergabung dalam tim emergency di sekitar Kota Martapura sehingga 
dengan hal itu saya juga secara sukarela menjadi relawan. Ada juga 
yang beralasan bahwa karena tertartik untuk melihat secara langsung 
kegiatan haul tersebut karena banyak orang yang datang bahkan jutaan 
manusia ada yang berjalan kaki, naik sepada dan lain-lain sehingga itu 
yang membuat mereka tertarik untuk menjadi relawan.

Selain itu juga karena alasan dari dalam diri misalnya dalam 
suasana perasaan yang baik dan mendapatkan ketenangan ketika bisa 
membantu dan melihat senyum masyarakat. Selain itu Berempati 
kepada orang-orang yang ada dalam angkot dan bis serta diantaranya 
ada orang lansia. 

Jika dilihat dari motif toleransi warga non muslim ikut berpartispasi 
menjadi relawan kita bisa memberikan kesimpulan bahwa motif mereka 
ikut menjadi relawan dikarenakan beberapa faktor diantaranya, Daya 
Tarik, Atribusi terhadap jamaah, ada modelling, Mood (suasana hati) 
dan empati. (Rahmadani, 2021). 

4.	 Kesimpulan
Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Ritual Keagamaan sebagai wujud 

penguatan semangat kebangsaan pada acara Haul Guru Sekumpul 
ke 15 di Martapura Kabupaten Banjar terlihat dengan jelas bahwa 
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nilai aktualisasi Pancasila yang teraktualisasikan sebagai komponen 
utamanya yakni nilai religiutas, terlihat dalam pelaksanaan acara haul 
ini jelas merupakan salah satu wujud aktualisasi nilai – nilai Pancasila 
yakni sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Haul dalam tradisi 
masyarakat Indonesia, merupakan momentum untuk mengenang 
seorang tokoh, terutama para ulama yang telah wafat atau meninggal 
dunia, serta bertujuan untuk mengenang jasa orang yang sudah. Nilai 
gotong royong, terlihat dengan bergotong royong membantu acara haul, 
ada yang bertugas sebagai pengatur jalan, ada yang bertugas untuk 
menjaga parkir, mengarahaan arus jamaah haul, dan ada yang bertugas 
di dapur umum  untuk menyiapkan makanan untuk para jamaah 
yang hadir. Nilai toleransi, adanya orang non muslim yang ikut serta 
menjadi relawan dalam acara haul tersebut dengan berbagai motivasi di 
antaranya adanya daya Tarik, Atribusi terhadap jamaah, ada modelling, 
Mood (suasana hati) dan empati.
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ABSTRAK
Kearifan lokal Baiman, Bauntung dan Batuah sebagai akar moral 

suku Banjar mengandung muatan nilai-nilai yang sejalan, sesuai dan 
sinegis dengan nilai-nilai Pancasila. Kandungan muatan Baiman berisi 
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Batuah memuat nilai kemanusia 
berbasis manfaat, tidak merugikan, halal, berkah dan rahmat untuk 
kesuksesan manusia di dunia dan akhirat. Batuah mengandung nilai 
kualitas keberhargaan, kehormatan dan kemuliaan manusia atas 
jasa, prestasi, pencerahan, kesejahteraan, berkah dan rahmat kepada 
manusia dan lingkungannya. Baiman, Bauntung dan Batuah dengan 
sinergitas agama dan Pancasila di dalam kandungan nilai-nilainya dapat 
memperkuat Nasionalisme Religius, yakni memperkuat nasionalisme 
dengan tetap menjadikan agama sebagai dasar, untuk meletakkan sila 
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Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, untuk seluruh 
agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Kata Kunci; Kearifan lokal, Baiman, Bauntung, Batuah, 
Nasionalisme, Religius

A.	 Pendahuluan
Kearifan lokal menurut pengertian kebahasaan, berarti kearifan 

setempat (local wisdom) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 
lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam 
dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi 
(Kartawinata, 2011), kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan 
setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan setempat 
(local genius), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (cultural 
identity). 

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal yang berbasis dan berakar 
pada nilai-nilai dalam suatu suku bangsa, maka akar moral yang sejalan, 
sesuai, dan sinergis dengan nilai-nilai agama dan Pancasila layak 
dieksplorasi. Dalam khasanah kearifan lokal suku Banjar di Kalimantan 
Selatan khususnya, terdapat salah satunya sebagai akar moral suku 
Banjar adalah istilah “Baiman, Bauntung, Batuah”

Istilah baiman, bauntung dan batuah merupakan gambaran tentang 
konsepsi manusia (Sarbaini, 2013, Sarbaini, 2014), konsepsi dan praktik 
pendidikan terhadap anak (Sarbaini, 2015, Sarbaini, 2016) sebagai khasanah 
nilai-nilai luhur masyarakat suku Banjar yang merupakan manifestasi 
pengetahuan yang dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola dan di-
wariskan oleh leluhur masyarakat suku Banjar kepada keturunannya.

Artikel ini memaparkan studi terhadap kearifan lokal “Baiman, 
Bauntung, dan Batuah sebagai akar moral suku Banjar, yang mengandung 
muatan kesesuaian dan sinergitas antara nilai-nilai agama, khususnya 
agama Islam dengan Pancasila.
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B.	 Pembahasan

1.	 Kearifan Lokal
Konsep mengenai kearifan lokal menjadi tema yang kerap kali 

disinggung sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang timbul dari 
proses pembangunan, modernisasi, maupun globalisasi yang datang 
“dari luar”. Khazanah lokal dan tradisional kembali dilirik dan dianggap 
sebagai obat mujarab untuk  berbagai persoalan tersebut, dan diyakini 
mampu memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Pada sisi lainnya, seperti apa yang dinyatakan oleh Lim Tech 
Ghee dan Alberto G.Gomes tentang keragaman budaya di kawasan 
Asia Tenggara, dan jauh sebelum itu, J.P.B de Josselin de Jong, juga 
mengemukakan bahwa kawasan ini menarik untuk kajian kebudayaan, 
melalui pidato pengukuhan guru besarnya berjudul “De Maleische 
Archipel als Ethnologisch Studievled”, Kepulauan Indonesia sebagai 
Lapangan Penelitian Etnologi (P.Mitang, 1971, dikutip Kartawinata, 2011). 
Pernyataan de Jong demikian, mendorong kita untuk lebih mengkaji 
kearifan lokal masyarakat Indonesia, sehingga mampu mengangkat 
dan manghasilkan temuan konsep-konsep, jika tidak teori-teori 
berbasis pemikiran peneliti pribumi atau orang maupun suku di mana 
kebudayaan dari kearifan lokal tersebut berakar.

Kearifan lokal atau “local genius” merupakan istilah yang 
diperkenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi, 1986:30) yaitu, “the sum of 
the cultural characteristics which the vast majority of a people have in 
common as a result of their experiences in early life”. Selain itu, local 
genius menurut Wales yaitu “kemampuan kebudayaan setempat dalam 
menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan 
itu berhubungan” (Rosidi, 2011:29). Karena itu dapat dikatakan bahwa 
kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu 
dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam 
menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung 
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nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter 
bangsa  (Yunus, 2014: 37).

Kearifan lokal secara substansial merupakan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat, baik secara eksplisit maupun implisit 
diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku dalam 
kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kearifan lokal memiliki nilai-nilai 
yang mampu memengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, 
cara-cara, dan tujuan-tujuan tindakan secara berkelanjutan; mengikat 
setiap individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu; memberi 
arah dan intensitas emosional serta mengarahkan tingkah laku individu 
dalam situasi sehari-hari.

Menurut Tezzi, Marchettini, dan Rosini (2012) bahwa akhir dari 
sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. 
Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam 
nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang 
melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin 
dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung 
lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-
nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu 
menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan 
menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap 
dan perilaku mereka sehari-hari (Nurma Ali Ridwan, 2007).

Proses sendimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, 
dari satu generasi ke generasi berikut. Teezzi, Marchettini, dan Rosini 
(2012) mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat 
merupakan hasil dari proses trial and error dari berbagai macam 
pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun 
intuitif. Oleh karena itu, kearifan lokal lebih menggambarkan satu 
fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas, suku 
ataupun masyarakat lokal. Dalam hal ini, kearifan lokal memiliki ciri 
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(Suratno, 2010); berdasarkan pengalaman; 2) teruji setelah digunakan 
berabad-abad; 3) dapat diadaptasikan dengan kultur kini; 4) padu 
dengan praktik keseharian masyarakat dan lembaga; 5) lazim dilakukan 
oleh individu maupun masyarakat; 6) bersifat dinamis; dan 7) sangat 
terkait dengan sistem kepercayaan.

Pengungkapan kearifan lokal tidak hanya menunjukkan ketahanan 
kita dalam hal kebudayaan, tetapi juga keberlanjutan kebudayaan, 
dalam arti jangan sampai nilai-nilai budaya lokal tergerus oleh nilai 
budaya asing. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal 
merupakan konsepsi eksplisit dan implisit yang khas milik seseorang, 
suatu kelompok atau masyarakat (Kartawinata, 2011), yang mampu 
memengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan 
tujuan-tujuan tindakan secara berkelanjutan; mengikat setiap individu 
untuk melakukan suatu tindakan tertentu; memberi arah dan intensitas 
emosional serta mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi 
sehari-hari.

Khusus kearifan lokal, untuk daerah yang penduduknya, atau 
suku bangsanya mayoritas Islam, ternyata terdapat beragam bentuk 
konsep filosofis sebagai manifestasi akulturasi nilai lokal dan ajaran 
Islam. Akulturasi ini merupakan produk kecerdasan leluhur suku 
bangsa tersebut dalam menerima agama Islam (iman, ilmu, amal) 
mengadopsinya menjadi produk budaya (peradaban) dalam bentuk 
pola pikir, pola perilaku dan pola material. Salah satu produk budaya, 
(peradaban) dari suku Banjar dalam ditemukan pada pola pikir berupa 
gagasan atau konsep filosofis sebagai sistem keyakinan atau basis dalam 
menempuh kehidupan, etos atau watak adalah suatu doa yang diberikan 
oleh kakek, nenek atau orang tua kepada cucu ataupun anaknya adalah 
“Mudahan cu ai atau nak ai, ikam menjadi manusia nang baiman, 
bauntung dan batuah” (Semoga cucu atau anak, kamu menjadi manusia 
yang beriman, bermanfaat, dan mulia).
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2.	 Baiman, Bauntung dan Batuah sebagai akar moral 
suku Banjar
a.	 Baiman
Baiman maknanya adalah orang yang beriman. Orang beriman 

berarti harus, paling tidak mengetahui rukun iman dan dasar-dasar 
ketauhidan. Iman menjadi fondasi bagi kehidupan orang Banjar.  Untuk 
menjadi orang yang beriman, maka setiap orang tua mendidik anak-
anaknya agar belajar membaca Al Qur’an, belajar bacaan sholat, belajar 
sholat, belajar membaca syair Maulud Habsyi atau Maulud Barzanji, 
dan belajar Sifat 20. Jika tidak diajari oleh orangtuanya, maka orang 
tua memasukkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren, sekolah 
diniyah (waktu sore setelah sekolah di SD), dan TPA, maupun belajar 
dengan Guru Mengaji di rumah dan di langgar. Di rumah urang (orang) 
Banjar bahari (zaman dulu)) selalu terdapat Kitab Parukunan, Kitab 
Surah Yasin, dan Al Quran, hiasan kaligrafi Allah dan Muhammad, ayat 
Kursi, dan wafak-wafak.

Makna istilah baiman ternyata beragam pengungkapannya. Namun 
jika ditelusuri secara substantif terdapat esensi yang sama terhadap 
makna baiman, dengan indikator bermacam-macam pola (Sarbaini, 
2013; Sarbaini, 2014; Sarbaini, 2015; Sarbaini, 2016), namun dapat disusun 
secara tentatif konsepsi dari istilah Baiman (Sarbaini, 2014: Sarbaini, 
2015), yaitu: 1) Baiman adalah hidup beriman dan bertaqwa dalam 
perilaku, yakni percaya dan yakin kepada Allah, Maha Kuasa dari segala-
galanya, percaya kepada Rasul, memegang dengan kuat iman sebagai 
pegangan hidup, segala pekerjaan dan perilaku percaya kepada, diawasi, 
dan mendapat balasan dari Allah;  2) Sebagai bukti hidup beriman, 
maka orang hendaknya taat mematuhi ketentuan agama, beribadah 
sesuai rukun iman dan rukun Islam berdasarkan iman yang kuat sebagai 
pegangan hidup, menjalankan sholat, mematuhi orang tua, agar hidup 
beruntung, dan hanya berani karena Allah. Dengan fondasi baiman, 
diharapkan dalam kehidupan segala sesuatu diniati karena Allah, dan 
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dimulai dengan Bismillah, agar menjadi manusia yang bauntung, dan  
kandungan nilai-nilai baiman adalah beriman dan taat kepada Allah 
dan Rasulullah, dan patuh kepada orang tua. Baiman adalah cerminan 
akar yang kuat menembus bumi.

b.	 Bauntung
Bauntung maknanya adalah bermanfaat atau berguna, bukan hanya 

sekadar untung saja. Untung dalam bahasa Banjar berarti bernasib baik, 
karena iman yang diyakini. Dengan berbasis pada iman, dan dibekali 
ilmu keagamaan, maka insyaallah kehidupannya akan membawa 
manfaat dan berguna, bahkan berkah dan rahmat dilimpahkan Allah 
kepada dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Jika asas 
manfaat dan berguna ini dengan landasan iman dan digunakan menurut 
proses keilmuan, maka kehidupannya insyaallah akan bernasib baik. 
Jadi nasib baik, bukan karena keberuntungan semata, tetapi ada koridor 
keimanan yang menjadi basis dari proses keilmuan untuk pemanfaatan 
dirinya yang membawa berkah dan rahmat. 

Secara tentatif konsepsi dari istilah bauntung (Sarbaini, 2014: 
Sarbaini, 2015), yakni: 1) hidup yang bernasib baik, selalu berezeki, tidak 
rugi dalam berusaha dan berdagang, dan bekerja secara halal, cepat, 
lancar, dengan hasil yang bagus dan baik, berusaha mencari berkah, 
selamat dari marabahaya, diberi kemudahan, bermanfaat dan bernilai 
positif, untuk kebaikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, sehingga 
sukses di dunia dan di akhirat; 2) Untuk mencapai hidup beruntung, 
maka orang hidup harus berdasarkan iman, memandang bahwa harta 
bukan ukuran segala-galanya, beruntung itu penting, tidak hanya kaya, 
orang beruntung disukai orang banyak dan orang pintar kalah dengan 
orang beruntung. Di samping itu tidak lupa meminta doa dengan orang 
tua dan alim ulama, agar hidup beruntung, juga membahagiakan, 
membanggakan, dan tidak mengecewaan orang tua; 3) kandungan 
nilai-nilai bauntung adalah berusaha tidak rugi dalam berusaha dan 
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berdagang; bekerja dengan niat mencari berkah; berlandasan kehalalan, 
dengan proses memudahkan, cepat, dan lancar; hasil yang bagus, baik, 
bermanfaat, dan bernilai positif; untuk kebaikan diri sendiri, orang 
lain dan masyarakat; menuju sukses di dunia dan di akhirat. Bauntung 
berakar pada Baiman, manifestasi dari pohon yang besar, cabang, 
ranting, dan daunnya yang rimbun sebagai tempat berteduh, kondisi 
yang supporting untuk berkreasi, berinovasi, dan produktif.

c.	 Batuah
Batuah maknanya adalah menjadi manusia yang mempunyai harkat 

dan martabat yang terhormat, tinggi, mulia, bahkan dalam taraf tertentu 
bisa menjadi karamah. Namun secara awam manusia yang diharapkan 
paling tidak memiliki martabat yang terhormat, baik di dunia maupun 
di akhirat. Tahap ketiga ini memadukan antara kebermanfaatan 
manusia dalam konteks amaliah dunia dan amaliah akhirat, berbasis 
iman yang kuat, dan keilmuan yang mumpuni. Jika dapat disodorkan 
sosok yang demikian, dan dapat dijadikan referensi untuk sosok Urang 
Banua (orang di wilayah Kalimantan Selatan), khususnya untuk suku 
Banjar adalah Muhammad Arsyad al Banjari yang diberi gelar Datu 
Kalampayan, atau sosok lainnya Guru H. Zaini (Guru Sekumpul)  (Ersis 
W Abbas, Sutarto Hadi, Ismi  Rajiani, 2018).

Secara tentatif konsepsi dari istilah batuah (Sarbaini, 2014: Sarbaini, 
2015), adalah: 1) Hidup yang mempunyai kelebihan berupa bakat, 
keistimewaan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki orang lain 
yang berbasis iman dan ilmu, sehingga menjadi sosok berprestasi, atau 
membuat orang lain berprestasi ; berjasa, maupun membuat orang lain 
berjasa; membuat bangga dirinya dan orang lain, sehingga dipandang 
sebagai “sosok pencerah” yang memberi “berkah” bagi orang lain. Pada 
gilirannya orang tersebut disukai, dihormati, dibanggakan, bahkan 
dicintai, disayangi, dan dimuliakan orang, sehingga menjadi contoh 
yang baik, patut ditiru kelakuannya, terhormat hidupnya di masyarakat, 
memiliki harkat dan martabat terhormat dan tinggi, karena memiliki 
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dan menghias diri dengan akhlak mulia. 2) Untuk mencapai hidup 
batuah, orang harus memiliki kelebihan dalam bakat, keistimewaan, 
atau keahlian khusus, mendasarkan hidup pada iman dan ilmu, suka 
menolong, menjadi berkah bagi orang lain, contoh perilaku yang baik 
dan patut ditiru, terhormat hidupnya, memiliki harkat dan martabat, 
menghias diri dengan akhlak mulia. 3) Kandungan nilai-nilai dari batuah 
adalah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain (keunggulan 
kompetitif), mempelajari kelebihan manusia berupa karamah, kelebihan 
ulama, maunah, kelebihan rasul, mukjijat, berorientasi pada iman, suka 
menolong demi untuk merubah kualitas hidup, dan meningkatkan 
kesejahteraan, menjadi berkah bagi orang lain, teladan dalam perilaku, 
terhormat dalam harkat dan martabat, menghias diri dengan akhlak 
mulia, untuk memiliki dunia dan akhirat.

3.	 Sinergitas antara Agama dan Pancasila dalam 
Konsepsi Baiman, Bauntung dan Batuah
Sinergitas antara Agama dan Pancasila dalam Konsepsi Baiman, 

Bauntung dan Batuah dapat diidentifikasi dan dielaborasi dari nilai-
nilai yang dikandungnya, yaitu:

1.	 Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

a.	 Baiman kepada Allah dan Rasulullah. Untuk beriman, maka 
“urang” Banjar belajar rukun iman dan dasar-dasar ketauhidan 
sebagai fondasi bagi kehidupannya. Dimulai dengan belajar 
membaca Al Qur’an, belajar bacaan sholat, belajar sholat, 
belajar membaca syair Maulud Habsyi atau Maulud Barzanji, 
dan belajar Sifat 20. Untuk beriman dan taat kepada Allah dan 
Rasulullah, “urang” Banjar mengajari anak-anaknya di rumah, 
memasukkan ke pondok-pondok pesantren, sekolah diniyah 
(waktu sore setelah sekolah di SD), dan TPA, maupun belajar 
dengan Guru Mengaji di rumah, di langgar (surau), atau di 
masjid. Di rumah urang (orang) Banjar bahari (zaman dulu)) 
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selalu terdapat Kitab Parukunan, Kitab Surah Yasin, dan Al 
Quran, hiasan kaligrafi Allah dan Muhammad, ayat Kursi, dan 
wafak-wafak.

b.	 Percaya dan yakin kepada Allah, Maha Kuasa dari segala-
galanya, percaya kepada Rasul, memegang dengan kuat iman 
sebagai pegangan hidup, segala pekerjaan dan perilaku percaya 
kepada, diawasi, dan mendapat balasan dari Allah;  

c.	 Taat mematuhi ketentuan agama, beribadah sesuai rukun iman 
dan rukun Islam berdasarkan iman yang kuat, menjalankan 
sholat, dan hanya berani karena Allah. 

d.	 Dengan fondasi baiman, diharapkan dalam kehidupan segala 
sesuatu diniati karena Allah, dan dimulai dengan Bismillah, 

e.	 Patuh kepada orang tua, sebagai wujud ketaatan kepada 
Allah, bahwa ridho orang tua kepada anaknya adalah juga dari 
ridho Allah. Di sini nilai-nilai ketaatan terhadap Allah, juga 
dimanifestasikan dalam bentuk taatnya anak kepada orang 
tua.

f.	 Baiman adalah cerminan akar yang kuat menembus bumi.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi “urang” Banjar mempunyai 
makna bahwa segala aspek kehidupan harus dipercayai dan diyakini 
sebagai bagian dari ketaatan terhadap Allah. Sehingga segala pekerjaan 
dan perilaku selalu dalam pengawasan dan mendapat balasan dari 
Allah. Oleh karena itu “urang” Banjar dalam memulai segala pekerjaan 
dimulai dengan Bismillah. Hal yang unik dari “urang” Banjar adalah 
mengkategorikan patuh kepada orang tua adalah bagian dari manifestasi 
ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2.	 Nilai-nilai Kemanusiaan, Persatuan, dan Musyawarah

a.	 Bauntung adalah kebermanfaatan atau kebergunaan sebagai 
manusia yang didasari iman, dan dibekali ilmu keagamaan, 
akan membawa berkah dan rahmat dilimpahkan Allah kepada 
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dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Nilai 
kemanusiaan bagi “urang” Banjar adalah bersumber pada nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni iman, diwujudkan dalam 
perilakunya berdasarkan ilmu keagamaan sebagai manusia 
yang bermanfaat dan berguna.

b.	 Berupaya tidak rugi dalam berdagang, “urang” Banjar pada 
zaman dulu umumnya pedagang. Tidak rugi ini, bukan hanya 
dalam perspektif ekonomi, tetapi juga dalam perspektif 
keagamaan, yakni manifestasi keimanan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa.

c.	 Bekerja dengan niat mencari berkah; berlandasan kehalalan, 
dengan proses memudahkan, cepat, dan lancar; hasil yang 
bagus, baik, bermanfaat, dan bernilai positif; untuk kebaikan 
diri sendiri, orang lain dan masyarakat; menuju sukses di 
dunia dan di akhirat. Dalam bekerja, “urang” Banjar, tidak 
meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan, karena berkaitan halal 
dan berkah. Bauntung berakar pada baiman, 

d.	 Manifestasi dari pohon yang besar, cabang, ranting, dan 
daunnya yang rimbun sebagai tempat berteduh, kondisi yang 
supporting untuk berkreasi, berinovasi, dan produktif untuk 
kepentingan pribadi, sosial dan lingkungannya. 

Nilai Kemanusiaan bagi “urang” Banjar berbasis pada “berkah” 
dan “halal”, bermanfaat dan tidak merugikan, dalam koridor dan wujud 
manifestasi dari iman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan 
kemanusiaan yang demikian akan membawa berkah dan rahmat, 
kepada diri pribadi, orang lain, masyarakat dan lingkungan, menuju 
kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Bauntung memberikan 
sinergitas bagi nilai kemanusiaan dalam mendukung manusia untuk 
berkreasi, berinovasi, dan produktif untuk kepentingan pribadi, sosial 
dan lingkungan berbasis pada iman, dengan orientasi pada nilai 
bermanfaat, halal, berkah, rahmat dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
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Bauntung dalam perspektif nasionalisme adalah nasionalisme 
religious. Karena membangkitkan perasaan kebersatuan atas dasar ajaran 
agama, namun tetapi dalam koridor membawa berkah dan rahmat bagi 
pribadi, sosial dan lingkungannya, guna menuju kesuksesan di dunia 
dan akhirat. “urang” Banjar bersifat terbuka dalam terhadap siapapun, 
dan apapun, asal tidak merugikan, bermanfaat, dan halal, karena yang 
diharapkan dari berhubungan, berinteraksi dengan siapapun adalah 
“berkah” yang pada gilirannya adalah ekspektasi yang diharapkan adalah 
“rahmat”. Konsepsi ini tidak bertentangan  konsepsi nasionalisme yang 
bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan 
adil dan beradab yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
akan menghasilkan kemanusiaan yang membawa berkah dan rahmat, 
dan hal tersebut akan menumbuhkan dan memperkuat persatuan dan  
kesatuan.

Untuk melaksanakan nilai kemanusiaan berdasarkan manfaat, 
halal dan berkah, maka di dalam kehidupan sehari-hari “urang” Banjar 
dilakukan “musyawarah” dalam berbagai bentuk aplikasinya sesuai 
dengan aspek kehidupan di masyarakat, namun lebih dikenal dengan 
istilah umum “bamusyawarah” (bermusyawarah), ‘badamai’, (jika 
terjadi konflik), “baparbaik” (jika terjadi perkelahian). Melakukan 
musyawarah, juga selalu dalam kontek bermanfaat, halal, dan berkah. 
Hasil musyawarah diharapkan membawa berkah dan rahmat kepada 
yang melaksanakannya.

3.	 Nilai Keadilan Sosial

a.	 Batuah adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat 
yang terhormat, tinggi, atau mulia.

b.	 Memadukan antara kebermanfaatan manusia dalam konteks 
amaliah dunia dan amaliah akhirat, berbasis iman yang kuat, 
dan keilmuan yang mumpuni. 

c.	 Mempunyai kelebihan berupa bakat, keistimewaan atau 
keahlian khusus yang tidak dimiliki orang lain yang berbasis 
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iman dan ilmu, sehingga menjadi sosok berprestasi, atau 
membuat orang lain berprestasi; berjasa, maupun membuat 
orang lain berjasa; membuat bangga dirinya dan orang lain, 
sehingga dipandang sebagai “sosok pencerah” yang memberi 
“berkah” bagi orang lain. 

d.	 Orang yang disukai, dihormati, dibanggakan, bahkan dicintai, 
disayangi, dan dimuliakan orang, sehingga menjadi contoh 
yang baik, patut ditiru kelakuannya, terhormat hidupnya di 
masyarakat, memiliki harkat dan martabat terhormat dan 
tinggi, karena memiliki dan menghias diri dengan akhlak 
mulia. 

e.	 mempelajari kelebihan manusia berupa karamah, kelebihan 
ulama, maunah, kelebihan rasul, mukjijat, berorientasi pada 
iman, suka menolong demi untuk merubah kualitas hidup, 
dan meningkatkan kesejahteraan, menjadi berkah bagi orang 
lain, teladan dalam perilaku, terhormat dalam harkat dan 
martabat, menghias diri dengan akhlak mulia, untuk memiliki 
dunia dan akhirat.

Batuah adalah eksistensi wujud tertinggi aktualisasi nilai, sikap 
dan perilaku setelah baiman dan bauntung. Batuah merupakan 
kualitas pribadi seseorang dalam masyarakat yang telah memberikan 
“buah” terbaik dari baiman dan bauntung, terhadap masyarakat dan 
lingkungannya. “Buah” terbaik itu adalah dalam konteks “berprestasi”,  
“berjasa”, “bangga”, “pencerah”, “pembawa berkah” (bagi dirinya, juga 
untuk orang lain, masyarakat, dan lingkungan). “Buah” yang diberikannya 
kepada orang lain, masyarakat dan lingkungannya, melahirkan rasa suka, 
hormat, bangga, cinta, sayang dan kemuliaan. Inilah konsep keadilan 
sosial dalam perspektif batuah. Tingkat kemuliaan dalam perspektif 
batuah adalah karamah dan maunah. sosok pribadi yang suka menolong 
orang lain, demi untuk merubah kualitas hidup, dan meningkatkan 
kesejahteraan, menjadi berkah bagi orang lain, teladan dalam perilaku, 
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terhormat dalam harkat dan martabat, menghias diri dengan akhlak 
mulia, untuk memiliki dunia dan akhirat. Referensi untuk sosok Urang 
Banua (orang di wilayah Kalimantan Selatan), khususnya untuk suku 
Banjar adalah Muhammad Arsyad al Banjari yang diberi gelar Datu 
Kalampayan, atau sosok lainnya Guru H. Zaini, Guru Sekumpul. ((Ersis 
W Abbas, Sutarto Hadi, Ismi  Rajiani, 2018)

Sinergitas Agama dan Pancasila dalam kearifan lokal “Baiman, 
Bauntung dan Batuah” dalam tabel 1. Sinergitas ini juga merupakan 
manifestasi dari hubungan isi, arti Pancasila yang Abstrak Umum, 
Universal, Umum Kolektif, dan Khusus Kongkrit (Kaelan, 1996). Isi 
arti Pancasila yang abstrak, umum universal merupakan hakikat dari 
Pancasila sebagai esensi, inti yang terdalam dari sila-sila Pancasila, yang 
bersifat tetap dan tidak berubah. Pancasila dalam pengertian Umum 
Kolektif memuat sifat-sifat yang bersifat mutlak maupun tidak mutlak 
dari segala sesuatu yang tercakup dalam lingkup kolektif. Isi Pancasila 
yang Umum Kolekif pada hakikatnya merupakan wujud pelaksanaan 
Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara kongkrit, yaitu yang 
diterapkan dalam lingkungan kehidupan yang nyata, berlaku secara 
umum dan kolektif, dalam batas-batas kolektif bangsa Indonesia. Isi 
arti Pancasila yang Khusus Kongkrit merupakan pelaksanaan Pancsila 
dasar filsafat negara yang diterapkan dalam kehidupan nyata, antara 
lain dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, organisasi, maupun 
semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan nasional.

Kearifan lokal “Baiman. Bauntung dan Batuah secara sinergitas 
memadukan antara Agama dan Pancasila, dan kearifan lokal dapat 
dijadikan sebagai sumber, dasar dan materi pelaksanaan Pancasila 
sebagai filsafat negara dalam konteks lokal di Kalimantan Selatan, yang 
mayoritas suku Banjar dalam berbagai aspek kehidupan, tentu dengan 
memperhatikan dimensi Kebhinekaan di dalam masyakakat.
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Gambar 1. Sinergitas Agama dan Pancasila dalam Kearifan Lokal 
Suku Banjar

SINERGITAS AGAMA DAN PANCASILA 
Dalam Baiman, Bauntung dan Batuah
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Kemanusiaan Kemanusiaan yang Adil 
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»» untuk dirinya, orang 

lain, lingkungan, 
bermanfaat, halal, 
musyawarah, 
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Kerakyatan Kerakyatan yang 
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Seluruh Indonesia

Batuah
prestasi, jasa, bangga, 
kehormatan, kemuliaan, 
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Personifikasi;
Pangeran Antasari,
Datu Kalampayan
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4.	 Kearifan Lokal  Baiman, Bauntung dan Batuah 
untuk Penguatan Nasionalisme 
Pembahasan secara mendalam terhadap sinergitas Agama dan 

Pancasila dalam kearifan lokal “Baiman, Bauntung dan Batuah, yang 
focus pada sila Persatuan, menunjukkan bahwa basis hubungan 
kemanusiaan adalah pada “berkah” dan “halal”, bermanfaat dan tidak 
merugikan, dalam koridor dan wujud manifestasi dari iman dan taat 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan kemanusiaan yang demikian 
akan membawa berkah dan rahmat, kepada diri pribadi, orang lain, 
masyarakat dan lingkungan, menuju kesuksesan baik di dunia maupun 
di akhirat. Bauntung memberikan sinergitas bagi nilai kemanusiaan 
dalam mendukung manusia untuk berkreasi, berinovasi, dan produktif 
untuk kepentingan pribadi, sosial dan lingkungan berbasis pada iman, 
dengan orientasi pada nilai bermanfaat, halal, berkah, rahmat dan 
kesuksesan di dunia dan akhirat.

Hubungan kemanusiaan akan tumbuh, berkembang, dan menguat, 
jika dilandasi dan berorientasi pada berkah dan halal, serta bermanfaat, 
untuk kemanusiaan itu sendiri maupun dalam arti yang luas menjadi 
berkah dan rahmat alam semesta dalam koridor ridho Allah. Bauntung 
dalam perspektif nasionalisme adalah nasionalisme religius. Karena 
membangkitkan perasaan kebersatuan atas dasar ajaran agama, namun 
tetapi dalam koridor membawa berkah dan rahmat bagi pribadi, sosial 
dan lingkungannya, guna menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. 
“urang” Banjar bersifat terbuka dalam terhadap siapapun, dan apapun, 
asal tidak merugikan, bermanfaat, dan halal, karena yang diharapkan 
dari berhubungan, berinteraksi dengan siapapun adalah “berkah” 
yang pada gilirannya adalah ekspektasi yang diharapkan adalah 
“rahmat”. Konsepsi ini tidak bertentangan  konsepsi nasionalisme yang 
bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan 
adil dan beradab yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
akan menghasilkan kemanusiaan yang membawa berkah dan rahmat, 
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dan hal tersebut akan menumbuhkan dan memperkuat persatuan dan  
kesatuan.

Di dalam masyarakat Indonesia, terdapat pandangan yang keliru 
dalam memahami hubungan dan interaksi agama dan nasionalisme, 
yakni adanya pandangan bahwa kedua aspek itu telah berjalanan 
beriringan, namun memiliki jalan masing-masing, berseberangan, 
tidak bisa disatukan dalam satu wadah yang utuh. Hal ini dikarenakan 
ketidaktahuan terhadap integrasi dan sinergitas antara agama dan 
nasionalisme. Sehingga muncul hubungan antara kaum agama dengan 
kaum nasional yang kurang harmonis, bahkan ingin mengganti 
nasionalisme Pancasila dengan ideologi lain.

Nasionalisme religius tidak menempatkan nasionalisme dan 
agama secara berseberangan, tetapi hendaknya saling  memperkuat, 
khususnya memperkuat nasionalisme. Nasionalitas dan religiositas 
keduanya memiliki titik temu yang saling memperkuat yang lain, 
keduanya mengasumsikan sikap terbuka, menerima dan menghormati 
keragaman (Komaruddin Hidayat, 2019). Dalam sejarah kemerdekaan, 
dari pengamatan empiris, bahwa agama, berperan sebagai kekuatan 
religious yang membentuk dan memperkuat nasionalisme dalam 
memperjuangkan kemerdekaan. Dari penelusuran terhadap nilai-nilai 
yang terkandung dalam keduanya, tidak satupun yang bertentangan 
dengan ajaran Islam. Bahkan Kuntowijoyo (1997) berpendapat bahwa 
Pancasila adalah obyektifikasi Islam. Meskipun dia juga mengingatkan 
bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Dalam konteks 
Indonesia, misalanya, seluruh sila yang ada dalam Pancasila ternyata 
senafas dengan berbagai ayat yang ada dalam al-Quran (Amin, 2012).

Di zaman sekarang ini, agama dengan semangat religious 
digunakan untuk memperkuat nasionalisme dari serangan idologi-
idelogi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlu ada 
penguatan paham nasionalisme yang religius untuk memperkuat semua 
dasar filosofis berbangsa menjadi Ideologis Indonesia, yaitu Pancasila. 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan218

Bangsa Indonesia harus menempatkan penghormatan kepada sistem 
nilai kebangsaan terhadap nilai-nilai religius itu sendiri. Sila pertama 
Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme yang ada 
sejalan dengan pikiran dasar keimanan kita. Sebagai bangsa yang 
memberikan penghormatan kepada nilai keagamaan. Nasionalisme 
tidak boleh berdiri sendiri. Harus senafas dengan nilai spritual 
keagamaan termasuk dengan nilai kemanusiaan. Sila Kemanusiaan yang 
adil dan beradab, dalam pelaksanaannya diperkuat dengan sumber dan 
basis norma keagamaan, yang membawa manfaat, berkah dan rahmat, 
untuk kesuksesan manusia di dunia maupun akhirat.

Menurut Madjid (2004: XV, dalam Agus Triyanto, 2016), nasionalisme 
Indonesia dengan dasar Pancasila adalah nasionalisme religius, yakni 
nasionalisme yang tetap menjadikan agama sebagai dasar, yaitu dengan 
meletakkan Ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama Pancasila. Agama 
yang dimaksud di sini bukanlah satu agama tertentu, melainkan seluruh 
agama yang diakui oleh negara. 

Nasionalisme religious (Surya Paloh, 2017), akan memperkuat semua 
dasar hantaran filosofis yang kemudian menjadi Ideologis Indonesia, 
yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia harus menempatkan penghormatan 
kepada sistem nilai kebangsaan terhadap nilai-nilai religius itu sendiri. 
Pemerintah, partai politik boleh berganti, tetapi negara tidak akan 
pernah berganti. Oleh agar kehidupan lebih kondusif. “Ketuhanan 
yang Maha Esa. Nasionalisme yang ada sejalan dengan pikiran dasar 
keimanan kita. Sebagai bangsa yang memberikan penghormatan 
kepada nilai keagamaan. Nasionalisme tidak boleh berdiri sendiri. 
Harus senafas dengan nilai spritual keagamaan termasuk dengan nilai 
humanity. Agama apapun menghantarkan penghormatan kepada nilai 
humanity yang universal bukan sektoral,

Kearifan lokal Baiman, Bauntung dan Batuah dalam kerangka 
memperkuat nasionalisme adalah dalam rangka memperkuat 
nasionalisme dengan tetap menjadikan agama sebagai dasar, untuk 
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meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama 
Pancasila, untuk seluruh agama dan kepercayaan yang diakui di 
Indonesia.

Kesimpulan
Kearifan lokal Baiman, Bauntung, dan Batuah sebagai akar moral 

“urang” Banjar mengandung muatan nilai-nilai agama yang sejalan, 
sesuai dan sinergis dengan nilai-nilai Pancasila. Sinergitas nilai-nilai 
agama dan Pancasila dalam konsepsi Baiman, Bauntung dan Batuah 
mengandung muatan nasionalisme religius, yang layak diperkokoh 
untuk memperkuat Nasionalisme Indonesia, dengan tetap menjadikan 
agama sebagai dasar, untuk meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
sebagai sila pertama Pancasila, untuk seluruh agama dan kepercayaan 
yang diakui di Indonesia.
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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Desa 

Pancasila sebagai perwujudan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam 
membina kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kepustakaan. Data penelitian dikumpulkan 
dengan metode dokumentasi. Sementara analisis isi dari literatur dan 
jurnal yang relevan yang dijadikan sumber data penelitian digunakan 
sebagai teknis analisis data. Hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa 
kerukunan antar umat beragama masih dijunjung tinggi di sejumlah 
wilayah di Indonesia, terlepas dari masih adanya peristiwa-peristiwa 
yang berpotensi membuat konflik antar agama. Kerukunan antar umat 
beragama dibuktikan dengan cara masyarakat yang masih bergotong 
royong, saling menghargai, saling menerima, dan menjunjung 
tinggi toleransi. Kemudian kerukunan umat beragama di Indonesia 
menimbulkan sebuah keunikan yang bernama Desa Pancasila. Desa ini 
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merupakan desa yang dihuni oleh beragamnya agama dan kepercayaan 
masyarakat setempat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. 
Secara khusus desa ini dibangun sebagai sarana menghadapi potensi 
konflik dan mendorong kemajuan potensi berbasis lokal. 

 Kata Kunci: Desa Pancasila, Aktualisasi, Nilai-Nilai Pancasila, 
Kerukunan, Umat Beragama 

A.	  Pendahuluan 
Indonesia dengan tingkat keberagaman yang kompleks telah dikenal 

sebagai masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural dapat 
dipahami sebagai perbedaan kebudayaan yang dimiliki sekelompok 
manusia yang hidup dan menetap dalam wilayah yang mempunyai 
kebudayaan, karakteristik yang khas, sehingga teridentifikasi sebagai 
pembeda antar masyarakat. (Rohmaniah, 2018). Dalam hal ini 
keragaman dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana lingkungan 
masyarakat yang ada memilki banyak perbedaan baik dalam ras, agama, 
suku, budaya, tingkatan sosial, ekonomi (Ayunda et al., 2022). Dengan 
wilayah yang luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas 
hingga pulau Rote, menahbiskan Indonesia sebagai negara yang kaya 
akan keragaman (Antara & Vairagya, 2018). 

Sejarah munculnya agama-agama di Indonesia salah satunya 
disebabkan oleh letak Indonesia yang strategis. Hal ini tidak 
mengherankan bila wilayah Indonesia menjadi basis terbentuknya 
jaringan pelayaran dan perdagangan yang pada akhrinya dari hal 
ini timbul interaksi antar bangsa sehingga menjadi jalur masuknya 
penyebaran agama-agama bagi penduduk nusantara (Abidin, 2016). 
Hubungan antara agama dan masyarakat telah memiliki pengaruh 
dalam membentuk sikap dan perilaku manusia termasuk dalam 
menjawab tantangan hidup, sehingga dapat dikatakan belum paripurna 
hidup manusia bila tanpa agama (Moko, 2017). Dengan agama, manusia 
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diberikan pedoman hidup di mana di dalamnya terdapat ajaran dan 
nilai-nilai laku hidup untuk diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia akibat 
adanya multikultural dalam ranah keagamaan dintaranya adanya 
kelompok garis keras agama yang mengganggu kegiatan ibadah dan 
penyerangan rumah peribadatan umat lain tanpa keterangan yang 
jelas bahkan menyerang kelompok yang dianggap berbeda dengan 
apa yang mereka yakini. Konflik tersebut menggambarkan adanya 
bentuk ketidakharmonisan toleransi antarumat beragama di Indonesia 
sehingga menjadikan tantangan multikultural di Indonesia semakin 
berat  (Indriyani, 2017). Dalam perkembangannya, kekerasan atas nama 
agama telah terjadi sejak dulu dan meningkat tajam pasca reformasi 
seiring menguatnya gerakan Islam radikal (Hamdi, 2014). Konflik yang 
terjadi di masyarakat seringkali dikaitkan dengan keagamaan, hal 
tersebut dilakukan untuk menarik pendukung dari pemeluk agama 
tersebut.  

Dalam praktiknya, hubungan antarumat beragama di Indonesia tidak 
luput dari masalah kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Hal 
ini diidentifikasi dari golongan minoritas yang inferior karena direnggut 
hak asasi dan eksistensinya (Alpizar, 2015). Adanya perbedaan dalam 
hal ajaran, perintah, dan larangan, serta berbagai aspek dalam setiap 
agama menjadikan pengikutnya saling berdebat untuk membuktikan 
mana yang paling benar dan terbukti nyata dalam kehidupan. Hal 
tersebut menimbulkan kesalahpahaman antarumat beragama akibat 
munculnya tindakan diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu 
yang berujung pada tindakan kekerasan. Dari sini membuat kelompok-
kelompok minoritas merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas 
agamanya karena tidak leluasa terlebih mendapatkan ancaman dari 
kelompok-kelompok mayoritas yang menganggap mereka adalah 
yang benar kelompok minoritas adalah salah (Rumagit, 2013). Harus 



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 225

diakui, keragaman di Indonesia menimbulkan dua sisi mata pedang. 
Di satu sisi memperkaya khasanah kehidupan akan tetapi di sisi lain 
menimbulkan potensi konflik. Pada titik inilah diperlukan inisiatif untuk 
mewujdukan perdamaian (Akhmadi, 2019). Berdasarkan pemaparan di 
atas terlihat mengenai kondisi umat beragama di Indonesia sangatlah 
memprihatinkan. Merespon hal ini dibutuhkan warga negara yang 
cerdas dan baik sehingga cita demokratisasi dan humanitas dapat hadir 
di tenga-tengah masyarakat. Untuk mewujdukan hal itu, pengamalan 
agama perlu diselaraskan dengan kondisi masyarakat yang beragam 
sehingga toleransi dan kerukunan agama dapat hadir dalam hidup 
masyarakat(Faqih, 2011; Pradipta et al., 2014) 

Menyikapi keberagaman agama perlulah menyelaraskan nilai-
nilai Pancasila terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa agar visi hidup 
masyarakat madani dapat terwujdukan (Pinilih, 2018). Konflik antar 
agama yang terjadi di Indonesia dapat berakibat pada terhambatnya 
eksistensi perkembangan Indonesia. Oleh karena itu, aktualisasi 
nilai-nilai Pancasila adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi demi 
terwujudnya kerukunan antar umat beragama.  

B.	  Acuan Teori 

1.	  Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 
Setiap negara tentu memiliki dasar dalam menjalankan 

pemerintahannya tak terkecuali negara Indonesia. Peran dari dasar 
negara sendiri sangatlah penting, salah satunya sebagai pemersatu 
bangsa. Pemersatu bangsa Indonesia yang beragam tersebut adalah 
Pancasila (Nurhayati & Ambari, 2020). Pancasila telah menjadi kompas 
bagi rakyat Indonesia agar tidak kehialngan arah dalam mengatasi 
permasalahan dalam kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan 
pedoman laku hidup manusia Indonesia yang dijadikan pandangan dan 
cita-cita bangsa (Nurjanah, 2017). Memiliki pandangan hidup menjadi 
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suatu keharusan untuk dimiliki manusia sebagai bekal hidupnya. 
Pandangan hidup merupakan hal natural yang diberikan oleh Tuhan 
kepada setiap manusia sebagai bekal dalam menentukan masa depannya 
(Nasution, 2015). Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa telah menjadi consensus politik sejak disepakatinya hal ini oleh 
para Founding Fathers meski dalam perjalanannya terjadi pasang surut 
dalam implementasinya di masyarakjat luas. Menyikapi hal demikian 
diperlukan ikhtiar dari masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga 
Pancasila agar tetap kokoh sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh 
karenanya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keharusan 
dengan profil Indonesia yang multikultur (Zabda, 2016). 

 Pancasila adalah alat pemersatu, dasar negara, dan sebagai 
pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, maka 
Pancasila memiliki nilai-nilai positif dalam setiap butirnya yang dapat 
dijunjung tinggi oleh masyarakat karena Pancasila digali dan disusun 
berdasarkan apa yang melekat pada budaya dan pandangan dari 
masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa disebut sebagai way of life, pegangan, pedoman, pandangan, 
dan petunjuk hidup. Pancasila memberikan petunjuk dan arahan 
dalam bertindak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di 
dalam Pancasila terkandung konsepsi mengenai dasar kehidupan 
yang dicita-citakan, dasar pemikiran dan gagasan mengenai wujud 
kehidupan (Rahma & Dewi, 2021; Sutono, 2015). Pancasila mengandung 
nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam berperlaku yang mana 
nilai dalam pancasila sekaligus sebagai cita-cita dari negara Indonesia. 
Nilai-nilai dalam Pancasila sudah sepatutnya diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sifat mengikat juga dimiliki 
Pancasila, hal ini bermakna bahwa siapa saja individu yang tinggal 
dan hidup di Indonesia harus merealisasikan visi Pancasila yakni 
terwujdunya kehidupan berbangsa yang dilandasi nilai ketuhanan 
Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan 
(Nurhikmah & Nugrahaningtyas 2021). 
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2.	  Kebhinekaan  
Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman yang luas, di 

mana hal tersebut telah berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola 
pikir setiap individu (Anwar, 2018). Keanekaragaman yang ada di negara 
Indonesia adalah aset yang bertransformasi menjadi kekuatan yang 
digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu (Winarni, 
2020). Keberagaman tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat 
demografi Indonesia sebagai negara kepulauan telah memunculkan 
identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Berawal dari keberagaman 
tersebut Indonesia termasuk dalam negara dengan multikultural 
terbesar di dunia (Wahyudi et al., 2020).  

Sebagai dampak dari keberagaman yang dimiliki, membuat negara 
Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang dimiliki bangsa 
Indonesia adalah kebhinekaan dalam segala aspek. Kebhinekaan 
merupakan sebuah fakta yang sudah ada sejak dahulu sehingga 
masyarakat Indonesia memahami bahwa bangsa Indonesia merupakan 
sebuah bangsa yang hidup beriringan dengan adanya keberagaman. 
Keberagaman sudah dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan yang harus 
diterima dan tidak bisa dilawan. Namun, kebhinekaan di Indonesia juga 
berpotensi menimbulkan suatu masalah bila pengelolaannya buruk. 
Permasalahan yang berakar dari kebhinekaan bisa muncul karena 
adanya perbedaan pola pikir antar individu maupun kelompok. Maka 
dari itu, kebhinekaan harus disikapi sebaik mungkin demi terciptanya 
kehidupan yang harmonis dalam bingkai kebhinekaan (Bambang, 2018). 

Pada dasarnya bhineka memiliki arti beragam atau keanekaragaman. 
Kebhinekaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah realita yang 
harus diterima. Kebhinekaan bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai 
modal sosial dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat guna 
membangun rasa toleransi dan memperkuat kerukunan antar golongan. 
Dalam hal ini, kebhinekaan telah menganugerahi pengalaman sosial 
bagi masyarakay agar tidak menjadikan perbedaan sebagai halangan 
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untuk dapat berlaku rukun (Arsyad, 2020). Disamping itu, kebhinekaan 
dijadikan acuan untuk saling memahami dan merangkul satu sama lain. 
Keragaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia merupakan 
bentuk kekayaan bangsa. Oleh karena itu, berbhineka merupakan 
sebuah realitas bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dijaga dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Tetapi tak bisa dipungkiri juga bahwa keberagaman yang ada di 
Indonesia dapat menjadi sebuah ancaman menuju perpecahan bangsa 
manakala permasalahan yang menyangkut perbedaan golongan menjadi 
sebuah permasalahan yang tak kunjung berakhir (Setyaningsih, 2021). 
Kebhinekaan bangsa Indonesia sudah seharusnya untuk dijaga  dengan 
baik oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari tergerusnya 
kebhinekaan sebagai kekayaan bangsa oleh budaya luar. Terlebih saat 
ini arus globalisasi yang masuk ke Indonesia berjalan begitu massif, 
sehingga berdampak pada akulturasi budaya yang tidak sepnhnya sesuai 
dengan identitas Indonesia (Abubakar, 2020). 

Memang pada dasarnya setiap golongan atau kelompok yang ada 
di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Tetapi kondisi ini tidak 
sewajarnya jika dijadikan alasan untuk saling menyerang satu sama lain, 
mengingat perbedaan sudah diakomodir dalam wadah kebhinekaan 
dalam bingkai negara kesatuan (Rahman et al., 2019). Berkaitan dengan 
hal tersebut, nilai-nilai kebhinekaan harus ditanamkan pada masyarakat 
Indonesia supaya diterapkan dalam kehidupan berbangsa maupun 
negara. Adapun nilai-nilai kebhinekaan yaitu meliputi demokrasi, 
solidaritas, keadilan, toleransi, persatuan, kerukunan, gotong royong, 
dan sebagainya. Nilai-nilai kebhinekaan tersebut dapat dijadikan 
masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari 
demi terciptanya persatuan dalam anak bangsa. Nilai-nilai kebhinekaan 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti bahwa meskipun 
pada kenyataannya masyarakat Indonesia memiliki perbedaan latar 
belakang namun tetap menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan 
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untuk mencapai satu kesatuan dalam menggapai tujuan hidup bersama 
(Safiudin, 2022). 

Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bagi masyarakat 
Indonesia yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika adalah pedoman 
untuk mewujdukan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan 
bangsa Indonesia membutuhkan alat yang dapat digunakan untuk 
mempersatukan keberagaman yang ada sehingga konflik atau gesekan 
yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang dapat dihindarkan. 
Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika diharapkan segala bentuk 
keragaman yang ada di Indonesia dapat disatukan menuju kesatuan 
yang utuh. Untuk itu, Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi 
kelangsungan hidup bangsa Indonesia (Rahman et al., 2019). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebhinekaan yang 
ada di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijaga 
eksistensinya agar terwujdunya persatuan di masyarakat. Sebagai warga 
negara yang cerdas dan baik saling menghargai dan menghormati 
perbedaan yang ada di tengah kehidupan masyarakat adalah kewajiban, 
sehingga berbagai macam konflik yang menimbulkan perpecahan bisa 
dihindarkan. Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu untuk memahami 
dan melaksanakan nilai-nilai kebhinekaan seperti yang tercermin 
dalam semboyan bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Melalui 
Bhinneka Tunggal Ika diharapkan masyarakat dapat hidup dengan 
rukun dan menjunjung toleransi supaya tercipta kehidupan masyarakat 
yang harmonis.  

C.	 Metodologi 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah salah satu metode dalam 
pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber daya 
pustaka untuk mendapatkan data peneltiian dengan memfokuskan 
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pada dokumendokumen yang relevan untuk kemudian dikaji, dicatat 
dan diolah sebagai data penelitian. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Kemudian analisis 
data menggunakan analisis isi dari dokuemn-dokumen yang relevan 
baik dari literatur maupu jurnal ilmiah. 

D.	 Hasil dan Pembahasan 

1.	 Potret Kerukunan Antar Umat Beragama “Hari Ini” 
Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang amat luas. 

Keragaman ini adalah hadiah dari Tuhan yang harus diterima dan tidak 
bisa dihindari. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan sebuah 
kekayaan dan menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Keberagaman 
masyarakat Indonesia tidak hanya sebatas keberagaman suku, budaya, 
bahasa dan ras melainkan juga agama. Adapun agama yang diakui di 
Indonesia hingga saat ini adalah Islam, Katholik, Protestan, Hindu, 
Buddha, dan Kong Huchu. Namun tak bisa dipungkiri juga bahwa 
keberagaman tersebut bisa berpotensi menimbulkan permasalahan yang 
berujung konflik jika tidak dikelola dengan baik. Adapun permasalahan 
yang berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia adalah perihal 
keagamaan. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama menjadi 
suatu hal yang penting sebab agama merupakan sistem acuan nilai yang 
menjadi dasar untuk bertindak bagi para pemeluknya (Nazmudin, 2018; 
Rusydi & Zolehah, 2018). 

Pada dasarnya kerukunan antar umat beragama diartikan sebagai 
kesediaan untuk menerima dan berdampingan secara damai. Lebih 
lanjut, setidaknya terdapat tiga unsur dalam kerukunan antar umat 
beragama yakni: (1) sikap saling menerima perbedaan keyakinan antar 
individu maupun kelompok, (2) memberikan kebebasan orang lain 
untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, dan (3) mampu untuk 
menerima adanya perbedaan keyakinan di lingkungan masyarakat 
hingga mampu untuk menikmati kenyamanan yang dirasakan oleh 
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orang lain saat mengamalkan ajaran yang diyakininya (Amiro, 2019). 
Kerukunan antar umat beragama harus diterapkan dalam lingkungan 
masyarakat, karena dengan adanya kerukunan maka akan tercipta 
kehidupan yang harmonis, nyaman, dan damai. 

Kerukunan antar umat beragama adalah pondasi dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kerukunan 
antar umat beragama direalisasikan dengan maksud untuk memenuhi 
hak-hak umat beragama supaya dapat berpartisipasi dan berkembang 
secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 
Kunci utama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama 
adalah dengan memiliki kesadaran bahwa keyakinan di setiap individu 
maupun kelompok tidak bisa dipaksakan (Rusydi & Zolehah, 2018). 
Bersikap saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia secara 
utuh terutama saat beribadah merupakan tujuan penting dari tindakan 
menjunjung martabat manusia dalam hal keagamaan (Arifianto & 
Stevanus, 2020).  

Potret kerukunan antar umat beragama akhir ini digambarkan oleh 
adanya bangunan gereja dan masjid yang letaknya berhadapan sehingga 
saat momen Ramadhan dan Paskah berlangsung secara berbarengan. 
Peristiwa ini terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Tempur, Kecamatan 
Keling, Kabupaten Jepara. Gereja ini bernama Gereja Injil Tanah Jawa 
Tempur dan masjidnya bernama Masjid Nurul Hikmah. Pada saat 
peringatan Paskah ada beberapa rangkaian acara yang digelar di gereja 
tersebut diantaranya adalah pelaksanaan Jumat Agung yang diyakini 
oleh umat Kristiani sebagai penanda wafatnya Yesus Kristus. Pendeta 
Gereja tersebut mengungkapkan bahwa kebaktian akan digelar pada 
Kamis, 14 April 2022 malam hari. Namun, kebaktian akan dilangsungkan 
setelah tarawih selesai karena sebagai bentuk penghormatan kepada 
umat muslim yang sedang beribadah di masjid saat bulan Ramadhan.  

Selanjutnya pada acara puncak yakni Jumat, 15 April 2020 akan 
dilaksanakan lebih awal karena bertepatan dengan ibadah sholat Jumat 
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oleh umat muslim. Dengan begitu keduanya akan dapat melaksanakan 
ibadah dengan khusyu’ tanpa mengganggu satu sama lain. Tak hanya itu, 
ketika umat muslim sedang tadarusan pun umat kristiani juga ikut serta 
untuk menyediakan camilan atau minuman bagi orang muslim. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa umat kristiani dan muslim di Desa 
Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara ini memiliki toleransi yang 
tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kerukunan antar umat beragama 
masih dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar melalui berbagai cara 
diantaranya gotong royong, saling menghargai, saling menerima, 
dan menjunjung tinggi toleransi. Tentunya hal ini akan menciptakan 
kenyamanan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat guna 
mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

2.	 Desa Pancasila sebagai Perwujudan Sinergi 
Pancasila dan Agama 
Desa Pancasila merupakan sebutan bagi desa yang menjadikan 

nilai-nilai relihius dan Pancasila sebagai basis pembangunan desa. 
Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara benar-benar direalisasikan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila yang telah digagas oleh 
para pendiri bangsa merupakan sebuah keniscayaan yang berperan  
sebagai dasar negara dan falsafah bagi Bangsa Indonesia. Pancasila 
disebut sebagai alat pemersatu bangsa karena Pancasila dijadikan 
pedoman bagi masyarakat Indonesia di tengah-tengah perbedaan yang 
ada (Alfariz, 2021). 

Desa Pancasila merupakan desa yang multikultural di mana  
masyarakat yang tinggal di wilayahnya menganut agama yang heterogen. 
Masyarakat dengan keberagaman agama dapat berinteraksi dengan 
baik dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, Desa Pancasila adalah 
desa yang secara khusus dibangun untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Program Desa Pancasila yang 
dicanangkan oleh pemerintah ini merupakan  sarana bagi masyarakat 
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desa untuk menghadapi berbagai ancaman nyata dan dijadikan sebagai 
upaya untuk mendorong kemajuan desa berbasis potensi lokal. Setiap 
masyarakat desa yang tinggal di Desa Pancasila sudah seharusnya untuk 
memiliki karakter Pancasila yang dicirikan antara lain: menghargai 
dan memelihara pluralisme, menghargai hak asasi manusia, menjaga 
persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyarawah demi kepentingan 
bersama dan bertekad untuk mewujudkan keadilan. Julukan Desa 
Pancasila dikatakan berhasil jika representasi dari nilai-nilai Pancasila 
berhasil diterapkan oleh setiap masyarakat desa (Khasanah et al., 2020). 
Lebih lanjut, Desa Pancasila merupakan tipe ideal yang di cita-citakan 
bersama oleh masyarakat Indonesia demi tercapainya masyarakat 
yang adil dan makmur (Nurkhalis & Marefanda, 2016). Hal ini sesuai 
dengan salah satu ketentuan dalam sila-sila Pancasila yakni sila kelima 
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagai pedoman hidup 
bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan Desa Pancasila maka 
satu hal yang harus diperhatikan adalah kepedulian atau kebersamaan. 

Dengan tatanan sosialnya yang memiliki beragam agama, Desa 
Pancasila dapat menjunjung tinggi sikap toleransi, menghargai 
perbedaan dan saling menghormati satu sama lain. Toleransi yang 
dimiliki oleh masyarakat Desa Pancasila memiliki nilai sosial yang 
bertujuan untuk menciptakan kerukunan pada masyarakat desa dan 
mengandung komitmen moral di dalamnya. Oleh karenanya toleransi 
dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk mewujudkan kerukunan 
ditengah keragaman masyarakat desa (Ulum, 2019). 

Pembangunan Desa Pancasila pada mulanya bertujuan untuk 
menyadari betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu, Desa Pancasila  merupakan bagian penting 
dari upaya menjaga kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Pada dasarnya, pembentukan Desa Pancasila dilatarbelakangi oleh 
masyarakat Indonesia termasuk generasi muda yang belum sepenuhnya 
menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya setiap 
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masyarakat memiliki bentuk pengamalan Pancasila seperti gotong 
royong. Selain itu, Desa Pancasila bisa dijadikan garda terdepan untuk 
menangkal derasnya arus globalisasi dengan kekuatan sila-sila yang 
terkandung di dalamnya. Melalui Pancasila masyarakat akan diberi 
kesadaran akan pentingnya menyaring budaya luar yang masuk ke 
negara Indonesia. Desa Pancasila diharapkan dapat menjadi produk 
kebudayaan baru yang dapat digunakan oleh masyarakat dari Sabang 
hingga Merauke (Damanhuri et al., 2016). 

Salah satu daerah yang mendapat julukan Desa Pancasila adalah 
Desa Balun yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. 
Masyarakat Desa Balun dikenal memiliki sikap toleransi, tolong 
menolong, gotong royong dan menghormati berbagai ritual keagamaan 
masing-masing yang sudah terbangun sejak lama. Selain masyarakat 
yang dikenal sangat menjunjung nilai toleransi dan kebebasan 
beribadah menurut keyakinan masing-masing, Desa Balun juga dikenal 
karena situs keagamaan, kawasan peribadatan, dan festival keagamaan 
serta kebudayaannya. Bahkan pada saat perayaan hari besar keagamaan, 
keterlibatan masyarakat begitu tinggi tanpa memandang agama dari 
segi pluralisme (Salmon et al., 2020). 

Dalam lingkungan keluarga, masyarakat Balun sudah membiasakan 
untuk menjunjung tinggi toleransi sejak usia dini. Bahkan, di Desa Balun 
ditemui adanya perbedaan agama dalam satu keluarga tetapi kerukunan 
tetap terjalin dengan baik. Adanya keragaman agama pada masyarakat 
Desa Balun tidak memicu terjadinya konflik,  justru relasi kehidupan 
sosial masyarakat Desa Balun terjalin begitu harmonis dengan penuh 
toleransi. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat Desa Balun memiliki 
sikap saling menerima tanpa membeda-bedakan. Adapun sikap 
tersebut merupakan bagian dari struktur atau tatanan masyarakat 
yang menghendaki terciptanya toleransi. Anak-anak yang tinggal di 
Desa Balun pun sudah terbiasa bergaul dengan temannya yang berbeda 
keyakinan hingga sama sekali tidak canggung untuk bermain bersama. 
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Kondisi ini bisa terwujud karena anak-anak melihat orang tua mereka 
saat berinteraksi dengan orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan 
namun tetap menjunjung nilai persaudaraan. Selain itu, pemuka 
agama dan tokoh masyarakat juga memegang peranan penting untuk 
mewujudkan terciptanya Desa Pancasila ini, di mana para pemuka agama 
dan tokoh masyarakat ikut serta dalam membangun kerukunan antar 
umat beragama sehingga keharmonisan dan ketentraman masyarakat 
desa akan tetap terjalin dengan baik (Ulum, 2019; Yamali & Putri, 2020).  

E.	 Kesimpulan 
Kebhinekaan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan keunikan 

sekaligus keniscayaan yang mengiringi perjalanan bangsa. Kebhinekaan 
ini menimbulkan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia 
baik itu potensi keragaman budaya maupun konflik. Untuk itulah, 
pendiri bangsa telah bersepakat menyatukan kebhinekaan dalam satu 
pandangan hidup yang sama yakni Pancasila. Akan tetapi, perjalanan 
bangsa Indonesia dalam menjaga kebhinekaan ini banyak mendapatkan 
ujiannya khususnya kerukunan antar umat beragama. Di tengah ujian 
tersebut, muncul desa Pancasila sebagai desa yang dibangun secara 
khusus untuk mengaktualisasikan nilainilai Pancasila sekaligus sarana 
dalam menghadapi potensi konflik dan mendorong kemajuan potensi 
berbasis lokal. 

F.	 Referensi 
Abidin, Z. (2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. 

Jurnal Dinamika Global, 1(02), 123–140. https://doi.org/10.36859/
jdg.v1i02.24 

Abubakar, A. (2020). Pemahaman Kebhinekaan Siswa Madrasah 
Aliyah Di Kota Kendari. Educandum, 6(2), 211–226. https://doi.
org/10.31969/educandum.v6i2.405 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan236

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia 
Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity. Jurnal Diklat 
Keagamaan, 13(2), 45–55. 

Alfariz, F. (2021). Analisis Nilai Religiusitas Sebagai Penguatan Toleransi 
Di Desa Pancasila 

Lamongan 	 Jawa 	 Timur. 	 Jurnal 	 Filsafat 	 Indonesia,  4 (1),  118. 
https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.29957 

Alpizar, A. (2015). Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia 
(Perspektif Islam). Toleransi, 7(2), 132–153. 

Amiro, T. (2019). POTRET KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI 
DESA 

PURWODADI, KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN. 
Jurnal Pelita Dharma, 5(2), 111–125. 

Antara, M., & Vairagya, M. (2018). Keragaman Budaya Indonesia 
Sumber Inspirasi Inovasi. Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur 
(SENADA), 1–24. 

Anwar, C. (2018). Islam Dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama 
Dalam Merawat Perbedaan. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 4(2), 
1–18. https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074 

Arifianto, Y. A., & Stevanus, K. (2020). Membangun Kerukunan 
Antarumat Beragama dan Implikasinya bagi Misi Kristen. 
HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen, 2(1), 39–51. 
https://doi.org/10.46817/huperetes.v2i1.44 

Arsyad, A. R. (2020). PEMAHAMAN KEBHINEKAAN PESERTA DIDIK DI 
MADRASAH 

ALIYAH (STUDI KASUS MAN 1 MAKASSAR DAN MAN 2 BULUKUMBA). 
Educandum, 6(2), 308–323. http://journal.unpak.ac.id/index.php/
pedagonal 

Bambang, E. P. (2018). Manusia Sebagai Subjek Dalam Pendidikan 



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 237

Kebhinekaan. Jurnal Edukasi, 5(1), 32. https://doi.org/10.19184/
jukasi.v5i1.8015 

Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). 
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan 
Karakter Bangsa. Untirta Civic Education Journal, 1(2), 185–198. 
https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890 

Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. 
Jurnal Konstitusi, 8(4), 427– 452. 

Hamdi, A. Z. (2014). Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi‘i 
Sampang Madura. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 215. 
https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215231 

Indriyani, I. A. (2017). KEBERAGAMAN BERAGAMA SEBAGAI 
TANTANGAN MEWUJUDKAN 

MASYARAKAT MULTIKULTURAL Ika Arinia Indriyany Dosen Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2(2), 20–30. 

Khasanah, S. U., Rubei, M. A., Novianty, F., & Firmansyah, S. (2020). 
PEMBENTUKAN DESA 

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA DI DESA PASIR PANJANG 
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH. 
PROSIDING 

SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT “Mewujudkan SDM Profesional, Unggul, Berdaya 
Saing Di Bidang Pendidikan Melalui Penelitian Dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat,” 138–149. 

Moko, C. W. (2017). Catur Widiat Moko Pluralisme Agama Menurut 
Nurcholis Madjid. 61–78. 

Nasution, M. S. A. (2015). Ilmu Sosial Budaya Dasar. In Rajawali Press. 

Nazmudin, N. (2018). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama 
dalam Membangun Keutuhan. 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan238

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Journal of Government and 
Civil Society, 1(1), 23–39. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268 

Nurhayati, D. A., & Ambari. (2020). AKTUALISASI NILAI-NILAI 
PANCASILA DI DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN 
BANGSA. JUrnal Pendidikan Kewarganegaraan Undika, 8(2), 177–
185. 

Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila 
Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. Jurnal 
Pancasila, 2(2), 59–69. 

Nurjanah, S. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Pelajar 
(Upaya Mencegah Aliran Anti Pancasila di Kalangan Pelajar). 
Jurnal Studi Agama, 5(1), 2–14. 

Nurkhalis, & Marefanda, N. (2016). Menelusuri Literatur-Historis Desa di 
Indonesia: Pola dari Pemukiman Seadanya menjadi Pemukiman 
Se-barunya. Community, 2(2), 151–164. 

Pinilih, S. A. G. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap 
Hak Atas Kebebasan Beragama Dan  Beribadah  Di  Indonesia.  
Masalah-Masalah  Hukum,  47(1),  40. https://doi.org/10.14710/
mmh.47.1.2018.40-46 

Pradipta, Y., Arifin, K., & Fadhil, A. (2014). Efektifitas Komunikasi 
Interpersonal Umat Beragama di Perumahan Bekasi Jaya Indah Rt 
10/14. Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani, 
10(2), 109–118. 

Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai 
Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-
Hari. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 18(1), 63–74. 

Rahman, M. F., Najah, S., Fortuna, N. D., & Anti. (2019). BHINNEKA 
TUNGGAL IKA SEBAGAI BENTENG TERHADAP RISIKO 
KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA. 26(2), 31–39. 



Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) 239

Rohmaniah, S. (2018). PERAN AGAMA DALAM MASYARAKAT 
MULTIKULTURAL Siti.  Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan, 
3(1), 44–56. 

Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama 
di Indonesia. Lex Administratum, 1(2), 56–65. 

Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat 
Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. Al-Afkar, 
Journal For Islamic Studies, 1(1), 170–181. https://doi.org/10.5281/
zenodo.1161580 

Safiudin, K. (2022). REVITALISASI NILAI-NILAI KEBHINEKAAN 
KEPADA FORUM ANAK 

KOTA PASURUAN MELALUI DISEMINASI MEDIA SOSIAL. An-Nas: 
Jurnal Humaniora, 6(1), 40–50. 

Salmon, I. P. P., I, I., Pujianto, W. E., & Nadyah, F. (2020). Embrio Destinasi 
Wisata Religi Baru: Identifikasi Komponen 3A Berbasis Wisata 
Ziarah Desa Balun, Lamongan. Jurnal Ilmiah Syi’ar, 20(1), 33–45. 
https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.2948 

Setyaningsih, W. (2021). Implementasi Pendekatan Multikultural 
dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Kebhinekaan Menuju 
Masyarakat Madani. ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 65–74. 

Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan 
Nasional. Jurnal Ilmiah CIVIS, V(No.1), 666–678. 

Ulum, K. (2019). BUDAYA TOLERANSI Studi Living Islam di Desa Balun, 
Lamongan. In Living Islam: Journal of Islamic Discourses (Vol. 2, 
Issue 1, pp. 143–168). https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1878 

Wahyudi, M. R., Kadir, S. F., Pairin, & Fua, J. La. (2020). Strategi Guru 
Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai-Nilai 
Kebhinekaan Siswa Di Sman 4 Kendari. 1(2), 110–116. 

Winarni, L. N. (2020). Eksistensi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan240

Kebhinekaan. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1), 89–96. 
https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.749 

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi 
Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 384. 
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179 

Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar 
Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan 
Karater Bangsa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 26(2), 106–114. 

Zana Ayunda, A., Mahmuda Urbaningkrum, S., Wafiqoh Nusaibah, A., 
Septiana, W., Salekhah Nur Widyani, S., Rahman, A. H., & Ahmad 
Dahlan Yogyakarta, U. (2022). Tantangan Multikulturalisme Di 
Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik. ALSYS : 
Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan, 2(1), 1–18. https://ejournal.
yasin-alsys.org/index.php/alsys 

 



Menelisik Kembali Akar Agama dalam 
Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Teddy Khumaedi
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI)

Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor
teddy.khumaedi@iuqibogor.ac.id 

Abstract
Universally, religion is viewed from every legal correlation that applies 

in a country, so Islam itself has a philosophy of life, has one ideologi, just 
as Christianity has a philosophy of life and ideologi, just as fascists or 
communists have their own philosophy of life and ideologi. What is the 
ideologi of a Muslim? Very broad and long explanation if you want to 
stretch it long (Natsir, 2001). A well-integrated society is the hope of every 
country, one of them is Indonesia. Because an integrated society can 
achieve the goals that exist in Indonesia. And Indonesia is well known for 
its ethnic, cultural and religious diversity. There is an effort to integrate 
Indonesia, the differences that exist must still be recognized and respected 
so that Indonesia becomes a country that can achieve its goals. In addition 
to respecting and acknowledging the various kinds of differences in 
Indonesia, the Indonesian people must have a strong sense and attitude 
of tolerance towards others in any case for the sake of the integrity of the 
diverse colors in one red and white flag flying the Pancasila ideologi.

Keyword: religion, philosophy, tolerance
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Abstrak
Secara universal agama ditinjau dari setiap korelasi hukum yang 

berlaku di dalam sebuah Negara, maka Agama Islam sendiri mempunyai 
falsafah hidup, mempunyai satu ideologi sebagaimana Kristen mempunyai 
falsafah hidup dan ideologi, seperti juga orang fasis atau komunis 
mempunyai falsafah hidup dan ideologinya sendiri pula. Bagaimanakah 
ideologi seorang muslim itu? Amat luas dan panjang keterangannya 
kalau mau direntang panjang (Natsir,2001). Masyarakat yang terintegrasi 
dengan baik adalah harapan bagi setiap negara, salah satunya Indonesia. 
Sebab masyarakat yang terintegrasi dapat mencapai tujuan yang ada 
di Indonesia. Dan Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman 
suku, budaya dan agama. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, 
perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga 
Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain 
menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, 
masyarakat Indonesia harus memiliki rasa dan sikap toleransi yang 
kuat terhadap sesama dalam hal apapun demi keutuhan warna-warni 
yang beragam dalam satu kibaran bendera merah-putih berideologikan 
Pancasila.

Kata kunci: Agama, falsafah, toleransi

A.	 Pendahuluan
Berdasarkan penelusuran sejarah, pancasila tidaklah lahir secara 

mendadak pada tahun 1945, melainkan melauli proses yang sangat 
panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan 
melihat pengalaman bangsa-bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami 
oleh “gagasan” besar dunia, tetapi berakar pada kepribadian dan 
gagasan besar bangsa indonesia itu sendiri. Dan Bhinneka Tunggal Ika 
terdapat dalam lambang garuda Pancasila sebagai Lambang Negara 
Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan 
Negara Indonesia. Frasa (kumpulan kata) ini berasal dari bahasa Jawa 
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Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda 
tetapi tetap satu”. Jika diterjemahkan perpatah kata, kata bhinneka 
berarti “beraneka ragam” atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa 
Sanskerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam 
Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata ika berarti “itu”. 
Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, 
yang bermakna walaupun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa 
Indonesia tetap adalah satu kesatuan. UUD 1945 tidak memisahkan 
hubungan agama dan Negara dan ini dapat kita lihat pada Sila pertama 
Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudulkan agama.

Hubungan negara dan agama yang seperti dijelaskan di atas 
seringkali menjadi ”rumit”. Agama seringkali dipergunakan untuk 
bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering 
dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Dalam diskursus politik dan 
ketatanegaraan serta agama jalinan tersebut masih diperdebatkan dan 
dikaji baik di (negara) Barat maupun di (negara) Timur. Agar hubungan 
antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika 
kehidupan politik, ekonomi, dan budaya kita perlu mendiskusikannya 
terus menerus, sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama 
dan negara bagai dua sisi mata uang, di mana keduanya berbeda, 
namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling 
membutuhkan (Saifuddin, 2009). Ketegangan hubungan antara agama 
dan negara terjadi manakala di antara keduanya tidak terjadi hubungan 
yang simbiosis-mutualistis dan (checks and balances). Dalam hubungan 
seperti itu dimisalkan ketika negara tidak memberikan kemerdekaan 
kepada warganya untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-
masing, atau sebaliknya agama menganggap negara menutup diri 
terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga tatanan kenegaraan berjalan 
secara bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Pada dasarnya Negara 
telah memberikan jalan tengah di dalam pembentukan hukum nasional 
dewasa ini sehingga tidak perlu adanya konflik agama yang dapat 
mengganggu keutuhan nasional, hal ini dapat dilihat dari Negara sendiri 
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memberikan jalan tengah (middle way) di dalam penentuan hukum 
yang ada di Indonesia. Tulisan ini sedikit mencoba menelisik kembali 
akar agama dan Negara yang selalu menarik untuk diperbincangkan 
dalam masyarakat modern terkhusus masyarakat demokrasi seperti 
Negara Indonesia yang kita cintai ini. Pentingnya tema ini dibicarakan 
kembali agar senantiasa tidak ada lagi pergesekan dan konflik baik 
secara subjek maupun objek dalam penyelenggara agama dan negara, 
karena hakikatnya founding father bangsa ini dalam mendirikan bangsa 
yang besar ini senantiasa menggandeng semua elemen bangsa, baik itu 
golongan religius maupun golongan nasionalis sehingga mengokohkan 
posisi indonesia sebagai negara yang aman dan sejahtera di mata dunia.

B.	 Acuan Teori
Ideologi secara definisi sederhana dapat diartikan sebagai ide dan 

gagasan yang melandasi suatu sikap tertentu. Setiap orang tentu memiliki 
ideologi yang menjadi dasarnya dalam menjalani kehidupannya 
sebagai seorang manusia. Selain individu, teori teori ideologi juga 
dimiliki oleh kelompok kelompok, organisasi, perkumpulan, bahan 
negara yang menjadikannya sebagai dasar dan arah dari perkumpulan 
tersebut. Ideologi pancasila yang lahir sejak pembentukan negara 
Indonesia dan diterapkan pasca kemerdekaan yang diraih secara suka 
cita oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal ini tentunya memiliki 
hubungan erat dengan Agama, adapun agama yang dimaksud adalah 
agama yang diakui oleh Negara Indonesia sejak kemerdekaan pertama 
kali di kumandangkan hingga saat sekarang ini. Beberapa hal penting 
yang harus dijelaskan dalam tulisan ini adalah adanya keterkaitan 
hubungan akar agama dengan sejarah awal pancasila sebagai ideologi 
negera Indonesia. Dimulai dari pengertian agama itu tersendiri ditelisik 
dari berbagai sudut pandang, salah satunya terminilogi secara bahasa. 
Adapun pengertian agama: kata agama berasal dari bahasa sansekerta 
dari kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika 
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dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam 
pengertian ini memelihara integritas dari seorang sekelompok orang 
agar hubungannya dengan tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya 
tidak kacau. Karena itu menurut hinduisme, agama sebagai kata benda 
berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang 
agar hubungannya dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam 
sekitarnya. Pengertian Agama Islam secara umum adalah, berserah 
diri, tunduk dan patuh kepada apa yang telah di turunkan oleh Allah 
(syariat Islam) kepada Nabi dan Rasul-Nya, melalui petunjuk yang ada 
pada kitab suci masing masing nabi dan Rasul tersebut. Pembicaraan 
tentang hubungan agama, khususnya Islam, dengan negara sampai 
saat ini masih terus hadir di tengah-tengah publik. Agama dan negara 
sering kali didudukkan sebagai sesuatu yang bertentangan, harus 
dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Akan tetapi, ada pula paham 
yang menyatakan bahwa agama harus senantiasa hadir dalam negara. 
Bahkan lebih khusus, Islam sesungguhnya ialah satu sistem falsafah 
yang meniscayakan kehadiran konsep politik. Artinya, negara (atau 
sebuah pengaturan pranata sosial-politik masyarakat) memang menjadi 
bagian dari ajaran Islam. 

C.	 Metodologi Histeriografi Sejarah
Di Indonesia, negeri tempat umat Muslim menjadi penduduk 

mayoritas, hubungan antara agama (Islam) dan negara masih terus 
menjadi pembahasan. Paling tidak, ada tiga peristiwa penting dalam 
sejarah Indonesia yang mencuatkan perbincangan mengenai hubungan 
Islam dan negara. Pertama ketika berdirinya organisasi Islam modern 
pertama di Indonesia yaitu Syarikat Islam. Hubungan antar ajaran 
Islam dan sebuah institusi modern mulai diperbincangkan. Kedudukan 
pemimpin, hukum, serta hubungan antara kekuasaan dan nilai 
ketuhanan mulai ramai dibahas. Persentuhan kaum Islam dengan 
gagasan organisasi dan institusi modern, terkhusus institusi pesantren 
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(dan kemudiannya negara) telah menghasilkan beragam pandangan dan 
corak pemikiran dari para tokoh Negara yang lahir dari dunia pesantren. 
Secara umum, orang-orang pergerakan Islam pada masa itu melihat 
organisasi atau institusi sebagai sesuatu yang bebas nilai. Oleh karena 
itu, pengorganisasian umat Islam dan penginstitusian politik Islam 
dirasa sebagai sesuatu yang wajar. Pandangan kritis mengenai struktur 
organisasi yang melibatkan antar manusia di dalamnya nampak belum 
terlihat. Institusi dan organisasi dipandang sebagai sebuah keniscayaan. 
Bahkan lebih jauh, organisasi dianggap cara paling efektif untuk 
membangkitkan Umat Islam dan membebaskannya dari belenggu 
penjajahan. Peran pesantren dimasa penjajah sangatlah besar dalam 
membantu perjuangan bangsa indonesia hingga mencapai titik akhir 
daripada Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 
Agustus 1945. Tapi 17 tahun sebelum itu, gerakan Revolusi yang dilakukan 
Ulama, Kyai, dan para santrinya benar-benar telah berlangsung lama, 
semua itu bisa dibuktikan dengan banyaknya berdiri organisasi pelajar 
Islam dan organisasi masyarakat yang berasaskan nilai-nilai Islam, 
seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat 
Islam, Masyumi, Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain sebagainya. 
Pada zaman penjajahan Belanda, hampir semua peperangan melawan 
pemerintah kolonial Belanda bersumber atau paling tidak mendapat 
dukungan sepenuhnya dari pesantren. Mereka menggunakan justifikasi 
religius dan term-term simbolik menuju gerbang kemerdekaan.1  
Pesantren juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi 
tasawuf di Jawa.2 Sampai saat ini, pesantren juga telah menjaga tradisi 
intelektualisme Islam di Nusantara,3 bahkan terus berlanjut hingga 

1	 Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi, Yogyakarta: 
LKiS, 2004, hal. 234. Baca juga Hasbullah, Sejarah Pendidikan Isla m di Indonesia: Lintasan 
Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 
149.

2	 Zulkifli, Sufism in Java: The Role of The Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java, 
Leiden-Jakarta, INIS, 2002.

3	 Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi Yogyakarta: 
LKiS, 2004.
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melahirkan ‘Santri Baru’ di aras pemikiran Islam kontemporer.4  Lebih 
dari itu, pesantren selalu berkembang. Ia tidak lagi sekadar memainkan 
fungsi tradisional, tetapi juga menjadi penyuluh kesehatan; pusat 
pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan; pusat 
usaha dan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan lebih 
penting menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.5  
Track record pesantren yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa 
ada dinamika pergulatan konsepsional dalam menghadapi persoalan-
persoalan sosial, kultural, ekonomi dan politik, termasuk yang berkaitan 
dengan masalah-masalah keislaman sendiri. 

Fenomena pesantren memang sarat dengan aneka pesona, 
keunikan, kekhasan, dan karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh 
institusi lainnya. 

Berikut penjelasan akar agama dalam pancasila sebagai ideologi 
Negara Indonesia:

a.	 Negara Indonesia menjalankan kehidupan bernegara dan 
berbangsanya berdasarkan sila pertama dalam pancasila yaitu 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemaparan pada hal tersebut 
adalah telah menjadi kesepakatan bersama dalam setiap 
keputusan yang diambil untuk kepentingan Negara haruslah 
didasarkan keyakinan sepenuhnya kepada kekuasaan tuhan 
tentunya dalam persepsi agama-agama yang diakui oleh Negara 
Indonesia. Dengan tetap memperhatikan setiap norma dan 
nilai etik yang ada pada negara. Pemahaman tersebut dapat 
diperoleh dari sila pertama yang ada pada pancasila dengan 
bunyi “ketuhanan yang maha esa”. Cara pandang tentang 

4	 Nur Khalik Ridwan, Santri Baru: Pemetaan, Wacana, Ideologi dan Kritik, Yogyakarta: 
Gerigi Pustaka, 2004. 

5	 Azyumardi Azra “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” dalam pengantar buku 
Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan Jakarta: Paramadina, 
1997, hal. ix-xxvi. Baca juga Sahal Mahfudz, Pesantren Melacak Makna, Jakarta: Pustaka 
Ciganjur, 1999, khusunya bagian ‘Budaya Santri telah Berubah’, hal. 41-49.
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agama merupakan salah satu perbedaan ideologi pancasila 
dengan ideologi komunis.

b.	 Dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok pikiran ke Empat 
menjelaskan bahwa dengan Ideologi Pancasila yang diterapkan 
oleh Bangsa Indonesia menjadikannya sebagai negara yang 
tidak akan memisahkan urusan negara dengan agama. 
Dengan demikian dasar ini menjadikan Ideologi Pancasila 
sebagai perangkat yang selalu berkaitan erat dengan agama, 
tidak pernah memberikan ruang dan tempat bagi paham 
sekuralisme, atheism, komunisme, dan tentunya paham-
paham lainnya yang bertentangan dengan pancasila untuk 
berkembang di Negara Indonesia karena kodrat manusia 
adalah makhluk bagi Tuhannya.

c.	 Ciri ideologi Pancasila adalah selalu mencoba untuk tetap 
menjaga hubungan yang baik antara Agama dan Negara serta 
tidak akan pernah ada tindakan dan upaya utuk memisahkan 
keduanya. Dengan dasar tersebut yang tertuang dalam setiap 
sila pancasila dan penjelasan UUD 1945.

d.	 Hubungan Negara dan Agama menurut fungsi Pancasila 
sebagai ideologi Negara yaitu senantiasa menjadikan setiap 
warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang sama 
untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya 
sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Negara harus 
dapat memberikan toleransi setiap Agama menjalankan 
ibadahnya tanpa terkecuali sehingga tidak ada tempat untuk 
berkembangnya perselisihan antara agama, konflik agama, 
hingga paksaan untuk bertakwa pada agama tertentu karena 
dalam idelogi pancasila dijelaskan bahwa agama tidak dipeluk 
atas dasar paksaan.

e.	 Segala bentuk aspek penyelengaraan Negara harus berdasarkan 
atas nilai-nilai dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana 
sila pertama tersebut berbunyi, dan setiap aturan yang dibuat 
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harus memperhatikan sikap toleransi dan moderasi dalam 
beragama.

Dengan demikian beberapa poin di atas merupakan sedikit uraian 
saja dalam menapaki jejak akar agama dalam tubuh pancasila. Namun 
uraian lebih detailnya bisa disimak dalam tulisan paparan berikut baik 
berdasarkan UUD, UU dan tentunya surat edaran (SE) menteri dalam 
negeri yang menjabat pada masa itu. Secara garis besar Pancasila telah 
hadir di dalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa 
menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat 
dipahami pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” 
oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia 
telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 
28E UUD bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya” serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa “Negara berdasar 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta 
tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan 
beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 
pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh UU 
No.5 tahun 1969 tentang pernyataan bebagai penetapan presiden sebagai 
undang-undang. Bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan 
agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di 
Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran 
Mentri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang diantaranya agama yang 
di akui pemerintah, yaitu Islam, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan 
Khong Hu Cu (Budiyono,2014).6

6	 Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisnaeni, FH Universitas Islam Riau dan Universitas 
Diponegoro. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
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Diskursus tentang pola hubungan antara negara dengan agama 
sebenarnya sudah lama terjadi dalam realitas sejarah yang panjang, dan 
menjadi pokok serius sejak abad pertengahan hingga dewasa ini. Dalam 
khazanah politik ketatanegaraan Islam (Fiqh Al-Siyasah) paling tidak ada 
3 paradigma tentang hubungan agama dan negara (Syamsudin,2000).

Pertama, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah 
satu (integrated) dan tidak dapat dipisahkan negara merupakan lembaga 
politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan 
atas dasar ”Kedaulatan Ilahi” (Devine Sovereignty), karena memang 
kedaulatan itu berasal dan berada di tangan tuhan. Para tokoh Islam 
yang menganut ini di antaranya Hasan Al- Banna, Sayyid Qutb, dan Abu 
Al-A’la Al-Maududi.

Kedua, memandang agama dan negara berhubungan secara 
simbiotik-interdependen yaitu berhubungan timbal balik dan saling 
memengaruhi. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena melalui 
negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan 
agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam 
bingkai etika dan moral. Para intelektual muslim dalam golongan ini 
seperti, Mohammad Husein Haikal, Al-Mawardi, Fazlur Rahman, dan 
Qamaruddin Khan. Ketiga, bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak 
hubungan integralistik dan simbiotik interdependen. Dengan kata lain, 
antara agama dengan negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak 
ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu negara. 
Salah seorang pemrakarsa paradigm ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan 
kemudian diikuti oleh Thana Husein.

Dan ketiga peradigma di atas, penulis menilai terdapat perbedaan 
cara pandang atau metodologi dalam memahami realitas dalam 
menemukan tentang tarik ulur antara agama dan negara sehingga 
memengaruhi sistem ketatanegaraan dewasa ini.7

7	 Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisnaeni, FH Universitas Islam Riau dan Universitas 
Diponegoro. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 
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Max webber menjelaskan bahwasanya hubungan sebuah kekuasaan 
yang baik adalah stabilisasi keteraturan social yaitu konsep legitimasi 
yang di sandingkan dalam hubungan agama dan Negara serta ekonomi 
yang baik, Tipologi yang menjadikannya lebih komplit adalah otoritas 
kharismatik, tradisional, dan legal rasional (Mujahidin, 2012).

Sedangkan menurut ”James Martineau” agama adalah kepercayaan 
kepada tuhan yang selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi 
yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan 
umat manusia.

Friedrich Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di 
lacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan 
tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang 
tak terhingga (Feeling of absolute dependence) (Rosyada, 2000). Dapat 
di analisa bahwa agama memiliki hak khusus di dalam perkembangan 
Negara, dan sudah selayaknya Negara berpartisipasi aktif di dalam 
membentuk kerangka agama dan Negara menjadi suatu kompenen 
dasar di dalam menjalankan konstitusi dan amanat pancasila.

D.	 Hasil dan Pembahasan

1.	 Sejarah Pancasila
Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika  Lambang Negara Indonesia berbentuk 
burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari 
sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang 
digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di 
atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh 
Sultan Hamid II dari Pontianak, yang lalu disempurnakan oleh Presiden 
Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara 

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
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pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 
11 Februari 1950. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 
pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 
5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD 
Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958. Kalimat 
Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu 
Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam 
buku Sutasoma (Purudasanta), pengertian: “Bhinneka Tunggal Ika lebih 
ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragam 
agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit”.

Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara Ialah Garuda Pancasila dengan 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaaan 
ialah Indonesia Raya. Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa 
masuknya ketentuan tentang lambang negara dan lagu kebangsaan 
kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 
melengkapi pengaturan tentang bendera negara dan bahasa negara 
yang telah ada sebelumnya adalah ikhtiar untuk memperkukuh 
kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global 
dan hubungan internasional yang terus berubah.

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian 
perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal tahun 1900-an 
dalam bentuk rintisan” gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi 
dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode 
kebangsaan bersama (civic nationalism). Perumusan konseptualisasi 
Pancasila pertama kali dimulai pada masa persidangan pertama Badan 
Penyidik Usaha” Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 
29 Mei - 1 Juni 1945.

Panitia sembilan yang terdiri dari “Soekarno, M.Hatta, M.Yamin, 
A.Maramis, M.Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandarnata, Ki 
Bagoes Hadikoesoemo dan KH. Wahid Hasjim”. Dan Soekarno selaku 
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ketua panitia menawarkan rumusan tentang lima prinsip (sila) yang 
menurutnya merupakan titik persetujuan (common denominator) 
segenap elemen bangsa. Rumusan kelima prinsip itu adalah:

1. 	 Kebangsaan Indonesia

2. 	 Internasionalisme, atau perikemanusiaan

3. 	 Mufakat atau Demokrasi

4. 	 Kesejahteraan Sosial

5. 	 Ketuhanan yang berkebudayaan

Panitia ini bertugas untuk menyelediki usul” mengenai perumusan 
dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang” 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep rancangan 
Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945, kemudian oleh soekarno 
rancangan Pembukaan UUD ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh 
M.Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo 
disebut “Gentlemen’s Agreement”.

Rumusan dari rancangan Pembukaan UUD (Piagam Jakarta) itu 
sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat 
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan 
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yanh terdapat 
dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia 
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Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal penting yang diubah 
oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula 
berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 
Juga diubahnya klausul pasal pada batang tubuh UUD 1945 pasal 6 ayat 
(1) mengenai syarat presiden. Semula ayat itu mensyaratkan presiden 
harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya “harus orang 
Indonesia asli.”

Rumusan dokumen Pancasila yang pernah ada, baik yang ter-
dapat pada pidato Ir. Soekarno maupun rumusan Panitia Sembilan 
yang tertuang pada Piagam Jakarta merupakan sejarah dalam proses 
penyusunan dasar Negara. Rumusan tersebut seluruhnya autentik 
sampai akhirnya disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea 
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 
tanggal 18 Agustus 1945. Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara 
yang diberi nama Pancasila, yaitu rumusan konsep Ir. Soekarno yang 
disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, 
rumusan oleh Panitia Sembila dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 
1945, dan rumusan pada Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI 
tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka 
Pancasila harus diimplentasikan secara nyata dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki konsep religiositas, 
humanitas, nasionalitas, soverenitas dan sosialitas yang merupakan 
konsep yang selalu dijadikan pemikiran dan kepedulian umat manusia 
sepanjang masa. Dengan demikian Pamcasila berisi konsep yang 
universal, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang 
dipergunakan mengatur pola kehidupan umat manusia. Dari gagasan-
gagasan tersebut nampak dengan jelas betapa penting peran dan fungsi 
Pancasila dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
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Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 
1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu, dapat 
dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara 
Pancasila.

2.	 Sejarah Bhineka Tunggal Ika
Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, 

karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-
14. pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan 
bidang kepercayaan juga keanekaragam agama dan kepercayaan di 
kalangan masyarakat Majapahit. Secara harfiah pengertian Bhinneka 
Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tetapi Satu Itu. Adapun makna 
Bhinneka Tunggal Ika  adalah  walaupun berbeda-beda tetapi pada 
hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini 
digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam 
budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. 
Kata Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimakna bahwa  walaupun 
bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa 
yang mempunyai kebudayaan dan adat-istiadat yangmacam -macam 
serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun 
keseluruhannya itu adalah suatu persatuan yaitu bangsa dan negara 
Indonesia. Keanekaragaman itu bukanlah adalah perbedaan yang 
bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu 
sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna 
persatuan bangsa dan negara Indonesia.

          Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan 
dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, 
adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainya. Perbedaan tersebut 
dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini 
menjadi sebuah bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh 
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anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua ikut berjuang dengan 
mengambil peran masing-masing. Kesadaran terhadap tantangan dan 
cita-cita untuk membangun sebuah bangsa telah dipikirkan secara 
mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan 
kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-
cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial, sedangkan 
ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang 
digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah 
ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah 
sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia. Budaya luhur 
bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan 
berkembang yang menjadi warisan dari zaman kerajaan Nusantara 
seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam dan Kerajaan-kerajaan lain 
yang juga melahirkan budaya tradisional yang telah berurat dan berakar 
sampai saat ini. Hal ini juga didukung antara lain dengan ditemukannya 
prasasti-prasanti bersejarah yang menggambarkan dinamika kehidupan 
bangsa Indonesia.

E.	 Kesimpulan     
Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita untuk membangun 

sebuah bangsa telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri 
bangsa Indonesia. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas 
masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa 
dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-
an merupakan realitas sosial, sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah 
sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan 
emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul 
keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka 
dan berdaulat, Indonesia. Para pendiri negara juga mencantumkan 
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banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang keberagaman. Salah 
satu pasal tersebut adalah  tentang pentingnya keberagaman dalam 
pembangunan selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36A 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikianlah rangkain panjang proses konseptualisasi Pancasila 
hingga mencapai rumusannya yang final pada 18 Agustus 1945. Setiap 
fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai 
unsur dan golongan. Karena Pancasila merupakan karya bersama yang 
dihasilkan melalui konsensus bersama, Pancasila itu merupakan titik-
temu (common denominator) yang menyatukan keindonesiaan. Dengan 
demikian, jelas bahwa penetapan rumusan Pancasila merupakan hasil 
final, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara Indonesia 
dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
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Abstrak: 
 Kebebasan beragama, dan meyakini kepercayaan yang merupakan 

bagian dari HAM. Hal ini selalu dikaitkan dengan negara. Ada negara 
yang berasal dari agama tertentu, ada negara yang memisahkan 
antara urusan agama dengan negara dan ada suatu negara yang anti 
terhadap agama. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana pengaturan 
hubungan agama dan negara dalam konstitusi Indonesia dan bentuk-
bentuk hubungan negara dan agama dalam perundang-undangan di 
Indonesia.  Metode Penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah 
penelitian yuridis normatif.  Sehingga diperoleh jawaban bahwa  dapat 
dipertegas bahwa negara Indonesia adalah religious nation state, yaitu 
bukan negara agama (yang menganut suatu agama tertentu), dan bukan 
negara sekuler (yang hampa agama).  Untuk pertanyaan kedua, Terdapat 
beberapa bentuk/pola pengaturan relasi agama dan negara di Indonesia 
yaitu  moderat (tawasuth), konsep tamyiz serta relasi simbiotik atau 
dinamis dialektis.

Kata Kunci 	 : Agama, Negara dan Konstitusi



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan264

A.	 PENDAHULUAN
Negara menurut Miriam Budihardjo adalah suatu organisasi 

yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara 
sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat 
menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Sedangkan menurut G. 
Pringgodigdo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi 
kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu.
(Negara n.d.) Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa 
negara adalah organisasi kekuasaan yang mempunyai unsur-unsur, 
mempunyai tujuan dan cita-cita.

Unsur-unsur berdirinya suatu negara dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah 
unsur yang harus ada dalam suatu negara, yaitu adanya wilayah, 
pemerintahan yang berdaulat dan ada rakyat. Sedangkan unsur 
deklaratif adalah unsur yang sifatnya fakultatif yaitu pengakuan 
dari negara lain.  Pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 menyebutkan 
unsur-unsur atau karakteristif suatu negara yaitu  memiliki a defined 
territory (memiliki wilayah), memiliki a permanent population (rakyat), 
memiliki government (pemerintahan), dan memiliki capacity to enter 
into relations with other states (memiliki kemampuan untuk melakukan 
hubungan internasional dengan negara lain). 8

Adanya suatu negara sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini 
dikarenakan dengan adanya negara, kepentingan masyarakat dapat 
terpenuhi dan terlindungi. Negara dijalankan oleh Pemerintah untuk 
mencapai tujuan negaranya. Akan tetapi, kekuasaan yang berada pada 
1 (satu) tangan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Oleh karena itu kekuasaan 
dari negara harus dibatasi. Salah satu bentuk pembatasannya adalah 
melalui Konstitusi.  Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan 
pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.(Asshiddiqie 2006) 

8	 Sefriani, 2018, Hukum Internasional Suatu Pengantar,  Depok, Rajagrafinfo, hlm 95
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Konstitusi mempunyai fungsi yaitu untuk menentukan dan membatasi 
kekuasaan negara, menjamin dan melindungi hak warga negara dan 
hak asasi manusia warga negaranya. Konstitusi suatu negara memuat 
minimal susunan ketatanegaraan, pembagian dan pemisahan tugas 
ketatanegaraan dan perlindungan Hak asasi manusia dari setiap warga 
negaranya. 

Salah satu yang dimuat dalam konstitusi adalah hak asasi manusia 
(HAM), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia 
sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah dari 
Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM dalam konstitusi (UUD 
NRI Tahun 1945) diatur dalam Pasal 28A-Pasal 28J, diantaranya adalah 
hak mempertahankan hidup dan kehidupan, membentuk keluarga, 
keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, 
mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan 
manfaat dari IPTEK, pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk 
bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kebebasan 
beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih 
tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, 
berkomunikasi dan memperoleh informasi, perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari 
penyiksaan, hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan 
kesehatan, mendapat perlakuan khusus, tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif, dan 
berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada 
pembatasan Undang-Undang. 

Salah satu isu yang menarik ialah kebebasan beragama, dan 
meyakini kepercayaan yang merupakan bagian dari HAM, sementara itu 
jika dikaitkan dengan negara, maka ada negara yang berasal dari agama 
tertentu, ada negara yang memisahkan antara urusan agama dengan 
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negara dan ada suatu negara yang anti terhadap agama. Indonesia 
dalam proses kemerdekaan hingga saat ini selalu muncul isu-isu yang 
membenturkan hubungan negara dengan agama, walau sejatinya 
sudah banyak memahami bahwa pengaturan relasi agama dan negara 
di Indonesia telah ditegaskan dalam Pancasila, Konstitusi, peraturan 
perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan berbangsa dan 
bernegara. Indonesia menurut Wahiduddin Adams adalah religion nation 
state atau negara yang menjamin kebebasan beribadah umat beragama 
dan menghargai keberagaman setiap warga negara. Sebagaimana 
termuat dalam UUD 1945 pada pokok pikiran keempat yaitu Ketuhanan 
yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila.9

Peneliti Mahkamah Konstitusi RI, Bisariyadi mengatakan bahwa 
isu agama dan negara akan selalu menjadi isu aktual. Forum akademik 
berguna untuk memantik pengetahuan lebih dalam. Mahkamah 
Konstitusi adalah jalur yang tersedia untuk mempertimbangkan 
keseimbangan antara pengaruh agama dalam negara serta seberapa 
besar negara dapat mencampuri urusan agama. Kewenangan yang 
dimiliki Mahkamah Konstitusi hanya terbatas, tetapi penafsiran 
Mahkamah Konstitusi atas konstitusi dapat memengaruhi hubungan 
antara agama dan negara.10

M. Yasin Al Arif berpendapat pengaruh dan kontribusi agama dalam 
pembentukan perundang-undangan dapat dilihat dalam dua aspek. 
Pertama, pengaruh agama sebagai tatanan nilai yang meliputi ajaran 
agama, nilai etika moral, nilai keadilan, dan nilai kemanusiaan yang 
secara universal dijadikan rujukan dalam pembentukan perundang-
undangan. Kedua, pengaruh agama yang dilihat secara substansial 
sebagai suatu hukum yang dijadikan norma dalam peraturan perundang-
undangan. “Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara telah 
memberikan jalan tengah (middle way) terhadap pengaruh agama 
9	 Redaktur, online, https://www.uii.ac.id/jalan-tengah-agama-dan-negara-hidup-

berdampingan/ diakses pada tanggal 3 Mei 2022.
10	 Ibid., 
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dalam pembentukan peraturan sehingga ada kontribusi agama di dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan,”.11

Hal yang menarik saat ini adalah berkaitan dengan hak untuk 
kebebasan beragama yang erat kaitannya dengan agama. Membicarakan 
soal agama dan negara selalu menjadi topik yang menarik karena 
banyaknya isu dan permasalahan yang berkaitan dengan agama dan 
negara, bahkan ada yang menganggap agama bertentangan dengan 
Pancasila.  Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa agama dan negara 
mempunyai hubungan yang mutualisme artinya saling berhubungan 
dan menguntungkan satu sama lain. Berdasarkan latar belakang 
permasalahan di atas terdapat hal yang menarik untuk dikaji yaitu 
Bagaiaman konstitusi di Indonesia mengatur hubungan negara dan 
agama dan  Bagaimana bentuk-bentuk hubungan negara dan agama 
dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, artikel 
ini diberi judul “ HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI” . 

B.	 ACUAN TEORI
Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 

1.	 Asas Pancasila 
Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita. Oleh karena 

itu semua yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negaranya harus 
berlandaskan pada nilai-nilai  Pancasila. Nilai Pancasila akan  menjadi 
sumber dari segala sumber hukum bagi setiap pengaturan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila 
tercantum di dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang tidak akan hilang 
meskipun konstitusi kita beberapa kali mengalami perubahan dan 
pergantian. 

11	 Ibid., 
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Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia 
yang secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Maka 
dari itu, Pancasila tidak boleh diabaikan dalam kaitannya dengan 
masalah pembentukan dan penafsiran hukum. Hal ini berarti Pancasila 
senantiasa memberikan inspirasi bagi pembentukan dan penegakan 
hukum. Oleh karena itu, merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk 
mengkonstruksikan Hukum nasionalnya berdasarkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. 12 Maka dari itu pengaturan tentang agama 
juga harus berdasarkan pada Nilai-nilai Pancasila. 

2.	 Asas Negara Hukum 
Menurut Didi Nazmi Yunas, Negara hukum adalah negara yang 

berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Singkatnya, 
Negara hukum adalah negara yang segala sesuatunya berdasarkan pada 
aturan hukum. Dalam negara hukum, semua harus taat pada hukum 
termasuk pemerintah. Bukan negara hukum yang harus taat pada 
Pemerintah. 

Konsep negara hukum dibagi menjadi 5 (lima) yaitu: 

a.	 Konsep negara hukum berdasarkan nomokrasi Islam: Konsep 
ini  dalam pelaksanaannya didasarkan pada nilai-nilai yang 
terkandung pada Al-Quran dan Al- Sunnah. Nomokrasi 
Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip 
prinsip umum diantaranya adalah sebagai berikut: prinsip 
musyawarah, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, 
prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat prinsip 
kekuasaan sebagai amana, prinsip persamaan, prinsip 
pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. 13

b.	 Konsep negara hukum rechstaat: konsep negara hukum yang 

12	 Putera Astomo, 2014, Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek) ,Yogyakarta, Thafa Media 
hlm 38, 40-43

13	 Tahir Azhari, 2010, Negara Hukum, Jakarta, Kencana, Hlm  85-86
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berkembang di negara Eropa Kontinental. Bertumpu pada 
sistem civil law. 

c.	 Konsep negara hukum rule of law: konsep negara hukum yang 
berkembang di negara anglo saxon. Bertumpu pada system 
common law. 

d.	 Konsep socialist legality: konsep negara hukum yang 
berkembang di negara-negara komunis atau sosialis.

e.	 Konsep negara hukum Pancasila: Konsep negara hukum yang 
berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang digunakan di 
Indonesia

Sudargo Gautama mengemukakan 3 (tiga) ciri atau unsur dari 
negara hukum, yaitu: 

a.	 Ada pembatasan kekuasaan negara, artinya negara tidak dapat 
bertindak sewenang-wenangnya. Tindakan negara dibatasi 
oleh hukum. 

b.	 Asas legalitas, setiap Tindakan negara harus berdasarkan 
hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati 
juga oleh pemerintah atau aparaturnya. 

c.	 Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi 
maka perlu ada pemisahan kekuasaan yaitu badan yang 
membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan 
mengadili harus terpisah satu sama lain dan tidak berada pada 
satu tangan.(Astomo 2014).

3.	 Teori Konstitusi
Secara etimologi antara kata konstitusi, konstitusional dan 

konstitusinalisme inti maknanya sama, namun penggunaannya 
berbeda, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai 
ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Kajian ruang 
lingkup paham konstitusi tediri dari: anatomi kekuasaan, jaminan dan 
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perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, 
dan pertanggungjawaban kepada rakyat.14

Perkataan konstitusi berarti pembentukan berasal dari kata kerja 
constituer (perancis) yang berarti membentuk. Sementara itu istilah 
UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda grondwet. Selain 
grondwet juga digunakan istilah constitue. Dalam bahasa Indonesia  
dijumpai istilah hukum dasar, dalam perkembangannya istilah konstitusi 
mempunyai dua pengertian yaitu pengertian sempit dan pengertian 
luas.15

Konstitusi merupakan aturan dasar ketatanegaraan yang dibuat 
oleh masyarakat guna memberikan arah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Konstitusi merupakan realisasi dari demokrasi 
yang berisi kesepakatan tentang pembatasan kekuasaan negaraoleh 
rakyat dan bukan sebaliknya. Konstitusionalisme, mencakup dua hal 
yang sangat esensial. Pertama, konsepsi negara hukum yang menyatakan 
bahwa secara universal kewibaan hukum haruslah mengatasi kekuasaan 
pemerintah yang berarti pula bahwa hukum haruslah mampu 
mengontrol dan mengendalikan politik. Kedua, konsepsi hak-hak sipil 
warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di 
bawah jaminan konsitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan 
negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi.16

4.	 Teori Hubungan Agama dan Negara
Menurut KBBI agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata 

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuas serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

14	 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni”matul Huda, 2010, Teori dan Hukum Konstitusi, 
Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 1-2.

15	 Ellydar Chaidi, 2007, Hukum dan Teori Konstitusi, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm, 
31-32.

16	 Moh. Mahfud MD, 2012, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: 
Rajawali Pers, hlm, 154.
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dan manusia serta manusia dan lingkungannya.17 Sementara itu negara 
di artikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. kelompok sosial 
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah 
lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan 
politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.18

Berdasarkan pengertian di atas,setidaknya terdapat tiga (3) titik 
persinggungan antara agama dan negara. Pertama, soal kekuasaan, 
agama memiliki koneksi dengan kekuasaan Tuhan Yang Mahakuasa, 
sedangkan negara terkoneksi dengan dirinya sendiri sebagai organisasi 
yang memiliki kekuasaan. Kedua, soal hubungan antar sesama 
manusia, agama memberikan tuntutan interkasi dengan Tuhan, agama 
juga memberikan tuntutanan interaksi sesama manusia dan juga 
lingkungannya, sementara negara merupakan organisasi yang salah 
satu unsur terpentingnya adalah rakyat atau sekelompok manusia yang 
hidup bersama. Ketiga, soal hukum, agama memiliki sejumlah ajaran 
yang berisi kewajiban dan larangan, begitu juga dengan negara, negara 
memproduksi sejumlah peraturan yang harus di taatai oleh warga 
negaranya.19

Menurut J. Philip Wogemen, secara garis besar terdapat tiga pola 
umum hubungan agama dan negara (politik). Pertama, pola teokrasi 
di mana agama menguasai negara. Kedua, erastianisme bila yang yang 
terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara mengkooptasi agama, dan 
Ketiga, hubungan sejajar antara agama dan negara dalam pemisahan 
yang unfriendly dan frendly. Setidaknya ada tiga golongan paham 
pemikiran terkait relasi agama dan negara, pertama paham teokrasi, 
yang berpandangan bahwa agama menyatu di dalam negara dan tidak 
dapat dipisahkan atau jalannya negara dikontrol oleh institusi negara. 

17	 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama, diakses pada tanggal 7 Mei 2022.
18	 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara, diakses pada tanggal 7 Mei 2022
19	 Ahmad Sadzali, 2018, Relasi Agama dan Negara (teokrasi-sekuler-tamyiz), Yogyakarta, 

Pusat Studi Hukum Silam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm, 2-3
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Kedua, paham sekuler, yang berpandangan bahwa negara dan agama 
harus dipisahkan, ketiga, paham moderat yang merupakan jalan tengah 
antara paham teokrasi dan paham sekuler.20

Konteks Indonesia, pada awal kemerdekaan muncul pertentangan 
di kalangan pendiri negara tentang hubungan antara agama dan politik, 
namun, pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya 
Pancasila sebagai dasar negara. Dengan ideologi Pancasila, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara 
sekuler.21

C.	 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 

Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peneltiian 
hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 
sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 22  
Penelitian ini akan berfokus menjawab permasalahan terkait bagaimana 
hubungan agama dan negara dalam perspektif hukum dan konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual approach 
(pendekatan konsep) dan statute approach (pendekatan perundang-
undangan). Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah 
pendekatan yang digunakan untuk menganalisis  dan mengkaji 
kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang 
sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sedangkan Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan 
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah 
hubungan agama dan negara dalam perspektif hukum dan konstitusi. 
20	 Ibid., hlm, 7-8.
21	 Muhammad Anang Firdaus, 2014,  Relasi Agama dan Negara: telaah Historis dan 

Perkembangannya, artikel dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol.13, Hlm, 173
22	 Mamuji et all, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja 

Grafindo, hlm 13 -14 
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Sumber dan jenis data yang menjadi dasar analisis di dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder disini adalah data 
yang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder 
ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer terdiri dari 
peraturan perundang-undangan terkait dengan hubungan agama dan 
negara dalam perspektif hukum dan konstitusi, Bahan hukum sekunder 
terdiri dari:  iteratur, buku dan jurnal ilmiah terkait permasalahan dan 
bahan hukum tersier. 

D.	 Hasil dan Pembahasan 

1.	 Pengaturan Hubungan Agama dan Negara dalam 
Konstitusi Indonesia
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman 

atau penyelenggaraan dalam suatu negara. Konstitusi tertulis Indonesia 
adalah UUD NRI 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 
18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Konstitusi di Indonesia sempat 
mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (KRIS 1949), kemudian berubah 
lagi menjadi UUDS 1950 dan akhirnya Kembali lagi pada UUD 1945 yang 
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Pada tahun 1998, masyarakat di Indonesia menuntut adanya 
reformasi. Tuntutan reformasi tersebut antara lain mengamandemen 
UUD 1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, Penegakan Hukum 
dan HAM, Pemberantasan KKN, menuntut adanya otonomi daerah, 
kebebasna pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Salah satu 
yang menarik dalam tuntutan reformasi adalah mengamandemen UUD 
1945, karena UUD 1945 merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. 

Alasan pemikiran perubahan UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi 
ada pada tangan MPR, kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 
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sangatlah besar, pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 multitafsir, 
dan praktik ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa pembukaan UUD 
1945. Sehingga, dilakukan amandemen 4 (empat) kali yakni pada tahun 
1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam proses perubahan UUD 1945 terdapat 
kesepakatan dasar, yaitu tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945, 
tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensiil, dan 
penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke 
dalam batang tubuh. Setelah perubahan terakhir, UUD NRI Tahun 1945 
berjumlah 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal 
aturan tambahan dan tanpa penjelasan. 

Salah satu yang dibahas dalam konstitusi Indonesia dari masa ke 
masa adalah agama. Pada UUD 1945 sebelum amandemen, diatur pada 
Pasal 29 UUD 1945: “ (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) menyatakan 
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Kemudian sistem ketatanegaraan kita mengalami perubahan, 
sehingga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah 
menjadi Konstitusi Indonesia Serikat. Dalam Mukadimah Konstitusi 
Indonesia Serikat Tahun 1949, pengaturan tentang keagamaan 
diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang 
berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini 
meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula 
kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam 
lingkungannja sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, 
beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan 
djalan mendidik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka”. 

Menurut UU Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 
Tentang Perubahan Konstitusi Indonesia Serikat Menjadi Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat juga mengatur 
persoalan agama. Di mana disebutkan dalam Pasal 18 yang berbunyi 
sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan 
batin dan pikiran”. Kemudian setelah ada dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
akhirnya kita Kembali lagi Pada UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 
1945, karena salah satu isi dekrit presiden adalah untuk Kembali lagi ke 
UUD 1945. Persoalan agama, juga masih diatur dalam UUD 1945 yaitu di 
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pada masa orde lama dan orde 
baru kita masih menggunakan UUD 1945. 

Pasca reformasi, karena salah satu tuntutan reformasi pada 
waktu itu adalah mengamandemen UUD 1945. Akhirnya UUD 1945 
diamandemen pertama kali pada tahun 1999. Pada amandemen kedua 
yang dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 
2000, Pasal 29 (1) dan ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengalami perubahan. 
Namun ada tambahan di mana persoalan agama diatur dalam bab XA 
Tentang Hak Asasi Manusia. Di mana diatur pada Pasal 28E ayat (1) dan 
(2) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah Islam, 
namun dilihat dari tipe negara hukum bukanlah negara nomokrasi. 
Namun Indonesia mentasbihkan dirinya sebagai negara hukum 
Pancasila. Artinya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia. Bahkan dalam Sila-1 Pancasila mengatur tentang Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Di mana sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 
melalui sidang PPKI, sempat terjadi perdebatan karena di dalam piagam 
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Jakarta Tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan cikal bakal Pembukaan 
UUD 1945, dalam sila-1 disebutkan bahwa: “Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun hal ini membuat 
perwakilan Indonesia Timur dan Bali pada saat itu merasa keberatan. 
Akhirnya dirubahlah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitulah 
Indonesia mengatur persoalan agama di dalam Konstitusinya.

Menurut Suwendi, relasi agama dan negara yang dianut di Indonesia 
adalah simbiotik, relasi agama dan negara dengan menjadikan Pancasila 
sebagai dasar negara, menjadi pilihan yang tepat dalam memperkokoh 
agama dan negara sekaligus. Kepentingan agama dijamin dan difasilitasi 
oleh negara, dan negara pun didukung dan dibina atas dasar agama. 
Relasi ini menjadikan Indonesia semakin harmonis dan menjadi 
prototipe dunia yang patut dibanggakan.23

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia terdapat beberapa 
ketentuan yang menunjukkan bahwa negara menjadikan agama sebagai 
sumber nilai yang tertuang dalam beberapa ketentuan dan pasal, misal 
dalam pembukaan di alinea ketiga pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
terdapat frase “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” sebagai basis 
pernyataan kemerdekaan Indonesia, kemudian pada alinea keempat 
dipertegas dengan redaksional  “suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Hal ini merupakan sila pertama Pancasila sebagai 
dasar negara. Kemudian Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945 terkait sumpah 
jabatan Presiden/Wakil Presiden yang bersumpah berdasar agamanya. 
Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan terdapat “peradilan agama di 
bawah Mahkamah Agung”. Pasal 28 E yang telah dijelaskan di atas, 
kemudian Pasal 28J yang menyebutkan “untuk mejamin  pengakuan serta 
penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

23	 Suwendi, 2016, Relasi Agama dan Negara, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Kementerian Agama, bahan pemaparan materi slide ke 11. 
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dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. Pasal 
29 yang jelas mengatur terkait kebebasan beragama dan keyakinan, 
Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “sistem pendidikan nasional 
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta Pasal 31 ayat (5) di 
mana terdapat penyebutan “dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama”

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat dipertegas bahwa negara 
Indonesia adalah religious nation state, menurut Mahfud MD, religius 
nation state yaitu bukan negara agama (yang menganut suatu agama 
tertentu), dan bukan negara sekuler (yang hampa agama). Indonesia 
adalah negara kebangsaan yang religius yang menjadikan ajaran agama 
sebagai dasar moral dan sumber hukum materil dalam penyelenggaraan 
negara dan kehidupan masyarakatnya.24

Menurut Ahmad Sadzali, terdapat sejumlah implikasi pengaturan 
relasi agama dan negara dalam konstitusi, pertama, Indonesia adalah 
negara yang berketuhanan dan mengakui eksistensi agama. Kedua, 
semua agama memiliki kedudukan yang sama di dalam negara 
Indonesia, baik dengan pemeluk yang mayoritas maupun minoritas. 
Ketiga, negara menjamin jaminan perlindungan hak warga negara 
untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya tersebut. Keempat, 
nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan yang dipakai 
untuk membatasi kebebasan dalam HAM. Kelima, peningkatan aspek 
spritual keagamaan menjadi basis serta tujuan dalam pengembangan 
pendidikan di Indonesia.25

24	 Mahfud MD, 2011, Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, 
PT Rajafrafindo Persada, hlm, 243.

25	 Ahmad Sadzali, 2020, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya 
dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi, dalam Undang Jurnal Hukum Vol 3, No. 2, 
2020, Hlm, 369-371.
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2.	 Bentuk-Bentuk Hubungan Negara dan Agama 
dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Menurut Mahfud MD, jika dilihat dari hubungan antara negara 

dan agama, negara Indonesia dengan sistem hukum Pancasila yang 
prismatik bukanlah negara agama (teokrasi) yang menjadikan satu 
agama sebagai agama resmi negara dan bukan negara sekuler yang 
mengabaikan sepenuhnya agama-agama yang dianut oleh rakyatnya. 
Meyakini dan memeluk agama adalah hak asasi yang mutlak. Indonesia 
sebagai sebuah religious nation state (negara kebangsaan yang religius) 
menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya 
sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban, oleh sebab itu tidak boleh 
ada kebijakan, apalagi hukum yang diskriminatif. Pelayanan negara 
terhadap para pemeluk agama dalam peribadatan haruslah adil dan 
tidak memandang besar kecilnya jumlah penganut. Oleh karena itu, 
negara boleh membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengayomi 
dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada semua pemeluk 
agama agar tidak timbul benturan-benturan antara yang satu dengan 
yang lain dan berjalan secara tertib.26

Negara Pancasila menggariskan empat penuntun hukum nasional, 
pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi 
atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang 
diskriminatif. Kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan 
nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Ketiga, hukum harus 
mendorong terciptanya keadilan sosial, antara lain mempersempit 
jurang kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang 
kaya dan yang miskin dengan proteksi khusus. Keempat, tidak boleh 
ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu, 
sebab negara hukum Pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang 
menjamin toleransi hidup beragama yang beradab.27

26	 Loc Cit, MahfuD MD, Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi hlm, 29-30.
27	 Loc Cit, Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata negara, hlm, 243-244.
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Menurut arief Hidayat, Karakteristik negara hukum pancasila yaitu: 
pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan, dalam suatu negara 
kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu atau HAM 
namun tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kedua, negara 
hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Ketiga, merupakan religious 
nation state. Keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan 
masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Kelima, 
basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada 
prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.28

Menurut Ahmad Sazdali, pola pengaturan relasi agama dan negara 
di Indonesia mengisyaratkan sikap yang moderat (tawasuth). Pancasila 
sebagai dasar negara menjadikan Indonesia bukan negara sekuler, 
sekaligus juga bukan negara agama, tidak ada pemisahan mutlak antara 
agama dan negara, sebab secara implisit konstitusional, negara juga 
mengatur agama, namun juga tidak ada penyatuan antara negara dan 
agama seperti halnya dalam konsep negara teokrasi, maka Indonesia 
termasuk dalam konsep tamyiz, yaitu melakukan pemilahan secara 
proporsional, mana yang mutlak menjadi urusan agama di mana negara 
tidak dapat melakukan intervensi, dan mana urusan negara yang harus 
netral dari agama.29

Konsep negara tamyiz di dalam negara Pancasila, terdapat dua 
ruang: pertama, ruang pertemuan antara negara dan agama, di ruang 
ini negara dan agama dapat bersinergi, sehingga saling membutuhkan 
antara satu sama lain. Agama dapat dijadikan alat untuk memperkuat 
negara. Dan sebaliknya, negara dapat menjaga agama. Ada sebagian 
urusan agama yang diatur, dilaksanakan, maupun difasilitasi oleh 
negara, supaya dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib. Kedua, 

28	 Arief Hidayat, 2019, Negara Hukum Berwatak Pancasila,  Disampaikan dalam kegiatan 
“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen 
Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)” di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019  Hlm, 4-5.

29	 Loc, Cit, Ahmad Sadzali, 2018, Relasi Agama dan Negara (teokrasi-sekuler-tamyiz),, hlm 
48-49.
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Di ruang ini terdapat urusan agama yang tetap berada di ruang privat. 
Negara tidak dapat melakukan intervensi atas urusan agama tersebut. 
Begitu juga sebaliknya, ada urusan negara yang harus netral dari agama.30

Indonesia telah menerapkan konsep negara Tamyiz dengan dua 
ruang tersebut. Negara menjamin kebebasan beragama, negara juga 
berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemeluk 
agama untuk menjalankan agamanya. Agama bahkan menjadi salah 
satu dari sumber nilai dalam berbangsa dan bernegara. Namun di sisi 
lain, ada urusan kenegaraan yang harus netral dari agama. Misalnya, 
kedudukan semua warga negara dipandang sama, tanpa membeda-
bedakan agamanya. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama 
yang dianut. Dan juga tidak boleh terjadi dominasi agama mayoritas atas 
agama minoritas.31

Para sarjana mencoba menjelaskan bentuk Negara Indonesia dalam 
hubunganya dengan agama, seperti “Religious Democratic State”, “Godly 
nationalism”, “Religious Country (Not Islamic State)”, dan “Religiously 
friendly State (Not Religiously Unfriendly Secular State). Frase “godly 
nationalism” misalnya, artinya Indonesia menganut paham kebangsaan 
yang berketuhanan, yang berbeda dengan paham kebangsaan yang 
tanpa tuhan atau tanpa agama. Di sisi lain, Indonesia tidak menganut 
bentuk Negara Agama atau Negara Bertuhan di mana Hukum Tuhan 
menjadi konstitusi Negara. Sejarah panjang hubungan agama dan 
negara di Nusantara, menjadi faktor penting mengapa Negara Indonesia 
tidak sepenuhnya menjadi Negara sekuler yang memisahkan agama dan 
Negara secara ketat, dan mengapa ia tidak menjadi Negara Agama yang 
mengintegrasikan agama dan negara secara total dan menyeluruh.32

30	 Ibid., 49
31	  Ibid., 50.
32	 Muhammad Ali, 2019, Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Abad 

Jurnal Sejarah Volume 03, Nomor 2 Desember 2019, Hlm, 102
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Menurut Ahmad Fadlil Sumadi, dalam UUD NRI Tahun 1945 telah 
menetapkan adanya hak dan kewajiban konsitusional, baik bagi negara 
maupun warga negara: pertama, wajib menjamin kebebasan memeluk 
dan beribadah menurut agamanya. Kedua, penyelenggara negara wajib 
bersumpah menurut agama. Ketiga, mewajibkan negara membentuk 
forum ajudikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Keempat, hak beragama sebagai HAM. Kelima, menjadikan nilai-
nilai agama sebagai syarat konstitusional dalam impelemntasi hak/
kewenangan.33

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang 
hak konstitusional beragama, salah satunya ialah putusan MK Nomor 12/
PUU-V/2007 tentang Poligami, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 
tentang Penodaan Agama, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 
Pencatatan Perkawinan. Beberapa putusan MK tersebut menggambarkan 
bahwa relasi agama dan negara berjalan dalam bentuk tamyiz atau 
moderat, yang mana MK memiliki kewenangan untuk menguji suatu 
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar. Warga negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk 
menguji aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan keagamaannya 
seperti perkawinan. Hal ini menunjukkan negara memfasilitasi warga 
negaranya memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum 
dengan adanya peradilan guna memutus perkara yang berhubungan 
dengan peribadatan agama. Di sisi lain, terdapat aturan yang mengatur 
perihal agama terhadap warga negaranya di dasarkan konstitusi.

Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama 
dan negara berkembang menjadi empat golongan: pertama, golongan 
yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang 
tidak terpisahkan. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan 
negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan. Ketiga, 

33	 Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konstitusi, 
Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol 11, 
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golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama 
dan negara. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-
ritualistik antara agama dan negara.34

Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tipologi ideal 
yang perlu dikembangkan mengenai relasi agama dan negara adalah 
membangun relasi simbiotik atau dinamis dialektis, pertama, norma 
agama yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional harus melalui 
proses legislasi yang sah. Kedua negara bersinergi membangun norma-
norma hukum nasional yang bersumber dari norma agama sebagai etika 
sosial dan moralitas publik.35

Berdasarkan beberapa konsep relasi agama dan negara yang telah 
diutarakan di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan 
di Indonesia yang mengatur perihal hubungan agama dan negara 
diantaranya: 

1.	 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 
tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

	 Pada Pasal 1 undang-undang ini di atur mengenai pelarangan setiap 
orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan 
dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran 
tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan 
kegiatanpkegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu. Kemudian di Pasal 
4 diatur pasal yang berkaitan dengan penambahan pasal di KUHP 
terkait pelarangan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 

	 Berdasarkan pasa-pasal tersebut hal ini menunjukan hubungan di 
mana negara memfasilitasi agama untuk tidak saling menjaga dan 
menghormati agama-agama yang ada di Indonesia.

34	 Moh Dahlan, 2014, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, ANALISIS: Jurnal Studi 
Keislaman, Volumen 14, Nomor 1 Juni 2014, Hlm, 12-13

35	 Ibid., hlm 24-25.
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2.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

	 Pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. 

	 Pada dasarnya peraturan ini menjamin dan melindungan serta 
memberi kepastian kepada warga negara untuk menjalankan 
kehidupan rumah tangga atau perkawinan sesuai agamanya, serta 
menjamin kepastian hukum pada hak-hak dan kewajiban suami-
istri dalam perkawinan. Kemudian Undang-Undang ini banyak 
sekali bersumber dari norma-norma agama, nilai-nilai moral dan 
adat-istiadat yang mengatur perihal perkawinan/pernikahan.

3.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama.

	 Peraturan ini mengatur terkait peradilan bagi orang-orang yang 
beragam Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 
dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan 
shadaqah serta hukum acara peradilan dan pengadilan agama di 
Indonesia.

4.	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional

	 Pada prinsipnya undang-undang ini mengatur mengenai sistem 
pendidikan nasional, yang mana pendidikan nasional adalah 
pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-
nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 
tuntutan perubahan zaman. Dalam sistem pendidikan nasional ini 
juga di atur perihal pendidikan keagamaan, tepatnya pada Pasal 30. 
Kemudian juga diatur perihal segala perangkat materi, kurikulum 
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serta pendidikan yang bermuara pada akhlakul karima atau sikap 
baik sesui etika moralitas masyarakat yang terkandung juga nilai-
nilai agama.

5.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

	 Undang-undang ini memberikan pengakuan, penghormatan dan 
perlindungan terhadap HAM, yang di dalamnya juga termasuk 
ajaran nilai-nilai  moralitas dan agama yang bersifat universal 
seperti pelarangan diskriminasi terhadap sara (suku, agama, ras dan 
antara golongan). Kemudian juga diuraikan detail terkait hak dan 
kewajiban warga negara, termasuk hak memeluk agamanya masing-
masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan pemaparan argumentasi dan penjelasan peraturan di 
atas, dapat di jelaskan bahwa  bentuk relasi agama dan negara dalam 
perundang-undangan di Indonesia berbentuk simbiotik, moderat 
(tawasuth), tamyiz, maupun dinamis-dialektis. Hal ini dapat dilihat 
bahwa agama menjadi sumber hukum materil dalam pembuatan atau 
penyusunan suatu norma peraturan perundang-undangan. Kemudian 
tidak semua hal negara ikut campur dalam peribadatan atau keagamaan 
warga negaranya, melainkan negara hadir dalam konsep memberikan 
perlindungan, kepastian dan fasilitas terhadap warga negaranya 
dalam menjalanakan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya 
masing-masing. Selain peraturan perundang-undangan tersebut di 
atas, masih banyak aturan yang memiliki singgungan dengan agama, 
seperti permasalahan peribadata haji, zakat, dll, oleh karena itu di 
Indonesia terdapat kementerian yang mengurusi perihal tersebut, yaitu 
kementerian Agama.

E.	 Kesimpulan
Menurut konstitusi negara Indonesia terdapat beberapa ketentuan 

yang menunjukkan bahwa negara menjadikan agama sebagai sumber 
nilai yang tertuang dalam beberapa ketentuan dan pasal, misal dalam 
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pembukaan di alinea ketiga dan alinea keempat pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945, Pasal 9. Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 E, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 
31 ayat (3)  serta Pasal 31 ayat (5) di mana terdapat penyebutan “dalam 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama” sehingga dapat dipertegas bahwa negara Indonesia 
adalah religious nation state, yaitu bukan negara agama (yang menganut 
suatu agama tertentu), dan bukan negara sekuler (yang hampa agama). 
Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius yang menjadikan 
ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materil dalam 
penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya.

Terdapat beberapa bentuk/pola pengaturan relasi agama dan 
negara di Indonesia yaitu  moderat (tawasuth), konsep tamyiz serta 
relasi simbiotik atau dinamis dialektis. Beberapa bentuk tersebut 
diterapkan pada peraturan perundang-undangan perihal Pencegahan 
Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama, perkawinan, peradilan 
agama, sistem pendidikan nasional, HAM, serta beberapa peraturan 
perundang-undangan yang lain.
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Abstrak
Perluasan kewenangan hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan 

perkembangan hukum ekonomi Islam dan kebutuhan hukum masyarakat 
sehingga para pihak dapat mempertimbangkan pilihan hukumnya. 
Dengan demikian para hakim Pengadilan agama memutus sengketa 
ekonomi syariah dalam frame Hukum Acara Perdata dengan kaidah-
kaidah Fikih Islam. Tinjauan yuridis dengan pendekatan sistematis 
meneliti pertimbangan hukum suatu putusan, meskipun penelitian 
yang bersifat kualitatif dan didasarkan pada penelitian terhadap satu 
atau beberapa putusan, telah memberi peluang kepada para ahli hukum 
untuk menarik kesimpulan atau klaim dari kasus-kasus sebelumnya 
tentang apa yang kemungkinan besar akan dilakukan pengadilan dalam 
kasus-kasus mendatang, penelitian dengan menggunakan metode 
systematic review terhadap semesta kasus yang relevan dengan klaim 
akan mendemonstrasikan bukti lebih ketat yang mendukung validitas 
klaim dan mengurangi bias ilmiah. penggunaan kaidah fikih oleh hakim 
(majelis hakim) sebagai argumentasi hukum untuk memutuskan perkara 
ekonomi syariah. Hakim menggunakan kaidah fikih langsung sebagai 
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argumentasi hukum yang mengubah suatu fakta konkret menjadi fakta 
hukum tanpa terlebih dahulu memuat sumber hukum tertulis yaitu 
peraturan-perundangan dan yurisprudensi, maupun dalil prinsip syariah 
tertulis yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun KHES dalam 
bangunan argumentasi hukum. Hal ini  karena hakim tidak menemukan 
landasan hukum yang tepat atas fakta konkret yang muncul pada tahap 
konstatir untuk dikualifisir menjadi fakta hukum, atau fakta hukum 
sebagai fakta yang memiliki akibat hukum karena adanya hak dan 
kewajiban dari fakta tersebut, tidak ditemukan landasan hukum tertulis 
dan tidak tertulis lain, sehingga hakim memanfaatkan faktor kesesuaian 
antara fakta-fakta tersebut sebagai ilat     untuk menerapkan kaidah 
fikih terkait, atau faktor terbukanya ruang interpretasi atau konstruksi 
hukum karena dimungkinkan atau dibolehkan untuk menemukan 
hukum menggunakan kaidah fikih sebagai sumber hukum tidak tertulis.

Kata Kunci: kaidah fikih, pertimbangan hakim, pengadilan agama

A.	 Pendahuluan
Pada laman Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah 

Agung) hingga 12 April 2021 tercatat 1.882 putusan dengan klasifikasi 
ekonomi syariah.36 Terjadinya sengketa ekonomi syariah pada umumnya 
karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh salah satu pihak atau 
pihak-pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk 
dilakukan, salah satu pihak atau pihak-pihak telah melaksanakan apa 
yang disepakati tapi tidak “sama persis” yang dijanjikan, atau melakukan 
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, atau melakukan 
apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

Saat ini sengketa ekonomi syariah berada di bawah kewenangan 
Pengadilan Agama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
36	 Putusan ekonomi syariah pada laman tersebut diambil dari putusan Pengadilan Agama, 

Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam sengketa ekonomi syariah. 
“Putusan Ekonomi Syariah, Https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/
Kategori/Ekonomi-Syari-Ah-1.Html.” (Mahkamah Agung RI)
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Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 pada 29 Agustus 2013 mengukuhkan 
Pengadilan Agama sebagai satu-satunya Pengadilan yang menangani 
sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama yang juga menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama untuk 
mengadili perkara ekonomi syariah,37 pada bagian pertimbangan38 
menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan 
di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan. Dalam penegakkan hukum dan keadilan pada proses 
peradilan tersebut, peran hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 
memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan putusan hukum.  

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 
pada bagian pertimbangan menyatakan bahwa untuk kelancaran 
pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka perlu 
dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut 
prinsip syariah, yang dengan dasar keperluan tersebut Mahkamah 
Agung menetapkan peraturan tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah (KHES) untuk dipergunakan sebagai pedoman prinsip syariah 
bagi hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang 
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berkaitan dengan 
ekonomi syariah. Namun penggunaan KHES sebagai pedoman prinsip 
syariah bagi hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah tidak 
mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan 
hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.39

Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah 

37	 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (Bandung: Refika Aditama, 2009). h. 67
38	 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
39	 Lihat bagian pertimbangan dan Pasal 1 “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 

Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” . h.1 dan 2
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yang dijadikan dasar untuk mengadili”, sehingga hakim ekonomi 
syariah yang harus mampu memahami norma-norma hukum ekonomi 
syariah dan mampu melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan 
keadilan. Hakim dituntut agar dapat melihat hukum secara lebih dalam, 
lebih luas dan lebih jauh ke depan. Hakim harus mampu melihat hal-
hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran di balik 
ketentuan tertulis tersebut dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran 
di masyarakat akan hal itu. Dalam pandangan Islam, hakim adalah 
orang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan atas nama 
Allah Subhanahuwataala. Lafaz Basmalah pada kepala putusan perkara 
ekonomi syariah yang ditetapkan oleh hakim merupakan kalimat 
tauhid17 sebagai amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata 
dan satu perbuatan dengan niat lillahi ta’alla, sehingga setiap putusan 
hakim harus mengandung keadilan dan kebenaran. Karena itu, hakim 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk persepsi masyarakat 
tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Namun putusan yang diambil oleh hakim terkadang dianggap 
tidak ideal, menimbulkan masalah yang kontroversial serta tidak dapat 
diterima oleh kalangan luas karena dianggap tidak didasarkan pada 
pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif. Berkenaan 
dengan pertimbangan hukum, Pasal 14 butir 2 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “setiap 
hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 
terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan”. Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus 
menerus menelusuri dan mengikuti hukum, asas-asas hukum, teori-
teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, terutama 
saat memberikan pertimbangan hukum. Selain itu, hakim harus mampu 
menafsirkan, berlogika serta mengemukakan argumentasi hukum, agar 
putusannya berpijak pada nilai keadilan, rasional, nilai manfaat dan 
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nilai kepastian hukum sehingga wibawa hukum akan tercermin dalam 
putusannya tersebut.

Penelitian ini dibatasi pada putusan berbasis sengketa Ekonomi 
Syariah, maka masalah yang akan dikaji adalah, penggunaan kaidah 
fikih oleh hakim sebagai argumentasi hukum dalam  pertimbangan 
hukum sebagai penemuan hukum dan penalaran hukum oleh hakim 
dalam memutuskan perkara- perkara ekonomi syariah.

B.	 Landasan Teori 
Teori realisme hukum atau teori hukum positivisme empiris 

menyatakan bahwa hukum dapat dilihat sebagai fakta sosial atau 
sebagai produk interaksi sosial.40 Menurut Shidarta, dalam realisme 
hukum, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para 
pelaku sosial dari kombinasi berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, 
psikologi, antropologi, dan ekonomi.41 Realisme hukum sebagai studi 
terbagi dua; pertama, realisme hukum menjadi kajian tentang hukum 
sebagai sesuatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, atau apa 
yang menjadi kebiasaan, daripada sekadar hukum sebagai sejumlah 
aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak 
pernah dilaksanakan. Kedua, realisme hukum terdapat dalam konteks 
penetapan hukum, khususnya di lembaga peradilan, yang mana 
hukum dikonsepsikan sebagai pola perilaku dari pengalaman hakim di 
persidangan dalam memutuskan kasus yang sedang ditangani dengan 
hakim juga melihat realitas sosial dan kebutuhan masyarakat,42 sehingga 
dalam proses pengambilan putusan peradilan terdapat pelbagai dimensi 
yang melampaui fakta-fakta konkret dalam suatu kasus. Pelbagai dimensi 

40	 Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan 
Penelitian Hukum Sosiologis,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (2013): 307–18. h.311-312

41	 Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan (Bandung: CV. 
Utomo, 2006).h.273

42	 Mahrus Ali, “Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi 
Metodologisnya,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 2 (2017): 213–31.h.220
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tersebut meliputi faktor hukum dan preseden, misalnya yurisprudensi, 
kemudian faktor politik yang tampaknya bersifat eksternal, juga faktor 
adanya pengaruh variabel internal yang tampaknya tidak relevan, seperti 
kepribadian (personality) hakim yang meliputi interaksi antarpribadi 
atau bahkan suasana hati (mood)43 yang dipengaruhi oleh kondisi 
kerja hakim, dan keseluruh faktor tersebut dapat memberi pengaruh 
pada putusan yang dihasilkan oleh hakim. Jadi, pada pengertian yang 
pertama hukum dibedakan antara “hukum dalam buku” (law on the 
books) dan hukum dalam tindakan (law in action), sedangkan pada 
pengertian kedua, orang yang menganut realisme hukum (realis) 
menekankan peran nilai- nilai dan keyakinan pribadi, terutama hakim, 
dalam pembentukan putusan peradilan.

Dengan demikian, dalam realisme hukum maka putusan hakim 
mengandung unsur- unsur keyakinan pribadi dan dipengaruhi oleh 
keinginan pribadi hakim. Preferensi pribadi dan politik individu hakim, 
termasuk pandangannya terhadap realitas sosial dan apa yang dibutuhkan 
masyarakat, bisa menjadi dimensi penting dalam pengambilan putusan 
hukum, sehingga hal tersebut dapat dikaitkan dengan apa yang 
disampaikan oleh Richard Posner mengenai realis cenderung memahami 
hasil putusan dalam terminologi “baik atau kurang baik” (sound or 
unsound) daripada “benar atau salah” (correct or incorrect).44 Pandangan 
tersebut dapat dibandingkan dengan realisme baru (new realism) yang 
menurut Thomas Miles dan Cass Sunstein berusaha menyodorkan bukti 
empiris untuk mendukung klaimnya dengan mendasarkan pada teknik-
teknik ilmu sosial. 45 Pada penggunaan teknik-teknik ilmu sosial inilah 
maka tinjauan sistematis (systematic review) memperoleh tempat dalam 
penelitian hukum46 sebagaimana yang dikatakan oleh William Baude 

43	 Thomas J. Miles and Cass R. Sunstein, “The New Legal Realism,” University of Chicago 
Law Review 75, no. 2 (2008): 831–52. h.835-836

44	 Richard A. Posner, “Legal Formalism, Legal Realism, and the Interpretation of Statutes 
and the Constitution,” Case Western Reserve Law Review 37, no. 2 (1986): 179–217.h.181

45	 Miles and Sunstein, “The New Legal Realism.” h. 832-835
46	 William Baude, Adam S Chilton, and Anup Malani, “Making Doctrinal Work More 



Sinergi Pancasila dan Agama dalam Penguatan Semangat Kebangsaan294

bahwa systematic review terhadap semesta kasus yang relevan dengan 
klaim akan mendemonstrasikan bukti lebih ketat yang mendukung 
validitas klaim dan mengurangi bias ilmiah, dan secara praktis hasilnya 
bila digunakan dalam proses peradilan dapat membantu memberikan 
kredibilitas pada hakim pengadilan dengan mengurangi persepsi bias 
tentang keputusan mereka.

Jika realisme hukum dikaitkan kembali dengan ‘urf dan syaratnya 
untuk bisa dijadikan sebagai landasan hukum sebagaimana dinyatakan 
oleh Abdul Karim Zaidan47 pada bagian sebelumnya maka ‘urf dapat 
diatribusikan pada nilai-nilai dan keyakinan pribadi hakim yang 
dapat berpengaruh pada pembentukan putusan dan tercermin dari 
pertimbangan hukum putusan sejauh nilai-nilai dan keyakinan tersebut 
tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Kemudian, bila 
yang dimaksud dengan kebiasaan mayoritas penduduk negeri dapat 
diinterpretasikan berkenaan dengan kebiasaan mayoritas dari suatu 
kelompok manusia yang mendiami suatu area atau lingkungan, maka 
Penulis mengatribusikan area atau lingkungan tersebut pada lingkungan 
Peradilan Agama sebagai tempat para hakim ekonomi syariah berdiam 
dan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam memutuskan perkara. 
Sedangkan mengenai ‘urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu 
peristiwa akan dilandaskan kepada ‘urf itu dapat ditafsirkan bahwa ‘urf 
tersebut memiliki aspek historis pada suatu kelompok manusia yang 
mendiami suatu area atau lingkungan, yang dalam konteks penelitian 
ini berarti aspek historis dari Peradilan Agama sebagai lembaga dan 
sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Yang terakhir, mengenai 
tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 
kehendak ‘urf tersebut maka pada konteks penelitian ini dapat ditinjau 
dari ada tidaknya ketegasan pihak-pihak terkait melakukan evaluasi atau 
pengujian secara normatif yuridis terhadap bagaimana hakim ekonomi 

Rigorous: Lessons from Systematic Reviews,” The University of Chicago Law Review, 2017, 
37–58. h.38 dan 51

47	 Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqhi. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006, h21
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syariah menggunakan kaidah- kaidah fikih dalam pertimbangan hukum 
putusan perkara ekonomi syariah, yang pengujian itu dapat dilihat dari 
penelitian yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengujian yuridis yang 
dilakukan oleh hakim pada tingkat selanjutnya.

C.	 Metode 
Pendekatan sistematis (systematic review) sebagai pendekatan 

penelitian dengan sumber bahan hukum primer yaitu putusan-putusan 
Pengadilan Agama dengan klasifikasi ekonomi syariah di wilayah 
hukum Indonesia yang tersedia pada laman Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, putusan yg ditinjau sebanyak 14 putusan. Pendekatan 
sistematis adalah tinjauan terhadap  pertimbangan hakim pada putusan 
dengan menggunakan metode yang ketat dan tujuan eksplisit melalui 
proses mencari dan  menemukan, menilai dan menyortir, mengektraksi 
informasi dan mensistesis hasil dari  sumber atau studi sebelumnya 
yang kompleks, kemudian memperlakukan sumber yang  memenuhi 
syarat sebagai kasus individual dan membandingkannya satu sama lain, 
kemudian      memberikan laporan yang terstruktur dan terperinci. 

Pendekatan sistematis dalam penelitian hukum dilakukan 
dengan empat langkah dasar, pertama, menyatakan dengan jelas 
pertanyaan hukum yang ingin dijawab dengan menyatakan kerangka 
waktu, yurisdiksi, dan semesta kasus relevan yang akan digunakan 
untuk menjawab pertanyaan, dan bukti apa yang diperlukan untuk 
menegakkan klaim tertentu. Kedua, menentukan sampel kasus yang 
relevan untuk dianalisis, dengan menetapkan proses yang digunakan 
untuk merakit semesta kasus, dan menyatakan kriteria inklusi atau 
eksklusi yang diterapkan pada sampel kasus. Ketiga, menjelaskan 
bagaimana sampel kasus dalam semesta kasus dibobotkan untuk 
dianalisis. Keempat, melakukan analisis terhadap sampel kasus dan 
menyatakan kesimpulannya dengan syarat memberikan kriteria yang 
digunakan untuk menganalisis kasus, menyatakan bagaimana kasus-
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kasus itu dianalisis, dan kesimpulan yang dinyatakan tidak lebih luas 
dari apa yang dapat didukung oleh bukti.48

D.	 Pembahasan
Hukum Islam mengandung dua unsur, pertama, unsur hukum 

statis yang artinya hukum tersebut selalu tetap di sepanjang zaman 
yang sumbernya dari nas49 (nash) qath’i dan bersifat tetap. Kedua, unsur 
hukum Islam yang fleksibel yang dapat berubah sesuai dengan waktu, 
tempat dan keadaan di mana hukum diterapkan, yang ini didasarkan 
pada nas zhanni, atau tidak ada dasar nas dan tidak ada ijmak (ijma’) 
ulama, yang artinya hukum Islam yang bersifat fleksibel tersebut 
dihasilkan dari ijtihad.50 Para ulama sepakat bahwa Al-Qur’an dan 
hadis mutawatir adalah qath’i, sedangkan zhanni adalah nas yang akan 
dijadikan sebagai dalil tapi kepastiannya tidak sampai ke tingkat qath’i, 
misalnya hadis ahad.51

Dengan terbatas dan statisnya nas qath’i, namun di sisi lain 
permasalahan terus muncul termasuk dalam bidang muamalah 
(ekonomi), maka hukum Islam yang bersifat fleksibel jumlahnya 
menjadi semakin banyak, sebagai hasil ijtihad dari para ahli fikih 
untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut.52 
Fleksibelitas hukum Islam digambarkan sebagaimana Ibnu al-Qayyim 
al-Jauziyyah mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa 
berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, dan niat serta adat. 
Dengan kata lain, penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni 
48	 William Baude, Adam S Chilton, and Anup Malani, “A Call for Developing a Field of 

Positive Legal Methodology,” Universit y of Chicago Law Review 84, no. 1 (2017): 1–6. h.1
49	 Ijmak, bentuk baku serapan dari kata Bahasa Arab, yang menurut KBBI artinya kesesuaian 

pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Lihat https://
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ijmak

50	 Murtadho Ridwan, “Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah,” Tawazun: Journal of Sharia 
Economic Law 1, no. 2 (2018): 161–73. h.172

51	 Ratu Haika, “Konsep Qath’i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam,” Mazahib: Jurnal 
Pemikiran Islam XV, no. 2 (2016): 183–95. h.183

52	 Ridwan, “Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah.” h.166
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situasi zaman atau waktu (al- azmina), situasi tempat (al-amkinah), 
kondisi (al-ahwal), motivasi atau niat (al-niyat), dan kebiasaan, atau 
adat, atau tradisi (al-‘awaid).53

Menurut Satria Effendi, pada dasarnya syariat Islam dari masa 
awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik 
dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-
Qur’an dan hadis.54 Tradisi berupa perkataan atau perbuatan yang 
berlaku yang menjadi kebiasaan di lingkungan tempat manusia hidup 
disebut sebagai ‘urf yang dapat dipertimbangkan ketika menetapkan 
hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasannya dalam 
Al-Qur’an maupun hadis.55 Menurut Abdul Karim Zaidan, sebagaimana 
dikutip Satria Effendi, ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi 
satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan 
kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan 
hukum putusan perkara ekonomi syariah secara berulang berpotensi 
menjadi ‘urf dan kebiasaan serta menjadi salah satu sumber hukum 
formil selain undang-undang, traktat, doktrin dan yurisprudensi. 
Kemudian penggunaan ‘urf sebagai sumber hukum, sebagaimana 
kebiasaan atau fakta sosial yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam 
realisme hukum, berpotensi mewarnai fleksibelitas hukum Islam yang 
menjadikan hukum Islam bersifat moderat, tidak kaku, tidak ekstrem, 
luwes, dan selalu bersikap kompromistis dengan realitas yang ada.

Relasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional dapat dilihat 
dari keluwesan dan kompromistis dalam konteks bagaimana hukum 
Islam pada zaman (al-azmina) dan tempat (al-amkinah) di Indonesia. 

53	 Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan 
Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama 
Wilayah Sulawesi Selatan,” Diktum, Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 2 (Desember 2018): 
187–207. h.190

54	 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005). h.142
55	 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011). h.139
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Jika kita kembali pada syarat ‘urf sebagai landasan hukum yakni adanya 
aspek historis maka Hukum Islam kerap dihadapkan dengan hukum adat 
dalam sistem hukum yang  berlaku di wilayah Indonesia atau yang kini 
dapat disebut sebagai Hukum Nasional. Menurut Hilman Hadikusuma, 
hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan adat yang diterima dan harus  
dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.56 Sedangkan menurut 
L.W.C van den Berg (1845- 1927)57 yang memperkenalkan teori receptio 
in complexu, menyatakan bahwa orang Islam Indonesia sejak   adanya 
kerajaan Islam sampai masa awal VOC, telah melakukan resepsi Hukum 
Islam  dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan, yang artinya bagi 
orang Islam berlaku penuh       Hukum Islam sebab dia telah memeluk 
agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-
hari belum tentu melaksanakan Islam secara keseluruhan.

Pada dasarnya yang berlaku bagi rakyat pribumi, yang mayoritas 
beragama Islam, bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat, hukum 
Islam baru mempunyai kekuatan hukum jika sudah diterima oleh 
hukum adat. Pada periode  selanjutnya, teori receptio a contrario, yang 
berseberangan dengan teori receptie, yang pada pokoknya menjelaskan 
bahwa hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan 
hukum Islam, artinya kedudukan hukum Islam lebih kuat daripada 
hukum adat. Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa 
melalui Hukum Adat. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu 
masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang pengaturan itu berlaku 
hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam, dan kedudukan 
Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat, dengan 
Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional 

56	 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandar Lampung: CV. 
Mandar Maju, 1992). h.1

57	 Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (L.W.C van den Berg) adalah seorang 
orientalis Belanda yang menyelesaikan studi doktoral hukum Islam di Leiden di usia 
23 tahun. Setahun setelahnya, yaitu tahun 1878 ia ke Batavia (Jakarta era kolonial 
belanda) untuk menjadi Penasihat Ahli Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bidang 
hukum Islam. Lihat Kees Versteegh, “Islamic Learning in Arabic-Afrikaans between Malay 
Model and Ottoman Reform,” Wacana 16, no. 2 (2015): 284–303. h.289
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yang akan datang disamping hukum lainnya yang ada, tumbuh, dan 
berkembang dalam Negara Indonesia. Pada prakteknya dalam Hukum 
Perdata sampai kini, Hukum Adat dan Hukum Islam masih diakui 
sebagai sumber hukum tidak tertulis.

Berkenaan dengan hukum adat proses  pembentukan Hukum 
Adat melibatkan dua aspek yakni aspek sosiologi dan aspek yuridis. 
Aspek sosiologi karena pada prinsipnya manusia mahluk sosial yang 
saling membutuhkan sehingga setiap manusia saling berinteraksi yang 
melahirkan pengalaman, dan dari pengalaman tersebut akan diperoleh 
sistem nilai mengenai yang dianggap hal yang baik dan hal yang buruk. 
Sedangkan aspek yuridis berkaitan dengan tingkat sanksi, yang dengan 
adanya sanksi tersebut akan tercipta suatu kebiasaan. Sanksi atas 
penyimpangan memiliki dampak lebih kuat dibandingkan sekadar 
kebiasaan berulang-ulang dalam masyarakat. Dalam konteks relasi 
kebiasaan berulang dan adanya sanksi maka akan melahirkan standar 
kelakuan sebagai adat yang dilengkapi sanksi yang kuat pada pelaku 
penyimpangannya. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami 
kedua aspek tersebut berciri realisme hukum.

Dengan demikian, pada konteks penelitian ini dan konteks kekinian, 
serta substansi pembentukan Hukum Adat sebagai bentuk realisme 
hukum, yakni kebiasan berulang yang dilakukan oleh suatu kelompok 
subjek hukum, maka dimungkinkan realisme hukum itu akan berlaku 
juga pada hukum ekonomi syariah dalam penerapannya di Indonesia 
di masa mendatang, khususnya berkaitan dengan proses penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan, yang ini didukung dengan ‘urf 
dalam fleksibelitas hukum Islam.

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang dilakukan di 
Pengadilan Agama, proses peradilan mengikuti tata urutan persidangan 
sesuai hukum acara perdata, yaitu mediasi, gugatan, jawaban, replik, 
duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.23 Seluruh proses 
tersebut berada dalam kerangka kerja hakim dan apa yang dinyatakan 
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dalam Pedoman Putusan dan BAS PA 2019 mengenai tuntutan agar 
hakim mempertahankan ruh keadilan dan kemaslahatan umat 
dengan memperhatikan hukum Islam yang bersifat dinamis mengikuti 
perkembangan era, area, dan suasana, sehingga putusan hakim akan 
dianggap ideal.

Dalam format standar putusan yang ditentukan Standar Format 
Putusan PA 2014,13 kaidah fikih bersama Al-Qur’an dan hadis dimasukkan 
ke dalam standar format putusan pada bagian pertimbangan hukum 
sebagai dalil prinsip syariah yang dipertimbangkan oleh hakim untuk 
mengadili perkara dengan redaksi sebagaimana berikut:

“Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma 
hukum Islam yang terkandung dalam:

1.	 Al-quran ……………………

2.	 Al Hadis dan

3.	 Kaidah fikih	

Posisi dalil prinsip syariah yaitu Al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih 
terletak di bawah pertimbangan hakim berkenaan fakta-fakta untuk 
disimpulkan menjadi fakta hukum dengan redaksi “Menimbang, bahwa 
berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dalam disimpulkan fakta hukum 
sebagai berikut..”, dan di atas pertimbangan hakim mengenai dalil yuridis 
yang digunakan oleh hakim untuk mengadili perkara, dengan redaksi 
“Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal ... 
Undang-Undang Nomor jo. Pasal … Kompilasi Hukum Islam”.  

Penyusunan argumentasi hukum tidak dapat dilepaskan dari 
pertimbangan hukum. Secara yuridis, Pasal 14 ayat (2), Pasal 50 ayat 
(1), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa setiap hakim             
wajib menyampaikan pertimbangan hukum atau pendapat tertulis 
terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan, dengan pertimbangan hukum hakim harus 
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memuat secara tepat dan benar alasan dan dasar hukum berupa pasal 
tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata merupakan 
kewajiban hakim mengadili setiap petitum gugatan penggugat yang 
memuat secara rinci dasar alasan-alasan ditolak atau diterimanya setiap 
petitum penggugat, yang dikonstruksikan sesudah pokok perkara, 
sebagai salah satu prinsip dalam putusan pengadilan, yang terkandung 
penemuan hukum dan penciptaan hukum, sebagai dasar lahirnya 
putusan.

Dengan adanya kewajiban hakim untuk mengadili setiap petitum, 
maka dapat dipahami bahwa di dalam pertimbangan hukum termuat 
argumentasi hukum dari hakim untuk menjawab setiap petitum, yang 
artinya dalam satu pertimbangan hukum putusan dapat memuat lebih 
dari satu argumentasi hukum karena berkaitan dengan banyaknya 
petitum yang wajib diadili oleh hakim. Kemudian jika dikaitkan 
dengan aspek yuridis formil dalam pertimbangan hukum sebagaimana 
dijelaskan dalam Pedoman Putusan dan BAS PA 2019 pada bagian 
sebelumnya dalam bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan pertimbangan hukum adalah rangkaian argumentasi 
hukum oleh hakim dalam mengadili setiap petitum.

Penggunaan kaidah fikih disajikan dengan tidak melepaskannya 
dari uraian singkat pokok perkara; uraian petitum atau eksepsi yang 
relevan yang dijawab oleh hakim menggunakan kaidah fikih; uraian fakta 
konkret yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menggunakan kaidah 
fikih sebagai argumentasi hukum; kaidah fikih yang digunakan; uraian 
fakta hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan 
hukum sebagai hasil penghubungan atau kualifisir antara fakta konkret 
hasil konstatir dan argumentasi hukum yang termasuk di kaidah fikih 
di dalamnya, sekaligus analisis alasan atau ilat penerapan kaidah fikih 
tersebut: uraian keadilan yang diberikan oleh hakim dalam menjawab 
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petitum atau eksepsi, analisis metode hakim dalam menemukan hukum 
untuk menjawab petitum atau eksepsi, uraian putusan-putusan akhir 
yang dihasilkan oleh hakim dalam perkara, terutama putusan yang 
menjawab gugatan secara umum dan putusan yang relevan dengan 
penggunaan kaidah fikih sebagai argumentasi hukum atau bagian dari 
argumentasi hukum.

Bagian terpenting dari putusan adalah pertimbangan hukum 
yang menggambarkan hukum penalaran dan penalaran hukum yang 
dipakai oleh hakim. Argumentasi hukum dipahami sebagai rangkaian 
argumentasi hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum dapat 
menggambarkan hukum penalaran dan penalaran hukum oleh hakim. 
Selanjutnya, penyusunan rangkaian argumentasi hukum ke dalam 
pertimbangan hukum putusan harus menyelaraskan antara fakta 
dan hukum melalui penalaran hukum. Pada tahap konstatir hakim 
melakukan penalaran hukum dengan menghubungkan antara fakta dan 
(minimal) hukum pembuktian dan hukum acara, sedangkan pada tahap 
kualifisir dilakukan penghubungan antara fakta dan seluruh hukum 
yang berkaitan dengan perkara yang kemudian dirumuskan (disusun 
sebagai rangkaian argumentasi hukum) ke dalam pertimbangan hukum. 
Penalaran antara fakta dan hukum, yang dapat dilihat dari rangkaian 
argumentasi hukum itu, harus selaras karena jika salah satu di antara 
fakta dan hukum keliru maka dapat menghasilkan kesimpulan atau 
putusan yang keliru.

Berkaitan penggunaan dalil-dalil prinsip syariah sebagai 
argumentasi hukum, dilakukan setelah fakta-fakta dipertimbangkan 
satu persatu secara kronologis, barulah kemudian ditulis dalil-dalil 
prinsip syariah yang menjadi sandaran pertimbangannya, dengan 
sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, 
baru pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalil-
dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan 
hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum 
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juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar dari putusan itu. Hal tersebut. bersifat normatif dan sesuai dengan 
pendapat mayoritas ulama yang menjadikan kaidah fikih hanya sebagai 
dalil pelengkap dalil pokok (Al-Qur’an dan hadis) dan bukan sebagai 
dalil mandiri untuk menetapkan hukum. 

Namun jika kembali pada adanya kewajiban hakim untuk 
mengadili setiap petitum, serta adanya tuntunan mengenai putusan 
yang akan dianggap ideal menurut Pedoman Putusan dan BAS PA 2019 
yakni mengenai jami’ dan mani’ agar hakim menghindari pengulangan 
yang tidak perlu, maka dimungkinkan pada prakteknya akan ditemukan 
adanya kaidah fikih yang digunakan sebagai dalil mandiri dalam satu 
argumentasi hukum untuk menjawab satu petitum untuk menghindari 
pengulangan pencantuman dalil pokok yang mungkin telah dimuat 
dalam argumentasi hukum lainnya dalam pertimbangan hukum 
tersebut, atau dalil pokok tersebut telah dimuat dalam posita gugatan, 
atau telah dimuat sebelumnya dalam pertimbangan hukum dari hakim 
pada tingkat di bawahnya, namun kaidah fikih sebagai dalil mandiri 
dalam satu argumentasi hukum tersebut tetap menjadi dalil pelengkap 
dalil pokok dalam suatu penalaran hukum oleh hakim dalam putusan 
secara utuh. 

Kaidah fikih disajikan dengan tidak melepaskannya dari uraian 
singkat pokok perkara; uraian petitum atau eksepsi yang relevan yang 
dijawab oleh hakim menggunakan kaidah fikih; uraian fakta konkret 
yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menggunakan kaidah fikih 
sebagai argumentasi hukum; kaidah fikih yang digunakan; uraian fakta 
hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum 
sebagai hasil penghubungan atau kualifisir antara fakta konkret hasil 
konstatir dan argumentasi hukum yang termasuk di kaidah fikih di 
dalamnya. 

Contoh: Putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Pengadilan Agama 
Banjarnegara. Pokok duduk perkara pada putusan ini yaitu Penggugat 
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(Bank) memiliki hubungan hukum dengan Tergugat (debitur) melalui 
akad pembiayaan musyarakah dengan jaminan hak tanggungan (benda 
tidak bergerak) dan jaminan fidusia jaminan (benda bergerak berupa 
kendaraan). Dalam pelaksanaan akad, Tergugat menghadapi kesulitan 
karena keluarganya sakit dan usahanya macet, sehingga Tergugat 
berhalangan memenuhi kewajiban dalam akad (wanprestasi). Tergugat 
menyatakan kesiapan untuk membayar angsuran dan memohon ke 
pengadilan untuk tidak melakukan sita atas jaminan Tergugat. Petitum 
terkait yaitu Penggugat memohon hakim agar menghukum Tergugat 
membayar kerugian materil kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat 
dilaksanakan secara tunai maka dilaksanakan lelang atas jaminan utang, 
karena Tergugat wanprestasi dan merugikan Penggugat. Terdapat dua 
petitum yang dijawab oleh hakim dengan menggunakan kaidah fikih 
sebagai argumentasi hukum:

Hakim memutus dengan menyatakan denda keterlambatan 
sifatnya adalah dana kebajikan (dana qardh al-hasan) yang bukan 
merupakan keharusan bagi tergugat dalam kondisi tergugat tidak 
memiliki kemampuan untuk membayar angsuran karena keluarga 
sakit sehingga usahanya macet; menyatakan tidak menerima 
petitum; dan menyatakan pasal dalam akad mengenai kewajiban 
tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran 
menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat pada Tergugat 
dengan alasan Tergugat secara jelas tidak mampu membayar utang. 

Putusan hakim memperlihatkan bagaimana hakim dalam 
menemukan hukum untuk menjawab petitum menggunakan kontruksi 
hukum maslahah mursalah dalam mengkonstruksi hukum karena tidak 
berdasarkan teks hukum yang definitif untuk menghilangkan denda 
keterlambatan, sekaligus interpretasi sistematis dengan mengambil 
kaidah fikih di atas sebagai bagaian dari prinsip syariah yang melandasi 
penghilangan kewajiban denda keterlambatan tersebut. mewajibkan 
penggugat membuktikan gugatan (Putusan Nomor 599/Pdt.G/2018/
PA.Gtlo). hal ini menunjukkan bahwa sebagai argumentasi hukum, 
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penggunaan kaidah fikih tersebut masih sesuai dengan kelaziman 
peruntukkannya secara teoretik.

Penggunaan kaidah fikih sebagai dalil mandiri terhadap fakta 
hukum, dan penggunaan kaidah fikih sebagai dalil mandiri penguat 
dalil prinsip syariah tertulis dan dalil hukum tidak tertulis (kebiasaan) 
dapat menjadi bentuk penalaran hukum oleh hakim yang dapat ditinjau 
dalam perspektif realisme hukum, yakni menjadi indikasi nilai-nilai 
yang diyakini oleh hakim dan sebagai bentuk warisan dari teori receptio 
in complexu. Memungkinkan hakim untuk menerapkan langsung 
hukum Islam tanpa terlebih dahulu memuat dalil-dalil dari hukum 
tertulis sebagai bagian dari argumentasi hukumnya. 

Receptio in complexu sebagaimana pada Putusan Nomor 0354/
Pdt.G/2016/PA.Ba di atas dimungkinkan ketika hakim berijtihad 
menemukan hukum terhadap fakta konkret yang memiliki akibat 
hukum (fakta hukum) dalam perkara ekonomi syariah berupaya 
menghubungkan fakta hukum tersebut dengan hukumnya melalui 
interpretasi sistematis yang menilai bahwa prinsip syariah bukanlah 
sekadar pasal-pasal dalam KHES atau fatwa dari DSN MUI saja, 
melainkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, 
hadis dan termasuk kaidah fikih sebagai produk ijtihad ulama yang 
di dalam kaidah-kaidah fikih tersebut memuat penalaran istiqra’ dari 
mujtahid terhadap nas. 

Penelitian ini menemukan bahwa hakim menggunakan kaidah 
fikih sebagai argumentasi hukum dengan tujuh pola penggunaan yaitu:

1.	 Sebagai Dalil mandiri terhadap fakta hukum.
Pada pola ini, hakim menggunakan kaidah fikih langsung sebagai 

argumentasi hukum yang mengubah suatu fakta konkret menjadi fakta 
hukum tanpa terlebih dahulu memuat sumber hukum tertulis yaitu 
peraturan-perundangan dan yurisprudensi, maupun dalil prinsip syariah 
tertulis yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun KHES dalam 
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bangunan argumentasi hukum. Hal ini kemungkinan karena hakim 
tidak menemukan landasan hukum yang tepat atas fakta konkret yang 
muncul di tahap konstatir untuk dikualifisir menjadi fakta hukum, atau 
fakta hukum sebagai fakta yang memiliki akibat hukum karena adanya 
hak dan kewajiban dari fakta tersebut, tidak ditemukan landasan hukum 
tertulis dan tidak tertulis lain, sehingga hakim memanfaatkan faktor 
kesesuaian antara fakta-fakta tersebut sebagai ilat untuk menerapkan 
kaidah fikih terkait, atau faktor terbukanya ruang interpretasi atau 
konstruksi hukum karena dimungkinkan atau dibolehkan untuk 
menemukan hukum menggunakan kaidah fikih sebagai sumber hukum 
tidak tertulis.

2.	  Dalil mandiri penguat dalil hukum tertulis.
Adanya tuntutan agar hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan 

perkara ekonomi syariah dengan turut menggunakan dalil-dalil prinsip 
syariah dapat menjadi faktor penyebab hakim menggunakan pola ini 
yaitu ketika hakim telah menemukan hukum tertulis yang berkenaan 
dengan fakta konkret untuk diubah menjadi fakta hukum tetapi hakim 
tidak menemukan dalil prinsip syariah lain baik dalil prinsip syariah 
tertulis maupun dalil prinsip syariah tidak tertulis (dalil pokok Al-Qur’an 
dan hadis) untuk menguatkan atau melengkapi argumentasi hukum 
yang bersumber dari hukum tertulis sehingga hakim menggunakan 
kaidah fikih untuk melengkapi atau memperkuat dalil hukum tertulis 
tersebut.

3.	 Dalil mandiri penguat dalil prinsip syariah tertulis 
dan dalil hukum tidak tertulis (kebiasaan).
Pada pola ini hakim tidak menggunakan dalil hukum tidak tertulis 

sebagai bagian dari argumentasi hukum, namun karena kedudukan 
dalil prinsip syariah tertulis yang umumnya terpositivisasi yaitu KHES 
melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008 dan fatwa DSN MUI melalui 
PERMA Nomor 14 tahun 2016131 maka penggunaan kaidah fikih untuk 
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menguatkan dalil prinsip syariah tertulis adalah memiliki nilai yang 
hampir sama dengan penggunaan kaidah fikih untuk menguatkan dalil 
hukum tertulis.

4.	 Dalil mandiri penguat prinsip syariah tertulis dan 
dalil hukum tertulis
Pada pola ini, dalam menjawab suatu petitum atau menemukan 

hukum pada fakta konkret yang telah dikonstatir, hakim telah 
menemukan prinsip syariah tertulis dan dalil hukum tertulis yang 
berkenaan dengan fakta konkret tersebut, namun kaidah fikih tetap 
digunakan sebagai bagian dari argumentasi hukum untuk menguatkan 
atau melengkapinya tanpa terlebih dahulu memuat dalil pokok (Al-
Qur’an dan atau hadis), atau dalil pokok tersebut telah digunakan untuk 
menjawab petitum lain yang juga terdapat dalam putusan namun tidak 
dijawab menggunakan kaidah fikih.

5.	 Dalil pelengkap dalil pokok penguat dalil hukum 
tertulis.
Pada pola ini kaidah fikih digunakan untuk melengkapi dalil-dalil 

lain baik dalil pokok prinsip syariah tidak tertulis seperti ayat Al-Qur’an 
dan hadis maupun dalil hukum tertulis berkenaan dengan petitum 
atau perkara yang harus diputuskan. Kaidah fikih yang cenderung 
digunakan sebagai pelengkap yang mungkin tanpa kaidah fikih tersebut 
argumentasi hukum oleh hakim juga sudah cukup kuat karena telah ada 
dalil pokok sebagai representasi prinsip syariah dan dalil hukum tertulis 
berkenaan fakta konkret yang diadili.

6.	 Dalil pelengkap dalil pokok penguat prinsip 
syariah tertulis.
Sebagaimana disampaikan di atas, sejatinya prinsip syariah tertulis 

memiliki kekuatan yang tidak jauh beda dengan dalil hukum tertulis 
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karena adanya positivisasi. Pada pola ini fakta konkret yang muncul 
dalam persidangan telah memiliki hukum abstrak dalam prinsip syariah 
tertulis untuk dipertemukan menjadi fakta hukum, namun hakim 
menggunakan kaidah fikih untuk menguatkan atau melengkapi prinsip 
syariah tertulis dengan terlebih dahulu memuat dalil pokoknya yakni Al-
Qur’an atau hadis agar bangunan argumentasi hukumnya pada tahap 
kualifisir menjadi runtut dan tepat terhadap fakta hasil konstatir dan 
dalam menetapkan hukum (konstituir).

7.	 Dalil pelengkap dalil pokok penguat dalil hukum 
tertulis dan prinsip syariah tertulis.
Meskipun hakim telah memuat ayat Al-Qur’an atau hadis, prinsip 

syariah tertulis, dan hukum tertulis berkenaan dengan fakta konkret, 
kaidah  fikih tetap digunakan untuk menyajikan argumentasi hukum 
yang runtut dan sistematis sampai munculnya penetapan hukum 
berupa putusan akhir. 

Dari tujuh pola di atas, maka pola penggunaan kaidah fikih 
secara garis besar tetap terbagi dua yaitu sebagai dalil mandiri dan 
dalil pelengkap dalil pokok, yang tentunya karena dalam memutuskan 
perkara ekonomi syariah di Indonesia telah berlaku juga sumber hukum 
tertulis dan tidak tertulis lainnya, maka dua pola tersebut kemudian 
diterapkankan oleh hakim dalam upaya menyandingkan dalil prinsip 
syariah tidak tertulis (Al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, dan doktrin ulama) 
dengan dalil hukum tertulis dan hukum tidak tertulis lainnya yang dapat 
diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia. Namun dari penelitian 
pendekatan sistematis ini, pendapat ulama dan ahli yang menyatakan 
kaidah fikih tidak dapat digunakan sebagai dalil mandiri mendapat 
tantangan dari temuan empiris mengenai adanya beberapa putusan 
yang memuat kaidah fikih dengan penggunaannya sebagai dalil mandiri 
terhadap fakta hukum atau digunakan sebagai dalil mandiri untuk 
menguatkan dalil hukum tertulis untuk menemukan hukum tanpa 
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terlebih dahulu memuat dalil pokok Al-Qur’an dan atau hadis, atau dalil 
prinsip syariah tertulis seperti fatwa, yang mana fatwa Dewan Syariah 
Nasional MUI oleh sebagian pihak dianggap sebagai ijmak ulama dalam 
konteks keIndonesiaan.

E.	 Kesimpulan 
Pertimbangan hukum putusan ekonomi syariah yang memuat 

kaidah fikih dimungkinkan untuk dirujuk oleh hakim yang sama atau 
hakim lain saat mengambil putusan terhadap kasus yang serupa, dan 
penggunaan kaidah-kaidah fikih dalam pertimbangan hukum putusan 
ekonomi syariah berpotensi menjadi kebiasaan secara terus menerus 
oleh hakim ekonomi syariah serta menjadi hujah oleh hakim dalam 
pengambilan putusan perkara ekonomi syariah lainnya di Pengadilan 
Agama.

Penelitian ini menemukan bahwa kaidah fikih digunakan oleh 
hakim sebagai landasan untuk menetapkan hukum dalam wujud 
putusan hakim bahwa sebagai argumentasi hukum oleh hakim, 
penggunaan kaidah fikih tersebut merupakan penemuan hukum 
terhadap fakta konkret dalam perkara ekonomi syariah, dengan cara 
mengkiaskan peruntukkan kaidah fikih yang lazim digunakan dalam 
hukum perdata dan prinsip syariah tertulis.

F.	 Saran
Hakim Peradilan Agama dituntut tampil sebagai ulama yang 

berwawasan luas dan mampu melaksanakan ijtihad, memfungsikan 
dirinya sebagai seorang mujtahid yang berusaha memelihara dan 
melestarikan hukum Islam dalam masyarakat dan dalam lembaga 
Peradilan Agama,” maka apa yang ditunjukkan oleh hakim-hakim 
dalam 14 putusan perkara ekonomi syariah, yang menjadi sampel 
relevan penelitian ini, dapat menjadi bukti upaya seluruh hakim 
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tersebut memposisikan diri mereka sebagai ulama di bidang ekonomi 
syariah yang berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih 
untuk memutus perkara ekonomi syariah. Nilai lebih dapat diberikan 
kepada para hakim yang memutuskan perkara ekonomi syariah dengan 
menempatkan kaidah fikih pada posisi penting dalam argumentasi 
hukumnya sebagai hasil proses menemukan hukum untuk menjawab 
petitum, dan para hakim yang menjadikan kaidah fikih sebagai bagian 
penting dalam penalaran hukum untuk mengambil putusan.

Kaidah fikih sebagai hukum tidak tertulis yang termuat dalam 
pertimbangan hukum putusan hakim dapat digunakan sebagai bagian 
dari argumentasi hukum pada perkara ekonomi syariah.
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